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Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketntuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Tanah Laut;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat 1 Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undnag-Undnag Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undnag-Undang ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia
Nomor 6856);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksansan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaturan
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomeor 19 Tahun 2020
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan
Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6479);
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Badan Narkotika Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah
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18.

15.

20.

21,

22,

23.

24.

25.

26.

27

28,

29.

dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 82);

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
222);

!{cp]utusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan
pada Kementerian Agama;

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
tentang Pencatatan Pernikahan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional dan  Kantor
Pertanahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan
Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak
Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 371);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1573);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024
tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka
Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-
144 /KMA /SK/VIII/2022 tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
41/PJ./2015 tentang Pengamanan Transaksi
Elektronik Layanan Pajak Online sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ.f2019;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ./2019 tentang Layanan Tertentu pada
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

30. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114/DJU/SK.HM.1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri;

31. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-0011897.AH.01.01
Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Perseroan Terbatas (PT) Air Minum Berkah
Banuay);

32. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan
Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

33. Keputusan Kepala BNN Nomor
KEP/275/11/KA/HK.01.04 /2024 /BNN tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik dan Pedoman
Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di
Lingkungan BNN;

34. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 06
Tahun 2024 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja untuk Pelaksanaan Teknis Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomer 14 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
62);

36. Surat Keputusan Direksi Nomor
007 /SK.DIR/PT.BPR-TALA/2022 tentang Produk
Kredit Penanganan dan Fasilitas Pendukung PT
Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut;

37. Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Keuangan Nomor
100/3646/SJ dan NK-9/MK.01,/2022 tentang Kerja
Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Mal
Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN TANAH LAUT

: Menetapkan Standar Operasional Pelayanan Mal

Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Mal Pelayanan
Publik Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud
dictum KESATU, meliputi Standar Operasional Prosedur



Pelayanan:

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, yang terdiri atas
pelayanan:

1. Izin Reklame

2. Izin Praktik Dokter Umum Dan Spesialis

3. lzin Praktik Tenaga Promotor Keschatan Dan Ilmu
Perilaku

4, lzin Praktik Bidan

5. Izin Kerja Tenaga Gizi

6. Izin Praktik Tenaga Gizi

7. lzin Kerja Tenaga Sanitarian

8. Izin Tenaga Refraksionis Optisien

9. Izin Kerja Radiografer

10, Izin Kerja Fisioterapis

11. Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara

12. Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis

13. Izin Kerja Rekam Medis

14. Izin Praktik Perawat

15. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

16. lzin Praktik Apoteker

17, lzin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

18, Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut

19, Izin Praktik Psikolog Klinis

20, lzin Praktik Penata Anestesi

21. Izin Praktik Elektromedis

22, lzin Praktik Dokter Hewan.

23. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

24. Izin Operasional Pendidikan Dasar

25. Izin Operasional SM

26. Izin Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)

27. Izin Penutupan Jalan Umum

28. Izin Hiburan Umum

29. Izin Pengumpulan Uang dan Barang

30. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)

31, Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja

32. lzin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan

33, Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan
Sesial/Organisasi Sosial

34, lzin Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan
Pemanfaatan tanah

35, Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

36, Surat Keterangan Tata Ruang

37. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)

38. Surat Keterangan Penelitian (KKN)

39. Persetujuan Banguna Gedung (PBG)

40. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Bukt
Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)

41. Pencabutan Surat lzin Praktik dan Surat [zin Kerja
Tenaga Kesehatan

b. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah / Samsat
Pelaihari yang terdiri atas pelayanan:

1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB})
2. Pengesahan STNK

c. Pengadilan Negeri Pelaihari, yang terdiri atas
pelayanan:

1. Menerima permchonan izin besuk dan menyerahkan
pemberian izin besuk;



2. Menerima permohonan dan pengambilan turunan

putusan kepada pihak berperkara;

Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa;

Menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana;

Menerima pendaftaran perkara permohonan;

Menerima permohonan pengembalian sisa panjar

biaya perkara;

7. Menerima permchonan dan pengambailan Salinan
Putusan;

8. Menerima permohonan pencabutan gugatan biasa,
gugatan sederhana, dan permohonan;

9, Permohonan waarmalking surat-surat;

10. Pembuatan surat keterangan tidak tersanghkut
perkara pidana dan perdata;

11, Permohan surat izin yang sudah ditandatangani
Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian
dan riset;

12. Permohonan keterangan data perkara dan turunan
putusan perkara yang telah berkekuatan hukum
tetap;

13. Permohonan pendaftaran surat kuasa;

14. Permohonan legalisasi surat;

15. Pembuatan akun pengguna lain e-Court

16. Menerima salinan cetak (hardcopy] dan salinan
elektronik (softcopy) jawaban, replik, duplik, dan
kesimpulan dari pihak yang tidak setuju persidangan
secara elektronik sebelum jadwal sidang yang telah
ditentukan dan menyerahkan kepada Panitera
Pengganti;

17. Menerima permohonan dan memberikan informasi
sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl
Nomor 2-144 Tahun 2022;

18. Menerima dan memilah permohonan Informasi baik
secara manual maupun elektronik;

19, Mendokumentasikan permohonan informasi dan
keberatan atas permohonan informasi secara manual
maupun elektronik;

20. Meneruskan permohonan informasi kepada PFID
pelaksana;

21. Menginformasikan jadwal persidangan setiap hari
kepada para pihak yang berkepentingan;

22. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat
vang ditujukan dan yang dikeluarkan Pengadilan
Negeri Pelaihari.

. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut,

yang terdiri atas pelayanan:

1. Penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan
Narkotika (SKHPN);

2. Jasa Pengujian Narkoba.

. Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut, yang

terdiri atas pelayanan:

1. Informasi Layanan Agama;

2. Jaminan Produk Halal.

Pengadilan Agama Pelaihari, yang terdiri atas

pelayanan:

1. Informasi Layanan Pengadilan Agama Pelaihari
Kelas IB;

2, Penyerahan Produk Pengadilan Agama Pelaihari

o e



Kelas 1B.
g. Kepolisian Resort Tanah Laut, yang terdiri atas
pelayanan:
1. Pelayanan Penerbitan SKCK;
2. Pelayanan Perpanjangan SIM;
3. Surat Keterangan Kehilangan.
h. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan Pelaihari, yang terdiri atas pelayanan;
Aktivasi dan Permintaan Kembali EFIN;
Pembuatan Kode Billing Pajak;
. Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP)
. Cetak Ulang Kartu NPWP (orang pribadi);
Informasi KSWP;
. Konsultasi Perpajakan;
. Asistensi Layanan Mandiri
i, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, yang
terdiri atas pelayanan:
1. Informasi Pelayanan Bidang Pertanahan;
2. Zona Nilai Tanah (ZNT).
j. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut,
yang terdiri atas pelayanan:
1. Pembayaran zakat baik berupa cash maupun

. W ARSI

non-cash;

2. Pembayaran infak baik berupa cash maupun
non-cash;

3. Pembayaran sedekah baik berupa cash maupun
non-cash.

k. BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Laut,

yang terdiri atas pelayanan:

1. Pelayanan Informasi BPJS Ketenagakerjaan;

2. Pendafataran Kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan bagi Pelaku Usaha/Badan
Usaha/Pemberi Kerja;
3. Pencetakan Kartu Peserta dan Sertifikat
Kepersertaan; dan
4. Informasi Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dan
Jaminan Pensiun (JF).
1. BPJS Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, yang
terdiri atas pelayanan:
1. Pendaftaran Peserta Program  Jaminan
Kesehatan;
2. Perubahan Data Peserta Jaminan Kesehatan;
3. Pemberian Informasi Program  Jaminan
Kesehatan;
4. Penanganan Pengaduan Program Jaminan
Kesehatan.
m. Kantor Urusan Agama Pelaihari, yang terdiri atas
pelayanan:
1. Pelayanan Pencatatan Pernikah.
n. Bank Kalsel Kantor Cabang Tanah Laut, yang
terdiri atas pelayanan:
1. Transaksi Setoran;
2. Ransaksi Penarikan Tabungan Sampai Dengan
20 Juta;



L

Transaksi Penarikan Tabungan Lebih Dari 20

Juta;

. Transaksi Penarikan Giro;

Kiriman Uang/Transfer Beda Bank;

Transaksi Kiriman Uang /Transfer Beda Bank;

. Pembayaran Pajak Daerah, PBB, Pajak Negara.

. PT. Air Minum Berkah Banua, yang terdiri atas

pelayanan:

1. Pembayaran Rekening Air;

2. Pendaftaran Sambungan Rumabh;

3. Pengaduan Pelanggan.

. Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang, yang

terdiri atas pelayanan:

1. Minimarket;

2. Loket Simpan Pinjam;

3. Layanan Fotocopy.

. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut, yang terdiri

atas pelayanan:

1. Tabungan dan Deposito;

2. Kredit.

. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Tanah Laut, yang terdiri atas pelayanan:

1. Pojok Baca Digital.

. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut,

yang terdiri atas pelayanan:

1. Pembayaran Pajak Daerah;

2. Pembayaran Retribusi Daerah.

. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tanah Laut, yang terdiri atas

pelayanan:

1. Penerbitan Kartu Keluarga

2. Penerbitan Kartu Keluarga Kedatangan

3. Perekaman KTP-El dan Penerbitan KTP-El

4, Penerbitan KTP-el Pindah Datang, KTP-el

Perubahan Data, KTP-el Perpanjangan bagi

Penduduk Orang Asing yang memiliki izin

tinggal tetap, KTP-el karena hilang atau rusak,

dan penerbitan KTP-el luar domisili

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Penerbitan Surat Keterangan Pindah

Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Terbatas

(SKTT) WNA

8. Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk
Rentan

9. Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk
Non Permanen

10. Penerbitan Surat Keterangan Penduduk
Datang dari Luar Negeri (SKDLN)

11. Penerbitan Surat Keterangan  Pindah
Penduduk ke Luar Negeri (SKPLN}

12. Penerbitan Akta Kelahiran bagi penduduk,
WNI vang tinggal di luar wilayah RI dan WNA
{orang asing)

13. Penerbitan Akta Kematian

IR N
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14. Penerbitan Akta Perceraian

15. Penerbitan Akta Perkawinan

16. Penerbitan Perubahan Akta Kelahiran
17. Penerbitan Akta Pengakuan Anak

18. Penerbitan Akta Pengangkatan Anak
19. Penerbitan Akta Pengesahan Anak
20. Pembatalan Akta

21. Penerbitan pencatatan Pembatalan
Perkawinan

22. Penerbitan pencatatan Pembatalan
Perceraian

23. Penerbitan pencatatan Perubahan Status
Kewarganegaraan

24. Penerbitan pencatatan Peristiwa Penting
Lainnya.

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Laut dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman sesuai
Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
Dalam pelaksanaannya Standar Operasional Prosedur
Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat
dilakukan pengkajian ulang dan penyempurnaan,
berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

.__"d'u.ﬁatu



LAMPIRAN 1 :

HKEPUTUSAN KEPALA DINAS FPENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (FKE) TAHUNAN

Nomar SOF 43 /DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 A

Tanggal Revisi !

Tanggal Efektil 25 Juni 2025 ’ P

Disahkan olch
DINAS PM DAN PTSP
Nama SOP Fembayaran Pajak Kendaraan Elrmctur {PKB] Tahunan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

2.

10,

12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

Undang-Undang Rl nmomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia ;

Undang-Undang Rl nemor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

Undang-Undang Rl nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang RI nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah;

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomer 55 tahun 2016 tentang
ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah;

Peraturan pemerintah Rl nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas
jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara
republic Indonesia;

Peraturan persiden Rl nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan istem
administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor;

Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999
dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi
Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor , Tanda
Momor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 027 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

1. Memahami Registrasi dan Identifikasi STNK Kendaraan bermotor;

2.Memahami sitem dan mampu menjelaskan prosedur pendaftaran
kendaraan bermotor STNK 1 Tahunan;

3.Memahami penetapan pajak kendaraan bermotor;

4, Mampu mengoperasikan komputer samsat online;

5. Mampu melaksanakan pengesahan STNK;

6. Mampu menggunakan fasilitas kerja dengan baik;

7.Mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan dengan ramah,
tepat, informatif;

8. Mampu memahami NJKB;

9. Mampu memahami tarif SWDKLLAJ;

10. Mampu mngidentifikasi uang palsu;

11, Mampu mengidentifikasi dokumen palsu;

12, Mampu memahami ketentuan pajak progresif
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Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi
Kendaraan Bermotor.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

. Komputer;

. Aplikasi Komputer;

Jaringan data;

. Database Kendaraan Bermotor;
. Alat Detector Uang;

6. Kas register,

noH Wk -

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik
kendaraan bermotor /wajib pajak.

1. Disimpan sebagai arsip
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S0P Pembayaran Pajak Hendoraan Bermotor [PEE) Tabunan

Mergarapkan SKKP

Araip SKKP

FELARAAMA MUTD BAKU
ARTIVITAS WAIE FETUGAS JARA
PAIAK petey RARARIA PETUGAS BAFENDA PERSYARATAN Wakiu Oripat
Mbelakuliinn Peredall mmmﬁ Daluimen. Perayassian 5 menit Kelerghnpan peraunraian
EWDIKLLAS due Pemgesaban STHE dengan menyrialiken ‘ ) 1. bdentitas dar: penigeashan STNK dan noenor
el o ayasalins . Orang Pribaci [KTF/SIM KK Paspeort | KTA sewus wiirian
BTHE)
b, Badan ¢ sural pages dan KT sesust Suralt Tuges
&. Pegnerintah | Sural Digas dan inetane
2. STHK
SKEP terakhip
&, Bhuleti Pl DPWKP {1 Anghon
Uenuiny Flat Kuming)
Memverilicas persuyaratan dan krabanhan doloimen Doloimen. Persyaoatan | 1 prwenat Diokurmen Preayasatmn
Chardaraan Sarmsdse Lt I identitas diri Terveritikast
{"“-:; . Ovang Pribasli [KTP)SIM/ KK Paagort [ KTA sea1isi
HTHE)
b, Bodan | sural tugas dan KT sesuss Surat Tagas
& Pemerintah ; Sural tugss dan hslens
. BETHE
EHEP tarakhis
A, Bubits Pal DPWEF (i Anginy
Wmsam Pt Kunbng)
Merietaghnn besarnya PEB dan SWDELLAJS yarg haris Duoloumen Persyanatan | 1 menit Hurst Fetetapan Kewnjihan
by & 1. idertitas diriz Pembaymran {SKKF
. Oyang m[ﬂ:%}lwm[ﬂnm
i: b Badan | auirat fugas den KTF sesusi Sural Tugas
£ Peinecinial | Sursl tagas den imstansi
2. BTHE
EKEP terakhis
3. Buk P DPWEF [Eh il
Ui Mat Kuning)
[Mendeeivikas SEEP “Ketetnpan SKRF M KB Tard PES dan SWIKLLAL 1 menidt HAurst Ketetapan Kewnjiban
Fembayaran {SKEKP)
Terverifiasi
Meriermma pernbaywran SKKP Burat Ketetapan Kewajiban Pembaysran [SKEF 5 mendt BKEF tervalidesi yang wudsh
pembararan sesuni SKRP dasahibon
1 grmaiat
5]
Mengeaalian STHIE E: SKKP Tervalidasi B g itk
1 eneqai
. BHEF dan THE. imlal
Meryerabiian SEKP dan STHK yang telah disshiun Elj BEKP dan STHE yang telah disshkon ki
1
1 msnar

BHREF dan ETHE yung tolsh
b
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGESAHAN STNK

Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 25 Juni 2025
Disahkan oleh

DINAS PM DAN PTSP
Nama SOP Pengesahan STHK
Dasar Hukum Kualifikkasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

3. Undang-Undang Rl nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia ;

4, Undang-Undang RI nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Rl nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Rl nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah;

7. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 55 tahun 2016 tentang
ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah;

8 Peraturan pemerintah RI nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas
jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara
republic Indonesia;

9. Peraturan persiden Rl nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan istem
administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor;

10, Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nemor 29 Tahun 1999
dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi
Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor , Tanda
Momor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

11. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 027 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,

1. Memahami Registrasi dan Identifikasi STNK Kendaraan bermotor;

2. Memahami sitem dan mampu menjelaskan prosedur pendaftaran
kendaraan bermotor STNK 1 Tahunan;

3. Memahami penetapan pajak kendaraan bermotor;

4. Mampu mengoperasikan komputer samsat online;

5. Mampu melaksanakan pengesahan STNK;

6. Mampu menggunakan fasilitas kerja dengan baik;

7.Mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan dengan ramabh,
tepat, informatif;

8 Mampu memahami NJKB;

9. Mampu memahami tarif SWDKLLAJ;

10. Mampu mngidentifikasi uang palsu;

11, Mampu mengidentifikasi dokumen palsu;

12. Mampu memahami ketentuan pajak progresif

El



13. Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi
Kendaraan Bermotor.

Keterkaitan

Peralatan /Perlengkapan

. Komputer;

. Aplikasi Komputer;

. Jaringan data;

. Database Kendaraan Bermotor;
. Alat Detector Uang;

. Kas register.

[N I L

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik
kendaraan bermotor /wajib pajak.

1. Disimpan sebagai arsip

T



S0P PENGESAHAN STNK

PELAKSANA MUTU BAKU
ik i Pemohon SAMSAT Kelengkapan Waltu Produk
1. |Menyerahkan kelengkapan dolumen STNK (_:: ' ) dokumen STNK 5 menit dokumen STNK
2. |-Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dokumen STNK 15 menit STNK yang sudah disahkan
dokumen STNK
- Memproses Pengesahan STHNK
- Menyerhakan STNK yang sudah disahkan i—-—"j
3 menerima STNK yang sudah disahkan STHK yang sudah disahkan 5 menit STNEK yang sudah disahlcan

ST



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN BESUK

Nomor SOP 43 [DFMPTSP 2025
TAMAH LAUT

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 f

Tanggal Revisi f

Tanggal Efelkuf 25 Juni 2025

Disahkan oleh

Nama SOP Izin Besuk

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Huokum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S077) sebagaimann telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negorn Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

2. Keputusan Ketun Mahkamah Agung Nomor 026 /KMA/SK/1/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

3,  Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114/DJU fSK.HM.1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (FTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

B, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

B. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3, Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yvang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP PERMOHONAN IZIN BESUK

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITASB Geral Pengadilan
Pemohon o i pada MPP Kelenglapan Waltu Produlc
1. |Menyerahkan kelengkapan dokumen permohonan D Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan
2, |-Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Dokumen Permohonan 15 menit surat permohonan
permohonan
- Memproses dokumen permochonan
- Menyerahakan permohonan kepada pemohon I—:
3  |menerima surat permohonan surat permohonan 5 menit surat permohonan

L1



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PISP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN

PENGAMBILAN TURUNAN PUTUSAN KEPADA PIHAK BERFPERKARA

Nomar S0P 43 /DPMPTSP/2025
TAMAH LAUT
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revist /‘
Tanggal Efektif 25 Juni 2025 j’ )
Disahkan olch aja Dp ?’&?
ol lgur, -
AS PM DAN PTSP .
DIN ENTRY 1_|_._ ANTONGO, BE
HIP. -lﬂi'nm 199303 1
Nama SOP Permohonan Dan Pengambilan Turunan Putusan Kepada Pihak
Berperkara
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atns Undang-Undang Nemor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

2. HKeputusan Ketun Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomaor
114/DJU/SK.HM. 1.1.1/1/2024  tentang Pembarunn Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (FTSF) pada Pengadilan Tinggl dan Pengadilan Negeri;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyal komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan

perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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S0P PERMOHONAN TURUNAN PUTUSAN KEPADA PIHAK BERPERKARA

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Geral Pengadilan
Pemohon Negerl pada MPP Kelenglkapan Walktu Produk
1. [Menyerahkan kelengkapan dolumen permohonan C) Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan
2. |-Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Dokumen Permohonan 15 menit surat permochonan
permohonan
- Memproses dokumen permohonan
- Menyerhakan permohonan kepada pemohon Hj
3  [menerima surat permohonan aurat permohonan 5 menit surat permohonan

el



LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN IIIEPMJL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN PERKARA

GUGATAN BIASA

Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 25 Juni 2025 -+

Disahkan oleh

Nama SOP Pendaftaran perkara gugatan biasa
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negora
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomaor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nemor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3327);

2, HKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK//2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomaor
114/DJU/SK.HM, L 1.1 /172024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Neégeri;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan

Peralatan /Perlengkapan

2. ATK

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet

3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku vang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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80P PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN BIASA

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Geral Pengadilan Pengadilan
Produk
Pemohon Negeri pada MPP Negeri Kelengkapan Waktu u
1. |Menyerahkan kelengkapan dokumen pendaftaran D Dokumen pendaftaran 5 menit Dokumen pendaftaran
2. -Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Dokumen pendaftaran 5 jam Dokumen pendaftaran yang
pendaftaran sudah periksa
- Meneruskan dokumen pendaftaran ke Pengadilan
MNegeri E-—-l
B Menerima kelengkapan dokumen pendaftaran untuk Deokumen pendaftaran yang S menit Dokumen pendaftaran vang

diproses

sudah periksa

sudah periksa

Tz



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN PERKARA

Dasar Hukum

GUGATAN SEDERHANA

Nomar SOP 43 JDPMPTSP/ 2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 %

Tanggal Revisi /

Tanggal Efektil 25 Juni 2025 f

Disahkan oleh s
DINAS PM DAN PTSP

Nama SOP pendaftaran pu@u-g'ti:;a-.rhma

Kualifikasi Pelaksana

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [Lembaran Negara
Republik Indonesia Trhun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5077) sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 /KMA/SK/I/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114/DJUFSKHM. 1. 1.1 /1/2024 wentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakulkan dalam menunjang tugas;

2, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tnggi untuk menyvelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan

perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Geral Pengadilan | Pengadilan
Pemohon Negerl pada MPP N . Kelengkapan Waktu Produk
1. Menyerahkan kelengkapan dokumen pendaftaran @ Dokumen pendaftaran 5 menit Dokumen pendaftaran
2. |-Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Dokumen pendaftaran 5 jam Dokumen pendaftaran vang
pendaftaran sudah periksa
- Meneruskan dokumen pendaftaran ke Pengadilan
Megeri IIII—l
5. Menerima kelengkapan dokumen pendaftaran untuk Dokumen pendaftaran yang 5 menit Dokumen pendaftaran yang

diproses

sudah periksa

sudah periksa

14



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN PERKARA

PERMOHONAN

S— Nomor SOP 43 /DPFMPTSP/ 2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi ’
Tanggal Efektif 25 Juni 2025 I -
Disahkan olch jRepgla DEY :'1
DINAS PM DAN PTSP oo e, o
NIP-19660708 199303 1 002
Nama SOP pendaftaran perkara permiohonan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indancsia Nomor 5077) sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tabun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

Keputusan Ketua Mahkomah Agung Nomor 026 /KMA/SK/IIf2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114/DJU/SK.HM.1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggl dan Pengadiian Negeri;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan

perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk périzinan.
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S0P PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN

PELAKSANA MUTT BAKU
No. AKTIVITAS Geral Pengadilan Pengadilan
R hon Negerl pada MPP Negeri Kelengkapan Walitu Produk
1.  |Menyerahkan kelengkapan dokumen pendaftaran C) Dokumen pendaftaran 5 menit Dokumen pendaftaran
2. -Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Dokumen pendaftaran 5 jam Dokumen pendaftaran yang
pendaftaran sudah periksa
- Meneruskan dokumen pendaftaran ke Pengadilan
Negeri E"_I
5. Menerima kelengkapan dokumen pendaftaran untuk Dokumen pendaftaran yang 5 menit Dokumen pendaftaran yang
diproses audah periksa sudah periksa

SZ



LAMPIRAN 1 :

HEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROSEDUR FERMOHONAN

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL

PENGEMEALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

T Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggnl Revisi
Tanggal Elcktil 25 Juni 2025
Disahkan oleh
Nama SOP permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tenting Peradilan Umum [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negama Republik
Indonesin Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentung Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

2. Keputusan Ketun Mahkamah Agung Nomor 026 /KMA/SK/IL/2012 wentang Standar
Pelayanan Peradilan;

3. Surat Keputusan Direktur Jendeml Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
L1 /DJUSKHM 1,11 /12024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu [PTSF) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen linggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat wakdtu.

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1, Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitering dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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S0P PERMOHONAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Geral Pengadilan | Pengadilan
Pemohon Negeri pada MPP Neger Kelengkapan Waktu Produlk
1.  |Menyerahkan kelengkapan dokumen permohonan D Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan
2. |-Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Dokumen Permohonan 5 jam Dokumen Permohonan yang,

permohonan
- Meneruskan dokumen permohonan ke Pengadilan
Negeri

sudah periksa

Menerima kelengkapan dokumen permohonan untuk
diproses

Dokumen Permohonan
yang sudah periksa

5 menit

Dokumen Permohonan yang
sudah periksa

Lz



LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN
PENGAMBAILAN SALINAN PUTUSAN

e Nemaor SOP 43 [DPMPTSP) 2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 25 Juni 2025
Disahkan oleh
Nama S0P permohonan dan pengambailan Salinan Putusan
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 lentang Peradilan Umum [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

1.
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

Indonesia Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 . 5 . : : ;
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan sctiap tahapan kegiatan tepat
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor sasaran dan tepat waktu.
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 3327);
2. Keputusan Ketun Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
Pelayannan Peradilan;
3. Surat Keputusan Dircktur Jendernl Badon Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114/DJU/SK HM. 1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSF) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip /Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
Jika tidek dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2, Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP PERMINTAAN SALINAN PUTUSAN

PELAKSANA MUTTU BAKU
No. AKTIVITAS Geral Pengadilan
Pemohon Negeri 1a MPP Kelengkapan Walkitu Produk

1. Menyerahkan kelengkapan dokumen permohonan ﬁ Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan
2. |-Menerima dan memerikaa kelengkapan dokumen Dokumen Permohonan 15 menit surat permohonan

permohonan

- Memproses dokumen permoehonan

- Menyerhakan permohonan kepada pemohon '—_13
3 menernma surat permohonan surat permohonan 5 menit surat permohonan
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR  OPERASIONAL PROSEDUR  PERMOHONAN
PENCABUTAN GUGATAN BIASA, GUGATAN SEDERHANA, DAN

Dasar Hukum

T Nomor S0P 43 [DPMPTSP /2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 25 Juni 2025

Disahkan oleh

Nama SOF permohonan pencabutan gugatan biasa, gugatan sederhana, dan
permohonan

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
B. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomar sasaran dan tepat waktu,
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
2, Keputusan Ketusn Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114 /10U /SK.HM. 1. 1.1 /1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilnn Negeri;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam  pelayanan
perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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S0P PERMOHONAN PENCABUTAN GUGATAN

PELAHSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Geral Pengadilan Pengadilan
Pemohon Negeri MPP Negeri Kelengkapan Walktu Produk
1. Menyerahkan kelengkapan dokumen permohonan ( ) Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan
2. -Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Dokumen Permohonan 5 jam Dokumen Permohonan yang
permohonan sudah periksa
= Meneruskan dokumen permohonan ke Pengadilan
Negeri E"—I
5. |Menerima kelengkapan dokumen permohonan untuk Dokumen Permohonan

diproses

yvang sudah periksa

5 menit

Dokumen Permohonan yang
sudah periksa
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LAMPIRAN 1 :
HKEPUTUSAN HKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN FTSP
TENTANG STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR WAARMAKING SURAT-

SURAT

Dasar Hukum

Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025

TAMNAH LAUT
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi f'
Tanggal Efektil 25 Juni 2025 }'
Disahkan oleh i
Nama SOP waarmaking surat-surat

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undnng Nemor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

2. HKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelavanan Peradilan;

3. Surat Keputusan Direkiur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114/DJUSSK HM. 11 1/1/2024 wntang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu [PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

1. Memahami dengan baik kegiatan yvang harus dilakukan dalam menunjang tgas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan

perizinan,

1. Dokumentasi produk perizginan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP PERMOHONAN WAARMAKING SURAT-SURAT

PELAKBANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Geral Pengadilan Pe
Pemohon Negeri pada MPP Negeri Kelengkapan Waltu Produk
1. |Menyerahkan kelengkapan dokumen permohonan @ Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan
2.  |-Menerima dan memeriksa kelengkapan dekumen Dokumen Permohonan 5 jam Dokumen Permohonan yang
permohonan sudah periksa
= Meneruskan dolumen permohonan ke Pengadilan
e —
5. |Menerima kelengkapan dokumen permohonan untuk Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan yang

diproses

yang sudah periksa

sudah periksa
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN .KEPAI..& DINAS PENANAMAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN

TIDAK TERSANGKUT PERKARA PIDANA DAN PERDATA

MODAL DAN PTSP

Nomaor SOP 43 /DPMPTSP/2025

Tanggal Fembuatan 16 Juni 2025 7

Tanggal Revisi f'

Tanggal Efektil 25 Juni 2025 / A

Disahkan oleh i DEMP

Nama S0P surat keterangan t:'dﬁsz_:mangkut perkara pidana dan perdata
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negora Republik
Indonesia Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undoang Nomor 49
Tahun 2009 itentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 /KMA/SK// 2012 twentang Standoar
Pelayanan Peradilan;

3. Sumat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114/DJUSSK.HM.1.1.1/1/2024 twentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu [PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

1, Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan sectiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2, Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGHKUT PERKARA PIDANA DAN PERDATA

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Gerai Pengadilan
Pemohon Negeri pada MPP Kelengkapan Walktu Produk
1. |Menyerahkan kelengkapan dokumen permohonan D Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan
2. |-Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Dokumen Permohonan 15 menit surat permohonan
permohonan
- Memproses dokumen permohonan
- Menyerhakan permohonan kepada pemohon r—:
3 menerima surat permohonan surat permohonan 5 menit surat permohonan

SE



LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHAN SURAT IZIN
YANG SUDAH DITANDATANGANI KETUA PENGADILAN UNTUK

MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN RISET;

Nomaor SOF 43 /DPMPTSP/ 2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025

Tanggal Revisi J;(

Tanggal Efektif 25 Juni 2025 /’

Disahkan oleh ¥ '

Nama SOP Permohan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk
melaksanakan penelitinn dan riset;

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahon Kedun atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1936
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

2. HKeputusan Ketun Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

3. Surat Keputusan Direkwor Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114/ DJUSK.HM. L L 1/T/2024  tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelaynnan
Terpadu Satu Pintu [FTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang waijib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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SOP PERMOHAN SURAT IZIN YANG SUDAH DITANDATANGANI KETUA PENGADILAN UNTUK MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN RISET

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Geral Pengadilan Pe
Pemoheon Negerl pada MPP Negerl Kelenghkapan Waldtu Produlk
1. |Menyerahkan kelengkapan dokumen permohonan D Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan
2. |-Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Dokumen Permohonan 5 jam Dokumen Permohonan yang
permohonan sudah periksa
- Meneruskan dokumen permohonan ke Pengadilan
Negeri :;l
= Menerima kelengkapan dokumen permohonan untulk Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan yang

diproses

yvang sudah periksa

sudah periksa

LE



LAMPIRAN 1 :
HKEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG  STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN

KETERANGAN DATA PERKARA DAN TURUNAN PUTUSAN PERKARA YANG
TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

TANAH LAUT Nomor SOF 43 [DPMPTSP /2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektil 25 Juni 2025,
Disahkan oleh
Nama SOP Permohonan Iuetcmhgﬁh data parkora don turunan putusan perkam yang
telah berkekuatan hukum tetap

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 3327);

2. Heputusan Ketun Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SKE/11/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

3. Surat Keputusan Direlour Jendernl Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114 fDJU/SK.HM. 1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

1
.
3.

. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1, Perangkat Kemputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1. Dekumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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SOP PERMOHONAN KETERANGAN DATA PERKARA DAN TURUNAN PUTUSAN PERKARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Geral Pengadilan Pengadilan k
Pemohon Negeri pada MPP Negeri Kelengkapan Walktu Produ
1. |Menyerahkan kelengkapan dokumen permohonan D Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan
2. -Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Dokumen Permohonan 5 jam Dokumen Permohonan yang
permohonan sucdah periksa
- Meneruskan dokumen permohonan ke Pengadilan
Negeri E
Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan yang

Menerima kelengkapan dolkumen permohonan untuk

diproses

vang sudah periksa

sudah periksa

6€



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN

PENDAFTARAN SURAT KUASA

Nomor SOF 43 /DPMPTSP/2025
TAMAH LAUT
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Reviai /
Tanggal Efektif 25 Juni 2025 ; / : FaX
Disahkan oleh e e B
DINAS PM DAN PTSP oz
Nama SOP Permohonan pendafiaran surat kuasa |
Dasar Hukum i :

1. Undang-Undang Nemer 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5077) sebagaimann telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49

1.
2. Memahami dengan bailt ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan sctiap tahapan kegiatan tepat
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor sasaran dan tepat waktu,
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327,
2, HKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 /KMA/SK/I1/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114/DJUSSKHM. L L 1/1/2024  tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (FTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Kemputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2, Laporan produk perizinan;
3, Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP PERMOHONAN PENDAFTARAN SURAT KUASA

FELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Geral Pengadilan Pe
Waktu Produk
Pemohon Negerl pada MPP Negeri Kelengkapan

1. Menyerahkan kelengkapan dokumen permohonan @ Dokumen Permohonan S menit Dokumen Permohonan
2, -Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Dokumen Permohonan 5 jam Dokumen Permohonan yang

permohonan sudah periksa

= Meneruskan dekumen permohonan ke Pengadilan

Negeri EL—I
5. |Menerima kelengkapan dokumen permohonan untuk Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan yang

yang sudah periksa sudah periksa

diproses

v






LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN LEGALISASI

SURAT

Dasar Hukum

Nomor SOP 43 JDPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025

Tanggal Revist /

Tanggal Blcktif 25 Juni 2025 ,/

Disahkan oleh

Nama SOP Permohonan legalisasi surat-
Kualifikasi Pelaksana

1.

Undang-Undang Nemor 2 Tahun 1086 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

2. Keputusan Ketun Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/1/2012 tentang Standar
Pelaynnan Peradilan;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114/DJUJSK.HM. 1.1, 1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidalk dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
PErIZITan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2, Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP PERMOHONAN LEGALISASI SURAT

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Gerai Pengadilan Pengadilan
Pemohon Negeri pada MPP Negeri Kelengkapan Walttu Produk
1. |Menyerahkan kelengkapan dokumen permohonan ( ) Dokumen Permohonan 5 menit Dekumen Permohonan
2, |-Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Dokumen Permohonan 5 jam Dokumen Permohonan yang
permohonan sudah periksa
- Meneruskan dokumen permohonan ke Pengadilan
Negeri EH
5. Menerima kelengkapan dokumen permohonan untuk Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan yang

diproses

yang sudah periksa

sudah periksa
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LAMPIRAN 1 :

HEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR MENERIMA SALINAN CETAK (HARDCOPY) DAN BSALINAN
ELEKTRONIK (SOFTCOFY) JAWABAN, REPLIK, DUFLIK, DAN KESIMPULAN

TAMAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 25 Juni 2025

Disahkan oleh

Nama SOP Salinan Cetak (Hardcopy) in Salinan  Elektronik [Softeopy) Jawaban,

Replik, Duplik, Dan Kesimpulan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Undang-Undang Nemor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5077} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 3327);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

2, Keputusan Ketun Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SE/11/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
L14/IVU/SK.HM.1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Ralk
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOF ini merupakan presedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

9%



LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN
MEMBERIKAN INFORMASI SESUAI SURAT KEPUTUSAN KETUA
MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2-144 TAHUN 2022

5 —_—
AT Nomor SOP 43 /DPMPTSPF2025
Tﬂ.ﬂm} Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tﬂ.ﬂm.t Eikh.l' 25 Juni 20;25
Disahkan oleh
Nama S0P permohonan dan membcriE;l informasi sesuai Sural Keputusan Hetua
Mahkamah Agung Rl Nomor 2-144 Tahun 2022
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum {Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesin Nomor 3327);

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomar 026 /KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

3. Sumt Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomaor
114 /DJUSSK.HM. 1,11 /172024  tentang  Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

B. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tabapan Kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidakiransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
pericinan,

1, Dokumentasi produk periginan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENERIMA DAN MEMILAH
PERMOHONAN INFORMASI BAIK SECARA MANUAL MAUPUN ELEKTRONIK

Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025
T.M‘I.li-.! LAUT
Tanggal PFembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 95 Juni 2025
Disahkan oleh
Nama SOP Menerima dan memilah permohonan informasi baik secara
manyual maupun elektronik
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 5077) scbhagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Perndilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

2. Keputusan Ketun Mahkamah Agung Nomor 026/KMA[SK/I1/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

3, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114/I5U/SK.HM. 1.1,1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) puda Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1, Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internct
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak diliksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan preduk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP MENERIMA DAN MEMILAH PERMOHONAN INFORMASI

PELAKBANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Pengguna Geral Pengadilan
1 Neger MPP Kelengkapan Walktu Produk
1. |Menyerahkan kelengkapan dokumen permohonan secara Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan
manual maupun elektronik
2. |Menerima dan memilah permohonan informasi baik Dokumen Permohonan 15 menit | surat permohonan yang telah

secara manual maupun elektronik

dipilah
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENDOKUMENTASIKAN
PERMOHONAN INFORMASI DAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN
INFORMASI SECARA MANUAL MAUPUN ELEKTRONIK

Nomar SOP 43 /DPMPTSP/2025
TAMAH LAUT
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 25 Juni 2025
Disahkan oleh
Mama SOP Mendokumentasikin  permohonan  informasi  don  keberatan  atas
permohonan informasi sccara manial maupun elektronik
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemor 49
Tahun 2009 tentang Perubshan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 /KMA/SK/II/2012 tentang Stander
Pelayanan Peradilan;

3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomar
114/DJUSSK.HM.1,1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu [PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas,

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat wakfu,

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1, Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP DOKUMENTASI PERMOHONAN INFORMASI

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Pengguna Gerai Pengadilan
Prod
N : MPP Kelengkapan Waktu roduk

1. [Menyerahkan Permohonan Informasi Dan Keberatan Dokumen Permohonan 5 menit Dokumen Permohonan

Atas Permohonan Informasi Secara Manual Maupun

Elektronik
2, Mendokumentasikan Permohonan Informasi Dan Dokumen Permohonan 15 menit surat permohonan yang telah

Keberatan Atas Permohonan Informasi Secara Manual

Maupun Elektronik

dipilah
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

KEPADA PPID PELAKSANA
Nomaor SOP 43 [DPMPTSP/ 2025
TANAH LAUT

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 25 Juni 2025

Disahkan olech

Nama S0P permohonan informasi kepada PPID pelaksana
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ([Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

L.
2, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

Indonesia Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 = ¥ - . ; ; ;
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan sctap tahapan keglatan tepal
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomar sasaran dan tepat waktu.
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114/DJUSSK.HM. 11,1 /1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu [PTSF) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
Keterkaitan Peralatan fPerlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1. Deokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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SOF MENERUSKAN PERMOHONAN INFORMASI KEPADA PPID PELAKSANA

PELAKSANA MUTU BAKU
No, AKTIVITAS Pengguna Geral Pengudilan Pe
Ki
Negeri pada MPP Negerl elenghapan Waktu Produk

1. |Menyerahkan kelengkapan dokumen informasi D dokumen informasi 5 menit dokumen informasi
2. -Menerima dan memeriksa dokumen informasi dokumen informasi 5 jam dokumen informasi

- Meneruskan dokumen permohonan kepada PPID

i 1
5. Menerima kelengkapan dokumen informasi dokumen informasi 5 menit dokumen informasi

5§



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MENGINFORMASIKAN

JADWAL PERSIDANGAN SETIAFP HARI KEPADA FARA PIHAK YANG

Nomar SOP 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 ;

& Tanggal Revisi /

A Tangial EXKHT 25 Juni 2025 / -
Disahkan oleh ' i
Nama SOP Menginformasilan jadwetp sidangar setiap hari kepada para pihak yang
berke pentingan
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nemor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

2. Heputnsan Ketua Mahkamah Apung Nomor 026 /KEMA/SE/I1/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

3. Sural Keputusan Direletur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114/DJU/SK.HM,1,1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanon
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pauda Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

1.
2.
3.

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan

perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP MENGINFORMASIKAN JADWAL PERSIDANGAN

PELAKSANA MUTTU BAKU
No. AKTIVITAS Pengadilan Geral Pengadilan Pengguna
Negerl Negori MPP L Kelengkapan Waktu Produk

1, Menyerahkan infomasi jadwal Persidangan Setiap Hari Jjadwal Persidangan Setiap 5 menit jadwal Persidangan Setiap
‘ ' Hari Hari

2 Menerima dan menginformasikan jadwal Persidangan jadwal Persidangan Setiap 5 jam jadwal Persidangan Setiap
Setiap Hari Hari Hari

5. |Menerima infomasi jadwal Persidangan Setiap Hari jadwal Persidangan Setiap 5 menit jadwal Persidangan Setiap
Hari Hari

LS



LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENERIMA SELURUH
SURAT-SURAT YANG DITUJUKAN UNTUK PENGADILAN NEGERI PELATHARI

Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025

TAMAH LAUT
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 7
Tanggal Revisi /
Tanggal Efektif 25 Juni 2025 [

Disahkan oleh
DINAS PM DAN PTSP
Nama SOP Menerima dan menverahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang
dikeluarkan Pengadilan Negen Pelaihari
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Ferubahan Kedua atas Undang-Undang Nemor 2 Tahun 1986
tentang Peradilon Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

2, HKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 /EMASSK/I/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

3, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114 /DJUJSK.HM. 1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSF) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3., Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan

perizinan,

1. Dekumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3, Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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S0P MENYERAHKAN SURAT DARI PENGADILAN NEGERI

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Pengadilan Geral Pengadilan
N Kel Produk
Negerl rl pada MPP elengkapan Waktu u
1. |Menyerahkan surat untuk diserahkan kepada pengguna surat-surat untuk 5 menit surat-surat untuk pengguna
layanan |( } pengguna layanan layanan
2. Menenma dan Menverahkan surat-surat untuk surat-gsurat untuk 5 jam surat-surat untuk pengguna
pengguna layanan pengguna layanan layanan
]
5. Menerima surat-surat untuk pengguna layanan surat-surat untuk S menit surat-surat untuk pengguna

pengguna layanan

layanan
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LAMPIRAN 1 :

HKEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENYERAHKAN SELURUH
SURAT-SURAT YANG DIKELUARKAN PENGADILAN NEGERI PELATHARI

. Nomor SOP 43 /DPMPTSP /2025
TAMNAH LAUT

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektil 25 Juni 2025

Disahkan oleh

NIP. 1960708 199303 1 002
Nama SOP Menerima dan menyerahkan seliruh surat-surat yang ditujukan dan yang
dikeluarkan Pengadilan Negeri-Pelaihari
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

l. Undang-Undang Momor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum |[Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S077) schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 3327);

2, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 /KMASSK/I/2012 tentang Standar
Pelaynnan Peradilan;

3, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor
114/DJU/SK.HM, 11,1 /172024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanon
Terpadu Satu Pintu [PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksannan kegiatan;

3, Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan
jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan

perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP MENERIMA SURAT DARI PENGGUNA LAYANAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Pengguna Geral Pengadilan P
L Negarl MPP Negeri Kelengkapan Waktu Produk
1. |Menyerahkan surat-surat untuk Pengadilan Negeri surat-surat untuk 5 menit surat-surat untuk Pengadilan
( } Pengadilan Negeri Negeri
2. Menerima dan Menyerahkan surat-surat untuk surat-surat untuk 5 jam surat-surat untuk Pengadilan
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Negeri
F
L]
5. Menerima surat yang diserahkan untuk Pengadilan surat-surat untuk 5 menit surat-surat untuk Pengadilan

Negeri

Pengadilan Negeri

MNegeri

19



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT
KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOTIKA (SKHPN)

Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025
TAMNAH LAUT
W Pembuatan 16 Jund 2025 .‘ﬁ
Tanggal Revisi
Tanggal Efektl 25 Juni 2025
Disahkan oleh
NIF. 19660708
Nama SOP Penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

2. Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/275/1I/KA/HK.01.04/2024/BNN tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik dan Pedoman Penvelenggaraan Survei Kepuasan
Masyarakat di Lingkungan BNN;

3, Peraturan Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Toril Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajok Yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional
{Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6474) ;

1, Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;,

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan Peralatan /[Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
Penerbitan Surat Keterangan Pemeriksann Narkotika (SKHPN) dan jika tidak dilaksanakan
akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,

[id]



S8OP Penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)

tes urine (SKHEN)

PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAE
Pemohon BNN Kelengkapan Waktu Produk
Mengisi formulir pendaftaran jonline / 1. Formulir dan 5 menit 1. Formulir yang sudah
afftine) dan membayar tagihan PNBP kemudinn ( ) mﬂﬂzfm;d consent = ﬁu:lnﬂnﬂ
i . Fotocopi engknpannys
menvernhkan berkas kepada Petugas Administrasi. KTP/KK/SIM 2. Fotocopl KTH/KK/SIM
(WHIJ, [WHI),
Paspor/ KITAS,/KIT Paspor [KITAS [KITAP
AP 3. Aplikasi BOSS
3. Aplikasi BOSS 4, Kuitansi
4. Kuitansi Fembayaran / kede
Pembaynran /kede billing
billing
Melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika 1. Formulir dan 15 menit Berkas yang telah
lengiap dilanjutkan ke petugas klinik yang informed consent diverifikansi
ditunjuk vang sudah diisi
untuk dilakukan wawancara 1_1: 2. Kultansi
Pembayaran
3. Folokopl KTP/KK
[WHIJ,
Paspor/KITAS/KIT
AP [WHA]
Melakukan wawancam, pemeriksaan fisik sertn rapid test urin 6 dan Hasil pemeriksaan fisik
pengambilan dan pemeriksann urine kemudian atau T parameter, dan tes urine
hasilnya diserahkan ke petugns Administrasi tenisimeter stebosiop,
r thermometer
I I ph meter,
handscoon,
tinsuie,
masker
Membuatan surat hasil SHEKPN dan menyerahkan Hasil pemeriksaan Hasil permenksaan fsik
kepada pemohon. l._._‘ fisik dian tes urine dan tes urine (SKHPN]
l I [SKHPN)
Menenma hasil pemeriksaan SKHPN Hasil perneriksaan 5 menit Hasil pemeriksann tes

urine [SKEHPN)
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JASA PENGUJIAN
NARKOBA

MNomar SOP 43 /[DPMPTSP/2025
TANAM LAUT
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Reviai J/
Tanggal Bfcktif 25 Juni 2025 /
Disahkan oleh '
Nama SOP Jusa Pengujian Narkoba
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

1. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional,

2, Keputusan Kepaln BNN Nomor KEP/275/II/KA/HK.01.04/2024 /BNN tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik dan Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan
Masyarakat di Lingkungan BNN;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarifl Atas Jenis
Penerimaan Megara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional
(Lembaran Megara Republik Indonesin Tahun 2020 Nomor 73, Tambahan Lembaran

2, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3., Mempunyai komitmen tingei untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Negara Republik Indonesia Nomor 6479) ;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Dokumentasi produk perizinan;

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Jasa
Pengujian Narkoba dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan Ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidakiepatan waktu  serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




S0P Jasa Pengujian Narkoba

PELAKSANA MUTU BAKU
- B Pemohon BNN Kelengkapan Waktu Produk
1. |Menyerahkan Permohonan tes urine D Permohonan tes urine 5 menit Permohonan tes urine
2. |-Membuat surat perintah terkait kegiatan Permohonan tes urine 5 jam Laporan

-Mengkoordinasikan dengan pihak terkait
tentang pelaksanaan kegiatan
-Melaksanakan kegiatan penyuluhan
danfatau pelaksanaan test uring
-Mencatat dan mendokumentasikan
kegiatan

-Membuat laporan kegiatan

-Memeriksa laporan kegiatan. Jika setuju,
menandatangani dan menyerahkan
kepada Sub Koordinator P2M. Jika tidak
setuju, mengembalikan kepada Sub
Koordinator P2M untuk direvisi
-Menyerahkan laporan ke
pengdaministrasi umum untuk diarsipkan
-Mengarsipkan laporan
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JAMINAN PRODUK HALAL

Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tangeal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efeltil 25 Juni 2025
Disahkan oleh
DINAS PM DAN PTSP
Nama SOP Jaminan Produk Hatal -+
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang
Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nompr 72 Tahun 2022 tentang

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

B. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan ; E:::;::ntasi d:-;o:et;jl;i perizinan;

¥ : ; ; Z prod nan;
Jaminan Produk Hala! dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan & Monlaring diin svabmetoakinat poodiik-periimmn;

ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.
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BOP Jaminan Produk Halal

PELAKSANA

Pemohon

Geral
Hementerian

Agama di MPP

EKementerian Agama

Kelengkapan

Walktu

Produk

Menyerahkan berkas Permohonan dan mengisi formulir

berkas permohonan

5 menit

berkas permohonan

- Menerima dan Meneliti bekas permohonan
- Menyerahkan berkas ke kementerian agama untuk
dapat diproses lebih lanjut

berkas permohonan

5 jam

berkas permohonan yang
telah diperiksa

=-Menerima berkas permohonan dan formulir yang telah
diisi

- melaksanakan evaluasi dengan tim gabungan (Badan
POM, LP POM MUI dan Kementerian Agama)

-Berita acara hasil dari TIM Evaluasi diteruskan ke
KOMISI Fatwa MUI

-Keputusan syarat - syarat untuk dikeluarkan Sertifikat
=Produsen dapat mencantumkan tulisan /logo Halal pada
label Produk

-menyerahkan Setifikat Halal dari MUI ke gerai
kementerian agama di mpp

yang telah diperiksa

2 hari

sertifikat halal MUI

- menerima Setifikat Halal dari MU
-menyerahkan Setifikat Halal dari MUI ke pemohon

sertifikat halal MUI

5 menit

sertifikat halal MUI

- Menerima Setifikat Halal dari MU[

sertifikat halal MUI

5 menit

sertifikat halal MUI
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INFORMASI LAYANAN

AGAMA

Nomor SOP 43 [DEMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 3

Tanggal Revisi '/

Tanggal Efektil 25 Juni 2025 f -

Disahkan oleh d il
DINAS PM DAN PTSP

Nama SOP Informasi Lavanan Agama,

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang
Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nompr 72 Tahun 2022 tentang

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

B, Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat walktu.

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama,;
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Peranghat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
Informasi Layanan Agama dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP PEMBERIAK INFORMASI -
FELAHSANA MUTU BAKU
Garel
L ANTTIITAR Pemohon Komonterinn Kelengkapan Walktn Cutput
Agums di MPP
o . Pertanynan
Mend fiok inta ik Pertnyyann mengendai il
i w‘l;;::m diui?:::uhﬂmrmn " 4 Renicolerian Bavnl Emm:m
mengend Ksimis
Ageoa
|informnnt secars
15 lisan dan atey
2 ez : fi ' & ¥ % | lnyanan i Kementerisn 515 Menit By
Hementerimn Agama lnynnan di
Agazn Kementerian
Agaumn

69



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INFORMASI LAYANAN
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI KELAS IB

Namor SOP 43 /DPMPTSP /2025
Tanggal Pembuaian 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi /
Tanggal Bkl 25 Juni 2025 j B
Disahkan oleh ; PAPTap
Nama SOP Informasi Lavinan Pcngndi'l;; Agnma Pelaihari Kelas 18
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedum atas Undang-Undang
Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia . Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

Tahun 2000 Nomor 159, Tambahan Lembaran Ne Republik Indonesia Nomor ~ !
ek B. Mempunyai komitmen tinggi untulk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

5078);
sasaran dan tepat waktu.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK

3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan 1. Dolumentasi produk perizinan;

Informasi Layanan Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB dan jika tidak dilaksanakan g- mﬁzgf“’dﬁkm;mmm. T,
akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ' & L P "
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

oL



SOP Pemberian Informasi Layanan Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 1B

PELAKSANA MUTU BAKU
Geral
No. AKTIVITAS
Pemohon pengadilan Kelengkapan Waktu Output
Agama di MPP
Mendatangi petugas untuk meminta informasi C:D Pertanyaan mengenai ::lten e]::.?nl‘a i
1 mengenai Layanan Pengadilan Agama Layanan Pengadilan Agama 5 menit Pen B ilan ﬁ;nma
Pelaihari Kelas IB Pelathari Kelas 1B Pclms'hgri Kelas IB
Informasi secara
; lisan dan atau
' ; . , Pertanyaan Mengenai : '
Memberikan informasi mengenai Layanan é : . tertulis mengenai
2 |pPengadilan Agama Pelaihari Kelas IB :;:']":::"n ;Z’E:':;m A S-1SMenit |, vanan
Pengadilan Agama
Pelaihari Kelas 1B
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN PRODUK

PENGADILAN AGAMA PELATHARI KELAS IB

TANAH LAUT Nomor S0P 43 [DPMPTSP /2025
Teuggal Pembnatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 25 Juni 2025
Disahkan oleh
Nama SOP Penyerahan Produk i’:nm-ﬂgnm Pelnihari Kelas 1B

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

G sasaran dan tepat waktu,
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
Penyerahan Produk Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 1B dan jika tidak
dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan

perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

L



80P Pe

rahan Produk Fﬂn‘hﬂﬂlnjim Pelaihari Kelas IB

PELAKEANA MUTU BAKU
Goral
No. AKTIVITAS
Pongudilan Agamn Ihml Pengguna Layunan Kelengkapan Wikiu Produk
MFFP
1. [Menyerablan Produk Pengadilan Agama Produk Pengadilan Agama Pelaihari | 5 menit Produk
Pelaihari Kelas 1B untuk diserahkan kepada ‘ i Kelas [B untuk pengguna layanan Pengadilan Agama
pengguna layanan Pelnihar Kelas 1B
untuk pengguna
layanan
2, Menerima dan Menyerahkan Produk Produk Pengadilan Agama Pelaihari 5 jium Produk
Pengadilan Agama Pelaihari Kelas |B untuk Kelas B untuk pengguna layanan Pengadilan Agama
pengguna layanan 4 Pelaihari Kelas 1B
| untuk pengguna
layanan
5. |Menerima Produk Pengadilan Agama Produk Pengadilan Agnma Pelaithari | 5 menit Produk
Pelaihari Kelas B untuk pengguna layanan Kelns 1B untult pengguna layanan Pengadilin Agama

Pelnihari Kelas 1B
untuk pengguna

lavanan
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN
SKCK

AN LAY Nomaor SOP 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pemsbuatan 16 Juni 2025 "
Tanggal Revisi [
Tanggal Blcltir 25 Juni 2025 /
Disahkan oleh
Nama SOP Pelayanan Penerbitan SKCK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
-;' Eﬁam—u:ﬂm ::muhrlli‘:‘nhl:n !FJD: tmﬂn;g ﬁml;;ggefm Re%:’:;lik llﬂopr:;:: 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
v ang-undang Repu nedanesia Nomor un ntang Pelayanan A . R 2
3.  Perpol Nomor 06 tahun 2023 tentang Tata cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan 2- Hemﬂ]mrdﬂngn_n bailk !:EIETl[uan yang bﬂlml dalam E_IC|&|ESB.]‘.Iaﬂn keﬁl?'m’
Kepolisian. 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
4. Peraturan Pemerintah Nomer 76 Tahun 2020 tentang PNBP sasaran dan tepat waktu.
5. Perpol No : 07 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
6. Surat Telegram Kapolri Nomor : STR 1789/VI/YAN 2.3/2023, tanggal 28 Juni 2024

tentang Registrasi Pelayanan SKCK Online oleh Pemohon SKCK.
7. Surat Telegram Kapolda Kalsel Nomor : STR/70/VI/YAN,2.3 /2024, tanggal 02 Juli
2024 tentang Registrasi Pelayanan SKCK Online oleh Pemohon SECE.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Kempulter, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
Pelayanan Penerbitan SKCK dan jika tidak dilaksanakan aken mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,

L



BOP SURAT HETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

FELAESANA HUTU BAKU

Ha, AKTIVITAS Cipermior Kasak Kalangkap Wak output
I-'ermhwmml\dlp-lcﬂlbuhn nmuullpmﬁhhlmppn berkas permchonan 1-3 enanti
yang ada pada meeedahai PR { } SRCK
mmdmnwﬂhnmwmﬁhmup — ik
OGO Snn . Ao i 'menginput ke nplikasi
mwmnh picia s perapaa
enemenikan kelengkapan admindstres pemohon BKCK svtars lain - pemerikssan berias 12 peweerul

ajPrie eut Barcode pendaliaran BECK.

<>

Bilrn Cut Bukti Pembaynran Briva apablls melakulon pembayame via
ol Dekinmen Yang dispoad pacly oplikosd pemohon,
s poto berwarns latar merah ukiunar 4 €6 = 5 lembar.
effurnl kunss apabila apabila p-mmi'mn tedak nsa datang hngluru_.
GEhusus BKCK untuk kepeshusn g e [tdak ¥y
fuar negeri, pemehan MUM hlnhp{ paspar I'!K'.CIM
diterhitiean dainglnep Polrea berlang hanya untul mengurs sdménttmal
didalam nogen, sodenghan untuk ke huar negen BHCK dhteribitican aleh
Haintelliam Polr
Beielah berkns dinyatakan lengkop, peiugss melakukan pengnpitan proses penginputan A=ty renlf | permohonan terinput ke
elain pada aplilasi den pencetaknn blangko BKCK E—] ihalarm aphkaad

L dralt permobonan BRCK F3 menlt |[BRCK dngmt Aierbitan

]
peryernban BECK kepada peenohon pengeccioan akhir BRCK | 1 memt [jiks SKCK sudah
di hudapan pemahon diryntakan benar, maka

[wiocke di serabiban oepadn
pemhan

iRpaknks ke rudian R l=rlapal Kesalahnn At pads HECE, makn
petugas BKCK mmmmm penariian BECK dengan melmsinme
nobagni benlkia

[1jMengirimian sunt penarkan SKCK yang dilanda tnngani oleh
prjabal yang bertanda tangan dalam SKCK tersebut
rZifhetolah BKCK ditark cleh Pefugns, maks BECK dnyatmkan tidak

[Silrtagan akan moakukan prosrintan BRCE vang bass srecn dengen
data yang terbaru, stas permahonan pemohon.
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PERPANJANGAN SIM

Nomaor SOP 43 /DPMPTSP) 2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektil 25 Juni 2025 ;" vl

Disahkan oleh fepala DPME

Hama S0P Pelayanan Perpanjangan 5IM

Dasar Hukum

Kualifikagi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 202] wentang Penyelenggaraan Mal Pelayvanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomar 2232);

2. Peraturan Kepaln Kepolisian Negara Republik Indonesia Momor 12 Tahun 2014
tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepalisian Negara Republik Indonesia;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1, Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Perpanjangan SIM dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

s



SOP Pelayanan Perpanjangan SIM

PELAKBANA MUTU BAKU
AKTIVITAS
Ao Pemohon | G°raiPelres pada Kelengkapan Waktu Produlk
' 7 Mendatangi petugas untuk menyerahkan dokumen — dokumen permohonan 5 menit dokumen permohonan
permohonan produk layanan produk layanan produk layanan
2 |-memberikan informasi sesuai dengan layanan yang dokumen permohonan 15 memnit produk layanan
diberikan produk layanan
- memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
- memproses berkas sesuai dengan produk layanan yang 1&
diajukan pemohon
- menyerahkan produk lauyanan yang telah selesai
k] menerima produk layanan produk layanan 5 menit produk layanan

LL



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA SPKT POLRES TANAH LAUT TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR

KEHILANGAN (SKTLK)

TAMAH LAUT

Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025

Tanggal Revisi f
Tanggal Efektil 25 Juni 2025 ,r

Disahkan oleh
DINAS PM DAN PTSP
Nama SOP Surat Keterangan Tanda I‘.npnhilangnug&lﬂ‘u(]
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Rebuplik Indonesia;

2. Udang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

3. Udang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penvelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Perkop nomor 7 Tahun 2009 tanggal 26 April 2009 tentang system laporan gangguan
kamtibmas;

6. Laporan harian gangguan kamtibmas polda jajaran melalui aplikasi Dors,

L. Memahami dengan baik kegiatan yang haris dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Masyarakat yang menyatakan hilangnya suatu barang, berkas atau dolumen untuk 1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
melakukan pengurusan kepada instansi yang terkait. 2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Pencatatan dan Pendataan "

Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Surat
Keterangan Tanda Lapor Kehilangan [SKTLK] dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan Surat Keterangan Tanda
Lapor Kehilangan (SKTLK].

1. Dokumentasi produk SKTLK;
2. Laporan produk SKTLK;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk SKTLK.

8L



S80F SURAT KETERANGAN TANDA LAFOR HEHILANGAN (BETLK)

mmﬂmwm-umpm

Lapar Kehilangan
ISKTLE)

FELAKHANA MUTU BAKU
WIS Famobon IM Kalanghnpan Wakiu Outpat
Pemolhion datang ke loket pelovanan Surst Keterangan Berkas permohonan | menit |Berkoa uniuk dipesiions
Tanda Laper Krhilangan {SKTLK) dengan membawa C:_‘ Hurat Keterangan Tanda pannya
permyaratan suaty barang. beekas atay dolumen fotecopy Lapar Kehilangan
elar, mEw murnt ketecangan dari instansi Terkait yaog (SRTLE)
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|yang dinystaknn hilang.
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{ procatatan sy peglater. Ej (SKTLK) kebenglapannya
Ji.hm.mm1h¢xmhﬂhllhn z Beticas perminhonan 3 menit Enll.lp'mhmlnﬂdral
ki ikmn ke Pemohon uniuk dilengiapi terlebih > Surat Keterangan Tanda Keterangen Tanda Laper Kehilangan
dakialu. tilak o 't-;-wmnuw L:m yang wuduh diperikan
ﬁndﬂyﬂlﬁml\nﬁhbmﬁ petugas langeiing Beerinn & memit Emmmaum
SuiFal ypan Tonala Surat Keterangan Tandn Keterangan Tamda Laper Kehilangan
mmmﬂmmwhmm Lapor Kehilangan (SRTLK} yoag sudnh o input pada
iknn Nik peinpor don memnsukng nofoer Ala Ej [SKTLE) apliknai Dora Polri
dnta berkia dan dokumen yang dinyntakon filang
ok mw Berioas permobonan 3 memit ﬁu‘h-pﬂmhmnnﬂml
m;nhm:m mwdﬂm lurlr.'zum:pn'ruﬂ. Taaudn Lapar Kn
Keterangan Tands Laper Kehilnngan [SKTLE) pada Lapor Kehilangan (SKTLE} yang sudah &i tnpul padn
apliknal Dors Polri {SKTLK) aplicnai Dors Polei
lynianan melak cetak abaki print E Bural Keterangnn Tonds | 2 mendt [Hasll cetnk delumen Surat
mmm‘lmmmm lmlg;l'mﬁhﬂllw m‘lmmhm
[SKTLE)

7 | Privgas laynnnn dan kepals anit lyesan B\Miiﬂnm'lnﬂ- 5 mendt |Haafl crtak deloemen Surag
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il cinp stempe] pada dok Surat K - dan dicap stemprl
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Dokumen Surnt Keterargnn Tondn Lapor Kehilsngan Sherat Keternngon Tonds | | menit |Hosll cetnk dekumen
gmmm“mmmm ll;pwlc-hﬂmnu IHLTWM:MLWW
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN .KEPAL.& DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN WAJIB

PAJAK (NPWP)
Nomor SOP 43 /DPMPTSP /2025
TAMAH LAUT
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi /'
Tangyal Kol 25 Juni 2025 f
Disahkan oleh ¥ pagla
DINAS PM DAN PTSP e

NIP. 1546

Nama SOP Pendaftaran Wajib Pajak (NFWP)
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Pernturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan

Publik (Lembagn Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak MNomor PER-7/PJ/2025 tentang Pelunjuk
Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Ohjek
Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Serta Perincian Jenis, Dokumen, Dan Saluran

Untuk Pelaksanaan Hok Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1, Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip fRak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pendaftaran Wajib
Pajak [NPWPF) dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,

ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan  waktu

kelambanan dalam pelayanan perizinan.

serta

1, Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AHTIVITAS
° Pemohon | GereiKPZHF pada Kelengkapan Waktu Produlk
1. Mendatangi peiugas untuk menyerahkan dolkumen dolkumen permohonan 5 menit dokumen permohonan
permohonan produk layanan produk layanan produk layanan
2, |-memberikan informasi sesuai dengan layanan yang dokumen permohonan 15 menit produk layanan
diberikan produk layanan
- memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
- memproses berkas sesuai dengan produk layanan yang I—’
diajukan pemohon
- menyerahkan produk lauyanan yvang telah selesai
3 menerima produk layanan produk layanan 5 menit produk layanan
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LAMFPIRAN 1 :
KEPUTUSAN HKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INFORMASI PELAYANAN

BIDANG PERTANAHAN
E— Nomor SOP 43 [DEMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efekuf 25 Juni 2025
Disahkan oleh
Nama SOF Informasi Pelayanan Bﬂﬂﬂrﬂanahﬂn

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyvelenggarnon Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

2.  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Nasional dan Kantor Pertanahan;
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Kemputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Informasi
Pelayanan Bidang Pertanahan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;

2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP Informasi Pelayanan Bidang Pertanahan

PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVIT, Geral Kantor
e, " Pemohon Pertanahan padn Kelengkapan Waktu Produk
MFPP
1. Mendatangi Petugas untuk meminta informasi atau infomasi produk layanan 5 menit infomasi produk layanan
berkonsultasi mengenai produk layanan
2, - Petugas menerima dan memeriksa dokumen infomasi produk layanan 15 menit infomasi produk layanan
permohonan
- Petugas melakukan pencarian dan pengumpulan data
dan informasi yang dimohon l_"
- Petugas menyiapkan dan menyerahkan infomasi J
produk layanan
3 Menerima informasi produk layanan infornasi produk layanan 5 menit infomasi produk layanan
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LAMPIRAN 1 :

KEFUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ZONA NILAI TANAH [ZNT)

TAMNAH LAUT Nomor SOP 43 /DPMPTSP/ 2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 )
Tanggal Revisi f
Tanggal Efektif 25 Juni 2025
Disahkan oleh
NP, 1
Nama SOP Zona Nilai Tanah (ENT)
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

I. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggarann Mal Pelayonun
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tnhun 2021 Nomor 223);

2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

sasaran dan tepat waktu.

3. Mempunyvai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Nasional dan Kantor Pertanahan;
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Zena Nilai Tanah
(ZNT) dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP Zona Nilai Tanah (ZNT)

PELAKSANA MUTU BAKU
TIVIT. Geral Kantor
e: % o Pemohon Pertanahan pada HKelengkapan Waktu Produk
MPP
1. Mendatangi Petugas untuk meminta informasi atau infomasi produk layanan 5 menit informasi produk layanan
berkonsultasi mengenai produk layanan
2, |- Petugas menerima dan memeriksa dokumen infomasi produk layanan 15 menit infomasi produk layanan
permohonan
- Petugas melakukan pencarian dan pengumpulan data
dan informasi yang dimohon r
- Petugas menylapkan dan menyerahkan infomasi 1 I
produk layanan
3 Menerima informasi produk layanan infomasi produk layanan 5 menit infomasi proeduk layanan
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN ZAKAT BAIK
BERUPA CASH MAUPUN NON-CASH

e Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 2
Tanggal Revisi /"
Tanggal Efektil 25 Juni 2025 ,!’
Disahkan oleh -
Nama SOP Pembayaran zakat baik berupa cash maupun non-cash
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor S038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6856];

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

(3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

3.  Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nemor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5255);
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pembayaran
zakat baik berupa cash maupun non-cash dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,

98



Na.

ANTIVITAS

M AR M
TN

Melakukan pendafaran medalii online follline dongan
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN INFAK BATK

BERUPA CASH MAUPUN NON-CASH

V— Naomor SOP 43 JDPMPTSP/2025
A= Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
] Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 25 Juni 2025
Disahkan oleh
Nama SOP Pembayaran infak baik berupa cash maupun non-cash
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomaor 222);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nemor 5255);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kepiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Peranghkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari ArsipfRak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pembayaran
infak baik berupa cash maupun non-cash dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan  ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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SOP Pembayaran Infak

PELAKBANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS MUZAKI/ MU
COUNTER HASIR AKUNTAN Kelengknpan Walktnu Output
1 |Melakukan pendaftaran melalui online follline dengan 1. Fatocapy KTF 15 - 20 |Herkas untuk diperiisa
mengisi datn pemohon dan upload persyaraton melabui 2. Nama Menit | kelengkapannya
siatem (R 3. Alamat
A 4. No Telpon
5, Nominnl Uang
6. Jenin Dana yang akan
di setorkan
2 |Memvenfikasi ulang berkas untuk penginputnn 1. Fotocopy KTP 10 Menit |Berkas yang sudah
2. Mamn diverifikasl
3. Alasnat
4, No Telpon
5. Nominal Uang
6, Jenis Dana yang akan
di setorkan
3 |Menandatangani Tanda Bukti Sctoran atou Kuitansi dan Berkas Kuitunsi/ Sural | 10 Mendt [Berkas Kuitanai/ Summt
memberikan stempel dari BAZNAS TALA Tanda Terima Sctoran (Tanda Terima Setoran
yang sudah diparal
4  |Mengarsipkan dan menyerahkan surat tanda terimn I— Surat Tanda Terima 8 Menit [Tanda Terima Setoran
metoran | kuitansi yang ashi ke Counter untuk dibertkan Betoran yang siap Kuitanst yoang sudah
ke pada Muzaki/ Munfilk dinrsiphkan dan siap dinrsipkan dan siap
disernhkan ke disernhkan ke
ek mundik Mk f Munfik
5 |Menyerahkan Tanda Terima Seioran [ Kuitans kepacds Tunda Terima Setoran [ | 5 menit [Tanda Terima Setoran |
Muzaki/Muniil Kuitnnsi yang siap Kuitnngi yang sinp
disernhkan ke liserahienn ke
Muzalki/Munifik | Mk f Muniik
&  [Menerima Tanda Terima Setornn § Kuitansi dan uang Tandn Terimn Setoran [ | 5 menit [Tanda Terima Setoran |

tunsi darl muzaki/ munfik

Kuitansi dan wang tuna
dari muzak: [ munfik

Kuitansi dan uang tunas
dari muzki/munfik
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AHTIVITAS

MUZAKI /MU

Kelengkapan

Output

Mengkonfirmas Jumlah Usng Tuned yang telah disetor

ke kauir

D

Unng Tunai selormn
yang siap dikonfrmasi
ke knsir

Uang Tunai seloran vang
sudah aiap dikonfirmasi
ke beasir

Menyerahkan Jumlnh Uang Tunai ke Akuntan

Uang Tunai Scloran ziap
disernhkan ke Akuntan

Uang Tunai setorn yang
sudnh =inp diserahkan
ke Akuntan
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN SEDEKAH
BAIK BERUPA CASH MAUPUN NON-CASH

TAMAH LAUT Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 ,
Tanggal Reviai [
Tanganl Efeltif 25 Juni 2025 /
Disahkan eleh
DINAS PM DAN PTSP "
HIP, '1%g60708 199
Nama SOP Pembayaran sedekah baik berupa cash maupun non-cash
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomaor 222);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 5253);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

sasaran dan tepat waktu.

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pembayaran
sedekah baik berupa cash maupun non-cash dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOP Pembayaran Bedekah

PELAKEANA MUTU BAKD
Na. AKTIVITAS
"“"m’”“ COUNTER KASIR | AKUNTAN Kelonghknpan Waktu Dutpnt
I [Meclukukan pendafiaran melalui online (offline dengan 1. Folscopy KTP 15 - 20 [Herkas untuk diperilos
mengisi data pemohon dan uplosd persyaratan melalui 2, Nama Menit  [kelengkapannya
sinlem . Alammat
4. No Telpon
5. Nominal Uang
6. Jenis Dana ynng akan
di setorkan
2 |Memverifikasi ulang berkas untuk penginputan 1. Fatocapy KTP 10 Menit |Beckas yang sudah
2. Nama diverifiknsi
3. Alamat
¢ 4. No Telpon
5. Neminal Unang
[~ 6. Jenis Dana vang akan
di metorkan
3 |Menandatangani Tandn Bulkti Setoran atau Kuitans: dan) Berkis Kuitanai/ Surat | 10 Menit |Berkas Ruitansi, Sueat
memberikan stempel dard BAZNAS TALA Tands Terima Setomn Tanda Terima Setoran
yang sudah dipamf
4 |Mengarsipkan dan menyerahkan aurat tanda terima | — Surat Tanda Terima B Menit [Tanda Terima Seteran /
setoran / kuitansi yang asl ke Counter untuk diberikan Sctoran yang siap [Kuitansi yang sudiah
kepada Muzaki/ Munfik diunrsipkan dan siap dinrsipkan dan siap
discrahkan loe diserahlan ke
muzadkd f muniik | Mzl Munfilk
5 [Menyernhkan Tanda Terima Setoran [ Kuitans: Kepada [Tandn Terimo Setaran [ | 5 menit |Tanda Terimn Seloran f
Muzaki/Munfik Kustansi yang siap Kuitingi yung siap
disernhkan ke dincrahlan ke
Mgkt | Muniik Musmki/Munfik
6 |Mencrima Tanda Terima Setoran | Kuitanai dan uang Tands Terima Setoran [ | 5 menit [Tunda Terimn Sclommn Fi

tunni dari muzak f muniik

Kuitansi dan wsng tunai
cnri muzaki) munfik

Kuitansi dan uang tunai
dari mugaki/munfik

<6



PELAKBANA MUTU BAKU
Na. AKTIVITAS MUZAKI/ MU
NFIK COUNTER HASIR Kelenghapan Walktu Output
7 [Mengkonfirmasi Jumiah Unng Tunai yang telah discior Uang Tunai sctonm 8 Menit [Usng Tunni setoran yang
ke knsir yang map dilonfirmosg sudah siap dikonfirmasi
ke kamir ke kasir
&

Menyerahkon Jumlah Uang Tunmi ke Alkuntan

Uang Tunai Setoran siap
disernhkon ke Akuntan

4 Menit

Uang Tunai setoran yong
sudah siap diserahkan
ke Akuntan
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI
BPJS KETENAGAKERJAAN

TAMAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 43 (DFMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 :‘, ——
Tanggal Revisi /

Tanggal Efelctif 25 Juni 2025 f!

Disahkan olch ",

Nama SOP Pelayanan Informasi BRJS K

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

L :.énrf;;-;;- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2 Memﬂham_dmgaln baik ?ce‘te!'lruan yang berla.ku_ dalam I?clukmnﬂn kegiatan;
(SISN) 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi sasaran dan tepat waktu,
Administratilf Kepada Pemberi Kerja

4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program
Jaminan Sosial

5. Peraturan BPJS Ketenagakerjsan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tatn Cara Pendafiaran

dan Pelaporan Data Peserta
Peraturan Menteri Ketenngakerjann RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Penyelenggarann Program Jaminan Sosial

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Informasi BPJS Ketenagakerjaan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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SOP Pelayanan Informasi BPJS Ketenagakerjaan

PELAKSANA MUTU BAKU
Gerai BPJS
) AKTIVITAS
No Pemohon Ketenagakerjaan Kelengkapan Waktu Produk
- pada MPP
1. Mendatangi petugas untuk meminta informasi infomasi produk | 5 menit | infomasi produk
atau berkonsultasi mengenai produk layanan layanan layanan
2. -memberikan informasi sesuai dengan layanan infomasi produk |15 menit| infomasi produk
vang diminta atau ditanyakan oleh pemohon layanan layanan
3 menerima infomasi produk layanan infomasi produk | 5 menit | infomasi produk
layanan layanan
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFA TARAN
KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PELAKU USAHA /BADAN
USAHA/PEMBERI KERJA

V— Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 f
Tanggal Revisi /
Tanggal Efektif 25 Juni 2025 /
Disahkan oleh
Nama SOP Pendafataran Kepesertaan- BPJS Ketenagakerjaan bagi Pelaku
Usaha/Badan Usaha/Pemberi Kerja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
I, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
(BPJS) i i il e
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional | [ Mcmahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan egiatan;
(SISN) 3, Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenann Sanksi
Administratil Kepada Pemberi Kerja

4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program
Jaminan Sosial

5. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Carn Pendaftaran
dan Pelaporan Data Peseria
Peraturan Menteri Ketenagakerjonn Rl Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

sazaran dan tepat wakeu,

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
L. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pendafataran
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pelaku Usaha/Badan Usaha/Pemberi Kerja
dan  jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan  ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOP PENDAFTARAN FESERTA BARI PU (BADAN USAHA) DAN BPU (MANDIRI)
FELAKSANA

AKTIVITAS

Pemahon | Fromt Office | Back Offics Kelengkspan Waktn Dutpat
Melakukan pendaftisan melalil crliae olline secars Berkna Perlafiaran 510 [Herkas untuk iipesiken
mandiri atms melatui perdampingan darf peiugas Peserta Bar MU adan menit | belengkapannya
DPMITSP dengan menygisi data pemahon dan upland - > BFU
persifarnian melall slatem e

chiazy berkns pe . Jilca [Berkas Pendafimran 10 muenit | Berkas pendaftaran yary
lengkap Pemohen berkas diterunkan ke Back Office, jika Peserta Baru 1 atsg maiclady dhiperrikng
tidak leaygkng, berkas dikembalilan ke Pemohen wnatuk = B orlemyghonparye
dilenglenpd
Tk v
Memverifkasl ulang berkas Herkas Pendaltormn 15 menit JBerian yarg sudah
Peseria Baru PLU atuu
i= 1BF‘U
Menerhitan Kode [uran Koshe Iniraa 10 mendt [Menerbitkan Ksde lumn
Pemohon Membayar luran R eile Turan 5 menit |Menunjuldons bk
¥ pemmbajaran

|
Pemahon memberikan atas meonisnjuldon Buktd Boyar ke Bult Hayar 5 menil Vel Pembayssan
front oflice

g B
Brakti Pagar

Front Office mensrusinn ke Hack Office lalu memer bitkan —
kartu dan sertifilint | |
Pemahon medelapathan karfu atau dan sertifikar Sertifikat dan Kartu
peodaftaran. Keperarrinnn yung siap di

d) berikun ko pemohon
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN HKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCETAKAN KARTU

PESERTA DAN SERTIFIKAT KEPERSERTAAN

Nomor SOP 43 /DPMPTSP/ 2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 F
Tanggal Revisi X
Tanggal Efektif 25 Juni 2025 / &
Disahkan oleh d ;- b
Nama SOP Pencetakan Kartu Peserta dan Sertifikat Kepersertaan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
l. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
(BRJS) 2, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
b - N 40 Tah 2004 1 i Jami Sosial Nasional 2 3
}g};’;ﬁ“ islng: o e ERNG S Sas e 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratil Kepada Pemberi Kerja

4.  Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program
Jaminan Sosial

5. Peraturan BRJS Ketenagakerjaan Nomor | Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran
dan Pelaporan Data Peserta
Peraturan Menteri Ketenagokerjnan Rl Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Pencetakan Kartu Peserta dan Sertifikat Kepersertaan dan jika tidak dilaksanakan
akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan,
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk petizinan,
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SOP Pencetakan Kartu Peserta dan Sertifikat KepersertaanPencetakan Kartu Peserta dan Sertifikat KepersertaanPencetakan Kartu

PELAKSANA MUTU BAKU
Gerail BPJS
4 AKTIVIT.
*o AR Pemohon Hetenagakerjaan Kelengkapan Walctu Produk
pada MPP
L. Mendatangi petugas untuk menyerahkan dokumen 5 menit dokumen
dokumen permochonan produk layanan permohonan permohonan
produk layanan produlk layanan
2, - memeriksa kelengkapan dokumen dokumen 15 menit| produk layanan
permohonan permohonan
- memproses berkas sesuai dengan produk produk layanan
layanan yang diajukan pemohon f
- menyerahkan produk lauyanan yang telah |
selesai .
3 menerima produk layanan produk layanan | 5 menit | produk layanan
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LAMPIRAN 1 :

HKEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INFORMASI

MODAL DAN PTSP
SALDO

JAMINAN HARI TUA (JHT) DAN JAMINAN PENSIUN (JP)

Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 .
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 25 Junjfo28:
Disahkan oleh P
§
DINAS PM DAN PTSP X AR
S
Nama SOP :::W Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BRJS)

Uménng—unl.‘mng Nomor 40 Tahun 2004 teniang Sistem Jaminan Sosial Nasional
[SJSN]

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pemberi Kerja

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pennhapan Kepesertaan Program
Jaminan Sosial

Peraturan BPJS Ketenagakerjoan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran
dan Pelaporan Data Peserta

Peraturan Menteri Ketenagnkerjann Kl Nomor 5§ Tehun 2021 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

sasaran dan tepat waktu,

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Ral

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Informasi Saldo
Jaminan Hari Tua (JHT] dan Jaminan Pensiun (JP) dan jika tidak dilaksanakan
akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;

3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP Informasi Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) KepersertaanPencetakan Kartu Peserta dan Sertifikat

PELAKSANA MUTU BAKU
Geral BPJS
. AKTIVITAS
o Pemohon Ketenagakerjaan Kelengkapan Waktu Produk
pada MPP
1. Mendatangi petugas untuk menyerahkan dokumen 5 menit dokumen
dokumen permohonan produk layanan permohonan permohonan
produk layanan produk layanan
2. - memeriksa kelengkapan dokumen dokumen 15 menit| produk layanan
permohonan permchonan
- memproses berkas sesuai dengan produk produk layanan
layanan yang diajukan pemohon —
- menyerahkan produk lauyanan yang telah
selesai b
3 menerima produk layanan produk layanan | 5 menit | produk layanan
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

TAMAH LAUT Nomer S0P 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efeltif -
Disahkan oleh ‘ P
DINAS PM DAN PTSP o &
Nama SOP Pendaﬂarai&éﬁ ta ,{{;Q; esehn!an
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana o | 1 7

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 6 Tahun 2023
tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Peraturan PreSiden Nomor B2 Tahun 2018 tentang Jaminan Keschatan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Fresiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keschatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomar 82);

1.
2.
3.

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1, Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP inl merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pendaftaran
Peserta Program Jaminan Kesehatan dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2, Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP Pendaftaran Peserta Program Jaminan Kesehatan

PELAKSANA MUTU BAKU
Geral BPJS
'‘AS
Mo ARTIEY Pemohon Keschatan pada Kelengkapan Waktu Produk
MPP
1, Mendatangi petugas untuk menyerahkan dokumen dokumen permohonan 5 menit dokumen permohonan
permohonan produk layanan produk layanan produk layanan
2. |-memberikan informasi sesuai dengan layanan yang dokumen permohonan 15 menit produk layanan
diberikan produk layanan
- memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
- memproses berkas sesuai dengan produk layanan yang l—'
diajukan pemohon | I
- menyerahkan produk lauyanan yang telah selesai
3 menerima produk layanan produk layanan 5 menit produk layanan
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERUBAHAN

PTSP
DATA

PESERTA JAMINAN KESEHATAN

TAMAH LAUT S i b o e
Tanggal Pembuatan 16 Juni 20257, 11 1o . S/
Tanggal Revisi Al I\
Tanggal Efektif 25 sy dbze [T b AN
Disahkan cleh W kit AR 1T T
x
DINAS PM DAN PTSP
4 - Madtos
Nama SOP Perubahan M&f 45 ;{mman
P Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2023
tentang Penetupan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tuhun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keschatan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketign alas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keschatan
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2024 Nomor 82);

1

2.
<H

- Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Memahami dengan baik ketentuan yang berlalou dalam pelaksanaan kegiatan;
Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Perubahan Data Peserta Jaminan Kesehatan dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan  ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produlk perizinan,

01




S0P Perubahan Data Peserta Jaminan Kesehatan

PELAKSANA MUTU BAKU
Geral BPJS
. AS
e ARTIVEL Pemohon Heschatan pada Kelengkapan Walktu Produk
MFP
1. |Mendatangi petugas untuk menyerahkan dokumen dokumen permohonan 5 menit dokumen permohonan
permohonan produk layanan produk layanan produk layanan
2. |-memberikan informasi sesuai dengan layanan yang dokumen permohonan 15 menit produk layanan
diberikan produk layanan
- memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
- memproses berkas sesuai dengan produk layanan yang I—’
diajukan pemohon 1 |
- menyerahkan produk lauyanan yang telah selesai
3 menerima produk layanan produk layanan 5 menit produlk: layanan
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

FENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN INFORMASI

Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 f
Tanganl Blektif 25 Juni 20 3,@ u‘
Disahkan oleh 5 H‘ ‘JTT':‘:"\'E A
* i
DINAS PM DAN PTSP & ? il
- R
Nama SOP Pemberian M&m ng;mm hﬁm Kesehatan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

2.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomar B2).

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
(2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

sasaran dan tepat walktu.

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepar

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Kemputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Pemberian Informasi Program Jaminan Kesehatan dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produlk perizinan.
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SOP Pemberian Informasi Program Jaminan Kesehatan

PELAKSANA MUTU BAKU
Geral BFJS
No. AKTIVITAS
Pemohon Heschatan pada Kelengkapan Waktu Produk
MPP

1, Mendatangi petugas untuk meminta informasi atau infomasi produk layanan S5 menit infomasi produk layanan

berkonsultasi mengenai produk layanan
2. -memberikan informasi sesual dengan layanan yang infomasi produk layanan 15 menit infomasi produk layanan

diminta atau ditanyakan oleh pemohon
3 menerima infomasi produk layanan infomasi produk layanan 5 menit infomasi preduk layanan
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

P——— Nomar SOP 43 JDPMPTSP/2025
TBIIEE&' Pembuatan 16 Juni EMEL.-'—'—_'_"—--._
Tanggal Revisi FNTAH i X/
Tanggal Efckiif b
Disahkan oleh
Nama SOP Penanghtan Pengaduah Pfogram Jaminan Kesehatan

s —
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

l.  Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 ientang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BP.JS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerjn menjadi Undang-Undang (Lembaran MNegara Republik
Indonesin Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 6B56);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketign atas Peraluran Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keschatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

1. Memahami dengan baik kegiatan vang harus dilakukan dalam menu njang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku vang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Penanganan Pengaduan Program Jaminan Kesehatan dan jika tidak dilaksanakan
akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan:
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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SOP Penanganan Pengaduan Program Jaminan Kesehatan

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Goral B
° Pemohon Kesehoatan pada Kelengkapan Walctu Pradulk
MPP
1. Mendatangi petugas untuk menyampaikan pengaduan infomasi produk layanan 5 menit infomasi produk layanan
atau berkonsultasi mengenai produk layanan
2. |-memberikan informasi sesuai dengan layanan yang infomasi produk layanan 15 menit infornasi praduk layanan
diminta atau ditanyakan sleh pemohon
- memberikan solusi untuk aduan yang disampaikan
pemohon H:
3 -menerima informasi sesuai dengan layanan yang infomasi preduk layanan 5 menit infomasi produk layanan

diminta atau ditanyakan oleh pemohon
- menerima solusi untuk aduan yang disampaikan
pemohon
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENCATATAN
NIKAH

Nomor S0P 43 /DPMPTSP/2025
TAMAH LAUT
Tangyal Fenibuatan 16 Juni 2025 = b
Tangeal Revisi
Tanggal Efelktil 25 Juni 2%
Disahkan oleh
Nama SOP Pelayanan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembagn Negara Republik Indonesin Tahun 2021 Nomor 222);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Pencatatan Nikah dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, Ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3, Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,

ott



BOF PENCATATAN NIKAH

Ho, AKTIVITAR Gearnd HUA di HUA Kad Wad o
1 |Menerima pendaftaran nikah Madel N2, N1, N2, N4, Smenit |Berkas pemdaltaran
M5 nikah lengkap

Fotokopl KK, KTF, Akta
Kelahiran, asah

trradkdhir

Feboom enalusd,
Disprrisasi, Ket, Wali/
Permoh Wall Halcm

Corad [ Ket.
Kematinn

Mrmberikan nomod provlaltaran Nikak

Herkans Peraysratan dan
Buku pendaftarnn

5 menit

Homor Pendnfniran

Menglnput data peodafinren niloah pada SIMEAH

Huktl Pendaftaran Nkl

10 menit |Bukti Fendnfaran dr

SIMEAH
Gen 4

Melnporkan hasil pendaftoran HTl.lhhrpld-Hrpd-
KUA

| Berkas Perwyarnian
Mikmh

2 menit

| Tersrirsaikn nnys
Pendaftaren Nilcak

T1T



LAMPIRAN 1 :

HEPUTUSAN HKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TRANSAKSI SETORAN

TAMAH LAUT Nomor SOF 43 /DPMPTSP/[2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 .
Tanggal Revisi /gﬁ-mu Hﬂ ,}‘»\\
Tanggal Efektil 25 Juni 2025./,7,5"7 7
Disahkan oleh & l_Il’t

R :

DINAS PM DAN PTSP Noas |
b i 3 1 002
Nama SOP Transaksi SGWM”_ _‘y
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik [Lembaga Negara Republik Indoenesia Tahun 2021 Nomor 222);
2. Kesepakatan Bersama antara Pemeriniah Knbupaten Tanah Laut dengan PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1002.2711/KSB-PEMTALA /2023,
dan Nomor 17.Mou/DDB/BKS/2023, tentang Layanan Jasa Perbankan dan
Penunjukan Sebagai Bank Pengelola Kas Daerah, tanggal 29 Desember 2023;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas,

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waltu.

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Transaksi Setoran dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,

ketidaktransparanan,

ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu

kelambanan dalam pelayanan perizinan.

serta

1. Dokumentasi produlk |

2. Laporan produk ;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk .

[4n"



SOP TRANSAKSI SETORAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
° Pemohon Front Office Kelengkapan Waktu Output
1. |[MENYERAHKAN NO ANTRIAN, UANG SETORAN YANG NO ANTRIAN, UANG 5 MENIT |BUKTI SETORAN
TELAH DIRAPIKAN SETORAN YANG TELAH
DIRAPIKAN

-

h

Tidak

Ya

Memproses transaksi setoran jika persyaratan telah
lengkap , jika persyaratan belum lengkap maka pemohon
akan diminta untuk melengkapi persyaratan terlebih
dahulu

/\.
(>

BUKTI SETORAN

5 MENIT |BUKTI SETORAN

menerima bukt setoran

BUKTI SETORAN

5 MENIT |BUKTI SETORAN

EIT



LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TRANSAKSI PENARIKAN
TABUNGAN SAMPAI DENGAN 20 JUTA

TANAH LAUT Nomor SOP 43 JDPMPTSP/2025
e
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /_,f ANI T fh\
Tanggal Revisi f‘{?‘;-‘_l_,___ = _/ :
. g
i o 25 Juni 2025]

DINAS PM DAN PTSP
Hnm:{ e:’m - h‘!:Esi Penarikan Tabungan S

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mol Pelayanan
Publik {Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomer 222);

2. Kescpakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan PT. Bank
Pembangunan Dacrah Kalimantan Selatan Nomor 1002.2/1 1/KSB-PEMTALA /2023,

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
(2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

dan Nomor 17.Mou/DDB/BKS/2023, tentang Layanan Jasa Perbankan dan sasaran dan tepat waktu.
Penunjukan Sebagai Bank Pengelola Kas Daerah, tanggal 29 Desember 2023;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Transaksi Penarikan Tabungan Sampai Dengan 20 Juta dan jika tidak dilaksanakan
akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk :
2. Laporan produk ;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produlk |

144"



SOP TRANSAKSI PENARIKAN TABUNGAN SAMPAI DENGAN 20 JUTA

PELAKSANA MUTU BAKU
. AKTIVITAS
o Pemohon | Front Office Kelengkapan Waktu Output
1. |[MENYERAHKAN NO ANTRIAN, SLIP PENARIKAN, BUKU NO ANTRIAN, SLIP 5 MENIT |JUMLAH UANG
TABUNGAN, KTP PENARIKAN, BUKU PENARIKAN

=

TABUNGAN, KTP

Tidak i
2 [Memproses penarikan tabungan jika persyaratan telah JUMLAH UANG 5 MENIT |[JUMLAH UANG
lengkap , jika persyaratan belum lengkap maka pemohon A PENARIKAN PENARIKAN
akan diminta untuk melengkapi persyaratan terlebih J,')
dahulu <
3 |menerima uang penarikan JUMLAH UANG 5 MENIT |JUMLAH UANG
PENARIKAN PENARIKAN

SIT



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TRANSAKSI PENARIKAN
TABUNGAN LEBIH DARI 20 JUTA

TANAH LAUT Homep SOt i

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 —
Tanggal Revisi *"f
Tanggal Efektif 25 Juni 20&5/,/»'_ X /
Disahkan olch y

DINAS PM DAN PTSP A
Nama SOP Transaksi Pcm“.'ﬁkgﬁn Tébun

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

I, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyclenggarann Mal Pelayanan
Publik [Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

2. HKesepakatan Bersama antarn Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan PT. Bank
Pembangunan Daerah Knlimantan Selatan Nomor 1002.2/11 /KSB-PEMTALA /2023,
dan Nomor 17.Mou/DDB/BKS/2023, lentang Lavanan .Jesa Perbankan dan
Penunjulkan Sebagai Bank Pengelola Kas Daerah, tanggal 29 Desember 2023;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam men unjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesalkan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku vang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Transaksi Fenarikan Tabungan Lebih Dari 20 Juta dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1, Dokumentasi produk :
2. Laporan produk ;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk .

91t




SOP TRANSAKSI PENARIKAN TABUNGAN LEBIH DARI 20 JUTA

PELAHSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
e Pemohon | Front Office Atasan Helengkapan Waktu Output
1. IMENYERAHKAN NO ANTRIAN, SLIP PENARIKAN, BUKU NO ANTRIAN, SLIP 5 MENIT |NO ANTRIAN, SLIP

TABUNGAN, KTP

S—

¥a

FENARIKAN, BUKU
TABUNGAN, KTP

PENARIKAN, BUKU
TABUNGAN, KTP

Tidak
2 |Memeriksa kelengkapan persyaratan, lalu meneruskan ke NO ANTRIAN, SLIP 5 MENIT |kelengkapan yang telah
atasan " PENARIKAN, BUKU diperiksa
P TABUNGAN, KTP
iy
3 |memproses penarikan dan menyerahkan jumlah kelengkapan yang telah | 5 menit [JUMLAH UANG
penarikan ke front office diperiksa PENARIKAN
4 |menerima jumlah penarikan dan menyerahkan kepada JUMLAH UANG 5 menit |JUMLAH UANG
pemohon I PENARIKAN PENARIKAN
5 |menerima uang penarikan JUMLAH UANG 5 MENIT |[JUMLAH UANG
PENARIKAN PENARIKAN

LTI



LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TRANSAKSI PENARIKAN

GIRO
E— Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tanggal Pembustan 16 Juni 2025 il
Tanggal Revisi ﬁ AH /
Tanggal Efektif 25 Juni 2025 /KQ}/’/ J” . \
Disahkan oleh JEL bl DFUFTSP
I
DINAS PM DAN PTSP dl
2 :"_l"---_r
e .
Nama SOP Transaksi Pen 06 4 |
Kualifikasi Pelaksana e

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1002.2/11/KSB-PEMTALA 2023,
dan Nomor 17.Mou/DDBE/BEKS/2023, tentang Layoanun Jasa Perbankan dan
Penunjukan Sebagai Bank Pengelola Kas Daerah, tanggal 29 Desember 2023;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat walktu.

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Transaksi Penarikan Giro dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan wakiu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk ;
2. Laporan produk ;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk ,

81T



SOP TRANSAKSI PENARIKAN GIRO

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
. Pemohon | Front Office| Atasan Kelengkapan Walktu Output
1. |[MENYERAHKAN NO ANTRIAN, LEMBAR CEK, KTP NO ANTRIAN, LEMBAR | 5 MENIT [NO ANTRIAN, LEMBAR
CEK, KTP CEK, KTP
J:

Tidak

¥a

Memeriksa kelengkapan persyaratan, lalu meneruskan ke
atasan

NO ANTRIAN, LEMBAR
CEK, KTP

= MENIT

kelengkapan yang telah
diperiksa

3 |memproses penarikan dan menyerahkan jumlah kelengkapan yang telah | 5 menit [JUMLAH UANG
penarikan ke front office diperiksa PENARIKAN

4 |menerima jumlah penarikan dan menyerahkan kepada JUMLAH UANG 5 menit [JUMLAH UANG
pemohon H"] PENARIKAN PENARIKAN

5 |menerima uang penarikan JUMLAH UANG 5 MENIT [JUMLAH UANG
PENARIKAN PENARIKAN

61T



LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TRANSAKSI KIRIMAN UANG
/TRANSFER BEDA BANK

TAMAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomaor SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 — /
: \Y &
Tanggal Eiekti 25 0uni 028\
Disahkan oleh o it Hepajo PP
a
*®
T
P .
Nama SOP Transaksi\ki‘rliman Uang / Transfer

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor B9 Tahun 2021 tentang Penyelenggarnnn Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomaor 2232);

2. HKescpakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanoh Laut dengan PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1002.2/11/KSB-PEMTALA /2023,
dan Nomor 17.Mou/DDB/BKS/2023, tentang Layanan Jusa Perbanksn dan
Penunjukan Sehagai Bank Pengelola Kas Daerah, tanggal 29 Desember 2023;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOF ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Transaksi Kiriman Uang / Transfer Beda Bank dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk ;
2. Laporan produk ;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk .

0Z1



SOP TRANSAKSI KIRIMAN UANG / TRANSFER BEDA BANK

PELAKSANA MUTU BAKU
. AKTIVIT
o, " Pemohon |Front Office| Atasan Kelengkapan Waktn Output
1. [MENYERAHKAN NO ANTRIAN, SLIP KIRIMAN UANG, NO ANTRIAN, SLIP 5 MENIT |NO ANTRIAN, SLIP

UANG YANG TELAH DIRAPIKAN

-

Ya

KIRIMAN UANG, UANG
YANG TELAH
DIRAPIKAN

KIRIMAN UANG, UANG
YANG TELAH DIRAPIKAN

2 |Memeriksa kelengkapan persyaratan, lalu meneruskan ke NO ANTRIAN, SLIP 5 MENIT |kelengkapan yang telah
latasan KIRIMAN UANG, UANG diperiksa
P YANG TELAH
DIRAPIKAN
3 |memproses penarikan dan bukti kiriman uang/transfer kelengkapan yang telah 5 menit |BUKTI KIRIMAN UANG /

ke front office

diperiksa

TRANSFER

4 |menerima jumlah penarikan dan menyerahkan kepada BUKTI KIRIMAN UANG /| 5 menit |BUKTI KIRIMAN UANG /
pemohon H" TRANSFER TRANSFER
5 |menerima uang penarikan BUKTI KIRIMAN UANG / | 5 MENIT |BUKTI KIRIMAN UANG /

TRANSFER

TRANSFER

Tzt



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN

DAERAH, PEB, PAJAK NEGARA

MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FEMBAYARAN PAJAK

TAMAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 43 [DPMPTSP /2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 e y
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 25 Juniﬁ
Disahkan oleh
|+
\
\ St
Nama SOP Pembayaran Pajak Daefah, PBB, Pajak

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik {Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1002.2/11 /KSB-PEMTALA f2023,
dan Nomor 17.Mou/DDB/BKS/2023, tentang Layanan Jasa Perbankan dan
Penunjukan Sebagai Bank Pengelala Kas Dacrah, tanggal 29 Desember 2023:

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam men unjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

sasaran dan tepat waktu.

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Pembayaran Pajak Daerah, PBB, Pajak Negara dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan  ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan wakiu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk ;
2. Laporan produk ;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produlk .

[44



SOP PEMBAYARAN PAJAK DAERAH, PBE, PAJAK NEGARA

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office Kelengkapan Waktu Outpat
1. |MENYERAHKAN NO BILLING / NOP NO BILLING / NOP 5 MENIT |BUKTI PEMBAYARAN

2

Ya

Memproses pembayaran jika persyaratan telah lengleap ,
jika persyaratan belum lengkap maka pemohon akan
diminta untuk melengkapi persyaratan terlebih dahulu

[\
(>

BUKTI PEMBAYARAN

5 MENIT

BUKTI PEMBAYARAN

menerima bukti Pembayaran

BUKTI PEMBAYARAN

5 MENIT

BUKTI PEMBAYARAN

ECL



LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN /
PEMBELIAN PULSA PLN, TELKOM, PDAM

TAMAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan | 16 juni2025 o/
Tanggal Revisi //E‘Tj,'!_’fﬂm
Tanggal Efektif 25 Junf/2dss”

Disahkan oleh & B ‘ = . Jag
& j i
2> 10';)--"" i,# A

Nama SOP Pembayarag. / Pembelian Pulsa PLN, TELKOM, PDAM

Dasar Hukum

Kualifilrasi Pelaksana

L. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indoncsia Tahun 2021 Nomor 222);

2.  Hesepakatnn Hersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan PT, Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1002.2/11/KSB-PEMTALA/ 2023,
dan Nomor 17 Mou/DDB/BKS/2023, tentang Layanan Jasa Perbankan dan
Penunjukan Sebagai Bank Pengelola Kas Dacrah, tanggal 29 Descmber 2023;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menu njang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Pembayaran [ Pembelian Pulsa PLN, TELKOM, PDAM dan jika tidak dilaksanakan
akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan walktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk ;
2. Laporan produk ;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk ,

Pl



SOP PEMBAYARAN /PEMBELIAN PULSA PLN, TELKOM, PDAM

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office Kelengkapan Waktu Output
1. IMENYERAHKAN NO PELANGGAN NO PELANGGAN 5 MENIT |BUKTI PEMBAYARAN
L
Tidak a
2 |Memproses pembayaran jika persyaratan telah lengkap , BUKTI PEMBAYARAN 3 MENIT |BUKTI PEMBAYARAN

jika persyaratan belum lengkap maka pemohon akan
diminta untuk melengkapi persyaratan terlebih dahulu

/\.

menerima bukti Pembayaran

BUKTI PEMBAYARAN

5 MENIT

BUKTI PEMBAYARAN

T4



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN FPTSP
TENTANG STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING AIR

Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025

Tangasl Pembimtin 16 Juni 20252 = f
Tanggal Revisi //‘QH\I";_L'EL':- 5, B
Tanggsl Blektif A ot B AN
Disahlkan oleh { a \." s YT

g A\

DINAS PM DAN PTSP \ No,~—
\_..\ AN . GE
3 NIP. 1
Nama SOP Pembayaran Tagihan Rekening Air
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Pernturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediann Air Minum,

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/2007 tentang Penyelenggarann
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

3. Suratl Keputusan Gubernur Kalimantan Sclatan Nomor: 188 44 /0B62 [EUM /2022 tentang
Penctapan Tarif Batas Atas dan Tarl Batas Bawah Air Minum KabupatenfKota Se-
Kalimantan Selatan.

4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 113 Tahun 2023 tentang Taril Air Minum FT Air
Minum Berkah Banua (Perseroda).

5, Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Laut Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Perusahsan Daernh Air Minum Kabupaten Tanah Laut menjadi
Perusahaan Persercan Daerah PT Air Minum Berkah Banua (Perserodal,

6. Akin Pendirian PT Alr Minum Berkah Banua (Perseroda) Nomor 09 Tanggal 08 Februari
2023,

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Kemputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
Pembayaran Tagihan Rekening Air dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

9ZT



SOP PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING AIR

PELAKSANA MUTU BAKU
. AKTIVITAS Btaf
i Pelanggan | Front Office Kabag Dircktur Helengkapan Waltu Output

1 |Pelanggan menginformasikan Nomar Pelanggan kepada Nomor Pelanggan & 5 menit |Informasi Tagihan
Front Office, Nama Pelanggan Pelanggan

2 |Front Office memeriksa tagihan Pelanggan sesuai nomaor i Nomor Pelanggan & 5 menit |Informasi Tagihan
pelanggan vang telah diinformasikan dan Nama Pelanggan Pelanggan
menginformasikan nominal yang harus dibayarkan. Jika e
sesual, pelanggan akan melakukan pembayaran, jika ""ﬂ-ﬁ
tidak sesunai maka pembayaran tidak dilakukan. Tidak

3 [Menerima uang pembayamn dan mencetak buku Informasi Tagihan 5 menit |Bukti I'cmboyalrnn
pembayaran tagihan rekening pelanggan. : : Pelanggan Tagihan Rekening

4  |Membuat Laporan Penerimnan Harian (LPH) dan Bukti Pembayaran 15 menit |Laporan Pencrimaan
melaporkan kepada Stafl keuangan., | I Tagihan Rekening Harian [LPH)

CHLCJ
5 [Staf Keuangan memvyerifikasi Laporan Penerimaan Laporan Penerimaan 15 menit |Laporan Penerimaan

harian [LPH]). Jika sesuai, LPH akan diterusknn ke Kabag
Keuangan untik ditandatangani, Jika tidak sesuai, LPH
akan dikembalikan kepada front office untuk dilenghkapi.

Harian (LPH)

diverifikasi

Harian (LPH] vang sudah

LZT



PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Btaf
Front Qffice K Direktur Wakiua Ou’ t
Tigl Kolengkapan tpa
6 |Memberikan paraf pada Laporan Penerimaan Harian '| Laporan Penerimaan 10 menit |Laporan Penerimann
[LPH) dan meneruskan LPH ke Direktur Utama untuk Harinn (LPH) yang sudah Harian (LPH) yang sudah
ditandatnngani. |chiverifikasi untuk diparaf.
diparaf
7 |Dircktur Utama menandatangani LPH dan Laporan Penerimaan 10 menit [Laporan Penerimaan
mengembalikan Laporan Penerimaan Harian (LPH]) Harian [LPH) yang sudah Harian [LPH) yang sudah
kepada Staf Keunngan untuk pengarsipan. di paraf untuk ditandatangani,
ditnndangani,
8 |Pengarsipan LFH Laporan Penerimann 5 menit |Laporan Penerimaan

Harian (LPH) yang sudah
ditandatangani.

Harian [LPH) yang sudah
ditandatangant.

8t1



LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMASANGAN BAMBUNGAN
BARU

TAMAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 43 [DPMFPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 duni 2098 ./
- J il
Tanggal Revisi / /\"3‘}1"' AAp >
F B ¥ [a
Tanggal Efektil 25 Jﬁm{s m—n-’\\z_,
Disahkan oleh [ [N | P/

Nama SOP Pcmumnﬁ&*mb’hmn a1

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 lentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/2007 tentang Penyclenggarian
Pengembangan Sistem Penyedisan Air Minum,

3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Sclatan Nomor: 188.44/0862/KUM /2022 tentang
Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota Se-
Kalimantan Selatan,

4, Peraturan Bupati Tanah Laut Nemer 113 Tahun 2023 tentang Tarif Air Minum PT Air
Minum Berkah Banua |Perseroda).

5, Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Laut Nomer 04 Tahun 2022 tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut menjadi
Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Berkah Banua [Perserodal).

6. Aktn Pendirian PT Air Minum Berkah Banua (Perserodn) Nomor 09 Tanggal 08 Februari
2023,

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
Pemasangan Sambungan Baru dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan wakiu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

ecl



Mo AKTIVITAS

kg Ataf Tramamial &)

ﬂﬂ.ll‘

Output

Mnlakiakan pendattaran dengan mengis data prmabon
pada form Burst Pamabonan & Pernyntsan manjad
Prlapgan

10 Menit |Sural Perosohonan

| Menerimn dan memenikss. berkas Surat Peemchenan &

10 Mendt |[Surat Permohonan

i A e B g " rangtan ang e Pemagznn w0 i
BewLIal L] gasn

Largganan. Jiks berikan tidak longhap S sosin, beilas - irrisi, folocopy KTF alen vexuai, fotocopy KTF calon
hiernbalkan loepaca Prl sntuk dilenghospl e pelarggan. peelanggnn.
Mrnerisken beykas ke Stal Hubungan Langganan untuk ’hru Prranchonan 10 Mt [Surat Permabonan
eprrilan kedrauaian B kelenghagarnys. Permyataan menjadi Prrnyatnan

Kast Hubungen Langganan memeri Vs ulany berkas
dan menyerahkannys ke Kasi Perercsnaan.

10 Mt [Busst Permehanan

Kasi Prroncarasn membaal Sursl Penniah Susve

10 Wit E;IIH Permohonan

Btad Perencasaan melaliuken. surve lokasl berdaseskan

1-3 blan [Sural Permohonsn

Burat Perintah Survet Lapangan. Jika ol surve) boloass Peamiyndasa meenjadi
o ey rrealen, akinn ddsnjutkan, M hasil marvei Pelangpais yang telah yung telah

Eidmht renisnghcinbon, ks aloan akmn masuk kedalam terial, fotocopy KTF oalon ferini, fotecopy KTI calen

daltas tinggu oleh Btal Hublang, pelanggan, dan Surst pelanggan, dan Surat
Perintah Surves Perusiah, Hurvel
Laguargan. Lapanga.

Seal P bt BAB (R T ‘iimnnunlmuﬂ 15 seewud |Hancangan Angearas

Biayra) untulke beuru pelanggan dan Pereyninasn menjads Eaym KA

|meriyeralican KAE ke Kasl Perencanaan Pebaiggan yang telab

TL.-.amm Eiterimn selanjuLnys dveriBhan, ik
mswiiad, maks Kasi Perencanasn enermberikan

per welufiban, mewiiat inveics RAB, dan menensakanais
ki Kabag Perencaniaft.

18 mvenlt. | levosce din Rancangan

Anggaran Baya (RAT
yvarsg ielah divenifilcssi

OET



B ANCTIVIT) Biaf Tramsmist
s Front Offics fonk Eommmalal o Haleagh Waktu Output
Lunggunan
o e RALH dars menie A lee Direlctur, Irwveion dan Rancangsn | 10 menit | lnepice dans fancangan
nggaran Bisyn (FRAS| Arggeran Hiags (RAT
yuryg telah diverifiknei yung telah
dan ditandatadgaiil
11 |Bbemyriupal dan ieonndstangan RAS sorta linvwoice dan Kancangan | 10 menit flavere don Bancangan
mengersbaliosn RAH ke Stal Hublang A ggoanes By [FLATH| Angparan Blays (EAB)
yaang telad ke ymang telah diverifikas:
dlan ditandabangnl. dan ditandatangani,
17 MHuhmmemm-mm Invowe dan Kancangan | 10 menit Imrlnﬂllu‘-lhimm
é oleli P oo Froni 1 Anpgaran Bayn [RAR i
e, B I'"J g telah diverifilasi ymng trlah d
L, by - :
11 | Front Offioe memberikan BAR dan byves kepada Ievolce dan Bancangan | 15 manit [Invoice dan Hancangan
Pelanggan. Mo Pelanggam setuju, malka imuice akan Arggpran iayw (AR Anggaran B [RAT]
i wstem e — g telah dliverifikas |yemng telab deveriliionm
pershayarar. Jil Pelanggun tednk setifis, maka aken A dutarilasangas. i
stilormbalikan ke Stal Hubilang wntu dikakouken
ennartinssi.
(2] . iy Inveitr dan Rancangan | 10 mevt |invmce don Rancangan
A e By (RAL Arggaaran Biagys [RAK)
g telah divediliknas yang bedab diverifiloas
slan chitandlatangani. e dfutsndatangani.
FFront Ol e e elak hlkupl_nmul:mh bnvolce o Rancangan | 10 menit hnwtdm_lt-u-w
R T Wmh:urynm. dan tiaboth Anggaran Bimyn [RAT Mm-&mwm
k el Stal yang telah diverilikas yarg Lelah diverifilo
an ditsndatmgarsd, dan dan ditandatangsni, dan
Dukis pembayasai. iskiti pernbaynran.
Tt [ nal Hublang menerimn, bults pembagures, membiiat Bl persibaysrnn T menit jEFK Frossangan barn
WK Pemnasmngesn e, ilas mengerahloannys ke Kasi —E
Phalidang
1] mlluh-thunmpu-lp-d-mw HPE. Penaasngan Bar IOMHJEHWM
Plagni dam ieswyesl ke 5 mwmwn yang telah diparal
[mstritnem

Tel




LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN PELANGGAN

Nomar SOF 43 [DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Jurni zozm i
T R
Disahkan oleh [lf & |J" l"},l;e_-.._ g

* L -
DINAS PM DAN PTSP ¢

Nama SOP Pengaduan F-!Iangﬁanm

Dasee Huliwin Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemeriniah Republik Indonesia Nomeor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyedinan Air Minum,

2. Peraturin Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/2007 tentang Penyelenggarann
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,

3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44 /0862 /KUM /2022 tentang
Penctapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota Se-
Kalimantan Selatan,

4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 113 Tahun 2023 tentang Taril Air Minum PT Air
Minum Berkah Banua {Perseroda).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nemor 04 Tahun 2022 temtang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daesrah Alr Minum Kabupaten Tanah Laut menjadi
Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Berkah Banua [Perseroda).

6. Akta Pendirian PT Air Minum Berkah Banua [Perseroda) Nomor 09 Tanggal 08 Februari
2023,

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
h. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

sasaran dan tepat waktu.

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
pengaduan pelanggan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

€ET



SOP PENGADUAN PELANGGAN

Ho. AKTIVITAS
% Pemohon | Front Office nf;"" Direktur Kelengkapan Waktu Omtput
I |Pelanggan menynmpaikan aduan ke Front Offfce. Adusn Pelanggan yang | 15 menit [Informas Dota
belum divalidasi dan Pelanggan dan adusn
C D Nomor Pelanggan pelanggan yong belum
divalican

2 | Front Office menerima dala pelanggan yang |informasi Dt 10 menit |Adiiarn lpelangg_nn yang
menyampaikan pengaduan dan menganaliss aduan Pelanggan dan aduan telah divalidaai.
yung diterima apakah termasuk aduan teknis | aduan Ej Innggnn yang belum
non-teknis dan memastikan apakah aduan yang divalidis:
dinjukan valid sesuai dengan hasil pengecekan datn
yang telah dilakukan /hasil pengeceknn dilapangon.

3 [Menginformanikan aduan Pelanggan ke Staf Hublang, Adunn pelanggan vang | 10 menit [Aduan pelanggin yang

l II telah divalidosi. telah divalidasi namiin
belum di verifikasi

4 [Sinf Hublang melakukan veriliknni terhadnp adunn Aduan pelanggan yong | 10 menit [Aduan pelanggas yang
apaknh termasuk nduan bersifat teknis afau non-teknis, telnh divalidasi namun telah divalidan: dan telak
menginput seluruh data pengodunn pelanggan beserta belum diverifiknsi. diverifikasi scrta
e anva kedabam si informanl pelanggan, R:Impqmlﬂmﬂ.du-n.
dan membiat Rekapitulasi Adusn,

6 |Memverifikasi Rekapitulasi Aduan, memberikan paraf, Rekapitulasi Aduan 10 menit |Rekapitulasi Adunn yang
dan menyerahkannys ke Direktur Utama untuk vang belum diberilan telah diberikan paral,
ditandatangani poraf,

7 |Direktur Utamn menandatangani Kekapitulasi Aduan Kekapitulas: Aduan 10 menit [Relopitulim Aduan vang
din mengembalikannya Ioepn-dn Bial Hubungan yang iclah diberikan telah dipasaf dan
Langganan untuk pengarsipan. ?rnl';nmnn hiclum itandalangant.

itandatangani.

& |Pengarsipon Eekapitulasi Aduan, I Rekapitulasi Aduan 10 menit |[Rekapitubist Aduan yang

yang tclah diparaf dan telah diparaf dan
ditandatangani, chtundatangani.

PET




LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SIMPAN DAN PINJAM

Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025
TANAH LAUT
'E‘nngga] Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi /:’\H F\ o \
Tanggal Efektif 95 Juni zggq.\ !

Disahkan oleh

DINAS PM DAN PTSP “\ S
Nama S0P Simpan dﬁi&]aﬂl l . - l
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkopernsion (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Republik indonesia

Nomor 5355);
2, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Fenvelenggaraan Mal Pelayanan

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

3, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3, Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Publik (Lemboga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK

3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
Simpan dan Pinjam dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastinn, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan walktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

SET



SOP Loket Simpan Pinjam

PELAKSANA MUTU BAKU
TIVIT. Geral Koperasi
Ni AS pe
o e Pemohon Tuntung Pandang Kelengkapan Waktu Produk
pada MPP
1. |Mendatangi petugas untuk menyerahkan dokumen dokumen permohonan 5 menit dokumen permohonan
permohonan produk layanan produk layanan produk layanan
2. |- memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dokumen permohonan 15 menit produk layanan
- memproses berkas sesuai dengan produk layanan yang produk layanan
diajukan pemohon
- menyerahkan produk lauyanan yang telah selesai Hj
3 menerima produk layanan produk layanan 5 menit produk layanan

9ET



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TABUNGAN DAN DEPOSITO

Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi e o ‘/’
R Tanggal Efektif 25 Juni 208K < )
Disahkan oleh o>
a,
*
DINAS PM DAN PTSP “
- o ) NIR, 1YespZes 169303 1 002
Hama SOF Tahungm%é\ﬁ“ﬁtﬂ‘? |- {%
Kualifikasi Pelaksana = ———

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggarann Mal Pelayanan

Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

Surat Keputusan Dircksi Nomor 007/SK.IIR/PT.BPR-TALA /2022 tentang Produlk
Kredit Penanganan dan Fasilitas Pendukung PT Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
Tabungan dan Deposito dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

LET



SOP Tabungan dan Deposito

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Geral BPR pada MPP Kelengkapan Waktu Produk
1. [Mendatangi petugas untuk menyerahkan dokumen dokumen permohonan 5 menit dokumen permohonan
permohonan produk layanan produk layanan produk layanan
2, - memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dokumen permohonan 15 menit produk layanan
- memproses berkas sesuai dengan produk layanan yang produk layanan
diajukan pemohon
- menyerahkan produk lauyanan yang telah selesai r—lj
3 menerima produk layanan produk layanan 5 menit produk layanan

8ET



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KREDIT

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 43 [DPMPTSP /2025

Tanggal Pembuatan 16 uni 2025 2 —m——0

Tanggal Revisi //\‘\H K r,?\

Tanggal Efektil 25 Juni Mé@/ gepyrror il.r“\:“\

Disahlean aleh A o
* : B
AN
'

Nama SOP Kredit VA1 v 7

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggarann Mal Pelayanan
Publik [Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

2, Surat Keputusan Direksi Nomor 007 /SEK.DIR/PT.BPR-TALA /2022 tentang Produk
Kredit Penanganan dan Fasilitas Pendukung PT Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat wakiu,

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Peranghat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Kredit
dan  jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan  ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3, Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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8SOF Kredit

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
¢ Pemohon | Geral BPR pada MPP Kelengkapan Walktu Produk
1. [Mendatangi petugas untuk menyerahkan dokumen dokumen permohonan 5 menit dokumen permohonan
permohonan produk layanan produk layanan produk layanan
2. |- memeriksa kelengkapan dolkumen permohonan dokumen permohonan 15 menit produk layanan
- memproses berkas sesuai dengan produk layanan yang produlk layanan
digjukan pemohon
- menyerahkan produk lauyanan yang telah selesai r—‘:
3 |menerima produk layanan produk layanan 5 menit produk layanan

ort



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomar SOP 43 [DPMPTSP/2025
TAMAH LAUT
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 e
Tanggal Revisi ‘;\”h,,?\
Tanggal Efektif 25 Juni 29%@/ i .,_/ ¢ ‘._\ -
Disahkan oleh e 1"- 5P
Nama S0P
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik {Lembaga Negara Republik Indenesia Tahun 2021 Nomar 222);

2, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3, Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan /Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Reklame dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidalktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

vt



SOP Penggunaan POCADI

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS pusip pada
S Pemohon | @°™ n:?!_ - Kelengkapan Waktu Produk
1. |-Mendatangi gerai dispusip pada MPP tanah laut bahan bacaan 5 menit bahan bacaan
-mengisi buku tamu
-memilih bahan bacaan
2. |-Menyediakan rak bulu dan kemputer untuk bahan bacaan 5 jam bahan bacaan

meangakases bacaan melalui ipusnas
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DAN PEMBERKASAN PBE P-2, BPHTB, SERTA PAJAK DAERAH LAINNYA

Nomar SOF 43 /DPMPTSP/2025
TAMAH LAUT
Tanggal Pembualan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi f___..———-_.,__ f
® K S
Tanggal Efektif 25 Juni : anz;:.’/lyh"l A RAH N
Disahkan oleh P
Nama SOP Pelayanan furmui Publijc da.n mberkasan PBB P-2, BFHTB,
serta Pajak Daerah Lainnya
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 35 Tahun 2023 tlentan Ketentuan Umum Pajak 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Daerah dan Retribusi Dacrah 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolann Pelayanan Informasi & 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri & Pemerintahan Dacrah sasaran dan tepat waktu,
3. Peraturan Komisi Informasi No.l Tahun 2021 tentang Standar Loyanan Informasi
Publik
4. Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Dacrah
dan Reiribusi Dacrah
5.  Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Oediman Peliksanaan Pemungutan
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah
6. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3,2/ 1417-KUM/2024 tanggal 07 Oktober
tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah
Heterkaltan Peralatan/Perlengkapan
1, SOP Pelayanan Informasi Umum dan Pajak Daerah 1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan ;- :;ﬁ?ﬁ P;N“F ,Pcai?i"“'r
Informasi Publik dan Pemberkasan FBB P-2, BPHTB, serta Pajak Daerah Lainnya, - LR PLOTM C oL S s
: = 3. Monitoring dan eval duk perizinan.
dan  jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, anitpring dan evaliast.conlisast produl. p
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan,

EvT



EOP PELAYANAN INFORMASI FUBLIK DAN PEMBERKASAN PEB F.2, BFHTB, SERTA PAJAK DAERAH LAINNYA

PELAMBANA MUTL BAKU
W AEYITITAS Front Office | Back Office | Kassblid Kelengk Wakta Cutgat
I |pemohen dapat ikmn prrmok linde - berkoms meperti fermubie | 15 menst [Berkas unfuk diperikaa
yang ditutuhkan dengan datang langeung duns menglsl pengauan serta |kelengleapannya
formulir seria meonyerabikan prisyasatan kelenghapsn kelenghapan dolumer
dakumen yang diperhikan yang diperiulonn seauad

kebutuhan pramshon

T |Mmnerima dan memerion berkns permahonn. berkan prrmohenan, 1520 [iierkns permohonnn
Pesnulvon dibver] resi tunda terimn dan berkaas @Eieniainn L dan real tanda terima menit  fyang sudah diperics
ke Back Offics jika difnss berkas sudah lenghnp, Jika oebenplonpamnnym
ek enghap, dan masih sia kekurangan, berkas __,-'JL-.___

[dkembalikadn ke Pemabion uniuk dilengleapl |

3 [Barknn yoang telad lenghap df scan dan disnggah ke berkia parramehoran 15 menit [berkas yang diunggsh
dalum Gdrive oieh Frond Office, dan akan diteruskan Iﬁ__D berupa softcopy
rpada Verifikaior uniuk dilakukan verifikaasl

T |ertins masuk He verfikator untuk Aiverilkanl Komba, herkan premabonan 30-40  [berkas yang telah
ikca divans sda igan dalam ghpan berkas menit  |ibiverifilcnsd
nyn , mnkn akan dikem baldoan kepada front oflice
untuk ditindak lanjur E

5 |wetelnh mendapaikan validesi dort verifikator, herkas brikas prrmohonan Thar  |sural permehonan
masik ke back affice tintuk i proscs al sletem o yang telah diverifikas mm,fm :ﬂmﬂfﬁh

I Lol
malksim ol {diserabkan kepada
3 hari |pemohen
wetelah

6 |beckan yang sudak o proses di sstem alian diserahkan wurmt permohonan 5 mendt [wural permohenan yeng
[iemiali ke frent office untuk dilakukan pencetakan dan memund yung diminints mlig dissrahkan kepads
penyerahan langsung kepada pemahan p:uoh_o_n&::w prmohon

pemakion

T i berkas telnh aeiesal di proses (wiral permahanan Smenll [wurst pormohonan yang
ik i e weausi yang diminta nudnh diterimn

|pemohen dan siap

tiserahkan kepadn
5
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LAMPIRAN 1 :
MODAL DAN PTSP

KEPUTUSAN -KEPALA DINAS PENANAMAN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEREITAN KARTU

KELUARGA

Nomor S0P 43 [DPMPTSP/2025

TAMAH LAUT

Tanggal Pembustan

16 Juni 2025 v
Tanggal Revisi =53 =

Tanggal Efekul

DINAS PM DAN PTSP

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Pubilik [Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2232);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
D, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

sasaran dan tepat waktu.

3. Mempunyal komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet

2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penerbitan Kartu
Keluarga dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu  serta

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

kelambanan dalam pelayanan perizinan.
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BOP Pensrbltan Hartn Koluargn

PELAKEANA MUTU BAKU
ARFIIIAN Front Office | Vetifikator W;:' Kepals Disas Kelengkapan Waktu Output
Metignjukan betkns permoshonan dengan kelengkapan Ererkns permokhonas 5 menit |Beekas uniok diperikea
persyaratan pembuatan Dekumes keelenglnpannys
Wependudukan
Menerima dan memerkss berkas permohonan, Jiks lerkns permohanan Smenit |Rerkas permehonan
lrngkap brikas permoh di entrl kedad ik L pembuntan Delouamen lyang sudah diperisa
SIMPEL, jilca tidak lengkap, bericns dik lee Kependadukan lerlenglapannya
| Femshon uniwk dilengkagl
-—
Berican P il emtri Al i SIMPEL Berikas permshanan 10 menit |Berlns permobonan
C 1 pembuatan Dokumen dirckam ke Database
= Kependudukan
Herias permobanan akan diverifikani melalui aplikasi Berkas Promehenan 10 menit |Berkns permohenan
BIMPEL. Jikn berbins dinyniakan kenghap, proses akan ‘_.-..-L_\ [yang sudah diverifilas vang sudab diveniikasi
|otomatin dilanjution ke Opreator BIAK. Kamun, jils P
berkas tdak lenghap, permohonan akan ditelnk dan
dikembalikan kepada petugas frent office antuk
Operator P lerkoan p [Berkns Permubonan 30 menit | Dradt Deboimen
|—LI lvang sudah diverifilant Krpradudilan
1
Hauil pem presesan yang mmwﬂ!ﬁ Tk Drall Dokumen 15 menit |Dral Dolkumen
diverifilan kembali di aplilcasi SLAK, jika dinyatakan Kependudukan Kepeaduidulkan
lengkap maka aean dilinjoian ke tahapan T
leumen, fika diny tidak
Im.,lu; atau periu perbaikan makan akan .
dikembalikan ke Operstar
Dekumen kepeaduduknn dilakukan penandatan ganan Dradt Deloumen 5 menil |Dekumen
wecara elektronik Kependudukas Kepenidudukan yany
= wadabs ci TTE siap ik
i tanadub
Dokumen kependudukan diterbitlan [ diceiak dan [Unadiibmn Doluwnen 15 Menit | Eobowm en
dimerahican ke Front (ffice Kependuduknm yang Kependudukan yang
sudah di TTE wudal di celak
Menyershkan dokumen kependudiakan kepada Dokumen 5 Menit |Dolumen
Pemuhion Kependudukan yang Krprnabudilkan
[ Je [
— : e Kependuduk Oekumien & menit | Dokumen
Kependudukan sisp Kaperduduloan sudal
diwrrahkan i
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS FPENANAMAN MODAL DAN FTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN KARTU

KELUARGA KEDATANGAN

Mamor SOP 43 /DPMPTSP/2025
TANAH LAUY
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efekiif
Disahkan oleh
Nama SOP Pcncrhm;ﬁé:ﬂ—tu Kelua.rga K:de.fanga.n
Kualifikasi Pelaksana =

Dasar Hokum

1. Peraturan Presiden Nomer 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggnroan Mal Pelayanan
Publik {Lembaga Negara Republik Indenesia Tahun 2021 Nomor 222);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakulkan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan /Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Penerbitan Kartu Keluarga Kedatangan dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOF Penerbitan Kartn Kelnargs Hedatongan

L.._.j Kependudukan

PELAKAANA MUTY BAKL

w Pemoban | Front Offies | Verifikstor n'm'""' Kepals Dinas Helenghapan Wakiu Ouatput
Mengajukan brrkas prrmah dengan kebengh Herionm permohenan 5menil |Beikas untuk diperikss
PEPRTEFALAN prmbuatan Dekumen |Ertenghapannya

e pendud kam
Mererima (an Memerikas berkas prrmohonan, Jik | E— Herkas permehaonan 5 menit |Berkas permohanan
lenghsp berkas per i ented ! prplik T prmbuatan Dokumen g sudak diperikons
BIMPEL, jilea tldak lenghng, berkas dikembalifan |Kependudaukan kelengkapnnnya
Pemohon untuk dilengkapl
—~
3 |Derkas Prrmobonan & enin kedalam Aplikcast BIMPEL (Berkan permohonan 10 menit |Berkas permaohonan
|: ke [pemtiumtin Dolumen dirckam ke Datairse
1 Keprndudukan
keas b whan melahul spliknst (Berkan Permohatian 10 menil {Berkas prrmohonan
SIMPEL, Jika berkas dinyainkan lenghonp, preses nlon ;_-L\__ |vang sudal diverifilos yang wudsl diverifiknsl
ctematis dllanjutkan ke Operator BIAK. Namun. jiks e
berkas tdak Irngkap, prrmchenan skan ditslak dan
dikembalikan kepadn petugas frant offce uniulk
Opcrator me herkms permaby leralal Haricas Permohonnn 30 menil [Drafi Dokumen
aplikasd SLAK " yung suidab diverifilkasi Kependisdulan
]

6 |Hasil pemproseasn yang (Uakulnn operntor aian e Chraft Dokumen 15 memit |Dradl Dokumen
diverifihoani Jormbeali di ag ket SIAK, Fka. dinystal Kependudulonn Kependuditan
lenglap maa akan dilasjatican ke tahapan <"‘--.._

1. L il mysimban tidal
:m‘hp atan perlo perhaikan maknen alan L)
dikembalikan ke Operater
Dakumen kependudulian dilakukan p tlat Lirafl Deoloumsrn Smenit | Dokemen
wecinrs elekirenik Keprodudulan yang

suidah i TTE siap wntuk
i unadiib

Dokumen kependuduioan diterbithoan [ dicetakl dan Undubnn Dekumen 15 Menit |Dokumen
diserahkan ke Front Office Eependudukan yany Kependudukan yang
sudah di TTE wsudah i oetak
Menyerahloan dolumen kependudakan kepada Duloimen & Menlt |Delumen
Pemuhbion Kependuduloan yang Keprndusdaknn
I 'lr" wusdah dicrtak
Menerimi Dakumen Kependudulon Daloumien Smenit |Dokumen
Kependudulonn sinp Erpraduduionn sadah
G‘ | diwerahian ddiserahkan
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEREKAMAN KTP-EL DAN

PENERBITAN KTP-EL
TANAH LAUT Nomor SOF 43 {DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Elektil 25 Juni 2025 N K

Disahkan oleh &
A3
a

DINAS PM DAN PTSP *
Nama SOP Perekaman KTP-El danl Penerbitai KFP-El
- i
Dasar Hokum Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyvelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembagn Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3, Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan fPerlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Perekaman KTP-El dan Penerbitan KTP-El dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentast produk perizinan;
2, Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOP Perckamun KTP-El dan Penerbitan KTP-El

]

PELAKHANA MUTU BAKT
Pemohon | Front Office | Varifkator “m " Kapals DMnas Helafghapan Wakia dutput
(Mengnjukan berkas permaob dengsn s p Herkas premohanan S menit |Berkas unfuk dpenian
peruynratan L pembuntan Dolumen kelengbapannyn
Keprndadulkan
Mentrima dan memerikss berkas permobanan. ke ] Therlias prermohonan S menit |Berlkas premshanan
lenghkap berkas p i il entri kedalam appli T pembuatan Dekumen g wudad diperilas
SIMPEL. jika tidak lernghtap, berlean dilcembablican ke Kependdudukan kclenghapannys
Prmohon unink dilengloapl
™ T
Terims P e g Aplikasi SIMPEL Terkas prrmohanan 10 menit Iimm premahonan
L_ ! pembumtan Dakumen direkam ke [halabaas
| Kepen dudubkan
3 |Derkan prrmohonan aken diverdikas melnkl aphkan [Herkin Fermuhenan 10 mrnit |Berkan pernsohonan
SIMPEL Jiks berkns dinyalakan lengkap, proses akan o — vang madah diverifikmal ymng wsidak diverifikas
atomatin dilsnjutian ke Operator SIAK. Kamun, jilo ‘-'—V
bevkan tidak lenghap. permohenan akian ditelak dain
dikemballkan kepada petugas frant office untulk
slisnme aikan kembnl kenads pemehen.
(Operator memproses berkas permohanan kedalnm [Ferrkas Permohaonan A0 menil |Draft Dokumen
mplinsd S1AK ,—ﬂf—l yang sudah diverifiani Kependudukan
£y
Tinall pemprosesan yang dinkukan aproatar akan ik Teaft Dokumen 15 menit | Denlt Dokumen
diverifiional Kesnbali df aplikosi Jika diny Kependdukan Kependudakan
lengicng makon akan dilanjutian ke Lalinpan {
dak ok Jica ey vidak "
|iengkop atau perlu perbniknn makan akan L
[dikembalikan ke Operstor
Dokumen kependudukan dilalukan pensndatsngansn Dyudt Dakuinen 5 menit | Dokumen
mecara elektranik Kependudulkan Bependuduioan yang

mucah di TTE alap uniuk
dl wmeuk

Dokumen kependudukasn ditcrhlikan £ dicetak dan Unduhan Dokumen 15 Menit |Celnsmen
|diserahioan ke Frant Cice {Eependudakan yang Kependuwdakan yang
murdah di TTE wibibak di orfak
Menyerahkan delumen kependidiakan loepada Daloumen 5 Menit | Dolumen
Prmohon Kependudukan yang Kependudukan
[ } widdabs dlicetak
[Py = — [Dokumen 5 menit | Dolamen
Kependudukan sbap Kepenidusukan suilah
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN KTP-EL
PINDAH DATANG, KTP-EL PERUBAHAN DATA, KTP-EL PERPANJANGAN
BAGI PENDUDUK ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP,
KTP-EL KARENA HILANG ATAU RUSAK, DAN PENERBITAN KTP-EL LUAR

TAMAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Namor SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 e
Tanggal Revisi /’:;‘[.‘-[Tf-i_- ]
: =
Tanggal Efelktif 25 Juni 21}2&,// A A / ;
Disahkan oleh Gl KR
a, fl pé
*
\< 9/
.\'/‘; : UL IO
2 e seror o
Nama SOP Penerbitan KTP-¢} Pindah Datang KTP-el Perubahan Data, KTP-el

Perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin
tinggal tetap, KTP-el karena hilang atau rusak, dan penerbitan
KTP-el luar domisili

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 222);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Penerbitan KTP-¢l Pindah Datang, KTP-el Perubahan Data, KTP-¢l Perpanjangan bagi
Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, KTP-el karena hilang atau
rusak, dan penerbitan KTP-el luar domisilidan jika tidak dilaksanalkan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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mrmmmmm,m.“wmmwwwmmmpqmmmmndw;. KTF-#l karens

bilnog atun mealk, dan penorbitan KTP-e

PFRLAKSANA MUTY BANY
Eo. AETIVIT.
e Pomahsn | Front Office | Versumtor | “EUNSST | fepals Dioss Krlengknpsn Waktn Output
1 [Mengajukan berkas permat dengun kelengk Berkas permokonan 5 menki |Berkas untuk diperiksn
perayaralen pem “m; krlengkapannys
Kependu
7 |Mensrima dan memerikas berkas permohenan. Jika | — Herkas permohsnan 5 menii Fhrtn- prrmohanan
lenghap berkas permohenan di entri kedadoin applikasi L] pembuatan Doloumen yarg sudah diperikea
SIMPEL, jika tidak lenghap, berkns dikembalilan for Kependudikan |Rebengkapaanya
Pemohen wnbuk dilengkapl
-
3 |Berkas P i o entr] kedalam Aplikas| SIMPEL iSerkcas parmubonan 10 meenit Bﬂ‘hn-prﬂwhw‘vln
1. prmbustan Dalamen digekmm ke Dalabass
E-—P Kependudukasn
4 |Berkas ' nkcan di melalui apileas Terkna Pormohonan 10 menit [Botkas peemoshanan
SIMFEL. Jils berkns dinyatakan lenglap, proses akan o lyamg atsdab diverifiksi yarig sudab diverifikas
etematls dilanjutican ke Operator BIAK. Namun, fika P o——
berkas tidak lengiap, permohonan akean ditolak dus
dlem balikan kepada petugns frent office uniuk
disagpaiian Kemball kepadn prmubon
5 |op Eerrkan peemobonan kedniam Herkan Prrmahonan 30 menit |Draft Dokumen
aplikonsi BIAK Hj yung audah diverifiliaa Kependudiskan
g ==
mlmﬁqﬂmahﬂmﬁu opEraler aloan e Dvalt Dokismen 15 menit |Teafl Dokmen
diverifilknsi kembali & aplikasi SIAK, fka disiyatakan L._h‘- Krpenduduican Kepemdudukon
lenghnp makcs, alkcar dlanjution ke tahagan <:
penandatangenan dekumen, jila dinyatakan tdak
lenghap atau perha perbaikan maksn alian "
dikembaliknn ke Dperater
L E dilakul Deadt Dekumen Smenit |Dokumen
secarn elelirenik [Krpenduduian Kepemdudukan yang
| I wudah di TTE siap uniuk
il uneluk
LI [ F diterbiik { diceimk damn (Unduhsn Dekusen 15 Menit | Dokumen
disernhioan ke Frent Offics Krpemdudn knn yang Eependudulan yung
sudak ofi TTE siacdah o cetak
E_..l‘
e sy epaidi Dokamen 5 Menil | Deloamen
Pemohen mlﬂﬂl.!auhln yang Keprmlud kan
l I* siadad dicelak
] - Dol Kependnduks Dekumen & menit |Dokusmen
Kepemdudubian siap Kependudskan sudal
= dinerahican dinerabian
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LAMPIRAN 1

‘ICBPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KEPUTUSAN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN KARTU

IDENTITAS ANAK (KIA)

— Nomer SOP 43 /DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 _————. =

Tanggal Revisi S KADy, X

Tanggal Biclat 25 uni 0B el NAN A

Disahkan oleh X At Kfiga IPMFTEF
18660708

Nama SOP mn«bim‘@u‘-mmﬁm (KIA)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penyelenggarann Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nemor 222);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

0, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3, Mempunyal komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA] dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,

EST



BOF Karin Identitns Anal [KIA)
- —
AKTIVITAR Opansbar
s Pomohon | Front Qffice | Verifikstor HIAK Kspala Dinas Kelonghapan Waliu Outpat
1 M julkan brrkos h dengan kelengh Herkas permshonsn S menit |Berkas unluk diprrikea
persyarsian pembiatan [olumen kelenghapannya
2 |Menerimadan riksa berkns i Jika  IN— Berkas peomshenan 5 menit |Berkas permohenan
bengleap berkas per i entri & il L] pembuntan Dakumen |yasg sudah diperikas
SIMPEL, jiks tidak lenghap, berkas dikembalikan Keprndudukan ke benghapanny
Prenchon wntulk dilengloag
—
3 |Beskas Permehonan & cnivi kedalam Aplikaai SIMPEL Herkns permobonan 10 menit | Berkas permehanan
E I pembuatan Dalumen dirrknm ke Datahase
— Wepenfuduian
4 |Berkas permehonan aknn diverdfikes melalui sphilcnsd Elericas Permohanan 10 menit | Berkas promaliuning
BIMPEL. Jiken berkuns dinyainknn lenghap, proses akan - g stadab diverifilonm yany suwdsh diverifikns
piomatis dilanjutken ke Operator SIAK. Neman, jda
berkas tidak lenghap, permehonnn akonn difolalk dan
dikeenbalikan kepads petugas front affice untulk
| {disnmonikng ketsbali kegrada gemehen,
Bl G P Trerkss permok krdal F Berkas Permahonan 30 menit [ Deadt Delsmen
mplilasi SIAK ’—13 yumg sudah diveriffloasi Kependudokan
g
& [Hnsll pemprosesan yang dilnkulkan operator skan Tolsi Diraft Dokumen 15 menit | Dradt Dokumen
diveriflast kembali df ppliloasl SIAK, jika dinyniak |Kependudubnn | K e i i by
lenghap maka akan ditanjutkan ke tahapan <"-....__
o fad Al tirbake
lenglenp atan perlu perbaikan makan akan 'S
dikrmbaiikan ke Operator
7 |Dokumen kependudikan dilakuken penandatsnganan Dwatl Dnboumen 5 menit | Dekumen
secnra elekironik Kependudukan Knpendwlakon yang

wisiah odi TVE siap untuk
ol unadub

B |Dakumen kependudubnn diterbitkan | dicetak dan Unduhan Dokumen 15 Menil |Dokumen
dinerahkan ke Front Office Kependudiakan yang Kependudidkan yang
mudnk di TTE mudal i ortak
ey fcan doloumen kependudukan kepada Dokumen 5 Menit [Dokumen
Pemohon Kependuduinn yang Kependudakan
I le anilah dicetiak
9 [Menerima Delumen Kependudukan Dokumen & menit |Dokosmen
Kependudukan slap Eependudukan sudeh
diserabkan hinerahkan
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT

Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025
TAMNAH LAUT
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 Fi
Tanggal Revisi i Kap L
Tanggal Efektif 28 Juni ?]533_3‘ //"_“ / N\
Disahkan oleh _Eh. R i
Nama SOP Fenerbna}\\%ﬁ‘m H:t.ﬂangan Pi:i’dah
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik [Lembagn Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

Keterkaitan

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waltu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOP Penerbitas Surat Ketemugan Plodah

PELAKEANA MUTU BAXU
No., ANTIVITAS
Pemohon | Front Gffice | Verifikatar w Kepala Dinas Kalanghapan Wakin Output
I |Mengajuican berias permok derigun akag Dericas prrmabonan 5 menit |Berkns untul diperilom
pefayaralan prmbuatan Dokimen |kebengkapannya
Kependudukan
2 |Menerima dan memeriss berikas permohanan. fika | I— Herlins permahonan 5 menil | Berkas permohennn
benghoap berkas permohonan & cntol krdalam -ppd.nh- L Lﬁum Dulawmen yang sudah diperikae
SIMPEL, jilea tidak lenglap, berkaa dib d Krpendudukan krlengkmpannys
Pemehon aniuk dilengkapl
Falai e
3 |Berkas Permobonan i entri irdnlam Aptikani SIMFEL Iﬂ-rrk- permolianss 10 mamit | Bevloan perenabonan
EH pembuainn Delumem direleam ke Dalabase
— Kependudukan
% |Courioan pavaelwivan skan Wverilast melafal apiiaal Trerknn Permuhanan | 10 mendt |Gerkan permohonan
SIMPEL. Jikn berkns dinyaiakan lengkap, proses akan | yang sudah diverifiliast yang wiilah ek
lotematin dilanjutian ke Operator SIAK. Namun, fils >
|berkas tidak lenghap, permohenan akan ditelak dan
fillleem b alilean kepocn priugas Front office untok
| lisamonikan kembali kepedn pemehon
5 |Operator P berkns pi ah ! Herkan Fermohenan A0 meniy |Drafi Dakumen
|apliknai SIAK r'-'aj vang sudnh diveriliias Kependudukan
i
& |Haall pemp m"' L tor akan ek Draft Dokumen 15 memit | Drallt Dokumen
diverifiknsi & i | SIAK, jika Kependuduican Kepemdinhikamn
lengkap maka mmmnhmn <""‘--
L Jiea diny tidnk
Iengleap atuis poriks perbaikan makan aken "
dikrmbalikan ke Uperator
7 | ¥ ik A p Ciradt Dadcumen 5 menit |Dokumen
mecars elektrnnl Kependudiken | Krpradudulon yang
—‘m sudah idi TTE siap untuk
i undub
8 |Dekumen kependuduboan ditesbitbinn | Seelak dan Unduhan Dakumen 15 Menil |Dokumen
i hioan ke Front Odfioe Hependuidulkan yang Kepemduwdo ko
wadah di TTE milah di cotak
HWWM dokumen kependudukan kepada Dakimen 5 Menit | Dekumen
Femohon Kependudukan yang Kepesdudulenn
I _J‘ utnrlnh dicatak
9 |Menerims Dokumen Kependuduken Dekimen 5 menil [Dokumen
Kependudukan sinp Kependudulan audah
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG BSTANDAR OFERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN BURAT
KETERANGAN TINGGAL TERBATAS {SKTT] WNA

DINAS PM DAN PTSP

Nomar SOP 43 /DPMPTSP/2025

Tanggal Pembusatan 16 Juni 2025

gyl Revia P

Disahkan oleh n‘?- l-'-:-'-I‘I':J L hm
1 &S

AN

Nama SOP Penerbitin.& Gfﬁi&pﬁgarﬁnggﬂ Terbatas [SKTT) WNA
———

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesin Tahun 2021 Nomor 222);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOF ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT) WNA dan jika tidak
dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan wakiu serta kelambanan dalam pelayanan

perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOP Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Terbntas (SHTT) WHA

FELAKHANA MUFTY BAKY
. AKTIVITAS o

Lo Pemshen | Frent Office | Virifllator -m:' Tpaln Diasy Kaleaghapun " byt

1 [Mengajukan berkan permak draigan kelengh Eerleas prrmshionmn Smenal (Ferkas untuk diperikes
perayarsion pem buntan Doloimen kelenghapannyn

Keprndudukan
2 |Mencrima dan memeriksa berkas permobonan, JTk... | E— Hesioas peemaohanan & menit lﬁmm.m
berkms permobonan di entrl kedalam L pembniatan Delnomen yang audah diperikes
SIMPEL, jilea tidakt lengloap, berkas dileesbalikan ke Kependudiskan pannya
Pemnhorn untulk dileagionpd
T
3 |Berkas Permohsnan di entri kedilam Aglicas) SIMPEL I: Herkas prrmehonan i) -mhﬁmwm
L peem bitan [aioumen direkam ke Dalabase
e Bependudukan

A |Berkas p alkan i [ melalul aplikasl etican Pertmohenin 10 menit |Berkas permuhonan
SIMPEL. Jikca berkonn dinyaiakan proses nkan e vang sudah diveri o yang sudah diveriikas
stomaiis dilunjutlken ke Operator SIAK. Namun, fike :—V
berkas tidak lengkap, permohonan akan ditolak dan
dilembalikan kepada peiugos front office untulk:

|——dissmonikan Kemboll kepadn bemobon

5 |Dperatar momp teer ks p h Krudal Eerkas Permahonan 30 menlt |Drafl Bokumen
plilcmal S1AK |—\’: yang sudah diverificasl Kependudukan

jy -

6 |Hosil pemprosesan yasg dilakukan sperator sk Drudt Dakuemen 15 meesit | Dralt Dokumen
diverifiknsi kembali di nplilonsi SIAK, jika di k Kependudukan Kependudulan
llerigleng malea, mican dilangistionm ks tahapar <>|__

H ok " 5
lemglong alas perhu perbailian makan aking w
dikem balikan ke Operator

7 [k kependudulsn dilalmkan prosndatang Dralt Dokumen S menit |Dokumen
secara ebeliironik ‘1 Kependudukan Kependidukan yang

L mudah il TTE siap untuk
ki unduh

6 |Dokumen kependuiuloan diterbitlan [ dicetak dan Uniduhan Dokusen 15 Menit [Dokumen
diserahican ke Frant Ollice Krpendudukan yang Eependudulkan yang

wudah di TTE wirikals di ortak
[ra T Jokumen kependudukan kepad Dodoumen 5§ Menll |Delumeny
Pemohan Krpenduduking yang Kependudukoan
| I"r. wudnh diceral
) ~ (7T Dokumen S menit |Dokumen
Keprndudukan siap Kependudakan sudah
< k dimeralinn disrrahkan
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN DOKUMEN
HEPENDUDUKAN PENDUDUK RENTAN

TAMAH LAUT Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi - :
Tanggal Efektifl 25 Jum,ﬁﬁiﬁ.::.—f' .
Disahkan olch &/
DINAS PM DAN PTSP *
\ AN, >
r: =
Nama SOP Pcncrhixﬁr%gm Ke

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan dan jika tidak dilaksanakan
akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitering dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOP Penerbitan Dokumen Kependudnkan Penduduk Rentan

Kependudulan sing
=

PELANARANA MUTU BAKU
AXTIVITAS Pemobon | Front Office | Verifimtor h:‘h“' Kepaia Dinas Kelsnghspan Waktu Cutgut
Mengajuksn berkas s dengan kelengioap (Berkas permohonan 5 menit [Berkas unbik diperia
pErayaratan c? [peenbuatan Dabamen kelemgkopannya
[Kependudulnn
Memerima dan memeriions berkas prrmsohonan. Jike E=—_:1 TGerkas permehanan 5 menit |Berloas prrmohonan
gl ericas p e, d.imh'l 1L W pembuatan Dokamen yong wudnh diperiions
SIMPEL, jikes thdak lengkap, berkas i ikens ke Kependuduknn leelengleaparnyn
Pemohen untuk dilenghapi
Sulak e
Berkas Permehonnn di entri kedalam Apbkasi SIMPEL Berkan permobonnn 10 meniat aﬂmp:::mmm
— |pembuatan Dokumen direl Judah
Koependo duboan
e ‘akan div melatul aplikasl Errkas Permohenan 10 menit | Devkas permohenan
SIMPEL. Jidon berkan dinyataknn lengkap, proses alan - yang sudal diverilikast yung suidah diverifikast
etemuiis dilanjutkan ke Operstor SIAK. Namun, fla
berikns tidak lenghap, permshenan alian ditolak dan
dikem balikan kepada petugas front office uniuk
disamoniicnn ko irali Kepadn pesehen.
Diperalar I ‘beerkan h ., Herkas Permobonnn A0 menit |Draft Dekumen
aplilani SIAK 1—53 |ramg mudak sk |k Kependudikan
-
Hasil preprosesan yang dilakuban sperator akan B Dt Dokoum en I5 menit |Drall Dokemen
diverifikas: kembali d.lnq;lﬁui SIAK, jika dinysiakan Kependudukan Kependusfakan
[1enpleap maica akan dilanjutan ke tahapan .{ 1
i Jikn dinyatakan tidak
1 akau perls perbaikan makan akan "
dikrmbalikan ke Operator
Hﬂ'&hwrﬂhﬁm prnandaton gansn B I:u:u::n-n 5 menit [Dokoimen =
Lo ety Lo Kependadu) yang
of ] madah i TTE wiap untuk
i unduh
Dekumen kependudulboan diterbitioan [ dicetak dan [Unduhan Gakumen 15 Menit | Dekusmen
diserahicnn ke Fromt Olfice Kependudikan yang Rcrhd;duhu yang
wudah oi TTE s erink
e Kependudulcan kepada Dekximen 5 Menit |Dokumen
Pemaohon [Kependudukan yang Krprndudokon
I I"p audnh dicetak
Mererisma Dokumen Kepensdudulonns Dok en Semrmil |Dekumen
D: Keprodudukan sudah
dlimerahian
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEREITAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN PENDUDUK NON PERMANEN

TAMAH LAUT Nomar S0P 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 ]
. : P T

Tanggal Efektif 25 Juni mzs/f{_ﬁv-,/ 2\
Disahkan vleh =/ [Pl Kepala OPM

- k bup 1

o I e

DINAS PM DAN PTSP T\
. GEI i )
L NIP. 19660708 203
Nama SOP Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Non Permanen
NARE EiaRuIn Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penye Mal Pelayanan

Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2232);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

sagaran dan tepat waktu.

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOF ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Non Permanen dan jika tidak
dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan wakiu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOPF Penerbitan Dokumen Kependudukan Pendoduk Non Permanen

PELANBANA MUTT BAKU
ki e Pemobon | Froat Gffice | Voriiktor "’."'“:" Espals Dinas Kolongknpan Wakta Omiput

T Ran Berkan permeh dengan P Herkas permabonan 5 memit |Berkas untuk dprerilos
perayaralan g? pembuatan Dokumen krlenghapannys

2 |Menerima dan memerikaa berkas pormshonan. i | — Berkan permshaonan 5 menit |Berkas permehenan

llenghagp berkas p wh Al enied keslal lik B prmbuatan Doloimen yang madsh diperikss
|SIMPEL. fiken tidad lenghap, berkas dikembalikan ke Kepeneudukan kedrnglapaniya
Pemehon untuk dlengkapl
Todak' -h""h
A |Berkas P h il patri kedlalam Aplikasl SIMPEL Aerkan prrmalianan 10 mrnit |Berkas premahonan
Ll' pembuatan Dokumen irekam ke Dalabase

4 |Berkas per akan i melalui aplicns Berkas Premshsnan 10 menit |Berkas permohonen
SIMPEL. Jidon berican dinyntakan enghnp, proses akan |~ yang misdah diverifilas yang siedah diverifikcasi
stematia dilanjutken ke Operator SIAK. Neamin, jik —
berkas tidak lengkap, permohonan akan ditslalk dan
dikembalikan kepada petugas front office uniuk

memprases berkas permohonan kedalam Berkan Permeharan 30 menit | Dralt Dekomen
npliloaal BIAK Hj vang mudah diverifilns Kependudukian
fy —

G |Hasil pemprosesan yang dilaukian sperater aksn sk Draft Dekumen 15 menit | Dyaft Dolkamen
diverifik kembali di apliknsi SIAK, [ dinyedsd Kependuduicnn Keprradyidailian
lemgleap malea akan dilanjutkns ke tahagan <"'-..._

al Jikem diny thilnk
lenghap ataw perhi porbalcan malan akan ™
dikembalikan ke Operatar

7 |Uekumen kepend ik P ] K Dheaft Dokumen 5 menit |Dskumen
asvarn rlekironik “'Ij Kependudukaan Kependudukan yang

G| wuslah di TTE slap wntuk
i wrsbuh

& |Dokumen kependidulan diterbitkan | dicetak dan Unibuhan Dekumen 16 Menil |Dokumen

diserahlmn ke Front Office Krpendudulonn yang Kependudukan yang
wulak di TTE wisdah di ceink

Menyerahkan dobumen kependudulian kepada skumen 5 Memit | Dokumen

Pemohion Kependudukan yang Kepaadudulinn

I _'ll: audah diectak
% |Menerima Dokumen Kependudulkan Flu_lmnrq Smenit |Dokumen
Krprnduidulian slap Kependisdulean suidaly
dliserahkiin dliserahkan
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT
KETERANGAN PENDUDUK DATANG DARI LUAR NEGERI (SKDLN)

TAMAH LAUT Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tanggal Pembusatan 16 Juni 2025 "
Tanggal Revisi ’_ ,;,;r—::::—::‘\ [
. L
Disahkan oleh Y/ _ BIL Kepala DF
f‘h-.
a,
DINAS PM DAN PTSP ¥
_\
Nama SOP Penerbitah Surat Ke
(SKDLN)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nemor 89 Tohun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggl untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat walktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Datang dari Luar Negeri {SKDLN) dan jika
tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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SOF Ponorbitan Surt Ket Penduduk Datung dasi Luar Negerl [SKDLN)

PELAKAANA MUTU DAL
AR
ApTTi Pomshen | Frent Office | Veriflwter “';::' Kepals Dinas Kobengkspan Wakts Dutput
M juican berkos permok dangan kelengk Herkas permobonan S menkt [Herlas untuk diperidoan
prayaratan ':r— pembuatan Dokumen |leirngkapannya
Kr produduloan
Menerima dan memerlian berkas permohanan. Jika | Berkas permohenan 5 maeniy |Berbos permshonan
berkas per an di entri piplidenni L] pembuntan Dakumen yang sidah diperiiss
SIMPEL, fla tidak lengkap, berkas dikemballan ke Kependuduknn krlengkapannya
Prmoben untuk diles ghiapl
Tk T
Berkas Permohanan 8 entrl Kedalam Aplikasi SIMPEL Berkas promohenan 10 menst |Berkns prrmohannn
E_l.L pem buninn Dakumen direkam ke Dutahane
Berkas permehonan akan diverifikasi melalul nplikas Beekas Permohenan 10 menit |Herkan prrmohonan
SIMPEL, Jika berkns dinyataloan lenglenp, prosen alkan e vang swdak diverifilkani wang mudah diverifikasi
atomadis dilanjutian ke Operator SIAK. Namun, jike ——
herkas tidak lenghap, permohsnan alan ditslake dan
dikembalikan kepuila petugas frent office untuk
ilisam paillenn kembali kepada pamohon. _
Operatar P berkas permsh kealal Berkan Permehanan 30 menit [Draft Dolkumen
apdilcani SLAK ‘Hj vang sudah diverdikans Krpendudulan
p -
Hasil prmp yamng F akan T Diraft Daleemen 15 menil |Draft Dokumen
diverifiknai kembadi di apbkesd SIAK, jikn d ke Kependudukan Kependudikan
lenghnp maka akan dilanjutkan ke tahapan <-"‘-..__
4 dob dinyataknn tidak - |
lemghagp atnu perdu perbadkian makian slsn =
dikembalican ke Gperator
Dobumen keprmdudukan dilalukan pensndatangenan Eirafi Dokumien Smenit |Dokumen
srcara elelcironik "j Kependudilkan Mrpendudukan yang
sldah dbi TTE siap uniuk
T G
Dokumen kependudukan diterbitkan | dicetak dan Unduhnn Doloam e 15 Menit |Dekwmen
iliserabiknn ke Front Office Kependudukun yang Krpendudubkan yang
madak di TTE madali di celak
Menyerahkan dok [ dudukan krpusla Dolumen 5 Mma |Dolumen
Pemohsn Kependudulan yasng Erpendudukan
I ’-1' misdah dicctak
Menrstima Dokcumen Kependuduloan Dukumen & mendl [Dokumen
Eependudukan slap | Kependudukan mudal
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PINDAH PENDUDUK KE LUAR NEGERI [SKPLN)

—— Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Perabuatan 16 Juni 2025 ,
Tanggal Revisi ﬁ’-’-'_ X f
Tanggal Efcktif 25 Juni2025 /00— |
Disahkan oleh 7

DINAS PM DAN PTSP S C g
Nama SOP Penerbitan Su 'tq;mngmhdy&nduduk ke Luar Negeri
(SKPLN) : =
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik [Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakulan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

|__sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk ke Luar Negeri (SKPLN) dan jika
tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1, Dokumentasi preduk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produl perizinan,
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BOF Penerbltan Surat Keternngun Pladah Penduduk ke Luar Nogeri [BEPLN)

PELAKSANA HUTU BAKU
e LTI Pemotion | Front oce | Vennmater | RS | gopuie Dinse Kelengkapan Waktu Cutput
I [Mengajukan berkan permah dengan ghap |Berian permohamnan Smenil |Berkas untuk diperikas
prrayaratan prmbuatan Delamen kelenghapannya
Kependudiukan
2 [Menerima dan memerikea berkas permohonan. Jika = lnn:h.l pefmahonan S meendt [Berican permshannn
lemgkap berkas premehonan di entri kedalam applilasi e pembuntan Doliamen yang sudah diperilss
SIMPEL, jiles tidake lenglap, berkas dikembalilan ke Kependudukan kelergkapannyn
Femohon uniuk dilengkapi
|
T‘Enh. Permohanan di entri kedalam Aplikcnst SIMPEL Berkas prrmahonan 10 menil | Brrkns permohenan
l: pembuatan Dokumen direkam kr Datahase
— Kependusdukan
4 |Berkas permohenan skan diverilikasi melalul aplikas| Eiericis Permeluonan 10 menit [Berkas permohionan
SIMPEL. Jika berkas dinyatakan lengkng, proses akan __’.J wng asdady diverifiknsi S
tin dilanju thoan ke Operator IAK, Namun, jlica e
berkns tidak bengleap, pormehonan aknn ditelak dan
dikembalikan kepada petugas frent affice untuk
5 |Opernior memproscs berkas permohonsn kbedalaes Herkas Permashonan 30 menit |Dralil Delumen
el il HIAK l_": ymng sl diverifilas Kependudakas
i ===
L] !Ilndl pem prosesns yas g dilaoukan operstor akan T Cralt Delkumen I5 menit | Deafl Dokumen
| diverifiloani koembali di nplilani SIAK, fica dinpatakan Kepemdisdukan Kependudukan
lerigleap maka akan dilanjution ke tahapan <
dokumm, jilka dinysisken tidak —

| peeru el oy g eri sy
lengleap atau perha perbaikan maken akan "
dikembnlikan ke Operater

7 |Dokumen ey dil perinsndatang, Draft Dalousen 5 menlt | Dekumen
wrcim elekironik ’-j Kependudukan Kependudulan yang
| muiclnh o TTE alap witik
il undfuh
B |Delumen keperdudukian diterbitkan | dizetak dan Unduhan Dekumrn T8 Menit |Dakumen
diserahkan ke Front Cifice Kependudukan yang Kependudakan yang
| . sudah ol TTE mstdah di oetake
|Menyerahkan dokumen bepradudukan kepoda Labumen 5 Menit [Dokumen
Pemoheon [Kependudikan yang | Kependudukan
I l"‘r wiiclah diceink
9 |Mroerima Dekumen Fepradadakan Dokumen 5 menit | Dakumen
1K¢p==dllduihnvhp Kependudukan sudah
C::}< distrahlan
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN AKTA

KELAHIRAN BAGI PENDUDUK, WNI YANG TINGGAL DI LUAR WILAYAH RI DAN WNA
(ORANG ASING)

TAMNAH LAUT

N

DINAS PM DAN PTSP

Nomaor SOP 43 /DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 s

Tanggal Revist /
— e

Tanggal Efektif TR ‘/ A

Disahkan oleh S Pit Hepg

(v

Nama SOP Pener -
ama luar u%?&?ﬁ WNA (orang asing)
oy A

hiram bagi pefduduk, WNI yang tinggal di

Dasar Hukuom

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Penerbitan Akta Kelahiran bagi penduduk, WNI yang tinggal di luar wilayah RI dan
WHNA [orang asing) dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Deokumentasi produk perizinan;
2, Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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BOP Peasibltan Akin Helahiran bagl wmmmmummmmnumqm

PELAEBANA MUTU BAKD
AKTIVITAR Pemobon | Front Office | Vertikmtey | CPerstos Esbsnghupan Waktn Cutpat
M kan beskan prrmeh dengan kelengh Illukupunmnm 5 menit |Berkas uniuk :
per pembuatan Delumen |keelengleapannya
Kependudukan
Menerima dan menicrikas berkas permohenan, Jika | F— Errlinn permohonan 5 menit [Berkas permohonan
leagkap berkas prrmohonnn df entrl kedalam appliknm b pembustan Dolasmen yang sudab diperikas
SIMPEL, jiln tidok lengionp, berkos dikembalilnn ke Kependuduban kelemghapannyn
Pemehon untuk didengkapi
Tt T
Berkss Permoh il entri kedalam Apliknsl SIMPEL ferkan permohonan 10 menlt |Berkas permolimaen
ﬁr_k_ pembuatan Dokumen chirelonm ke Database
Kependhuduicas
Berrkas permohonan akan divesficas melaial aplinal Berkns Permphonan 10 menit |Berkas permehenan
SIMPEL. Jikn berkan dinyataksn enghnp, proses alan |rang sudab diverifiloasi | g sadnh diverifikasi
stsmatia dilanfutkan ke Operator BIAK. Nasmun, jikn <
beericas tidak lenghsp, permahonan skan ditolak des
dikembalikan kepada petugas front elfice untuk
o Kedal | Herkas Permobanan 30 menit | Dealt Dokumen
nplikasl SIAK I_j |yang sudab diveriflonsi Kependuduban
jy —
FHimail prem pr i periior aknn Tt Dhalt Delasmen. 15 menit |Dradt Dokumen
diverifikns kesmbali di apliknai SIAK, jila dinyaiakan — Kependudukan Kependudkns
leagkap maka alan dilanjutian ke iahapan
dokumen, fikn dinyatakan tidak r-"‘"
|lemgleap atau pariu perbaikan makan skan =
|dikrmbalikan ke Operator
Dolumen ke ilakukan pen g Drraft Dol e 5 mendt [Dekumen
sevarm ekektronik Kependudukon Kependudtkan yang
mailaly i TTE ming untuk
i ks
Dalumen kependudulean diterbitiean | dicetak dan Unduhan Deloumen 15 Menit mhi:fn "
diserahkon ke Front Offic Eependudubian yang Kependuduins yang
" - == muilah di TTE wilaki di ootk
¥ e kepend kwpada Dekumen 5 Menil [Dokumen
Pemohen iﬁpcﬂhdu‘umm Kepenaidkan
I _||: mudat dicetak
Dl Kepend Dalisimen Smenii |Delumen
Krpenduduioun siap Kependusdulian sudah
C O dharrahk iHserahbinn
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN AKTA HEMATIAN

TAMAH LAUT SRR i call L
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 25 Juni 2760
Disahkan olch I
DINAS PM DAN PTSP
TR Pmerbilkll Kemasin
Dasar Hakum Kualifikasi Pelaksana ~

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik [Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2232);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan
Penerbitan Akta Kematian dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan walktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOP Penerbltan Akts Hemuotian

FELAKRARA MUTU BAKU
AKTIVITAS Operats

Front Gffice | Varifikatos AN | Kepals Disas Helsughnpan Waiiu Outpet
] jrikmn berkns permoh dengan kelenghap Berkoas permohenan Smenit [Berkas untuk diperiksa
PETRYAaLan prmbustan Bokumen kelengknpannya

Kependydukan

Menerima dan erikcaa berkas Jika lericas perarohonan Smenlt [Berkos permahonan
lengicap bierkas pramohenan di entri kedalon sppbicasi L pembuatan Delumen yng sudah diperikas
SIMPEL, jilen tidak lengleap, berkas dikemiatican loe Kependudukas kelen ghapannys
Femehon antuk dilengkagi

g
Berkas Permehonan di entrl kedalam Aplilcasi SIMPEL Aerkns prrmohonan 1% menil [Herkas permshanan

L prmbuslan Deluamen |direkme ke Datmbass
Kependudiakoasn
Beriens permohonan akan diverilias melalul splikasi Berkna Permobenun 10 menit [Berkan permolisnan
SIMPEL. Jika berioas dinyatakan lengkap, proses akas e yang sudah diverifonsl ymng sudah diverifilasi
stematia dilagjutkan ke Operator SIAK. Namun, jim P~
berkas tilak lenghap, permehonnn akan ditolak dan
dikembalilcan kepada priugas front sffice untuk
ohon
Cperaler mrmproses bericas permohonan kedalans [Rericas Fetmohofinn 30 menit |Drall Dakumen
plikanl SAK '_“:I yang sudah diverifiloasi Kependudisican
y -

& |Hnail pemp yang der akinn o Drwft Dadoumen 15 menit | Dralt Dokemen
diverifilinni kembali di aplilonsi SIAK, jikn diny Kependudulan Kepenadudakian
lenginp moka akan ditanjutkan ke tahapan ..:::
penan dokumen, jikea dinyatakan tidak
lengieap st perly perbnikan makan alan Y
|dtikembalikan ke Operatos
B k Draft Dedonmen Smenit |Dekumen

secarn clelctronik Kependuduban [Eepraduduken yang
.y I ! madah di TTE sinp untulke
i unalub

Bloumen kependuduloan diterbitkan | dicelak dan Unduhan Dekumen 15 Menit [Dokumen

disorahikan ke Frant Offics Kependudukan yang Kependudukan yang
wigdah dl TTE wibidah di cetnk

Meayerahkan doloimen Lependudikan kepada Dokumen 5 hendi [ Dokumen

Pemohen Kependudukan yang 1qun4udulm=

| I“r\. siadah divetak

Ty 1 — Palaimen & mendi | Dekumen

Kependudukan siap Kepsandudskan sudah

dinerahkan
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN AKTA

FERCERAIAN

YR A Nomor SOP 43 /DPMPTSP 2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 .
Tanggal Revis| ’,f"f__ . /
Tanggal Efecktif 25 Junig2g) / .
Disahkan oleh &/ o

DINAS PM DAN PTSP .

\ 3 G;J‘m_ 9660 199303 1 002
Nama SOP Pcncrhl'l& -ﬁr}f&bﬁ eraian - 7/
A H Vv =z
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana )
1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tgas;
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222),; 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan:

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet

2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penerbitan Akta 1, Dokumentasi produk perizinan;
Perceraian dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, 2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan,

Keterkaitan
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BOP Penorbitan Akta Percernlan

o Pemohan | Front Office °"'-I'::' Kepals Dinas Kelenghapan Wakiu Oulput
™ Trrkas i dengun kelrngh Berkas permohonan Smenit |Berkas induk diperikan
ot : o < pembuatan Dakumen Lolenghapannys
¥ Kependudukan
adan = ikes brrkas p b Afika | S— Herkas permohenan Senenit |Berkas permohenan
lengkap berkas permak dl entri PP b prabuatan Dekumen yusig saduh diperions
BIMPEL, filon tblak beng) Berins dikembaliloun ke Kependudulan kel ngleapannyn
Femohan uniuk dilengonp
i T
Derkas Permehenan di entei kedalam Aplias SIMPEL f .::::;.p:nmm“ 10 menit I::::Tl:m
4 Kependudikan
3 |Derkan permohonan akan dreriltkas melabul aplikas Berkna Permetonan 10 menit |Berkns permohonnn
SIMPEL, Jika hﬂmwmh@mmﬁm andah diverifikasi vang audab diverifikasi
atomatis dilanjuthen ke Operator BIAK. ¥amun,
berkas tidak bnghap, permohonan akan ditolal dan [ —
i dikan krpada pelugas frant office untuk
Operator memprescs berkans permobonan kedalnm A fierkas Permobionan 30 meniit | Draft Dokumen
nplilcanl SLAK "]___I_J:' wang sudah diveriflicast Kependu dalkon
Hnadl p yang dilnk Dradt Dekoumen 15 mendt |Dralt Dokumen
kembali di aplikasi SIAK, jka dinyatakan Kependidukan Keperdiikan
lenghap makn akan dilanjuthan ko tahapan
(penandatangannn dokumen, fika dinyatakan tdak
lemgkap atau perhu perialivan sk
diloem balikan ke Dperater
Dokoumen keprnduduban Slakakan penandainngannn Jl‘?a-':I"l_‘:::::;:::::: 5 menil .;D:hmm —
o ] v di TTE sip ik
di wdaih

Dok E Judukan diteshition | dcetak dan

Unduhan Dokumen

15 Menit |Dobnamen

dlinrrah] Frani Office Hependudukan yang Kependudukan yang
ke : wadah di TTE sisdah di cotak
Menyerahkan dokumen kependudukan kepada Dokumen 5 Menit .M-uﬂm
Pemphen yang Kependis
I LI-\ wicdmhy dicetak
o3 e Kope Dukumen Emenit |Dekumen
Kependudukan sinp Kepeadudukan sudak
c }\ disrrahkan i
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN AKTA

— Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 y
i TN
Tanggal Efktif ,SJummEl{th\ﬂ SSADINN i
Disahkan oleh & irdiel | Y
ey BT
o, Yz
DINAS PM DAN PTSP xl LN
. WP, \Yas50708 159
Nama SOP Penerhi%{lf??&ﬂr‘aim /

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

l. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik [Lembaga Negarn Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 223);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas:
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

sasaran dan tepat waktu.

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penerbitan Akta
Perceraian dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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BOP Penerbitan Akta Perkawinan

FELAKBANA MUTU BAXU
e AT Femschon | Frent Office | Verifikatar “’:’n""""‘ Kepais Dinas. Ealanghapan Wakiu Gatput
T I Jukan Berkas prrmeh dengan kelrnghapan Berkas permahonsn 5 menit [Brrkan untuk diperikns
prrayaratan pembuntan Dolkiamen kelengleapannys
Krpenduduimn
2 |Menerima dan memerikea borkas pormohonan. dur.- | F— . Berkns permohenan 5 menit |Berkan pﬂm:]hmn
h di entri kedal i . pembustan Dalumen yang sudeh diperikes
BIMPEL, jika. tidak Iengieap, berkaa dikembaliknn 1|¢ Kependudulkan |kelenghapannys
Pemohen untull dilenglapi
Thdsh ™
4 |Berias Permohonan di eatri kedalam Aplikosd SIMPEL Eerkas permohonn 10 menit |Beskas permahonan
|_ nl" pembuatan Dekiimen direham ke Database
Erpendudukin

4 m“ﬁmmw-dﬁdw mﬂﬂ'-lhlll:lﬂ 10 menit |Berkan permchenan
(BIMPEL. Jika lerkns dinyatakan lenglap, proses akan ~— [Fang sudah diverdikas ymng sudnl diverifioas
otomatin dilanjutisn ke Operator SIAK. Hamun, fils —
berkas thilal lﬂlﬂlﬁ prrmobonan alian ditolak dan
[dikeenbalikan kepada petugas front alfiee untulk

——ilisam e pikan ke bali kepsals prmshen,

5 |Op i EBerkas h kednlany L Berkas Permahsnan A0 menit |Dval Dekumon

plicasi S1AK ]—3 (vang madah diverifikanl Kependudakan
b M-

6 | Hmsil g T (Dreadt Dokumen 15 menii [Drft Dokumen
Ahuﬁuuqmma mpliknai mmnh.rm —~ Kependudubonrs Kependudulkan
lenglap make akan dilanjutioan ke iahapan
penandalangunnn dekumen, JB:I ﬂin;-ll.ll.ln tidnk -
lenghap atau periu perbadkan m
dikembalikan ke Operator

T [Dokumen jep: alilabculonn p it g Diradt Dokumen 5 menit | Deksimon
g aan elekironik Kepenidudukan Kependudubian yang

1 ] sudah i TTE siap uniuk
il unadub
8 |Dolumen kependudukan diterbitkan | divetak dan Imh:unﬂuhnm-u 15 Mendt m an
tiserahkan ke Front ffice yang A, yRng
wudnh i TTE milah i ertak
wy dsdn Pl kepads Daltumen 5 Menit |Debumen
Pemohos Kependudukan yang Kepenibiidskas
I wiidlamb dicrtalk
¥ |Menerims Dolumen Kepeadudukan D“::.u-m e 5 menit | Dokumm .
ndudiukan Keprnduduian s
liscruhiog diserahionn
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERUBAHAN
AKTA KELAHIRAN

TAKAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 43 /DFMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 .
Tanggal Revisi e /
Tanggal Efektif 25 Juni 2048 1 /
Disahkan oleh Sy
" /&7 e
a T e
W s
\ GENTE ¥R %
__HNIP. 19%60708 159303 1 002
Nama SOP Pmeershqn ‘Akta Kelalliran
.‘-; - .__z

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana -

L, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222):

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan:

sasaran dan tepat walktu.

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penerbitan
Perubahan Akta Kelahiran dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
seria kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2, Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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BOF Fonerbitan Parubahan Alta Kelahiran

PELAMBANA MUTU BAKY
L AXTH Pemahon | Front Offfce | Verikator | “BSSIST | oy pines Eelangkapan Wakia output
T 1% Julian berkan prrmeh ¥ Mrlenak |Herkns permohennn Smenit |Berkan untuk diperiikaa
PerEy pembuatan Dalumen kelemgkapannys
Erprodudukan
2 [Mentrima dan memerikaa berkns peemohonan. Jika | E— |Beritan permohonan 5 mamit | Berkas promohsnan
berkns permohonan di entri kedalam applila T pembustan Dakiimen Farg sudab diperikes
HIMFPEL, jlca tidok lenglonp, berkas ke kelenghapannyn
Pemohon untuk dileagkapl
s e
3 |Berkan P b di eniri kedalam Aplikasi SIMPEL Herkan permohonan 10 menit |Berkis permohanan
[_:'_I-r pembuatan Dokimen direkam ke Dainbhase
Kependudukan
4 |Berloan p liry | e eladii] mpliknsi Berkaa Prrosohenan 10 menit [Berkas pernohonan
| SIMPEL. Jkn berknn dinysinkan kngkap, proses alns _‘.‘_1..__“_ yang sudah diverifikias yung wadsh diverifikns
okl jutkan ke O BIAK. Namun, jiks —
berkan tidak lengiap, premohenan akan ditolak dan
dikemballkas kepada petugas front office uniuk

5D memp erkan Kedal Berkan Permehonan 30 mrnit [Draft Dokumen

aplikasi SIAK ._l—:l vang sudah diverificant Kependudukan
b —

& |Hasil prmprosesan yang dilakukan eperator aknn P Dralt Dakumen 15 menit | Dol Dokumen
civerifiknsl kembali di apliasi SIAK, jika di k Mependudukan Kepemaluidukonn
tenghap mala akian dilanjutian ke tabapan {“'\.._
prosndatanganan dofumen. jika dinyatakan tdak
Lenghap alau perls perbaikan malan akan "
dikembalikan ke Operator

7 [Ded [ duelukan ks i Urnlt Doloumen 5 menit |Delumen
afcarn clektmanik Kependudukan | Kependuduknn yang

sudih oi TTE miap untuk
i wmahaly

8 |Dokumen kependuduionn diterbitkan / dicetak dan Unduhan Delamen 15 Menit |Dolocmen
diseralikan ke Front (Hfice Kepondudubian yang Keprodudakan yang
wudah di TTE wualal di cetak
E-_l"
Menyerahian dokumen kependuduban kepada Lok £n 5 Mmit |Dokumen
Pemohen i yung Kependud ks
I . wuidak dieriak
[] Bokumen Kependad Drbumen Smenil |Dokusen
Keprndudukan ainp Keprndudilon sudal
:D: dimerahl diserahiksn
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN AKTA
PENGAKUAN ANAK

— Nomer SOP 43 JDPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi - X{
Tanggal Efektif 25 Juni 2025 7 i\ / c=
Disahkan oleh & ' iF
S/ =
a "\. ,-‘..
DINAS PM DAN PTSP S S
NIP: v‘.-.
Namn SOP Pcn:rhitan\\\(?_;_l‘qf_ﬁikuah Anak /
: :

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana N

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik [Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2232);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan:

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/ Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penerbitan Akta
Pengakuan Anak dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOFP Penerbitan Akta Pengnkuan Anak

PELAKAANA MUTU BAKY
e AXTITFERS Pemohen | Front Gffice | Verifikater w Kepals Dinss Helengknpan Waktu Output
1 [Mengajukan berkne permohonan dengan kelenghapan Berkcan permshanan Smemit |Berkas untiuk diperikaes
perey prmbustan Dakumen krlenghapannya
Kependudulkan
2 |Menerima don memericsa berkas permohonan, o = Herlan prrmohonan 5 menitl |Herkas prrmohonan
lenghap berkas p b di entri kedal il u prenbustan Doluimen yang mudah diperiion
(SIMPEL, jika tdak Irnglap, berkas dikembaliion ke Kependudikan kbe nahtaprannye
Pemahon uniuk dilenghapl
Tkt
3 [Berkas Fermobonan di entri kedalam Aplkas SIMPEL Berknn prrmohanan 10 menkt [Berkas pormohonnn
E " prmbuatan Dekumen direkam ke Dutabinse
— Kependudukan
4 [Berkas permshonan akun diverifikesl melalul aplikasi Berkna Permohonan 10 menit |Berkas permohonan
SIMPEL. Jikn berioas dinyatakan kengkap, proses s e yang sadah diverificasl yang suifnh diverifikas
wtomatls dilanjuiken ke Dperator SIAK. Namun, jikn
ericas tidak lenglup, permobonan akan ditolak dan
dikoem balikon lorpada petugas frant office untuk
5 [operator memproscs berkas permohenan kednlnm Berian Permabnnan 30 menit |Dvalt Dekumen
nplikani SIAK .-—-ir:l yneg sudaly diverificas: Korpendu s
o -
6 [Hamd p il tur Aknn = Ovalt Deleusmen 15 menit | Drail Dokumen
kembnli di aplicasi SLAK, jis dinystakan Kependodulan Kependudiskan
llemgkap malka akan dilanjutkan ke tahapan <‘“-..._
n dokwmen, jlen dinyatakon tidak
[lenghap atau perly pecbalkan makan akan ¥
dikembalikan ke Operater
T | s kil pen § Dvaft Deliumen 5 mendt | Doksimen
wecarn elekironik Jj |Krpendudukan Kependudukan vang
1 mudal di TTE siap untuk
Wl unaluh
4 |Dekumen kependudukion diterbitian [ dicetak dan Unduban Dolarmen 15 Menit [Dokumen
diserahkan ke Frant Offics Kepoonduduknm yang Erpendudukan yang
wudah & TTE wivdah di eetak
—
Memyerahian dokumen kependudukan kepada Db en 5 Menit | Doloumen
Pemabon Krpenduduban yuag Kependudakan
I !‘p sudah dicetak
G |Mener Kep Dakumen Smenit [Dokumen
K pam ke slap Kependudakan sudah
> ey s
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN AKTA
PENGANGHATAN ANAK

S— Nomor SOP 43 {DPMPTSP 2025
N Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 A
t_*_'*,, Tanggal Revisi e /’
Tanggal Efektif 25 Juni mga’f’::\’-'-__' / I~
Disahkan oleh &
DINAS PM DAN PTSP (@
2\ 0, nie. Meogt7os 1993
Nama SOP Pcncrbiw;mglmm Anak
T

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana -

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggarann Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

sasaran dan tepat waktu,

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penerbitan Akla
Pengangkatan Anak jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan:
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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50P Penerbitan Akitn Penganghkatan Anak

PELAKBANA MUTU BAND
AKYTOTAR Pemoben | Front Offics | Vertfiator | “RSr | yopui Dinas Kabengkupun Wakin Outpat
Mengajukan berkas prrmohonan demgan kebenghonpan ferkas permohonan S menit |Herkas untiok diperikaa
Pt myrmr adan pembunian Dokumen kelengloapannye
Erpradudukan
Menerime din ikna Berkan Fonmn. Jila | E— Berlcan promolonun 5 menit |Berkas permohonan
lenglap brrkan per dl entri kedalam apphikasi ™ pembustan Dekimen yurig ssdsh diperikaa
SIMPEL, jikn tidak lenghap, berkos dikembalikan ke Kependudulkan kelenghapannya
Pemahon untuk dilengleapi
Tidlaks -"""h- "
Berkas Permohenan di eniei kedalam Aplikasi SIMPEL 5 Herkas permohonan 10 meniit [Berkos pevmohonan
E pembuatan Dalaimen direkum ke [
—=! Kepessdudukan
Herkas p ki ki diver mrlalui splikasi Berkas Fermohenan 10 menil |Berkan prrmohunan
HIMPEL. Flica berlas dinyatakan benghap, proses alan — |¥ang suddah diverifilkas) yang swdah diverifikaal
il ke Operator SIAK. Mamun, jike S
berkms tkdak keogkap, permobonsn akan ditelak dan
dikembaliknn kepada petugas frent oflice uniuk
Operator memproscs berkas permoheonan kedalam [Herkas Frrmohsnan 30 menit |Draft Delamen
mphilcast S1AK "’_j ¥ang sudali diverifkasl Kependwidokan
i, —
FHnail pemprosesan yang Slakukan sperator akan kel Dvaf Dokumen 15 menit | Dyaft Dokumen
| diverifikasi kensbali di nplinni SIAK, jiks diryaiskan |Krpendusduknn Reparndodion
[englap maka akan dilanjutican ke tahapan <“--...__
penandatangunnn dokumen, jiks dinyataian Hdok
lenghnp atsu perlu perbalkan makan alas -
dikembabikan ke Operator
Dakumen kependudukan dlakukan penaniatanganan Tralt Dokumen S menin | Daknmen
secara elckironik Kepenadudukan Kependudulan yu
i | sudnh di TTE slap untuk
i unduh
Dakumen kependudukan diterbitkan [ dicetak dan Unifuhan Dakumen 15 Menit | Dokaaen
diserakikan ke Fron! Office Kependudulan yang Krpenadudukan yang
wudnh di TTE wwdah i crtak
—
Menyerahkan delumen kependudukan krpada Dedemnen 5 Menit [Dokumen
Pemahon Kependudukan yang | Kependud ks
I _ll"- wudah dicetak
Dol Kependudub Dakoumen Smenil |Delumem
Krpendudukan sap Kependudukan sudah
i disernhicnn ilinerahknn
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LAMPIRAN 1 :

HEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN FTSP
TENTANG STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN AKTA
PENGESAHAN ANAK

TAMAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Momor SOP 43 /DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 ;
Tanggal Revisi e /
Tanggal Efektif 25 Juni 20257 .| il
Disahkan oleh ff '.\:. o

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomar 222);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penerbitan Akta
Pengesahan Anak dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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BOF P bt Altn Anak
PELANBANA MUTU BAKT
e e Pemshon | Frent Gfffcs | Verifikstor w Kepals Dinas Maleaghapas Wakin Outpat
1 [Mengajukan berkon permeh dengan kelengk - Berkas permohanan & meniit | Berkas untulk diperikes
Pereyaratan prmbuatan Doloamen kelenghapannys
Kependudulnn
2 |Menerima dan memesikna berkas permobonan. Jika | — Berlas permahonan Smenit |Berkas permohsnan
berkan permohenan di entr kedalum applikasi L] |prabuatan oekumen yang sudaly diperikes
BIMPEL, jika tidak lenghap, brrkas dikembalfan ke Kependuduian keelengieapannyn
Pemekan untuk dilengkapl
P e
1 |Berkns Permsoh i entrl kedalam Aplilonsi SIMPEL [Ferkas permohonsn 10 menit |Berkan permobsmin
C L pembuatan Dolnamen di ke [
e Kependudukan
Berkas permohenns akon diverifikaai melalul aplikamsi (Herkas Permolionn 10 menit |Berkan prrmahonang
SIMPEL. Jiks berkne dinywtaknn lenghap, proses akan | yarg widah diverifiknsi yang sudsh diverifilas
otematis dilanjutinn ke Operator SIAK. Namun, fikn P
trerkns thilak bengloap, permohonsn aian ditelalk dan
dileer balikan kepada petugas frent afice untuk
dal 1B-n‘hll Permokanan 30 menit |Dralt Dokemen
nplikasi S1AK r—"j [pag sudah diverificsd Keprniudukun
y -
& |Hasil pemprosesan yany dilakukan speraior alan Tk Draft Dukumen IS menit | Dyalt Dokumen
diveriliast kembali o qllt.dﬂl.jlndlnymdun Kependudukan Kepenedudukmn
ap malon aloae dil gk <:
e o th s Eicdak e
Iliw alau perhs pr.lhnl.nn makan akan -n.
dikembalikan ke Operag,
7 |k [ duiclukean dilakuk Dhrnlft Cholcums en Smenil | Dokumen
secars elekironik Kependudukan Kependaduban yang
)l I miglady i TTE slap wntuk
il wnilibh
B |Dokumen kependudulkan dilerbiiikan | dieeink dan Unthihan Deltumen 15 Menil |Dokumen
[iserahian ke Front Offics Eepenifudikan yang Kepenidudakan yang
madah di TTE mudah di ortak
(Menyerabkan dokumen kependudulon kepads Dakumen 5 Menit |[Delumeon
Pemuhen Hepeadudukan yang Kependidakesn
| I'"r\ auiglah dicetak
@ Dok Kep Dukumen S mendt |[Dokumen
Kependudukan sinp Kependudikan sudah
: k [dawrrahban discrabkan
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBATALAN AKTA

TANAH LAUT Nomor SOF 43 /DPMPTSP /2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi f‘_:_.-._—_—__—__ 8
: ——
Tanggal Bfektif 25 Juni 2025 /7 00 RS8N
Disahken oleh > 1t. Hepala
.{Lu
a,
DINAS PM DAN PTSP ¢
W /NP,
Nama SOP Pembatalan Akta -
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Peraturan Presulen Nomor 89 Tahun 2021 lentang Penyclenggaraan Mal Pelayanan
Publik [Lembagn Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222y,

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

0. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

5. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pembatalan Akta
dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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S0P Pombatalan Akta

FELAKBANA MUTU BAKU

. e Pemahen | Front Offfee | Verifikstor w Bopaln Dines Eolangkapan Waktu Output

1 [ME kan berkus permeh demgan kebrivglap Eerims permohanan & menil | Berkan unfuk ikpesiionn
| peruynsatan - pem buatan Dalimen lerlenghapannya

Kependudukan

2 |Menerima dasn memerikas berkas permshanan. Hka ] Berkas permohanan T menit |Brikas prosmehenan
lenghsp berkns di entn loedsd Lk 1 prebusian Jekumen yang suilsh diprrikan
SIMPEL, jila tidok lengkag, berkas dikembatilan ko Kependudukan kelenghapannya
Pemashen untuk dilenghknpl

P e
3 |Berkas Permobonan di eniri kedalsm Aplikass SIMPEL Herlonn permahonni 10 menit |Berkan perm ahannm
E L prmiuataen Uelomen ilireknm ki Datshase
_L — kependudukan

4 |Berkna p an akcan fikmal melahal aplikasi Berkan Permohonsn 10 menit [Berkis peamahonan
SIMPEL. Jika berkas dimyatakan bngkap, prases akan |~ vang subak diverifikns g st dbe rifiloasi
otommatis didanjutian ke Operater SIAK. Namun, jika P
berkas tidak lengiagp, permohonan alkan ditelak dan
dikembalian kepada privgas front office untuk

| {dispmontkn kembali kepadls prmohon.

5 |[Dporater memprases berkns permohenan kedalaum “|Berian Permahonan 30 menit |Draft Dekamen

npliionsl SIAK J—‘:I yung audah diverifilnsi Kependudulean
g -

6 [Husil pempr yany dilakul tar akan _— Dval Dokuemes 15 menit |Drafll Dokomen
diverifoans kembali 41 apliousi SIAK, jika dinyataian L__‘- Kependudukan Kepandustukan
tenghap maka alkan dianjutian ke tshapan
penandatanganna dolsmen, jikn dinyalakan il
lenghap aton periu prrbaikan makan akan i
dileembalikan ke Operator

T |Dukamem Brpendudakan tiakebes, proandsianganan Orait Dokumen S menil | Dokusmen
wecarn elekironik [Kepenididuikan Rependudulan yang

waclah i TTE siap uniuk
i wnduh

B |DPokumen kependodukan dierbitkan | diestal dan Unduhan Dokumen 15 Menit | Dekiimen
diserahikan ke Front (fGce m—::a‘:.umhn yang hpeuddn:mm yang
s widah di cednk
[
¥ dekumen & dudulan kepada ekamen 5 Menit | Doloamen
Pematisn Kepenaduduken yang Reprnadndukan
I wualah dieetak
9 |Menerima Dokumen Kependudukan Dokumen & mmit |Dakumen
Kependudulcan viap Kependisdakan suilih
C}‘ diserahkan dlineralian
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PENCATATAN
PEMBATALAN PERKAWINAN

YRR LT Nomar SOP 43 [DPMPTSP /2025
Tanggal Pembuatan | 16 Juni 2025 T
Tanggal Revisi S —
Tanggal Efektil 25 Juni 2025 ﬂ J};/ f' AT |
Disahkan oleh EJ’K R Xapals
G pur

DINAS PM DAN PTSP NG

Nama SOP Penerbitan pmca\t;h‘
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

I, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik [Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

sasaran dan tepat waktu,

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penerbitan
pencatatan Pembatalan Perkawinan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOP Penerbitun pencatatan Pembatalan Perkawinan

FPELAKAANA MUTU BAKU
L ARTIVETAR Pemohon | Front Gffice | Vesifikster ":':"" Kopals Dinas Eslangkspan Wakts output
[ A brrikan p h dengan kelbengh Berkns permohanan 5 menit |Brrlias untok dipenilos
pEFEYaratan |pembuatan Deliamen kelemghapannya
Kependuduknn
Fl dian lena berkas permak ik | IS Berkan permsohanan 5 menil |Berkas permohonan
lenghap berkas premabenan di enin kedalam L pembuntan Doloumen yang sidah diperikns
|SIMPEL, jilen tidak lenghap, berkas dikembaliican e Kependudukan kelenghapannyn
Pemohon untuk difengkap
s —— )
3 |Berkan Permehonan di entrl kedalam Aplikas SIMPEL : ::;Tmmﬁ‘:u‘mm 10 memit r;m!h-p-:nm-mm
l,. ' =
—" Kependudukan
T |DBerkinn permohaonan akan diverdlkan melaul aplikas [Berkaa Permohenan 10 m il |Berkns permohonsn,
SIMPEL. Jikn berkas dinyatalan lengkap, proses aian — lyang sudah diverifionsi yang sudsh diverifikas
{etomatis didanjutkan ke Operator SIAK. Neanun, jlo —
berrkas tidak bnghap, permohonan akan ditalak dan
dilem balllan kepadn petugas front office untul
| |dissmoalkon kembali kepads pemeher.
5 |Dprralor memproses Gerkas permohonan kedalam Hericas I'ﬂ-n_hal?m A0 manit Ilh'llll Daloamen
aplikasi HIAK j yang suidah diverifikss Kepondudulon
g
6 |Huail pemp Fang I mkan T Denft Dolumen 15 menit | Draft Dolumen
diwerifikonai keentali i aplikasl SIAK, jlka dinyatakan e Kependudukon Keprnduslukan
lenglap maka alan ) ke tahag <
B 1 . Jikea dinyntnkan tidak
lengiong atau perb perbaikan makan akan Ya
diktrm ballkan ke Operatsr
7T D penduduion dilakukan p i Draft Doksmen 5 menil |Dokumen
secora eleloironil Kepenidudulonn Kependudikan yang
1 I muddndh i TTE siap anink
i it
8 |Dekumen kependindiokan diterbitioan ¢ diceiak dan mmnh‘mmm 15 Menit :mm
ki hikan ke Front Offios g yung
wudah & TTE windah i oefak
N
Menyerahkan dokumen kependuduian krpads Dadiumen 5 Menit | Dolnumen
Femehon Kependudukan yang Kepaaduduloan
I __JE wiitlah dicetalk
T |Menerima Daboumen Kependudulkan Dakumen 5 menil | Doloumen
Kependudukan slap Eependisdulan sudaly
ihincrahknmn daserahkan
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL FROSEDUR PENERBITAN PENERBITAN
PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN

Nomar SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juini 2025 ‘/
Tanggal Revisi i
Tanggal Efektif 25 Juni 202577 o\ N TAH ,{ -,-.'“.'\ A
Disahkan oleh 5% &l w4 4 1 i e

"* Il

DINAS PM DAN PTSP )

AN\ ) TNIP, I9GE0TOE 199303 1 002

Nama SOP Pencrhil.ﬁ.q q:?z{é_* tatan Pembatalan Perceraian

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana =

1. Peraturan Presilen Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

1, Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

7, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Koemputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3, Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penerbitan
pencatatan Pembatalan Perceraian dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dekumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOP Penerbitan pencatatan Pembatalan Percoralan

PELANSANA MUTU BAKT
o A Pemohoa | Front Offics | Verifikator °P_':"'" Kapals Dinas Welenghspan Waktn I Ouiput
1 |M knn Lerkan b drngan krbragiapan Herkas prrmuhonan & menii |Berkan untuk diperikaa
perEyarntan ? :ptm!luu.l.nhl'::hmm {leetenghapannya
3 |Menerima dan Trrkas p Hkca, — Harian pesmakonan 5§ meenil | Barlas permobonnn
lengkap berkas p L] il eniri kedal lik L pembuatan Dolosmen yang sudah diperilcas
REMPEL, jiikca Hdak lengkag, berlan dikembaliican ke Kependudukan kelenghapannya
Pemohon untuk
Tiin e
3 |Drrkas Pereshennn i eniri s BIMPEL rnn-uu primshenan T0 et [Devicns prrmeshonan
E L pembuntan Deloumen direkam ke Dntaknse
—I Kependudukan
4 |Bethomn p el melatul npllicasi Herkas Permehenan 10 menit [Berkas permehonan
SIMPEL. Jm%uhl d.hpll.hn bengkinp, proscs akas | — |rang mudnh diverifikas ymng madah diveri s
. biw il ke Of HIAK, Namun, jiks v—
berkas tiduk kenghap, permohonan akan ditolak dan
likem bndlkan Erpada front sffics untuk
|——{sienmonikan komlral kepais pemphon.
5 |Operator I teerioan B leadals Herkas Permobonan 30 menil |Draft Dokumen
aplilinsi TIAK '—":! yung wudsh diverifikasd Kependudakan
e
& |Husil pemprosesan yang dilakuloun operator akan Tk Crraft Dolouesen 15 menit |Draf Dokumen
diverifiknsi kembali di aplikasi SIAK, jika dinyatakan Kependudukan Kependubikan
Iulk.l' u.llu.lhn di.qullun ke inhapan <"‘"‘m._
P k Jiew dinyatmboan tdal
lengkap atau periu perbaikan malan akan n
dikrm balikan ke Operator
7 |Dokumen kependudukan tlakukan proanilalasganan Drudt Dekumen S menit | Dokumen
secara elektronik Rependudukan Kependudulan yang
"‘I-l_ I madah di TTE alap untuk
fi s
B |Dolcimen kependuiduian diterbfiblan |/ dicetak dan Unduhan Dokumen 15 Menit | Dokamen
diserahkan ke Frant Offics MﬁwM hp:u:;duhn yang
dolamen kependudukan kepada Daloumen & Menit | Dolumen
Pemaohen Kependudulan yang Kependudukan
i I"l- wisdnk dieetak
W [E e 0 Dokumen Smenlt |Dokumen
[Mrpendudikan sag Kependudulkan sadah
| Aiasrahican inerakinn
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LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PENERBITAN
PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

TAMAH LAUT

Nomor SOP 43 /DPMFPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi /
Tanggal Efcktif

DINAS PM DAN PTSP

Disahkan olch "ﬁ;/ :
S ~
) ;\- \

—
25 Juni mas’f{‘.; TAH .l'f_.}?\

Nama SOP P‘enerb]%l,?bn tatan Perubahan Status Kewarganegaraan

q

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana -

1. Peraturan Presilen Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penerbitan
pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOP Penerbitan pencatatan Peribahan Status Hewnrganegurann

PELAKEANA ST RAXD
AKTIVITAS
Pemobon | Front Office | Verttiatar | PO | gopais Dines Kelonglkapasn Waktu Outpat
Mengajukan berkns por dengan kelengkag Berlias permahasnan 5 menit |Berkns untuk dperiksa
periwyasati prmbiaton Dokumen kelonghapatnys
Kependudulnn
Menerima dan smemerikas berkan permobonan. Jika | S— lericas permahanan 5 mendt [Berkas permohanan
lengkap berkns permahonun df rated keedalam apphikiasi i buntan Dok yang wudah diperiiinn
[SIMPEL, jika tidal lenghog, berkan diksmbaliican ke | Kependudulan kelenghapannya
Pemohen untuk dilengkapi
_—
[Berkas Permohonan di et kedalnm Aplikasi SIMPEL | Berkcna permobionan 10 menit [Berias permohanan
l: 1 [pembuatan Delumen direlenm ke Dalabase
—1 Kependudukan
Berkas prrmofionnn akan diverifikea mielahsl aplins Bevbonn Permshenan 10 menit |Berlkan permohonmn
|RiMPEL. Jika berkns dinyatsian lengloap, proses skan e vang sudnh divernifikas yung sudah diverifilsi
ntomatia dilanjutian le Operator BIAK, Namun, jike
Iserkas tidak lengkap, perschenan akan dilslak dan
dikembalikan kepada peaugas front elfice untuk
Operalor memproses herkan permohonan Erdalas: [Bericas Permshenan 30 menit | Dralt Dokumen
wplilcnal SIAK ':] rang sudad diverifilnsi Kependusdukan
"
Hanil pe yuag P akasn [y Dvalt Dokumen 15 msnit | Dralt Dokumen
|diverifilcani kembali di mplilasi SIAK, jika dinyuinkan Kependudukan Kepemdiidionn
lergknp malka akan dilanjulkan ke tahapas <"“"-
|penandatanganan debumen, jion dinytakan tidak
lengionp atau perlu perbaikan makan alan L
dikembalikan ke Operator
Dakumen kep P Diraft Dokumen 5 menlt |Dokcumen
nrcara clekironii [Krpendudukan | Kepeadudiekan yang
m sudnd ] TTE miap untuk
o wnduh
Dakumen kependusdakan diterbitioan [ dicetak dan Unduhan Dokumren 15 Mendt | Dolumen
|diserahinn e Fromi Office [Kependudulan yang Kependudakan yang
wisdah & TTE wusdah di ortak
C_F
Menyerahlian dokumen kependudukan kepada [akumen & Mendt |Deloimen
Femahen Kepenidudulmn yang Kopemndidukan
| I wudah dicetak
Menerima Dokumen Kependudaken Dokumen S menit | Dokumen
Kependudulan sisp Kependudubon sudah
> diaerahkan imerahleas
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PENCATATAN
PERISTIWA PENTING LAINNYA.

TAMAH LAUT Nomar SOP 43 /DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 mm— i
Tanggal Revist /;{f:'\,, v L Ka,, f\\
Tanggal Efektif @"‘}‘K--T— A7
Disahkan oleh T

N

DINAS PM DAN PTSP Rz
7 - NIP. 135k0TUE 1002
Nama SOP Penerbitan pencatatan Peristiwa Penting Lainnya.
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Permturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penyvelenggaraan Mal Pelayanan
Publik [Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

7, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penerbitan
pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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BOP Penerbitan pencutatan Peristiwe Ponting Lainoys

FELAKRANA MUTU BAKD
e i o Pemobon | Pront Office | Verifater | OPS™" | Kopuin Dinas T — Waktn output
1 [Mengajukan berkas prrmohonan dengan kelenghapan Herkas premaohonan 5 menlt ;lﬂ:lmﬂuk;’l:pﬂﬁ-
perayanab {: :} prmbuatan Doloumen LS L
Kependudukan
2 |Menerima dan memerikaa berkan permaobonan. Jika i Herkns & menit |Bericas permokonan
temgkap berkns permoh i enitri kodal L |pem buntan Delumen yaivg sudah diperikss
SIMPEL, filkea isdak lenghap, berkan dilembakilean ke Brprnudukan Kelenghmpaniiyn
Pemabon untuk dilenghapi
T
ol et e s D o Dot | Kot s Dadsbase
prm o ']
E—J Hependudukan F
4 |Berkas p kA ai melabui aplikasi [Berkas Permelonan 10 menis |Berkas permobionan
SIMPEL. Jlikn berkns dinyatakan leaghap, proses akan e yarg sudah diverifkas ymng wudeh divesifiiosd
‘ofematia dilanjutkan ke Operator SIAK Namun, jils =_-""'--..-"“"
bericas tidak lenghap, prrmshonan almn ditalak dan
dikembalikan kepada petugan front office ustulk
O P i —Jiuh-hr-nhum 30 menit |Draft Delumen
apliknai SIAK J— :I yarng sudeh diverifikos Kependudu kan
e
Hanil prmprosrsan yung dilakukan spernior akan ok Dvaft Doloumen 15 menit | Dvall Dokamen
diverifikas kembali di mplikasl BIAK, jlon dinystalos Kependudukan Kependudaknn
lengicap maka akan dilanjutkan ke tahapan <""-— !
B an delamen, jiles dnyatakan tdak —
benghap atau perhd perbalkan makan akan “
dikembalikan ke Operaler
7 |Dokumen kependudulkan Allakuknn penandnianganan Diraft Doloamen 5 menii m:‘d’hﬂ
eecarn elekironil Kependudilinn L yang
Ly r mudat di TTE slap untuk
EIRTY T
8 [Dokumen hmhm diterbithcan | dicetak dan Um:;mm 15 Menit mm&um}m
i aerahionn 1 Clfice Krpen yang Kependu
wudah di TTE wivdiak oli cetak
C X
Menyerahkan dokumen kependuduloan kepada Bokumen & Menit |Dokumen
Prmahon Kependuduken yang Kependuidaknn
I LF' wudsh dicriak
% |Menedms Bokumen Kependudukan r.u:k“n:; iy & menit ﬂm i
pendudul pendudukan s
<> " — disceatikna
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LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN REKLAME

TAMAM LAUT Hﬂmr Sﬂp 43 Inmmpli“!nzs
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi ———=
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
DINAS PM DAN PTSP

Nama SOP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Femerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 1, Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

Berbasis Resiko ; . Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
i Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggarnan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;

4, Peraturan Daernh Knbupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian lzin
Pemasangan Reklame dan Sewa Tempat Pemasangan Reklame;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Peranglat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Reklame dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan weaktu seria
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3, Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOP IZIN REKLAME PERMANEN BERPONDASI DAN BERUKURAN DIATAS 4 M2

PELAEKSANA MUTD BAKD
= Pemashon | Frent Offfce | Back OMos Kl Bokretaria | Hopals Dimsa | Tim Teknis KEelengknpan Waktu ‘Dwtput
Melakukan pendafarnn meladul anline/oline seewrn |Besionn per Iein| 15390 [Berkas uniuk diperiss
mandin atss melalul pesdampingan dani petugaa Rellame menit | Welenghapannys
[PMPTSE dengan mengiai data pemaohon dan uplsail
poreyaraton melalii siatem
|Monerims den memeriknn berkns permehenan lsin Berkas permobonun lein | 15 senis [Perkas persehonan lzin
Heklame . Jika lenghap Pemohen dierd resl tamidla o Reidame  den Heal Reldame  yang sudah
terima dan berkas desruskan ke Back Office, jila tidak diperikasa
liengkap, berkns dilembalikan ke Pemobon untuk e kelenghapannyn
ERAP o ™|

Memvenilikons ulang berkns ﬁj Berkan permohenn lein | 10 menit :hl,mludlh

Heklame erifilcasi
Membuad Burat Pemgantar untuk Berkas yang sudah 10 menit [Berkas Permohonan,

dari Dinas PREFLH dan dileruskan unbuk ‘— diveaificasi Uralt Surad Pergantar
diparal
Il._m-m‘:::rnm dan ditrrasksn ke Kepala :u:l:: ?cmt:n:ln. 10 memit -::rr:- Frrm-uhm-;..!‘
[Hnas int tandatangand E: Pengnn Prngantar
"I I mudah. diparal
Merinpdatangani dral Surat Penganiar [erkas Pesmahunan, 10 menit |Berkns Pemsnchenan,
'_l ’ Hural Penganiar yong Harrnt Penganiar

wudsh dipagsal
|Mengirim $urat Pengantar besertn salinan Berkas ‘— Burat Pengantar beacrin | 120 menit]Surst Pragaatar beserta
|permohenan |gin Beklame ke Tim Teknis [inas FREPLH] ’ r‘ l:u!m;‘u ldln:;::::rﬁn

H-' hunan prrE

Heklnme Reklnme

=iy
Melakukan ek lnpangan untuk memberiknn Tierkns HTT lwin| 1 har [BAFdan Hekomendms
rekemendani prresetuj 4 s Il Reldame, Surat Tugas
4 B i I.thr' i tidale i - untuk crk lapangan,

disetujui yang dituangkan ke Berlin Acorn Pemerikisann BAP
(BAF)
Menerimn Rekomendast darl Dinas PREFLH Ifur dan Rekemendasi | 20 menit [HAP dan Beksmendasi
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PELAKEANA HUTU BARL
He AKTIVIT.
d Froat Offizs | Back Offlcs Kabid Kepals Dinsw Tim Telmis Helengkapun Waktn Cutput
10 |Menmdakianull Rekom endaal fdari Dinas PREPLH WAF dan Heknmendnal | 20 menit [Dval [zin Reklame
dengan mroibust doal ldn Beklame dan menenaskannys)
ke Kabslel untuk diparaf
11 [Memmral lsin Reldame dan diteruskan ke Kepala Dinns Lirad lain Reklame & menit [Dvaf Izin Reklame yang
mntuk sstar datangal mudnh dipasal
| I
12 |Menandatangani drad Izan Rekase Tiwml liin Hekinme Fang| & menit |iun Rrkinme  yang
r— wuslady dipural wntuk sudah ditandative gani
ditmdatag gasd
13 |Merogintrani. memberiian nsmor, dan memborikan feim Beklame yang # mendt [loin Reldame Vang
stempel Lein Reklame sudah ditandatangani mudah diregiatrand, dibesi
= s
TR ‘ dan meny i, yang lsin Reklame yang siap | Bmenit |lrin Feldame yang
mali ke Front Oflce wniuk diberikan kepada PFemokon — diarsipkan dan slap nidab diarslphan dan
diserahioan ke prmoben wiap dineruhlkan ke
pemohon
15 |Menyerahioan lsin Reldame  kepada Pemohen Ieln Heklame ymng siap | 5 mendt |len Beklame  yang siop
disrrahloan ke pemoh ! b e pemoh
w
—
16 [Menerma lsin Heklame jmemprint aisu mencetak fsn lrin Heklame yang siap [ 5 menit [Ioin Bekiame
relilams stoars mendir) [dinerahban foe pemohon anadah diterima
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LAMPIRAN 2 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN REKLAME

E— Nomor SOP 43 /DPMPTSP,/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektil 25 Juni 2025
Disahkan oleh ;"’r
i
DINAS PM DAN PTSP E
'.It e
Nama SOP lzin Reklae \_4)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana .7y , 11
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang [Ugas;
Berbasis Resiko ; 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
i Dacrakh ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian lzin
Pemasangan Reklame dan Sewn Tempat Pemasangan Reklame;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

sasaran dan tepat waktu,

3, Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Reklame cdan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2, Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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EOP Ixin Reklame

PELAKBANA MUTU BAKU
il Front Offics | Back OMes | Kubid Koyl Kelangkapan Waktu cutput
kan permahanan brin Erklame
Meladuken pendafiaran smelalul online feflline
secnrm mandiel sing melabul pendampingsn 30 Berkns untuli diperikos
1 [dari priuges DEMPTAR dengan mengist dita 15 = 20 meenidt
|pemphan dan uploasd peraynrstan melahai
aleiem
Berkas permohosan len Reldame permohonan krin Heldame
Menerima dan memerdios herkas . dam Hesi vmng muilah diperikea
permobionsn lein Beklame, Jiks lingkap kelenghwpasnyn
3 Pemohon diberi resd ineuda ferima dan berckan _——-‘JL‘“—_ 15 mvenit
|[ditendulonn ke Back Ciliee, il tidal: lengh —
|bericas diloembalikan ke Femohen untuk
Alrngingi
Berkan Pesimnan aniuk diver kil [Ferican Prriinan yang miah
. diverifilons dan Dyafl loin Reldame
1 Mrmyerifilensi ulang berioas dan membast draf I 1 10 mesik
lrin rekdame undube diteruskan ke Kabid
st n e ES
7 Juiri S i o oy vl Lein Reblame Simenit  |Oval Inin Reklame yang sudah diparal
|Kepala Dinas untuk ditandatungand
ﬁ Drrml Lsin Reklamo yang sudsh Cmuii lein Reklnme yung sudah
& |Menandstangand len Reldome i f i »
mardah digegistrasl,
Meregiairasd, memberikan nomor, dan Luin Reldams yang madsh & I:-n Relclame yang
T |inrmberikan stempel Lein Reklame C'j Hitnisdatangani Wt | et romor, dan stempel
v —
sl lens slor sy hakos lcini Reldame yasig sbap dlarsipkan Leiz: Reldame yurg musdah dinssipican
16 [ymog sali ke Front Office untulk diberikan B ot Loy 4 Bmenlt [ e ahitom ke prmmch
I_.a T Al S b %
Lrein yang slap P lin Reldame yang siap discrahican ke
L e in foppuida, ool e shon pemchen
12 Merserima inln Reldame |mencetnk fmemprint lein Hekiame yung siap diserahlc Smenlt  |irin Reldame yang sudah diterima
Erin Reklame msears mandin) pem sk
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN FTSP
TENTANG STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK DOKTER

UMUM DAN SPESIALIS
TANAH LAUT Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tonzgal Pembusian 16 Juni 2025 "
Tanggal Revisi '/
b, i LT N
Disahlkan oleh "_-’.-.\\1_} e 1 PP
DINAS PM DAN PTSP
Nama SOP Izin Pml&ikﬁ\a@n ?Ruffbf{ﬂp‘%ghg

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana ‘\ ,1 H L__, >

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko |

2, Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 2052 /MENKES /Per/X /2011 tentang lzin Praktik dan
Pelaksanann Praktik Kedokteran;

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;

5, Peraturan Bupati Tansh Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik knmnlan yang-harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat wakiu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3, Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanalkan dalam pelayanan lzin
Praktik Dokter Umum Dan Spesialis dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM DAN SPESIALIS

din sposialis dan mencruakannya ke Kabid untul
diparal

dian Rebomernilasi

" Pamohon | Front Office | Back Office | Tim Teknls Halenghapan Walktu Qutput
Melakukan pendaftaran melaiul online offline Berkas permohonan Lxin bl dtoeriionn
secarn mandirl atau melalui pendampingan dari Praktik Dokter Umum dan |15 - 20 menit E::ek::k:pnnmwn
priugas DFMPTSP dengan mengisi data pemohon Spesialis
dan upload persyaraton melalui sistem
Menerima don memeriksa berkas permohonan " )
lzin Praktik Dokter Umum dan Spesials. Jika W Berkns permohonan Lrin HBerkas permohonan fzin Prakiik
lengkap Pemohon diberd resi tandn terima dun e — Praktik Dakter Umum dan 15 menit Dokter Umum dan Spesialis yang
berkas diteruskan ke Back Office, jila tidak Tk e S Spesialis dan Reai sudah diperiksa kelenghapannya
lengknap, berkna dikembalikan ke Pemohon untuk
dilenghkapi
2 : ; Izin i
Menindakinnjuti hasil verifikasi berkas lzin C l ek permchonan Berkns permohenan [xin Praktik
Praktik Dokter Usmum dan Spesialis dengan Praik Dolter Uit dan 1S menit  |Dokter Umum dan Spesialis yang
menyiapkan berkns dan Surat Pengantar untuk W H":. anscdaly sudah diverifikasi
diperikan olch Tim Teknis diperilim lolenglmpannys
Berkaa permohonan lein Betkas honan lzin Praktik
— X permohonan
Mengirimbkan berkas bersama surat penganiar I IT. Pratik Dolder lﬁ-u;n dan &0 menit Dokter Umum dan Spesialis,
\ce padlin Tim Telnin untuk diverifikasi Spowialis yang o Sural Pengantar, BAP
diverifikonsi
Tk L
Memberikan berkas permohonan cdisertai dengan Berkns permohonan lzin
rekomendasi persetujuan jika pormohonan Praktik Dokter Umum dan Lt Berkas pormohonan, BAF dan
disctujul atau rekomendasl menolak jika Spesinlia, Summt Peongantar, Rekamendasi
permohonan tidak dise tujul yang dituanghkan ke BAP
dalam Berita Acarn Pemeriksaan ([BAF)
Menindakinniuti hasil BAP baiat dras L 2
Izin Praktik Dokier Umum dan Spesialis umum |Berkas permuhonan, BAP 20 senit Diraf Trin Praktik Dokter Umum

dan Sposialis

66T



PELAKBANA MUTU BARU
H AKTIVITAS
-~ Front Offics | Beick Offtce | Tim Telnis g Kalenghapan Waktu Output
" ﬁumd::p,,'ﬁmm ﬁ:&mt"m’“‘”‘ Draf Tzin Praktik Dokter Smeny |Drafisin Praktik Dokier Umum
Dinas untulk ditandatanguni Umum dan Spesialin dian Spesialis yang sudah dipamf
Draf [xn Praktik Dokler ;
k!
g [Mensndatangani trin Prakaik Dokter Umum dan [ |vmum dan Spenialin yans S ﬁﬂﬁﬂ?_;’_ﬁ"““ a
Spesialis umum dan spesialis sudah diparaf untuk dltandatarigand
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan I I lzin Praktik Dakter Umiim Irin Praldik Dokter Umtim dan
9 |memberikan stempel Irin Praktik Dokter Umum dnn Speaialin yang sudah £ menit Spesinlis yang sudah diregistrasi,
an Spesinlis ditandatangani diberi nomor, dan stempel
e : L[
Mengarsiplan don menyerahan lrin Prajtik ':' L’:‘:‘nmm' s zin Praktik Dakter Urnum don
10 |Dokter Umum dan Spesialis yang usli ke Front rviiges m;"" 8 menit Spesiakis yang sudah diarsipian
Pl ke o
Office untuk diberiknn kepada Pomahon s et dun siap diserahkan ke pemohon
! - I Irin Praktik Dokier Umim lzin Prakiik Dokter Umum dan
Menyernhkan lzin Prakiik L: § Pral A
11 JE:;J"]‘I umummi;nn i 'f“”;;'g‘l’f du.l_l 2 dan Spesialia yang siap 5 menit Spesialis yung aiap diserahlan
i : diserahian ke pemohan ke pemohon
Menerima lzin Praktik Dokter Umum dan [ein Praktik Daokter Umum . o
12 Ispmu; {mencetak/memprint lzin Prajtik dnn Spesialia yang sinp 5 EaEnit Izin Praktik Dokter Umum dan

Dakter Umum dan Spesialis secirs mandin)

diserahkan ke pemohon

Speaialin yong diterima pemohon
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PISP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA

PROMOTOR KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

TAMAH LAUT Nomor SOP 43 /DPMFTSP/2025
Tﬂnm-’- Pembuatan 16 Juni 2025 &
Tanggal Revisi e
Tanggal Efektif 25 Juni 2025 /’f o Mf,}‘\\ -
(o5 A TR ;
DINAS PM DAN PTSP |* R |
l' %.Jf IJ. l_'_Ll g
\\. / P 19EE0Te "-".-'-. 1 002
Nama SOP lzin Pmkulé‘!%' ‘M\ .*,'H o :-Egplt:‘"h@.c_ia@{an' Dan llmu Perilaku
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana RdH Vo

1. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggarann Perizinan Berusaha
I Daecrah :

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggarann
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/315/2020
tentang Standar Profesi Tenaga Promosi Kesehatan dan [lmu Perilaku;

6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

sasaran dan tepat waktu.

(3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan

Peralatan /Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3, Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam [zin Praktik
Tenaga Promotor Kesehatan Dan llmu Perilaku dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan walktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan,
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP IZIN PRAKTIK TENAGA FROMOTOR KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

FPELAKSANA

Front Office

Back Office | Tim Teknis

Kepals
Dioas

Kelangkapao

Ontpat

Melakukan pendafiaran melahal onbineoffline
mecarn mandiri stau melalhel pendumpingan dari

Berkna permohonan [rn

Berkma untule diperikss

1 N " Prakiik Promator Keachatan 15 - 20 menit
peetugns DPMPTSP ghai data pemoh Perlak kelenghnpannys
dan uplond persyaratan meolalul sistem Pt Ro
Menerima dan memerikan berkan permolonnn »
lxin Praktik Promotor Keschatan Dian lmio Herlas permahonan Brin Prakuik
el Bk § i : : Berkas permohao

g |Perilaku. dia lengkap § dilseri resi tanda e mﬁm“u:::m 15 menit Pramotor Keschatan [an lmu
terimn don berkas diteruskan ke Back Office, jilo ik B Dan Ny Perilakn dan Resi Perilaku yang sudah diperiksa
tidnk lenghkip, berkns dikembaliknn ke Pemohon  — kelenglapannyn
untuk dilengloapi
Menindaklanduti hasil verifikasi berlas Izin Praktik " &
Promator Kesehatan Dan Hmu Preeilalos desgan Praltik Promotar Kesshatun Herkas permohonan lein Praktik

a = D Dl Perilakeu yang 15 menit |Prometor Keaehatan Dan Dmu
menyiaplon berkas dan Surat Pengantar untuk sadaks i Parilaku duky diveriikani
diperikan oleh Tim Teknis Fese PREEA

3 Mengi berkns bersama surat penganior [6 Praktik Promator Kesehatan &0 s ;E:k-l-ll buniain Lein Pradoiic
kepadln Tim Telnls untulk diveriftkosi D D Perilados yang et motor Keschatan Dan lme

tnk diverifikasd Perilaku, Surat Pengantor, BAP

M ; berk L Hsertal d Tialak 1%
il dund X fikx permal _.-"'> Berkas permchonan lrin

& ; j“i.uu.r iy r bak jn Praktik Prometor Keschaton L Iﬂerlt.u pr_rm.nhoml HAP dan

pormohonan tidak diseijud yang dituangkan ke
dalam Beritn Acara Pemeriksaan [BAF)

Dan O Perilabos, Surat
| Pengantar, BAP

Rekomendasi

Menindakianjuti hasil BAF dengan membuat draf
produk izin Praktik Tenaga Promotor Keschatan
Dan Hmu Periladou dan meneruskannys ke Kabid
untuk diparaf

‘Berkan permohonan, BAP
dinny Relomenduad

20 mendt

Draf l2in Prakiik Promotor
Kesehaton Dan lmu Perilaku
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FELAHSANA MUTU BAKU
. = Pemohen | Froat Office | Back Offfce | Tim Teknls Kb.?l.-:. Kelenghapan Wakin Output
Mremaral lzin Praktik Tensgn Promotor Keachatan Draf lzin Praktik Promotor Draf lein Prakiik Promotor
7 |Dan Bmu Perilado dan diteruskan ke Kepala Dinss Keschatan Dan (kmu 5 menit |Kesehatan Dan [Bmu Perilabo
untuk ditandstangoni Perilaku |vang sudah diporaf
Draf Izin Praktik Promotor
. lain Praktik Promotor Keaehatan
Mennndatangani lrnin Praktik Tenagn Promotor  — Nesehatan Dan Nmu
#  [Kesshatun Dan Nmu Pesilaku — [Fertiakn yarg sudah diparat] ~ Senit  [Dan T Perilakon yang sucsh
untuk ditendatangani ditnndatangani
Meregistrasi, memberiknn nomer, das memberilan | I Lrin, Prakiik Fromotor tzin Prakiik Promotar Keschatan
9 |stempel lrin Praktik Tenaga Promotor Keschatun Keschatan Dan Tmu it Dan fimu Perilakos yang sudah
[hass Emu Perilados Periluku ynng sudnh | diregistrusd, dileri nemor, dan
stempel
—
Mbeasparniplonss dis prenyerbban Tuin Pralik  —— | ﬁ“‘k‘mm‘:" Tin Pralenk Prorvotor Kesehatai
1o [Terage Promoter Kesehatan Dan llmu Perilaku W‘“Hﬂ i — Dan M Perilal yang midah
yang asli ke Frant Office usituk diberilkan kepada Fitigtideioiod dinrsiplan dan sinp diserablkon
e Ko bt e e ke pomohon
pemohon
— lzin Praktik Promotor X
11 |Menyerahioan kin Praktik Tenaga Promatos 1 f Kesehatan Dan Drsg " : El‘nr:‘klﬂ: Promotor Rn::mun
Keschatan Dan lmu Periliku kepada Pemohon Perilaky yang siap T y 0 Perilabat yaiog sinp
diserahkan ke pemohon dinerahion ke pemohon
Meaerimn lzin Prakik Tenaga Promator Keachatan é Exin Praktik Promotor i
yg |Dan lmu Perilalas (Mencetak fmemprint lsin Keachainn Dan mu = Irin Pruktik Promotor Keachatan
Praktik Tenags Promotor Keschatan Dan lmu Perduku vung shog menit Dan llmu Perilales yang diterimn
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BOP IZIN PRAKTIK BIDAN

PELAHSANA MUTU BAKU
Ho. AKTIVITAS
Pemobon | Front Office | Mack Office | Tim Teiats v g Kelenghapan Waktn Output
Melnkulean pendaftaran melahal online/ offline
y  |#ecarm mandini atau metalui pendimpingan dost Berkan permohonan lxin Berkas untuk diperiksa
petugan DPMPTSP dengan swergial dats pemshan Pradetik Bidan i N S
din upload peraynratan melalui sintem
L
Menerismn dan memerikan berkas permohonan
Ixin Proltik Bidan. Jika lengkap Pemohon diberi ""‘-..__ | Betkns permohonan lzin Pratilk

reni tanda terima dan berkan diteruskan ke Back
Office,  jien tidak lengloap, berkns dikembalikan ke
Femohon untuk dilengiap

Berhas permehonan lein
Proktik Bidan dan Read

15 memnit

Bidnn ymng suednh diperikan
kelengkapanmnya

Menindnidanjuti hasil venfikosi berioas Lin Projtilk

Berkns permohonan Iein Prolkilk

3 |Bidan dengan menylapkan berkas dan Sural Praletik Bidan sudnh 15 menit 5y
Pengantar untuk diperian alch Tim Teknis Priadoaei oS Bidnn yang sudnh diverifikasi
Mengirimknn berkas bersama surnt pengantar k Peckeia pirabhiest [n (Berkns honan bxin Prakilk
¥ Jhepudn Tim Tekoia untuk diverifikos = oo e i SOmemlt o an Sirat Renganiar, BAP
Ticlub L
Memberikan berkas permohonan disertai dengsn
dani s i > Berkns permohonan Lein
5 |disetujui atau rekomendasi menalalk jika T Prakaik G Bavst e |Berkas permehonan, BAP dan
permohanan tdak disctujul yang ditusnghkan ke |Fengantir, BAP o
clndium Berita Acara Pemerilomnn [AAR
[ yuti hasil BAF dengan membuat draf
& |ixin Prakidc Bidon dan meneruskannys ke Kubid Eeciost perxoticaraty, AP 20 wenit |Draf tein Prakei Bidan

untule diparaf

clan Rekomen dasi
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FELAKBANA MUTH BANT
e an Front Qffice | Back Office | Tim Teoknls m Kelengkapan Waktu Output

Memaraf lzin Praktik Bidan dan diteruskan ko < Drewf L Prodetik Didan ynng

7 : i ) x Dirnf lzin Praktik Bidan 5 menit ah diparn!
l_} Drraf Izin Praktik Bidan .
8 |Menandatangani lsin Fraktik Bidan I._‘—] g sy ltraf sl R s lzin P:w yang widah
ditandatunguni

9 Meregistras, memberilinn nomor, dan membe ik | :j lztn Praktik Bidan yang B ekt E;’:: m rn::n::x

wtemprl oo Prajktilk Balan wudnh eitundatangani el B .

==

Mengarsiplan dan menyerahkan Inn Praktil Izin Prakuk Hidan yang siap Lrin Praktik Bidan yang sudah
10 |Bidan yang anli ke Front Offce untuk diberiloan |diarnipkan dan siap 8 menit diarsipkan don sinp disernhkan

kepadin Pemnohon iserahikan ke pemohon ke pemohon

. l_:’ lein Prakiik Bidan yang aiap : lzizy Praetile Biskan yang siap

11 |Menvernhban lrin Prakitik Bulin koparia Pemohon Hinerak e 5 menit ki o
12 Menerima lein Prajoulle Bidan (mencetals/ memprint lzin Prakiik Budoan yang slap o trin Praktik Bidan yang diterima

Irin Praktile Bidan secara mandiri) diserahkan ke pemaokhon pemolie
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA TENAGA GIZI

SAHAR LT Nomaor SOP 43 fDPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektil
Disahkan oleh
Nama SOP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana /¥
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggarmnn Perizinan Berusaha 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harts dilakukan dalam menunjang tugas;
Berbasis Resiko ; 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peraturan }’emeﬂnmh Nomor & Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
i Dacrah ; ) sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penvelenggaraan Pekerjann
dan Praktik Tenagn Gizi |
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;
5 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tabun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tala Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1, Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin 1. Dokumentasi produk perizinan;
Kerja Tenaga Gizi dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, g M'-"’;‘;:““ P“{ﬂ’:ﬁ:‘;"?’“ i e
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta L B RO PEOCEE PEGILAN:
kelambanan dalam pelayanan perizinan.
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BOP IZIN KERJA TENAGA GIZI

Pemohon | Front Office | Back Offtcd | Tln Teknls Kabld O Holenghapan Waktu Cutput

Berkas permohonnn [zin
Kerjm Terngn Gird

Melakukan pendaftaran melalid online foflline
mecars mandici atan melalui pnudqnpiﬂlln d.ul 15+ 56 premie Berkan unnak diperiloaa
petugns DEMPTSP kelengkapannyi

dan uplsad persyaratan melalui lhthn

Berkas permohonan lein
L Kerjm Tenogn Gizl dan Reai
|Menerima dan memeriksa berkas permohonan

[rin Kerja Tenngn Ois, Jikn lenghap Pemohon ‘-)L_‘\ |Berkas permohonan tzn Kerja
diberi resi tanda terima dan berkns diteruskan ke — 15 menit [Tennga Gizd yang sudah diperidens
Back Offfce, (on tidnle lenghap, berkan Ttk kelengkaponnys

dikem balikan ke Pemalion untul didengbopi

Menindaklanjuti hosl verifilnni beriow lrin Kerja | [ 'Wn"""l?:"“"umm ks |Berkcan permotonan tein Kera
Tenagn (riri dengan menyiapkan berikas dan Surat i d.I‘;P yang 15 menit [Temoga Gixl yang sudab
Pengantir untuk diperiksa oleh Tim Teknis ek & diverifilcan

L"'| Berkns permohonan lein Berlas permohonan lzin Kerja
Mengirimkan berkns bersama surat pragantar i F
kepoda Tien Teknis untulk diverifikoasi E—l 'm‘:ﬂ'ﬂ Gﬁm &0 menit ;:l;yﬂ:d. Surat Peeganti,
Tk .

e Ty e >
thﬂﬂprmujmnm permohonan — Berkns permohonan Len

S e fikn Kerja Tenagn Gizi, Susut Bt e pehonks; BAR dun
peimohonan tdak disetujul yung ditsangkan ke Fengantar, BAP
dalam Beritn Acara Pemerikannn (BAR)
Menindaklanjuti hasil BAPF dengan membuat drad
Lein Kerja Tenaga Gizi dan menerusknnnys ke ::‘Ip:prmhmﬂﬂ 20 menit Denl lein Kern Tenagn Qs
| Knbid untulk diparal Cj ekommdasl
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PELAHSANA MUTU BANU
3 AKTIVITAS
Loon Pemehon | Front Office | Back Office | Tim Teknis o Kalangkapan Waktu Output
Memarnf lrin Kerja Tenagn Gizd dan diterusdon ke | Dead Irin Kerjm Terngn izd yang,
T |kl Binns tintuk ditandaturngar Tiek-tein Lo Tonega e Fmenlt | b diparar
Draf lzin Kerjo Tennga Gizt i Keek :
4 5 Kerja Tenaga Gigi yang mudah
B  |Menandetangand bon Kerjn Tenonga Gixi yREg -udnhdluru-l' untulk 5 miemit Htiretiras gord
a Medegintrasl, memberikan nomor, dan memberikan ::l igin Kerjn Tenoga Gisi yang 8 mankt ek KH}' T'M n::::::m
atempel lrin Kerja Tenagn Gim sudah ditandatangan .h:‘mm;.[u" Al *
=
Mengnrsiplan dan menyerahkan lzin Kerja Tenaga tein Kerja Tenagn Giz yang lrin Kerja Tenagn Oifi yang sudah
10 izt yang asli ke Front Office untuk diberikan utap dinrmipkan dan siap B maenit diarsip don akap dincrahlk
kepnda Pemolion diserahlon ke pemohon ke pemobion
— s : i
1" Menyerahban lsin Kera Tenaga Gizl kepada Q :::..E” T” 'k:_ld"'“l S menit Izrin Kerju Tenaga Cisi yang slap
Pemohon rhserahknn ke pemohan
pemohon
Menerimn lzin Kerjs Tenaga Gisi C::) i Kerjn Tenaga Oizl yang . :
12 |(Mencetak/memprint bsin Kerja Teragn il secarn sing diserahloun o 5 tanlt d‘:"“’;’“ Teiagn Qi v
i mnini) pemabian e
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LAMPIRAN :
HKEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA

GIZI
Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025
TAMAH LAUT
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 {
Tanggal Revisi !f
Tanggal Efcktif 25 Juni 2025 0 11 1 f' B
Disahkan oleh Vo PlLiKegal
TANAH A
DINAS PM DAN PTSP =)
l N
"\ \a
ey / i
N S0p o
ama 1zin ﬁ%&%—. VAT
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana ‘\\}\1 AH VoF
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Berbasis Resiko ; _ 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peraturan Pemeriniah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Kesechatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
dan Praktik Tenagn Giz;
4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pimtu Dacrah;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Keria Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan /[Perlengkapan
1. Peranglkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
SOF ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin ; wummta:j p]:odu!: perizinan;
= i 2 : . oran produk perizinan;
Prektik Tensga Oiri dan jika tidek dllaksanakan akan mengaldbatikan | | 3° \onieoring dan evaluasi realisasi prodult perizingn.
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.
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S0P IEIN PRAKTIK TENAGA GIZI

PFELAHBANA MUTU BAKU
M- ARTIVITAS Pemohbon | Front Office | Back Qffice | Thm Teknis Habld Kapais Kelengkapan Waltu Output
Berkas permohonan len
Prakiik Tenagn Cdzi
|Melakuican perdaitaran meolalui andine offline
1 secarn mandini atsu melalul peralsmpingan dari 15 « 20 menic [Berkas wntuk diperiksa
petugns DPFMPTSP dengan mengisi data pemohon kclenghipannya
idan upload persyaratan melalui sistem
Betkns permohonan lzin
L] Praktil Tenaga Gizl den
Menerima dan  memerikea berkas permaohanan Resd
lzin Praktik Tenaga Gix - Jikn lenghoap Pemohon _..-""'"'L‘"--.._ Berkns permohenan lzin Prakiik
2  |diberi resi tanda terima dan berkas diteruakan ke v— 15 menkt (Tenaga Gizi yang sudah
Back Office, jiloa thdak lenghap, berkas Tilek diperikan kelenghapannya
dikembalikan ke Pemohon untuk ghng
Menindaklanjuti hasil verifiknei berkas Ixin Proaktik | l BHP ]hl TI - Gizi Lin |Becknn permohonan lxin Proktik
A |Tenaga Gin dengnn menyinpkan berkas dan Surat dak di e yhng 15 menit Tenagn Cizi ynng sodah
Pengantor untuk diperikan aleh Tim Telonds sle id'IF diverifikuuai
3 Berkas permohanan [EHn Berkan permoho lzin Praktik
P Tty
k, ':':pmin m'r:;?::mm m-;nmb:: G E'—' Pradetik Tenag G yang 60 menit [Fenagn Gisl , Surat Pengantas,
susdinh diverifilas BAP
il 1l
Memberikan berkas permolonan disestal dengan
i i junn jion permob "'h..._> Berkns permohonan lxin
5 {aimeauiii aami reNomnmdans myrnoba ke Praleik Tenaga O , Surat 1 hari Hackas parmahenan, NAP dar
I titlake dinetujud yang ditunngkan ke Fengantar, BAF
dnlam Heritn Acara Pemeriksann (BAF]
Menind haail BAP membiiat draf L
6 |lzin Proktik Tennga Gz dan meneruskannyn ke :."::"d":'m'“.'"' BAF: 20 menit Draf lrin Praktik Tenogs Cizi
Kabid sentuk diparal C—’j S
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AKTIVITAS
Pemobion | Frent Office | Back Offics | Tim Teknks |  Mabid st Kelenghapas Waktu Output
Memnral Iz Prakoik Tenagn Ciel don diteruadon [Drnd [oin Prakiik Tenagn & et Diraf Eein Praktik Tenngn Gisi
ke Kepala Dinas untulk ditandatangani it it yang sudah diparaf
g [raf rin, Praktik Tenagn : "
Menandatangani Lin Proktik Tenaga Cish J (Gizi yang wedah diparal 5 memnit hitni Pralailc Tonagn (el yarg

mdah ditnndatangans

Mercgistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E:l lzin Praktik Tenaga Cixl sl md T i :I:idm
wtempel lrin Praktik Tenogs Gigi vang sudab ditandatangnt sy um"""“l 5 b L
"
Mengmesiphkan dan menyerahon Lein Fraktik '—tn.l lein P::iﬂk—_'l’cﬂ:n cr:n i Pradetil Tenngn Gizi yrng
ITenagn Giel yung anli ke Front Office untuk mjsdhuﬂdunllw B menit sudah diarsipkan dan siap
diberiloen kepada Peznohon § ki ke pomoh
y : — Leins Pradeik T Gisi
Menyerahlcan lzin Praktik Tenaga Gisl kepads |: o i3 . g Izin Prakiik Tenaga Cisl yang
| Pemohon reng " sinp discrahkan ke pemohon
a
Menerima lzin Prakiik Tenaga Gisi Lein Praktik Tenaga Gizi . .
{hencetad/ memprint ton Prakiik Tennga Ozl C> |yang alap diseratikan S 5 menlk m'ﬁmm‘“‘h‘ Uisl: yussy
socurn msndisl | pearsoluon
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KERJA TENAGA

SANITARIAN
T Nomor SOP 43 [DPMPTSP /2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi TR ‘/
Tanggal Efektif 25 Juni 2028 N g
Disahkan olch 'S/ (TR epReDy
f::f Vaxt IR
DINAS PM DAN PTSP '\\ bl
o SO L
Nama SOP lzin Kerja . .:: »7
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perzinan Berusaha
Berbasis Resiko |

2, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
i Daerah ;

3. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjasn
Teraga Sanitarian ;

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;

8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Doaerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan

Peralatan /Perlengkapan

2. ATK

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet

3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Kerja Tenaga Sanitarian dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOP IZIN KERJA TENAGA BANITARLAN

PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAR
Pemohon | Fromt Office | Back Office | Tim Telnls |  Kabld e Kalenghnpan Wakty Output
Meluleuban pendaftnran melatui onbine/ offline
secars mandirt stau melalul perslampingan dari Berkas permoehonan lzin 16+ 20 skt Herleas untulk diperiksa
priugas DPMPTSP dengan mengisi dota pemohon Kerjn Tenagn Sandtarian kelengknpannys
dan upload petsyaratan melalul ststem
|Menerima dan memeriksa berkan permahanan |
Iein Kerja Tenagn Sanitarian . Jikn lenghap e "
 Pemonon dibari rest i B Ak Bk e Bﬂltup-:rmnhmnnhn Bllhlpﬂl?ﬂwlﬂnulﬂ‘j.
1 Kerjn Tenagn Sanitasing 15 menit [Tenuga Sanitarian yang sudah
diterunkan ke Back Office. jikn tidak lenglkap, R, e S P i
berkns dikembalilcan ke Pemohon unhik diperikaa kelenghapannya
dilenghapi
a
W“?" haal mlﬁhldg:rlfdl lzin Kerjn Ej Bcrh: permohaonan lzin Berlos peresshanan I5n Kerja
gD berls Kerja Tenage Sanitarian &
dan Surat Pergantar untuk digeriless sleh Tim vang sudnh diperiisn 15 el T'“";l::m yang suclsh
Teknis kelenglapannya
F CH_,. Berkas permohonan lxin Herkas pormohonan Lein Kera
mum ﬁﬂmﬂk diverifiknsi a — Forja Terags Sandinrian 60 menit Tenmgm Sanitnrian , Surst
vang sudnh diverifikasl Pengantar, BAP
sk n
Metnberian berkas pe slinertud deng < >
dnal persetijuin fika permohinmn [ — Herluin permchonan Lein
disctujui atau rekomendasi menalak jila Kerjn Terugn Samnitarian , 1 bk I:‘ﬂ:*ﬂvdmmulmm BAP dan
permohonan tdak disetujul yang di‘rr.l.ln.gi:nke Surat Pemgantar, BAF e
dnlam Beritm Acara Pemerikanan [HAR
3
Menindalklanjuti hasil BAP dengan membuat deal Berh
Lzin Kerjn Tenaga Sanitarian din meneruakanmys mﬂd‘i e o HAF 20 menit Erraf len Kegja Tenaga Sanitarian
ke Knbid untuk diparal @
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PELAHSANA MUTU BAKYT
. AKTIVITAR
s Pemobon | Front Office | Back Gffice | Tim Teknis Kepala Helengkapan Waltu Output
7 Memaraf lsin Kerjn Tenoga Sanitarion dan Diraf Izin Kevja Tenagn 5 menit Drraf kein Kerjn Tenaga Samitarinn
diterninkan ke Kepala Dhnas untuk ditandstangani (B tarinm wnng sudak diparal
Draf lzin Kerja Tonagn
" — Handtarian sughnh " lzin Kerja Tennga Sanitmrian
& |Mennndatangani Irin Kerja Tenaga Sandtarian 1: i I'unl::.'l:“ 5 meenit dnd di i
ditandatangmnd
- g 0 l I ldin Kerja Tenagn Lzin Kerja Tenaga Sanitarian
P |Mere gistrasi, F:mbcrﬁnnmm.dﬂnmmbtnm s fary Yarag kil A Sl hiresd i, dibveri
stempel l2in Kerja Tenaga Sanitarian 1 m"“_ dnn stespel
== o
Mengarmiphkan dan menyerahban Izin Kerja Tenogn ST Wﬁp lein Kerjn Tengn Sanitariamn
10 |Sanitarian yang sali ke Front Office untuk :“"'“'“'“dm’“‘w B menit ynng sudnh disrsipkoan dan sap
diberikan kepada Pemiohon i ; P e chinerahian ke pemohon
. -|| l Izin Kerjn Tenaga Trin Kerja Tenaga Sanitarian
1 Menyerahkan lgin Kerja Tenaga Sanitarian kepada Snnitarin yang sinp 5 myenidt yung siap diserahkian ke
ki dinerahban ke pemohon prmobon
Menerima [zin Kerja Tenaga Sanilarian L« 3 lxin Kerjn Tenaga Isin Kerin T Sariins
12 [{Mencetak/memprint lein Kerja Tenaga Sanitarisn Sunitwrinn yang aip 5 menit g :.?nmmmgh;m
socarn mandisi) chiserabloin ke pemohon
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 1ZIN TENAGA
REFRAKSIONIS OPTISIEN
TANAH LAUT Nomor SOP 43 /DFMPTSP/2025
: Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi ——
Tanggal Efcktif 25 Juni 20257 (L KA/ ] n
Disahkan oleh / & il s
DINAS PM DAN PTSP :
N e

Nama SOP Izin Tm%ﬁ%@ffpﬁipm/

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana o |1 "=

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusahia
i Dacrah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penvelenggarann Pekerjann
Refraksionis Optisien dan Optometris;

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;

5 Peraturnn Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untul menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan

Peralatan /Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Tenaga Refraksionis Optisien dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi preduk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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BOF 1ZIN TENAGA REFRAKSIONIS OPTISEN

PELAKSANA MUTU BAKU
T e FPemahon | Front Office | Back Office | Tim Teknls hm"h Holeaghapan Walkctu Output
Melnkuban pendafinran melalil antine/offfine o
| [|#ecars mandiri atas melabi pendampingan darl .?ﬂh. iﬁ F ihnn-nlnn 15 - 20 menit Berlens untuk diperiless
petugns DFMPTSP dengan mengiai data pemehion GP"'“" kelenghapannym
dan uplead perayaratan melalol sistem a
Menerima dan memerikisa berkns permohonan ™
tein T Refrakadonis oHkea 1
tnq;_bm_ ks Wmmmp - . Berkns permahanasn lzn etk permohanan Lein Tenaga
F I'“II" ke Back Difice, jikn tidak lengkap, —~ Tensgn Refralmionis L5 menit Relfrakssonis Optisen yary sudah
. ' ptinen tiperiksn kelengkapanny
Iberki dikembalikan ke Pemohan unbuk — e b
dilengkapi
Menindakinnjuti hasll verifilknel berkas lzin Tenaga Herkan permohenan lzin
3 |Refrakaionis Optisen dengan menyinplan berkis —I Terngn Refrakmiomia g MwmmmuupummmnT:mum
dor Surat PFengantar untul diperiksa oleh Tim (Optinen ynng sedah diverifilcasi yang
|Tekenin diperiksa kelengimpannya
- Berkas permohenan lan "
4 |Meogirimian berkos eeranmn surat perganisr I I [Tenagn Relrakilonia 60 ' aﬂﬂ E'T pﬁ'm:!ham L“; T: ol
kepada Tim Teknds untuk diverifilkeas (Dptisen yang sedah M;hm'
chiverifikas P it
Memberikan berkan dizertai d ez "
: AT > Berkan permohanan lzskin
rekomendisi pﬂ'l:ruj'uln_pl. pn'lnnhnnln e ITenngn Refrakeionia : Berkax permahonan, BAF dan
5 |disetujui stau rekomenilonl menalak jika o 5 — ! hari Relo
permabonan tidak disetujul yang ditsanghamn ke H\lil"“.m' urat Penganiur, mendusi
dilam Herita Acara Pemeriksaan [BAR
1
juti hmail BAF dengan membuat draf "
1 Berkas permohonan, BAP . Liral Izin Tenaga Relralosionds
& |ixin Tensgn Refrakndonis Optisen dan i ek oy 20 menit Optisen

meneruskannyn ke Kabid untul diparaf
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Chptisen socita mandi)

diseruhkan ke pemahon

FELAKSANA MUTU BAKU
W s Pemohon | Frent Office | Back Cyffice | Tim Teknis Kabid “;"‘l’. Kelengknpan Walktu Output
7 Memaraf lzin Tenaga Refrokmionds Optisen dan Diraf lzin Tenngn 5 mesit Draf Izin Tenogs Refraksionis
diieruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangeni Refrnksionis Optisen Optisen yong sudah diparal
Dirad lzin Tenngn
. s " r Refraksionis O % lzin Relmdowionis Crpii
4 |Menandmangani lrin Tenaga Refraksionis Optisen L__:l — mm 5 menit )‘mmd.l LCptinen
ditandntangani
L
. M i tser] r. dan memberik I I Inﬁn"rennlnlal'rnhlmnh a : lmTuuphe[mllnlangluen
ntempel Irin Tenagn Refraksionis Optisen iylhﬂ:lmliudﬂl " m"‘“{ m'd’“’;_l’""'d’h“'
Mengarsiphan dan menyerahban bein Tenogn ::IITM Rz:l:ﬂﬂﬂl Irin Tenaga Refrmbosionis Optisen
10 |Refrakaionis Optisen yang ssli ke Front Office e m'_ B menit [rang sudah diarsiplan dan siap
urstulks diberikan kepada Pemobion el hr;:nihm diserahknn ke pemohon
. fralosicnis © [ Izin Tenaga Refraksionis Lzin Tenoga Refraksionis Optisen
11 My B !::'T aa Re lj Ciptisen yang slap 5 menit [yang stap disernhlon ke
kepada diseruhian ke pemohon pemaohisn
a
Menerima lzin Tennga Helrabuionds Gptisen L4 > Lzin Tenaga Refraksionis
12 |Mencetnk fmemprint Iin Tennga Refraksionls Dplisen yang siaf 5 menit adi Taringn, Redtakmipnia O tiker

yang diterima pomshon
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KERJA RADIOGRAFER

T Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 )
Tanggnl Revisi
Tanggal Efckul
Disahkan alch
Nama SOP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
) Berbasis Resiko 3 . . 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2, Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
»  Peraturan Menteri Keschatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Ruadiografer |
4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.,
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Peranglkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin 1. Dokumentasi produk perizinan;
Kerja Radiografer dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, = rpon P"{fa‘;l" g AR
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu serta ; g - e et it
kelambanan dalam pelayanan perizinan,

6T¢



BOP IZIN HERJA RADIOGRAFER

petugas DPMPTSP dengan mengini data pemohon
don uplead perayaratan melalui sistem

Kerja Rodiografes

PELAHBANA MUTU BAKU
e Pemobon | Frent Offtce | Back Offfce | Tim Telkals Ilil i Kelragkapan Waltu Ountpui
Melaboukan pendaftaran melahi onfine offtine
secarn mandirt atau melalul pendampingan darg Berkan permobonad [nn 15 - 20 menit Borkas untuke diperikss

kelengkmpannya

Menerima dan memerikan berkns permohonan

lrin Kerja Rudiografer | Jika lengiap Pemochon

diberi resi tanda terims das berkas diterusikan ke
Back Office, jilen tidak bengkap, bes|

M toe Pemiokon unhilk dilanek

Tieak

Berkan permahonan lgin
Kerja Radiografer dan Resi

15 menit

Radiegraler yang sudah
[diperiksa kelengkapannin

Berkos permohonan [rin Kerja

Menindaklanjuti hasil verfilasi berkos lzin Kerja,

Berkns permohonan Ifin

Herknn permohsnan ben Kerja

Hadiografer dengan menyisphan berkas dan Surat 1:1::1:‘ dlpm-ﬂ:-“ i 15 menit Radiografer yang sudah
Pengmnias untuk diperiksa oleh Tim Teknis — |diverifikons
1 Berkas permohonan Berkas permohonan [sxn Kerja
M berkns beranina surat tar L X )
mptm.r:;!m e NFB&H! L..-—r :Cpr_h Raiografer yong 60 menit ::)}oynd.'rr » Surat Pengantar,
Tk Te
Mremberikan berkas permoh ehineitnd d
disetujui atau rek i ek jiloa. Kerja Radiografer , Surnt 1 hari |:“"““ "‘L“’.‘"“"‘“’ FT
permchonun tidak disetujul yang ditusnghoan ke Pengantar, BAP ey
dalarn Beritn Acourn Pemerikanan (BAF)
-
Menindmklanjuti hasil BAP dengan membuat draf
Iein Kerja dan menerunkannyn ke ETMJ Bip 20 menit Draf Iein Kerjn Rudiograder
[Kabid untuk diparaf

ozz



FELANSANA MUTU BAKU
o ETVELME Pemshen | Front Office | Back Office | Tim Tokals """:‘ Ralsnghnpas Waktu Output
Memaraf lzin Kerja Radiogrofer don diteruakonn ke ; . a Draf lzin Kegjn Rodiografer yvang
7 & B ik il f ‘ Dieal lzsin Kerjn Radiografer 5 menit it
= Diraf Txin Ketjn Radisgrafer R
&  [Menandatangani lrin Kerjn Bodiografer 1_: yang audah diparaf untuk 5 menit Izl Kerja Radiagrafer yung
ditnndutangani sudah ditandstangani
i " : . . Lein Krrpa Radiografer yang
Meregistynsi, memberikan nemer, dan memberikan c:’ bzin Kerjn Radiografer yang i
L] _ - 4 & menit stidah disey ditweri A
stempel lzin Kerja Rudingrader sudah ditandatangn) tait .mp::'"""' N,
Mengarsipkan dan menyerahkan lzin Kerja I:I lzin Kerjn Radiografer yang Irin Kerja Radiegrater yang
10 (Radiegrafer yang anki ke Front (ffice untuk niap dinrnipkan dan siap 8 menit sudnh diarsipkon dan sinp
diberiknn kepnda Pemolion diserahban ke pemohan diaernhban ke pemohan
I - Izt Kerjo Radiografer yang G -
Menyerahkan Lein Kerje Radiograler kepada 1 ] : Isin Kerjo Radiografes yang sing
11 miap diseriahbian ke 5 menit
Peinohon thiserahkan ke pemaohan
pemuohaon
Menerimna Lsn Ketja Radiografer = Iein Kerjn Rnddiografer yong : .
12 [Mencotal /memprint Irin Karjn Radiografes secacn uiap discrahiéan ke 5 rmianit E’:r‘:’f“ “E::'::;""' yang
|Ennmatic pemoti pe

Tz



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA FISIOTERAPIS

TAMAH LAUT Nomaor SOP 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi — /
Vbl By 25 Juni 2025 7yl
Disahkan oleh WV Jepall

DINAS PM DAN PTSP &
Nama SOP Izin Kerja ﬁ%\mm.{"
.1 H ©
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana S
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusiha L. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang Ugas;
) Berbasis Resiko ; - 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2, Em Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggarann Perizinan Berusaha 8. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
; sa8Aran tepat waktu,
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjnan den. tepa -
dan Praktik Fisioterapis;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tabun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomer 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten Tanah Laut,

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin L. Doleumentasi produk perizinan;

: ; @ . i . : 2. Laporan produk perizinan;
Kerja Fisioterapis dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,

eetid sparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan el 3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

kelambanan dalam pelayanan perizinan.

[444



BOP IZIN HERJA FISTOTERAPIS

FELAKSANA
Fo. AKTIVITAS ey MUTU BAKU
Pamohon | Front Office | Back Office | Tim Tekals D Helenghapan Walkta Output
Melnkouloan pendaltarnn melalui online/ offline
secars mundirl stau melalul pesadamplngon dard Berkas permo i
A peiugan DFMPTSF dengan mengist dota pemohon Kf-:jn FHuI:r.h:'i:“n Teiny 15 - 0 menil ::;Iﬁl! uniuk diperilay
dan upload persyiratan melnlul sstes i it
¥a
Menerimn dan memenken berkas permohonan
Ixin Kerja Fisioterapis, Jika lenglap Pemahon i
2 [diberi resi tand terima dan berkas diterusian ke = T Berkan permohonan Izin — Rack s pavaiuivimds i Wisijs
Back Office, jika tidak benghap, berkas | — Kerja Fisioternpin don Res| — Fisioterapis ynng sudah diperiksa
[dikembaliknn ke Pemohon untuk dilenghoapi leclengkapannyn
Menindakdanjuti hasil verifikasi berkas izin Kerjn | | Berkon permehotan lun
3 |Puiolrnpla dengsn menyiapian berkes dan Sirak Kerjn Fisioternpia yang e ad Harian permahonan frin Ketn
Pengantar ustuk diperfioas aleh Tim Teknia murtuh diperiksn 15menit  |Fisioterapis yang sudsh
keolenghapannys Hverifiand
a Mengirimkan berkas btr—n.ll wural pengrntiar | Je BH_“'..PF"'M lzin Berkns permahonun Iz Kerja
kepida Tim Telnin uniuk diverifiious — Kerjn Fisiaternpin yang 60 mendt Fisiotermpin, Swrnt Pengantar,
surdah diverifilcasi BAP !
. Tk "
Memberikan berkas permohonan disertai dengan
ek duni p ujunn jila pe 5 Berlos permchonan Iein
5 |disetujui atou rekomendnni menolak jiln Herjn Pl-iﬂﬂipi::.;nm 1 hari Barkas permobonm, BAP dan
permohonin tidak disetujul yang dituangkan ke Pengantar, BAP Rekamendnsi
dalam Berita Acnm Pemorikanan (HAF) ’
Meninduklanjuti hasil BAP dengan membuat deaf L Berlons
& |izin Kerja Finioter dan m ke permohonan, BAF . L
jo P ensrusanmyn dan Rekomendaal 20 menit Drraf [zin Kerja Fisioterapia

[Kabid untul diparaf

EZZ




FELAKEANA MUTY BAKU
Ha. AKTIVITAS
- Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Mﬂlm Kelengkapan Waktu Output
Memaraf lrin Kerja Fistoternpin don diteruskan ke { Drraf [zin Kerjo Fedoberapis vang
¥ M renala D b i Diral lgin Kerja Fisloterapis 5 menit aky digacal
p— Diraf Lein Kerfa Pisioterapds i £
8 |Mennndatangani lrin Kerjn Fisioterapis 1_,5 vang sudah diparaf untulk 5 menit Ei"- “'-'fl"-d ) F'i-ﬂ'“l ermpas yung sudah
ditmnadntangmni
9 Meregiatrnm, memberikon nemor, dan memberilcan I:: Irin Kerjn Fiioterapis yang Pl i h?-.’iﬁiu::r:m&m;m
atemipe] Irin Kerja Fissoterapis mudah ditandatangani " lt-l‘ul‘;‘l‘l b e
=y
Mengarsiphkan dan wernhkan Inn Kera Izin Kerja Fisdoterapis yang lrin Kerja Pisioterapis yang swdnh
10 in yang usll ke Front Office untuk miap diarsiplan dan slap B menit diarniplan dan siap diserahkan
diberilomn kepada Pemohion disernhioan ke pemohon ke pemohion
11 [Meryerabion tsin Kerja Pisioterapin kepada = :_" ';":‘ F"““"’"w-”‘"‘" Pr— Ixiry Kerjn Fisioterapis yang sisp
Pemuohion P dinerabidan ke pemohon
pemakhon
L'
Menerimn Izxin Kerja Fiawterapis [+ > Leins Kerja Flsioterapls yang i 2
12 [iMencetak/memprint lin Kerjn Fisioterapis secar niap discrabkan ke Gty [ e Fisiciacagly yeny
e et efsma pemeohon

wZZ



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PRAKTIK TENAGA
TERAPIS WICARA

DINAS PM DAN PTSP

TAMNAH LAUT

Nemar 80P 43 [DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025

Tanggal Revisi /
Tanggal Blektil 25 Juni2025 _———— f
Disahkan oleh ;
Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana \?j‘f;ﬂ‘_}.—f’i y

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko |

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggarnan Perizinan Berusaha

Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 24 Tahun 2013 tentang Pekerjann dan Praktik Terapis

Wicara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tabun 2017 tentang Penyelenggarann

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daeral;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugns, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten Tanah Laut,,

Az 4 >
1. Memahami dengan baik kegiatanryang Harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Peranglkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Tenaga Terapis Wicara dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu

serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,

SET



BOP IZIN PRAHTIE TENAGA TERAPIS WICARA

PELAKSANA MUTU BAKU
K. AEEIEITAR Pemabon | Frent Offics | Back Offtcs | Tie Tekois | Kabid Kalengknpan Wakta Output
Melndoukan pendaftaran melalui online/ offTine e .
j |mecara mandiri atau melalui pendampingan dari Prakis W 15- 90 menit | Berican usntuk diperil
petugas DFMIFTSR d ind dnta by Wicara e gl
|dan uplsad persyaratnn melahul sistem
Menerima dan memeriksn berkas permohonnn b
lzin Prakeik Tenaga Ternpis Wicara . Jika lenglap 4 ) )
Pemahon diberd resl tands terima dan berkan T~ Berkus permohonan Lein Berkan permohonan lrin Prakeilk
2 |diteruskan ke Back Office, Jikon tidnk lenghap ﬁ-mc'rm'rmm 15 menis Tenagn Terapin Wicarn yang
¥: ¥ n 3 a3 ¥
berkas dikembalilean ke Pemohon untuk e ey iy Howl mudah diperiksa kelengkapannya
dilemgleapi
o
Menimndakianjuti hasil verifiknsi berkas lzin Praktil 1 Berkas permohonan lein
4 [Tenagn Terapis Wicara denigan menyiapkan ] Praktik Tenaga Terapin Ee—— ,?""“' ,;’,"“‘“:"‘:_‘f“ Lzin Prabeik
berkan dan Surat Pengantar untuk diperiksn oleh Wicarn yang sudal e ““«l’*ﬂ ".;Buu'“' yang
Tien Teknis diperilen kelengleapanmya mudak diver
Berkas permobonan lzin
£ Berkas permshonan brn Prakeik
Mengiramlon berkas bersama surat penganiar E Praktik Tenagn Terapis
? Jepoda Tim Telnia untuk diverifiknsi e Wicarn yang sudah S0 menit  |Tenaga Terapia Wicara . Surai
biverifikasi Pengantar, BAP
Tidak T,
mhm pﬁuiujunu;ilm permohonan "'.-.'> m ;r“m.’frm fekey e
5 |disctujul atan rekomendasi menolud jila cnign Terapis 1 hati rias permahonan, BAP dan

permohonan tidak disetuful yang dituangkan e
dalam Berita Acara Pemerilonas [BAR

Wicars , Surnt Penganiag,
BAF

Rekomondasi

Menindaldunjuti hasil BAP dengas membuat deal
lein Praktik Tenaga Ternpis Wicnrs dan
mencruskannya ke Kabid untuk diparal

Berkas permehonan, BAP
dan Rekomendosi

20 menit

Daf Erin Praktik Tenoga Terapis
(Wicira

9zz



Back Office

Tim Tekals

Kabid

Keleoghapas

Output

Memaraf [sin Praktik Tenngn Terapis Wicarn dan

Draf lzin Praktik Tenmgn

Diraf lzin Praktik Tenags Terapis

? Diiterusicon ke Kepaba Dinas wuniuk ditandntangani Trrnpis Wicars & mendt Wicara yang sudah diparaf
Diraf lzin Frakiike Tenaga 3
Menandatangani Lein Praktik Tenoaga Torapls r'_J: I (Terapis Wicarn yang medah . Izin Praktik Tenaga Terapis
a8 Wicnsa diparad viatuk 5 menit Wicara yang sudah
1 ditandatangani
Meregisteasl, memberikan nomor, dan memberikan : lzin Praktik Tenagn Terapis [zin Praktik Tenga Terapis
* stempel rin Praktik Tenaga Terapis Wicars Wicara yung sudah B menit Wicarn yang sudnh diregistrasi,
ditandntangani diberi nomor, dun stempel
—
Mengarssphan dan menyerahkun brin Pralerik '—l_| :rl: im‘r::- Teragin lrin Praktik Tenags Ternpis
10 |Tenaga Terapis Wicara yang aali ke Front Office g t:r:hd.'-um 8 menit Wicara yang sudah dinrsipian
untuk dileriloan kepada Femohon inesuhlear lie pemal dan siap disevabkan ke pemohon
! p— I Isin Praktik Tenagn Terapls lxin Praktik Tenogs Terapin
11 L I“"“"ﬁ‘lﬂm n lzin Prakiik Tenaga Terapis Wicarn Wicara yang siap 5 menit Wicarn yang siap diseralblan ke
pinilin diserahban ke pemohon pemaharn
a
Menerimis lzin Praktik Tenaga Ternpls Wicara : > Izin Prokifk Tenaga Ternpia .
12 Wicarn yang sinp 5 manit Lein Praktik Tenogn Terapin

(Mencetak /memprint lein Praktik Tenagn Terapin
Wienra secars mamndiri)

[diserabkan ke pemohon

Wicara yang diterimn pemohan

LTT



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN TENAGA KERJA

OKUPASI TERAPIS
TAMAH LAUT gl 43 /DPMPTSP/2025
Tanggel Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
Nama SOP
. e — T
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana \1’ AH VA
L. Peraturan Pemerintnh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggarann Perlzinan Berusaha L. Memahami dengan baik kegiatan yarig harts dilakukan dalam menunjang tugas;
Berbasis Resiko 3 : 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha B. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan i
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu,
3. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
dan Praktik Okupasi Terapis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggarunn
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugns, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin é Dokumentasi p;nduk perizinan;
Tenaga Kerja Okupasi Terapis dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan iy m‘:ﬂ:gﬂﬁﬂ EE:IT;?;‘; i el et
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu ; & PEOVRE DeCsnan.
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

8tz



BOP IZIN TENAGA KERJA OKUPASI TERAPIS

Front Office

Back Office | Tim Teknis

Kepala
Dinas

Waktu

Output

Melakulenn pendaftaran melahil online/offline
secara mandiri atau melalui pendampingan dari
petugns DPMPTSP dengan mengini data pemohon
dan upland perayaratan melndui sistem

[Borkas permobonon Irin
[Tennga Kerja Oloupas
Terapis

15 - 20 menit

Berkas uniuk diperikaa
| keetengkapannya

Menerima dan memeriksa berkns permohonan
lzin Termgn Kerjn Okupasi Terapis . Jika lengknp
Pemohen diberi real tanda terima dan berkms

|Berbns permehanan lein
Tenaga Kerjn Okupasi

15 menit

Berlas permobonan ln Tenagn
Kerjn (kupasi Terapis yang

diteruskan ke Dack Office, jika ticak lenglkap, S~ g
berlens dileernbaliknn e Pemabon untuk Tt Terapis dan Resi udah diprrilss kelenglapannyn
dlileinghaps
Menindakinnjuti hasil verifiknsl berkos [zin Tenngs Berkns permaohenan len
5 [Kemio Olupasi Terapis dengan menyiapkan berlos |——| [Tennga Kerin Okupnsi S Beskenn pesmohonan lzin Tenaga
dnn Surst Pengantar untuk diperiksn oleh Tim Irernpie ynng sudsh 15 manlt Konin Dd‘f"l:r' Terapls yang
ITeknis diperiksn kelengkapanaya mudnhy diverifilini
Berkas permohonan lzn
o Es A Berkas premohonan bein Tenaga
4 |Mengiimloin berkas bersama surat pengantar I: I® Tenaga Kerja Okcupasi 64 menit Kenin Okuposi Terapds , Surat
kepada Tim Tekmls untuk diverifilcani [Terapis vang sudal car. B
iive Pargantar,
ber b i g 5
Memberikan berias permohonsn disertal dengan > Ericad
1 2 permohonan lein
" ?mmpufmyuujnqb wml:;-n e Tenagn Kerja Okupasi Py Berkas permohonin, BAF dan
’ fak isetufisi dir Yooy ke wa + Surat Pengantar, Rekomeniland
dalam Berita Acara Pemeriksann (BAR
[
Menindaklanjuti hasil BAF dengan membuast draf
& |ltin Tenaga Kerja Okupasd Terapin dan mﬁ"hkhﬂ"m'““’m BAP 20 Bl Fllf:::;;“ Teaunga Kegu Okupasi

mencruskannya ke Knbid untuk diparaf

6Z¢



Terapis sccara mandiri)

PELAHEANA MUTU DAKU
AKTIVITAS Pemobon | Front Offfs | Back Office | Tim Teknis iy Raleaghapan Wkta Cutput
i, Terngn Kerja Ol Ter dan Draf Lgin Tenagn Kerji B Draf lein Tenngs ICrljl_Uﬂnqpn-'
".umm"mﬂ m:! Kepala Dinas nn:rd!l-l:::lnpni Okupasi Ternpis s Terapis vang sudah diparaf
Draf lrin Tenngn Kerja !
o ¥ Ieln Tennga Kerja Odoaposd
Menandatangan lzin Tenaga Kerja Olapasi = m:;"':" NersH. yere Semesit  [Terapis yong sudah
Terapis LT ahiparaf untulk § i
ditandatangani el
:‘:I Igin Tenaga Keta Okupasi lrin Tenagn Kerja Okaipasi
Meregisirasi, memberikan nomar, dan memberiionn [Teragis yong sudah 8 menit Terapis yang sudah diregistrasi,
#tempel lein Tenags Kerja Olupasi Ternpin ditariditangani diberi nomar, dan stempel
Y 'IJ lzin Tenagn Kerjn Olkoupas Lz T Oku
|Mengaruipkan dan menyerahkan Ixin Tensga Kegin [Terapin yang siap ; Tmnmhda pam
Olloupani Tesapis yang asli ke Front Offiee untule disraiplenns don elap & menit pin yang sudab diaraipkan
dtiberilcan kepada Pemohon diserahlenn ke pemohon dan siap diserahkan ke pemohan
]_I.: Izin Tenaga Kerja Olorpasi bk Tocusign Keejo Ol
Menyerahkan lein Tenaga Kerja Oloupasi Terapis [Terapis yong sinp 5 memit |Terapis yang minp discrahion ke
[kepada Pemahbon diseruhlon ke pemohon pemohon
Menerima lsin Tenaga Kerja Olcupasi Termpis [ oty o ll (NGRS WO S —
[mencetak / memprint Ltin Tenagn Kerjn Olkupasi Mo pacohon [Teragis yang diterima pemohon

0gZ



LAMPIRAN :
KEFUTUSAN HKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN FPTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA REKAM MEDIS

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 y.
Tanggal Revisi /
Tanggal Efektif 25 Juni 2025 - /
Disahkan oleh 3 — .

Dasar Hukum

Nama SOP Izin Km&ge%}‘?hfi_q A
S

10 I

Kualifikasi Pelaksana \1,1. —

1. Peraturan Pemerintoh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggarann Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggarasn Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penvelenggaraan Pekerjaan
Perelam Medis;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;

5 Peraturan Bupati Tansh Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten Tanah Laut.,

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan vang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Kemputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Kerja Rekam Medis dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOP IZIN KERJA REHAM MEDIS

PELAHBANA MUTU BAKT
AKTIVITAS
Pemobon | Fromt Office | Back Office | Tim Teknis | Kabid <o, Kalengkapan Walktn Output
Nkl o tabii il offNone
secarn mihdind atau melalul peodamplngan dan Berkns permohenan brin 15 < 20 menit Herkas untuk diperiksa
petugan DPMPTSP deng gind P il Kerjo Reloun Medin kelengkapannyn
ian upload persyaratan melalud sistem
Y

Menerimn dan memerikan berkns permohornan
lgin Kerja Relam Media , Jika lengleap Pemohen -/J.,__-h Berkir prrmohonsn [En Berkns permchonas |zin Kera
ddiberi real tandn terima dan berkas diterusion ke ~— Kerjo Reloum Medin dan 15 menit Rekam Medis yang sudsh
Back Office, jilkn tidak beerkan Tk Resl |dipreritnn kelengiapannya
dlikrmbabikan ke Pemohon untuk dilenglapi
Meoatidaldarguts hiveal veriiisd berous Tn Kerja [ ] A B kinis pereciohionain i Keti
Rrkamn Medis dengan menyapkan berkns dan HE RS 15 mendt Reknm Medin yang sudah
[Surat Pengnntar untuk diperiksn oleh Tim Teknin R T diverifikng

l'—| Berkas permohanan lzn Berkan permohonan [ein Kerja
Mengirimbonn berloas beranma surat pengantr E_l‘ Keejn Relkom Medis :

: ] yang &0 menit Reboam Medis , Surat Penganiar,
kepada Tim Teknis wntiuk diverifilas loh diveriflcnsi BAP i
s

rekomendasi persetujunn jikn permohonan Berkns permohonan lzin
disctujud atan rekomendusi menolak jilen Kerjn Reloum Medis , Surat 7 S i
permaoh tidak disstujud yang dituangkan ke Pengantar, BAP
dalam Herits Acara Pemeriksaan (HAF)
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf l__‘
Lrin Kerjn Rebmn Medin dan menerusknnnyn ke Eh;‘ mﬂhwrh" BAP 20 menit Draf Irin Kerja Rekam Medin
Kabid unnuk diparaf @ Sl
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK PERAWAT

TAMAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Homor SOP 43 /DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 ’
Tanggal Revisi f
Tllnmﬂi Eflektif 25 Juni 2[325 —— -_\-ﬂ’f )
Disahkan oleh D e
Nama SOP

Dasar Hokum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 202] tentang Penyelenggnraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggoaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

5 Peraturan Bupat Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

1. Memahami dengan baik kegiatan yang-harus dilakukan dalam menunjang tugas;

. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat walktu,

Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Pernngkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.,
Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Perawat dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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BOP IZIN PRAKTIK PERAWAT

untulk diparal

FELAHEANA MUTT BAKD
AETIVITAB
Pemechen | Front Office | Back Offiers | Tim Teknis Habid :‘1: pala Helengkapan Waktu Cutput
Melakulenn pendaftaran melalui enline offfine
secarn mandiri atau melalul pendamplngan darl Herkan permohonan Irin 15~ 30 manit Berknn untuk diperikan
petugas DPMEPTSP dengan mengiai dota pemohon Fraktek Perawai kelenghnpannys
dan uplond permyaratan melalui sistem
a

Menerima dan memeriksa berkns permohonan
lzin Prakiil Perawat. Jika lengkap Pemohon diberi Berkas permohonan lrn Prakiek
rei tanda terima dan berkna diterusican ke Back $ e s 1S menit  |Perawat yang sudah diperiks
Office, jikn tidak lenghkap, berkaa dikembalikan ke Tidsh Melengkapannye
Pemohon uniuk dilenghapi

| I Berkas permohonan Izin
Menindolklanjuti hasd verifilios berlos [2in 5
Prakiek Perawat dengan menyipian berkas dan e ekt e i diverificis
Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Timn Teknis e e g
Mengirimbnn berlas beranman surat pengnninr I Ir-. Eleﬂu?&“'“ 1 60 it Berkas permohonan lzin Prakiok
kcepacs Tim Telnin untul diverifilcasi : "kl "': ok ng _ Perawat, Surat Pengantar, BAP

Tk e
Memberiimn berkans it abisertad d Sk
rekomendnsi persetujuan jiki permobona e S HBerkns permohonnn
ihinctujiii atan rekomendasi menalak jika Prakiek Perawat, Swrat 1 hari :hk:m"‘ BAF du
permohonan tidak disetujul yang dituanghan ke Penguntias, BAP
dalom Herita Acara Pemerikcanan [BAF)

-
Meniminklanjur hasil BAP dengan membuat draf
ek Pradtil Peruwait dan, ahésserisicanays. ke Kubid Bcrlons: patraclism, BAP 20menit | Drad lein Prakick Pernwat
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PELAHEANA MUTU BAKU
Ne. AHTIVITAS Keopala
Pemobon | Front Offlce | Back Offfce | Tim Tekals = Kelenghapan Walkdu Output

Memuraf lrin Prokiik Perawat dan diterusknn ke y Dirnf leln Prakick Perawat yang

T [P ik ditand Y Diraf Ixin Praktek Perawat 5 maenit T
I—h [hraf Inin Praktek Perawat
8 |Menindatanganl lein Prakiik Pecsnt h: |vang sudah diparaf untuk 5 menit sy Pealctale Poiiieat yog molsh
ditandatangani it ntangand
. Izin Proktel Perawat yang sudah

Meregintrasi, memberikan nomer, dan memberikan :j [ein Prakick Perawat yang F e

9 | tempel tzin Prakiik Perworn faks i A menit ibiregintroni, diberi namor, dan
. ngani mtempel
=

Mengarnipkan dan manyerahlinn bein Prakiil lxin Proktel Perowal yang lzin Fraktelk Pernwnt yang sudah
10 |Perawat yung asl ke Front Office watuk diberilan siap dimrmipkon dan sap 8 menit disrmipknn dan siap disernhkan

kepadn Pemohan diserahilan ke pemohon ke pemohan
11 [Menyerahkan tzin Prakik Pesawat kepida 1 l Emllfnmzﬂm E—— Lrin Prakiek Prrawat yung sinp

iemohon disernhkan ke pemohon

pemohaon
o

Menerima [zin Praktik Perawat { ) ] lzin Prakick Perawat yang

12 |{mencetnk memprint Lrin Prakitek Perawat secars wiings lineradslonss ke Eivianit Ixin Penktek Perawat yang
diterimn pemohan
mandirg pemahan
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA
TEKNIS KEFARMASIAN

TANAH LAUTY

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi

Tanggal Efeltif

Disahkan oleh

Nama SOP Izin Hhﬁﬂk&M&\u I

Dasar Hukum

NS
-‘ TPl T

Kualifikasi Pelaksana * 7 = % //

1. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasioan ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasia Resiko ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Ui Daerah ;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 889 /MENKES (PER/V /2011 tentang Registrasi, lzin Praktik, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

6. Peraturan Bupati Tunoh Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten Tanah Laut.,

1. Memahami dengan baik kepata‘:nj:md hm-us dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan  ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

LET



BOP IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

PFELAKBANA MUTU BAKU
i o Pemohon | Frent Office | Back Office | Tim Teknls “; I"h Kelengkapan Walktu Outpat
Melakulan pendafioran melalul onlineoffline
. Herkas permahonan lzin i

1 [oecarm mlndirl.dm.} melabui pﬂl&llm]lllwhl‘.h‘-n Prakiik Te Tekmia 15 - 20 menit 1B=rlm- umtuk diperikaa

|petugas DFMPTSP st data p Ke i kelengkapannyns

dan upload persyaratan melalui sistem farmaainn

Menerima dan memeriksa berkns permohonon "

ldnhmfum{::l::dhfmm:t ke | Berl " Isin Beskas i L P
2 pap ¥ & Prakiik Tenaga Teknds 15 menit Tenngm Telonin Kelarmasingn yang,

berkna diterusknn ke Back Office, jikn tidak - V et inp dan Resd A ki ol

lengknp, berkan dilembalilan ke Pemohon untule suddah diper lenghn pannyn

dlalesghag

Menindaklanjuti hasil verifileas: berkos lzin Praledi: Betkan permohonan Ixin i J
5 [Tenagn Teknis Kefarmasian dengan menyinpiasn E: Prukiik Teasga Teknia 15 menit ?ﬂmmqu m;mmm i

berions dan Surst Pengantor untuk diperilesa oleh Kefarmasinn yang sudah ek Ak : yang

ITim Teknin dipesiken kelenglapannya vl Ticid

arieen s her) =5 EH, Bckun 'I'I hh‘::in Herkas permohonan Ien Praltik
4 Heapoda Tion Teknde wintuk dherilend — S en Y 60 menit  [Tenagn Toknis Kefarmasian,
i ; Surat Penguntar, HAP
s "
Memberikan berkas permohonan dincrinl dengan ___..-'> Herkan %
" permohonan lzin
PRI v e i o i g e Pralctik Tenagn Teknia . Betkas permohonan, BAP dan
imetujui stau rekomendasi menolak filo " s irat ! hari Reke

permohonan tidak disctujul yang ditusnghan ke Mﬂ.hmﬂlv'\? Lo RN

dalam Berlin Acarn Pemeriknann [BAF) '

Menindaklanjuti hasil BAP dengan mesmbuat draf Berbos BAP Draf ek Pradiik T Teloni
& |izin Prokiik Tenaga Tekanls Kefnrmanian dan J ! 20 menit e

meneruskannyn ke Kabid untuk diparal

dan Rekomendand

Kelarmasian
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PELAHBANA MUTU BAKU
Na. AKTIVITAR Hepals
Front Gffloe | Back Offfce | Tim Telknis Di Helenghapan Waldu Output
7 ?.'.."m ke xe:m m.::?:m - Drnf Lein Praktik Tennga B il Drad Leisn Pradetid Temsagn Trinis
i Teknis Kefnrmaninn |Kefarmanian yang sudah dipasal
Dirnf Ixin Prakiik Tenaga
M tzin Profketilt Tenaga Teknin — Teknis Kefarmasian yang Lein Pl'lm Tenagn Teknis
B I_:l n 5 menit Kelwrmasinn yung sudal
Kelarmasian audah diparal uniuk titand
ditandatangani tasigari
Izin Praktik Tenagn Telmin
o [Meeegiatras), meemberiloan notmer, dan memberikan C: ﬁ;ﬂm Tenage T'.-Imch” " £ Kelarmaninn yong sudah
stempel lzin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian Aitand yiog diregistrasd, diberi nomor, dan
stempel
=
S —— — i, Prodeik Tenaga Teknia e Pradtik Tenaga Teknia
r Kelnrmuasian yang siap Kefarmasinn yang sudah
10 |Tenaga Tekmin Kefarmanian yang asli ke Front B menit 1 .
Office untuk diberikan kepada Pemohon mwtf;&m .hﬂhdrw:':-mﬂm ninp disernhloan
_I-'Jj Igin Praktik Tenaga Teknis lsin Praktik Tenogn Tekmin
11 Menayerahkan Lein Pr;hﬂk'iw Telania Kefarmasian yang siap 5 menit Knfurmamdan yang smp
Kefar kepuda dimerahbmn ke pemohan diserahkan ke pemahan
Menerima [2in Prakiik Tenags Teknis Kefarmasian lzin Praktik Tenaga Telmis lzin Prakiik Tenoga Teknis
12 |mencetak/mempring oin Praktil Tenaga Teknis Kefarmasian yang sisp 5 menlt Kefarmismion yang diterima
dliserahkan ke pemohon pemohon

||cct.m.m secara mandi]
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK APOTEKER

TAMAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomaor SOP 43 [DPMPTSP /2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 “{
Tanggal Revisi /
Tﬂﬂmﬁ Efeltil 25 Juni 202 J_,.-"';—'__-_ 3
Disahkan oleh >

‘\._ 03

Nama SOP Izin Preszstik\nﬂjt;ﬁ:_,l X

Dasar Hukum

Kualifikasi Pallhana\'\:_f Va4

Peraturan Pemerintiah Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian ;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha sasaran dan tepat waktu
Di Dacrah ; '
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 889 /MENKES/PER/V /2011 tentang Registrasi, lzin Praktik, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggarann
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;
6. Peraturan Bupati Tonah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentung Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Dasrah Kabupaten Tanah Laut.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Apoteker dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1, Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOF IZIN PRAKTIK APOTEKER

MUTU BAKD

Front Office

Back Office

Tim Toknis

Kopals
Dloas

Waktn

Melakuskirn pendnnnrm wt-hhu Mhm#qﬂlhr

Berkan permohonan lenn

15 - 20 mendt

Berlean uniuk diperiksa

permohotan tidak disetujui yang dituangkan ke
dulars Herita Acara Pemeriksann [BAT)

Fengantar, BAF

anmwmm Praktik Apoteles loelenghnpannya
din uplosd persparatan melalui sistem
¥

Menerima dan memerikan berkas permolonan
Iein Proftik Apoteker. Jikn Femnhon diberi Herkas permohonan ten Prakiik
reni tnndn terima dan berkns diterusknn ke Back {-‘L:,'— Buhl p-vm:gr:.n“i;n“ 15 e Apotekoer ynng sudah diperikce
Office, jika tidak lengkap, beskan dikembalikan ke Ttk Pk Ape krdenghapnnngm
Pemohon untuk dilengkapi

. = e 2 |Berkns permohanan [xin
RN T por T ki iy s Ej Prakaik Apoteker yang |ericas permahoman 1ein praii
Apoteker defigan menyiaplan t hd ik 15 meni Apateker ik diverifiosi
Penguntar untuk diperiksa sbel Tim Tebmia lelenigleapa ¥Rng
Mengirimkan berkas bersama pural penganiar E—IL I::'mﬂ : o Iein 60 ’ Berkon permohonan lein Praddilc
kepaida Tim Telmis untuk diverifikasi it F yang Apateker, Surnt Pengantar, HAP

Tidak Ly

-Hnmhriknn berias pet b disertai d

jikm permaok > |Berkas perraohonnn lzin
|disetujui atau rekomendasi menobak jika . Praktik Apotcker, Surat 1 hari Berkau permobonian, BAP dan

Relomendast

juti haail BAP dengan membiiat dind
lzin Praktik Apoteker dan menerusknonyn ke
|Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, HAF
dn Kehomendas

20 menit

Diemd Brin Prakifk Apoteker
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FELAHSANA MUTU BAHD
. — B Pemohon | Front Offics | Back Gffice | Tim Teknis ""-"""t . Kelenghnpan Waktu Cutpat
Memaraf lzin Praktik Apoteker dan diterunkon ke . ) Draf lzin Praktik Apotelter ving
7 | aniude di Dral lxin Prakifk Apoteker 5 menit i 5 al
Draf Iein Prakeik Apoteker .
—
& |Menandatangani lsin Prakiik Apateker IJ rang sudah diparal untuk & menit mﬂmﬁ Apateker vang sudah
ditmredatangnni tangainl
° Meregintrasi, memberikan nomor, dan memberilan C: Iziny Prakoiik Apoteler yang o Hﬂ m ‘.‘ mmr ’w;:’:“h
ntempel Izin Prakik Apoteker wusdah ditandatangani mdwth ‘ nmor,
pel
—
Mengarsipkan dan menveeshios Isin Praktik Lein Prakik Apoteker yasg Lein Prakiik Apeteker yang sudah
10 [Apateker yang nali ke Front Office untilk diberikan néap diarsiplkan dan sinp B menit i} dinn simp
kepada Pemohon [disernhkan ke pemohon ke pemobion
1y [Menyesabicun Lsin Prasaik Apotesces kepada J]_L—] i“;:"“""l“""lmh ynog > Lsin Prakik Apotokes vang siap
Pemahon diserahkan ke pemahan
pemohon
Menerima lzin Pralktik Apoteier C ] Lein Prakuil Apoteler yang :
12 |imencetak fmemprint oo Prakiik Apeteker secarn siap diserahbamn ke 5 muenit mri'::hk .ﬁpndrmhl ymag
mandiri) pemohon il

[4:74



LAMPIRAN :

HEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PRAKTIK AHLI

TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

TAMAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /
‘Tanggal Revisi /
Tanggal Efektif =
Disahkan: oleh - ——FPILHepalg

_IT? — . ;

N cbis

axx fowo, &

2y 1 '-___1 G TDE u"!'.‘ 03 1 002

Nama SOP Izin Praktils Ahfi Tekniofogi Laboratorium Medik

Dasar Hukum

o

Kualifikasi Pelaksana \\I e

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko |

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyclenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisagi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai kemitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan /Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan  ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waltu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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BOP IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

PELAKSANA MUTU BAKU
T A Pemohen | Front Office | Back Office | Tim Taknis l::-" Helengkapan Wkt Output
Melakukan pendaftaran melalui onbingoffline Berkas permohonan Lrin ,
3 |mebechmdiel alin it pedssipngin dee) Praktik Ahli Teknalogi 15- 30 meniy | Drrkas untuk diperion
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemoh Laborutorium Meeik -
dan upload persynraian melalui sistem
Menerima don memerikan berkas permohonan L
Izin Praktik Ahl Teknologi Laboratorium Medie Berkns permohonan bxin Berkas permohonnn lein Praktik
g |Jikn benghap Pemmobon diberi resi tanda tesima dan _-"x‘\.; |Frealetide Al Teknalogi 15 msnit Ahli Teknalogi Laboratarium
|berkan diterusinn ke Back Office, filon tidak Tk e Laboraterium Medik dan Medik yang sudol dipesiisa
leaglap, berious dikembalilnn ke Pemohon untuk Hesi kelenglnpannyn
| dilengkapi
hknmwmdurﬁl:-lw_rﬂ- borkas Jzin Prakdi | | Praktile Ahli Teknologi Hetlos permohosun lsin Praktik
3 NTth::d m;;;.’:'ﬂ A Laboratorium Medik yang 15 menit Ahli Teknalogl Laboratariue
menyiapkan berkas Pengantas nudinh diperilon Medik sy diverifikonsi
dliperilian oleh Tim Teknis diper yong h
i Berkas permobonan l=in Berl .
s M knn berka surnt pragantar [ I izl 60 rienit memnm:nﬂm
kcepadn Tim Telos untuk diverifikasi ratorium. Medilc yang
e Medik, Surai Pengantar, BAP
Tk ) T
Memberikan berkas permohanan discriai dengan HBerlma permahonan Lein
rekomendnsi persetujuan jikn permohonan Praktik Ahli Telenologi 1 has Berkon permahanan, BAP dan
S [disctujui atats rekomendas menalak gl Laborntorium Medike, Surat 4 Relomendusi
. bonan Gk ujisd yang dituanghan ke Penguntar, BAP
(dalam Berita Acarn Pemerilaaan [HAF)

Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf
Iein Prabtik Ahl Telninlogi Laboratorium Medik
ilan menerusinneyn ke Kabid uniuk diparal

Berkaa permohonan, BAR
dnn Rekomendas

20 menit

Drraf lxin Prakaik Ahl Teknologi
Laborntorium Medik

v



FELAKEANA MUTU BAKU
Ko. AKTIVITAS e T Yk Kopala T - Outpat
Memnraf lzin Prajtic Ahli Teknelogi Laboratorium Diraf Tein Praktik ARH Draf Izin Praktik Ahl Teknologi
¥ |Medik dan diteruskan ke Kepaba Dinns untul Teknologi Laboratorium 5 it Labaratorivm Medik wudai
ditansintangand Meadik dipiarnl
Dirmf Iein Praktik Akl
5 [Menandatangand lein Praktik Ahili Telmologi .—Jj Frakiokipl Labrmicion e ein Priktsc Al Tekmologi
Labaratorium Medik Medik yang sudah diparal m baratorium Mesbik yang sudah
untule ditandatangani ditnndatangan|
¢ - &
Meregiatrasi, memberikan nomor, dan memberikan l l i Praetile Abl Teknologh mm mm-_wm.
9 |atempel lzin Praktik Abli Tebaslogi Laboratorium Laboratorum Medik yang B menit o -:mﬂ:&ﬁ ik }aﬂll:::h
Medile udeh ditandatangani stempel '
—
Mengoarsiphan dan menyerahloan Lein Prakeid Ahli "$ it Prakidk Ahli Teknologi Lein Prakiik Ahli Telonolog
A Laboratorium Medik yang Labaratorium Medik yoang sudah
10 [Toknologi Labaraterium Medik yang aali ke Front SRS h & snenit d ik v
CHfice untuk diberikan kepada Pemslon sinp dinrsipkan dan siap diarsiphan dan siap diserahkan
diserahiem ke pemohon ke pemohon
Irin Prakil Ahli Teknologi : Z
11 |Menyerabloan Irin Praktik Ahli Telmalogi |__: Laberatorium Medik yang = o F lxin ::f:ku::h"wdap
Laboratorium Medik kepada Pemohan E dinernhienn ke Feni Laba hmwmﬂhmmg
Menerima Tzin Praktik Ahb Tekmologl Labaratoriiom C :} :nhl’ﬂlwt:i:imubp i Pt BT
12 [Medik (mencetak) mamprint lzin Praktidc Ahll imng 5 menit Laboratorium Medik yang

Teknologi Laboraterium Medik secara mandiri

miap digerahlan ke
[pemahion

diterima pemohan

Sve



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TERAPIS

GIGI DAN MULUT
TANAH LAUT Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 )
Tanggal Revisi /
Tanggal Efeltil 25 Juni 202;7'/:;& TAH f{‘f}l
Disahkan oleh /' fop
a,
DINAS PM DAN PTSP *
Nama SOP zin Praw;‘?@;u i ‘@ﬂ:m\ it
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 4 1" 7
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyclenggarann Perizinan Berusaha 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Berbasis Resiko 3 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2, Pf:nlumn Pemerintah Nomor & Tahun 2021 tentang Penyelenggarann Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Dacrah ; . sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang lzin dan Penyelenggarann
Pruktik Terapis Gigi dan Mulut;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang  Penyvelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Tonnh Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1, Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin 1. Dokumentasi produk perizinan;
Praktik Terapis Gigi dan Mulut dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan g ?Pr:’i{gj‘ﬂf“’d‘;:“ Pv;l“ﬁ“?‘";ﬂ —— -
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu hi § Can evaluasi realisasi produk perizinen.
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

Stz



BOP IZIN PRAKTIK TERAFIS GIGI DAN MULUT

dari upload persyuratan melalul sistem

PFELAHSANA MUTU BAKU
R Pemobon | Front Office | Back Office | Tim Tekais | avig | KePals Kaleagkapan Waktn Dutput
Melalulnn pendaftaran melabui ondine, offfine [ecs ran ik
mmCATE (e octil .I'.'f melnbul med’,‘" Praktil Terapis Glg dan 15 20 menie | D78 unhik diperiken
petugas DPFMPTSP ilnta p Musbut kelenghapannyn

Menerima dan memerilsa berkas permohonan
lein Praktik Terapis Gigi dan Mulut. Jika lenglng

ke Kabid untuk diparaf

b : Berkaa permohonan lrin Beikian permohanan Lrin Prakrik
B sy Uﬂ'h'\cm Ta:-ua.mk unm,h,, {“-b Pradik Terapis Gigi dan ISmenit  [Ternpis Gigi dan Mulut yang
bericns dikembalikan ke Pemchon unful T Mulut dan Resi madal diperikan kelenghapanmya
elilengkapi
Menindalelanjiti H v:urm herliaa L2in Praletik E | ;ﬂh' ::;.M;:E: Berkas permahonon lein Praktik
Terapis Gigi dun Mulut mmfmlﬂmnhm: otk 15 menit Terapin Gigi clan Mulut yang
dan Surat Pengantar untul; diperiksn obeh Tim Mulut yang sudah diperiksa widah divorificnsi
ks ke lenplapannye

Berkan permohonan ldn
g | A o[ rm Berkan permohonans [Hn Prokiik
Mengirimkan berkos bersama surat progantar I I w'rm Gigi dan 60 menit ‘erapin Gigh dnn Mulut, Surat
kepadn Tim Teknis untuk diverifikasi !I:l't.l.'! yung sudah Pergantar, BAP
sk =
Memberikan berkas p disertal d > Berkas ha
. permohonan [sin

rekomendani persetujuan fika permohonan e Praktik Terapis Gigi dan s Berkas permohonan, BAP dan
dinciujul atau rekomendasi muwhk,u‘lu Mulut, Surar Pengantar, | Rekomendnad
permohonan tidak disctujui yang ditusngian joe BAP
dalam Herita Acarn Pemerilosan (BAP)
Menindakdanjut hosil BAP dengan membisat draf Herkan permalonan, BAP Dirad Trin ik T
e Tevson Sy ne iz dan Rrkemendasi 9 : ulut RN Ol e
meneruskannyn

Lt




FELAKBANA MUTU BAKD
e AR Femabon | Froat Offfce | Back Office | Tim Teknis Habld .:-I r Halongkspan Waltn Output
af Lein Praletike T im Giigi dnn Mulut dan Dvaf bein Praktik Terapls . Deaf lein Praktik Ternpin Gigh dan
i :.It:::hn ke Kepala ﬁum ditandatangnni Crigd elien. Mubut Sk Mulut ynng sudah dipasaf
Drraf [ein Praltil Ternpis
; . — Chigd dan Mulut v audak lein Praktik Terapin Gigi dan
Menandatangani Prokt G dan ‘: ¥ang pin
i R diparal uniuk Skt |ohiut yang sudah ditandatasgant
Foapin :
izin Praketik Terapis Gigi Izin Praktik Terapis Gigl dan
g [Meregiacrsd, memberikan nomor, dan memberikan :: dan Mulut yung sudih Bmenit  |Mulut yung sudah diregistrnai,
mtempel Luin Pradetik Terapis Gigl dan Muluy ngand |dibieri nemor, dun stempel
=
Lzin Praktik Terapin Gigi ¢ o e
Mengarsiphan dan menyerahloan brin Prakik dan Mulut yang siap —— txin P:'ﬂmle;l‘n-p::l:i d:ln g
10 [Terapis Oigl dan Mulut yang ssll ke Front Office dlaradilia dans sinp e H’ahld_yin; mh ph
untuk diberikan kepacds Pemohon liserahkan ke pemahan siap discrahkan ke pemohon
Ra— lzin Praktik Terapls Cigi Igin Prakidk Terapls Gigi dan
11 |Menverahkon tein Praktik Terapis Gigi dan Mulut |_L:I dan Mulut yang sinp & sanit Mulit yung sinp diserahkan ke
kepada Pemohon diserabkan ke pemohon pemohon
; is Giigi dan Mulut C > Lzin Prakeik Torapis Gigh : ' )
= Menerime l2in Praletik Terapis Gigh dan Mulat yang aiap 5 . Ixin Prakisk Ternps Gigi dan

Imencetak/memprint lsin Praktuk Terapis Gigl dan
Muiluit secara mandir)

discrahban ke pemohon

Mulat yang diterima pemohon

BFC




LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK PSIKOLOG
KLINIS

DINAS PM DAN PTSP

Nomaor SOP 43 fDPMPTSP /2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 2
Tanggal Revisi /
Tanggal Efektif 25 Juni 2025 _————— /
Disahkan oleh Wi

Nama SOP

Dasar Huokum

Kualifikasi Pehhana\(\\fxi“:iy —

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggoraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggarann
Pelayanan Terpudu Satu Pintu Daerakh;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang lzin dan Penyelenggarann
Praktik Psikolog Klinis;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Pernngkat Daernh Kabupaten Tanah Laut.,

1. Memahami dengan baik ww harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai kemitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Psikolog Klinis dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2, Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,

6¥T



BOP IZIN PRAKTIK PSTKOLOG KLINIS

Kabid untule diparaf

dnn Rekomendasi

PELAKBANA MUTU BAKU
R Fomohon | Front Office | Back Office | Tio Teknis |  Kabld '“""‘m Keleagkapaa Waltu Output
Melakukan pendaftaran melalui crline/'offline
sccars mandin atau melilul pendaom pingan dari Herlas permohanan [zn 15 - 20 menit Berkns untuk diperikea
petugas DPMPTSP dengnn mengisi data pemohon Praktilk Peikolag Klinis kelenghkapunnya
[dan uplsad persyaratan melalui sistem
e
Menerima dan memerilan berkas permobonan
Izin Praktik Pekolog Klinis. Jika lenghap Pemchon _.-'__J..-‘-‘- Herkas permehonan lzin Berkas permohonan Irin Peakeilk
diberi resi tanda terima dan berkna diteruskan ke <~ Pradeik Peiloolog Klinks dan 15 menit Paikolog Klinis yang sudah
Back Office, fika tidak lengkap, berkan Ttk Reai diperikan kelenghkopannya
dikembalikan ke Pemohon untuk dilenghapi
¥

| Menindaklanjuti hasil verdikasi berkan lzin Praktik | larke s Bericax permolsonan Ixin Prakiik
Paikalog Klinis dengan menyisploan berkas dan E""’“"‘I Falkolog yang 1S menit  |Paikolog Klinis yang sidah
Surat Pengantar untuk diperikna olel Tim Teknin [P % |diverifkasi

i r—\, Berkus permahonan Lein |Berkas permohonasn lzin Praktik
Mengirimkan berkas bersnma surat pengantar E K 2
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi — el .;:?.'mb' ¥ ¥urg 50 menit wk’s Klinds, Surat Pengarstar,

Ticak "
Mrmberikan berkas permoh discrtnd _..-"“'>
rekomendast porsetujuan jik permolwonnn Berkna permohonan Lein
tinetujui ataw rekomendissl menatak fika [ Praktik Puikalog Klini, 1 hari TR phrbatian, BAF il
Ipermohonan tidak disetujui yang dituangian ke Surat Fengatitar, BAP omendasl
[dalam Berita Acarn Pemeriksann [BAF)
=]

Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat dral
Ixin Praictike Pailoloy Khnix dan saeneruakarinyn ke P plrmatiekii, HAP 20menit  |Diaf lein Prakiik Padkolog Klinis

0se



Tim Teknis

il

Memaraf Lein Praktik Peikolog Klinia dan

Draf lzin Prakeik Paikolog Klinis

7 Draf Lein Prakulk Prikolog 3 :
diteruskan ke Kepala Dinas untuk diandstangsni Klins vang sudah ciparad
8 [Menandotangan Len Praktik Peikolog Klinis 1_:"3 Klinis yang sudah diparal Smenit |20 Prakuik Pakalog Klinis yang
untuk ditandatangani madah ditarsdatangani
a
o |Meregistrasi, memberikan nowmor, dan memberikan —3 Eeln Praktik Palkolog Klinis ik |kt Pillilig Liieds yalig
pel Izin Prakuik Peikolog Klinis vang h dit i m .;Mdu;?lrnﬁdihimm,
—
Mengarsipkan dan menywabios lain Pradiik ;';'“u’w'mm' Sy Miale lrin Proktik Puikolog Klinia yang
10 |Peikolog Klinisynng asli ke Frent Office untuk iap disernhican kr B menit rudah dinrsipkan dan siap
dilserilkenn kepada Pemohaon b diserahkas ke pemohon
|Meryerahionn Tsin Praktik Paikelog Klinis kepada J Pein Praltik Puikoleg Hlinis Ixin Prokeik Paikolog Klinis yang
11 |yrang skap diserahionn ke 5 menlt
| 0 i siap diserahloan ke pemohon
Menerima Izin Prakik Peikolog =5 lsin Prakiile Paikntog Klinks =
12 |Klinisgmencetak memprint Izin Praktik Paikolog yuing siap diserahloan ke 5 menis "i""""‘“""'::"‘tmf"'l
Klirin secara mandisi) pemohon PR

1sZ



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK PENATA

TANAH LAUT Nomaor SOP 43 /DPMPTSP/2025
mnaeal Pembontan 16 Juni 2025 j
Tanggal Revisi /'
Tanggal Efektif BIi2025 e P
Disahkan oleh PN st =
Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana \i WE/\’/

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggnrann Perizinan Berusaha
Bi Deerah ;

4 Peraturan Menteri Keschatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang lzin dan Penyelenggaraan
Praktik Penata Anestesi;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

§. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan y.
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

alkukan dalam menunjang tugas;

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

2. ATK

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet

3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOF ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Praktik Penata Anestesi dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
scrta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2, Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,

[4-14




S0P IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI

PFELAKBANA MUTU BAKD
o) MRTIVETAY Pemobon | Front Office | Back Office | Tim Toknis |  Kabid “"“m Eelengkapan Waktn Qutput
Rl A
Mm'wmﬁi pmdlmq:mp.um i mﬂ'l'k:m Berkas permohanan fzin 15-20 meniy | Borkas untuk diperikaa
} petugans DFMPT3P dengan mengind data pemohon Praktik Penots Anestesi kelenghkapannyn
dan upload persyaratan melnlui sistem
Menerimn dan mesmerikan berkas permohanan b
Lein Praktik Penatn Anestesd. Jikn lenghap v Herkas peemohonsn Lein Berknn permohonan lsin Praktilk
g [Pemohan ditreri resi tanda terima dan berkas T Praltilk Fenatn Anextesi dan 15 menit Peninta Anestesi yang suinh
diterusican ke Back Office, fika tidak lenghmp, Thiek R Resi diperiksn kelenghapannys
berkas dikembalikan ke Pemohos untule
dilengkapi
Herlous permchonan [n
Menindaklanjuts hasl vesifilousi berkns ein Prakeil L1 i g . [Bericas permabanan tein Prokik
3 |Penata Anestesi dengan menyiaphan berkan dan yung sudah diperin 15 menit Penatn Anestensi yang sudakh
Surar Pengantar untik diperiksa oleh Tim Teknis kelengkapannys diverifikns
oL Berkas permohanan lxn |Berkan permshanan Isn Praktik
| Mengirimkan berkns bersuma surat pengantar — Praktik Penatn Anestesi 60 menlt  |Penatn Anestesi, Surnt
4 y !
kepoada Tim Telenis untuk diverifikasi yung sucdah diverifiensl Pengastar, BAP
Ticlsk e
Memberikan berkas permoh lincrtiad o /> .
red dnsi p wjuan jiks permok Berkna permohonin lun ) Borkae pe i, BAP dun
5 |disetujui ntnu rekomendari menok Praktik Penata Ancstosi, 1 hari F i“"“'l,"'
permohonan tdak disetujul yang dituangloun ke 15unll Pengantar, BAP efiom
dalum Beritn Acara Pemeriksann [BAF)
—
Menindakinnjuti hasil BAP dengan membuat draf Betkas permal BAP ; : )
6 |izin Prakiik Penata Anestesi dan meneruskannys ini Bekonaidnsl 20 menit Draf lzin Praktik Penats Anestesi
ke Enbid untuk diparal @

£ST



FELAKBANA NUTU BAKT
e AEOVITAN Front Offtce | Back Office | Tim Teknls l::?-:. Kelenghapan Waktu Output
i Memuraf Lrin Prabotik Penata Anestesi dan Drral lzin Praktik Penain B Draf lein Praktik Penaia Anestesi
diteruskan ke Kepala Dinas untule ditansdstangand Ancwloni o v wuclih dipaal
— e i Frkduse Poath Lzin Praktik Penata
& IMenandotangani lgn Pralitik Penata Anestesi 'I—: |Anestesi yang sudah dipara 5 menit A
untuk ditandatangani sidah ditandatangani
: . lein Praktik Penata Asiestesi
(Mesegintras, memberilan nomor, dan memberikan [j‘:l Leim Praletik Penata Anestesi S =
¥ latempel trin Praktik Penata Aneatcsi yang sudah ditandatangani & menit :nmm “dnw-hmw i, diberi namer,
—
ik Per
Mengaraipkan dun menyerahican lain Praktik — o b lain Praktik Penata Anestea yang
10 |Pennta Anestesi yang nsli ke Front Office untuk niap diserabican ke 8 menit nudah dinraipkan dan siap
diberikan kepida Pemohon han ke pemohon
11 [Menverabian Lrin Prakiik Penata Ancstes kepada |_‘ ] mh;:-:_m“ A“::‘"' — eis Praferile Penatn Anestesi yang
|Femohon v b wiap diserahion lee pemohon
mﬂ 111
Menerima l#n Praktik Penata Ancatesd Irin Praktilk Penata Anestesi . .
12 limencctak{memprint lan Praktik Perain Anestesi ving simp diserahkan le £ nisnt m&ilﬂt Pclr:lnﬂ:mtrum
secars mandari] pemohan s pemohan

4T




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK
ELEKTROMEDIS
AL LALT Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi
Tanggal Efeltif
Disahkan oleh
I M DAN PTSP b
. “ NIP. 15650708 159303 1 002
=% /. )
B iin PERESRGHAAEY [ ]

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana . )~ |

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Herusaha
Berbasis Regiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggarann
Praktik Elekromedis;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggarann
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;

5. Peraturan Bupati Tansh Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas. Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.,

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menu njang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

B. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

2. ATK

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet

3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Praktik Elektromedis dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitering dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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BOP IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

PELAKBANA MUTU BAKU
Ko, AKTIVITAS e
Pemobion | Front Ofice | Back Offtce | Tim Takai oty Kelsagkapan Waktu Output
Melnkulon pendaftaran melalul onbine offfine
p |eecarn mandin atau melabai pendampingan dari Herkas permohanan lzin 15 20 Berkas untuk diperiosa
petugan DPMFTSP imd altin i Prakiik Eleltromedis kelenghkapannyn
dan upload persyaratan melniul sistem
s
Menerima dan memerikan berkas permahanan
lzin Praktik Elektromedin. Jika longhap Pemohon jjﬁ_\- Berlens permohonan lzin Herkms permohonan Lein Prakeilk
2 |diberi read tanda terima dan berkas ke — Praktik Elektromedis dnn 15 menit Elektromedin yang sadah
Back Office, jikn tidak lenghap, berkas Tk Read |diperikna kelengkapannya
dikcamabalican ke Pemoban ik diicnskani
Menindaklanjuti hasil verifiknst berkas lzin Prakiik [ ] gty stk Beriian permohiosan bein Prakile
- | m&nﬂmm berkas dan ket yang 15 menit Itwmmmmm
Surai Penganing untuk diperikan aleh Tim Teknis el P - diverifikas
] Berkan permahionan lxin Berkas pormohonan Tzin Praktik
Mengirimkan berkas bernama surnt pengantag : 3
4 et —" Praktik Elektromedis yang 60 menit Edckizomedis, Surnt Penguntar,
|kepada Tim Telmis untuk diverifikasi mudah diverifilosi BAF
Tidak a
Memberikan berias p b dimerini di
rekomendusi persetujuan jikn permohonnn > Berkas povmohonan Loin
5  |disetujui stau rekomendasi menolak ik s Prakik Elckiramodia, Surat 1 hari !:'t:: parmabacen, BAP:dan
(permohanan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP endasi
|dinlamy Herita Acmra Pemertlsnnn [BAF]
| S
(Menindaklanjuti hasil BAF dengan membuat deaf
6 |lzin Fraktik Elekiromedia dan meneruskannys iee Barka | g BAR 20 menit il Lt Prakiik Elsktromedin

Kabid untuk diparaf

idnn Rekomendas
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PELAHEANA MUTT BAKU
AKTIVITAR
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Wogaln A —— Waktu Cutput
|Meminraf lzin Proktik Elektromedis dan diteruskoan Dl lzin Prakiik 5 masi Diraf 1z Praktk Ficktromedia
ke Kepala Dinas untulk ditandatoagani Elektromedin yang sudah diparal
Drnd lzin Praktik
i : Elektromedia yang susah lzin Praetike Elektramedis yang
Menandatusgani Irin Praktik Elektromedia — g 5 menit o
ditnnedatanguni
| Meregintrasi, memberikan nomor, dan memberikan :: lzin Prodetilc Elektromedis — Exin hnku]:l Elektromedis yang
stempel bin Prakiik Elektromedis yang sudsh ditandatangani m muclah diregistrisi, diberi nomor,
dan stempel
= el ot
Mengarsipkan don meryerahlkan lein Praktik En':m .E 5 A Lzin Praktik Elektromedis ynng
Elektromedia yang uali ke Frant Office untuk ‘.""‘I. “"Ii“ﬂ"h’ B menit sudsh diasniplan dan sisp
diberioan kepada Pemobion xvhm diserahkon ke pemohon
Menyerahlaun lain Praktik Elektramedis kepada L_:l ey S menge |12in Prodktik Elektromedia yang
Pemahon he minp diserahlcan ke pemohon
Pemahon
Menerima lzim Praktik Eleltromedia [ 4 >} Irin Praktik Elektromedis o
Imencetak/ mempring Isin Pradtil Elcktramedis kg aliip disecslencs Fx I lxin Praktik Elektromedia yary
u mandird by diterima pemshon
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK DOKTER

HEWAN

TANAN LAUT Homor SOF 43 (DPMPTSP/2025
Tanggal Fembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi e /
Tanggal Efektil T

Disahkan oleh
DINAS PM DAN PTSP
Nama S0P
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2000 tentang peternakan dan Kesehatan hewan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik

B, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan getiap tahapan kegiatan tepat
gasaran dan tepat walktu.

Veteriner;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Dokter Hewan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2, Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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S0P IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN

FELAKSANA MUTU BART
- AR Femohon | Front Offtcs | Back Office | Tim Teknis |  Kabid ':‘:': Helangkapsa Walkiu Output
Meladcukan pendafiaran melalui online/ offtine
| |mecara mmandir{ atau melalui peruampingan dori Berkan permohonan lsn i o mankt Herknn untuk diperilan
priugas DPFMPTSP dengs ik b \; Praktek Dolter Hewan kelenghapannim
dun upload persyarntan melalui sintem
W
Menerima dan memeriken berkna permokanan
lein Prakick Dokter Hewan. Jika lengkap Pemohon -"} Berkoan permchonan Lrin Berkns permohonan [zin Prokick
2 |diberi pesi tanda terimn dan berkas diteruskan ke < Praktek Dokver Hewne dan 15 menit [okter Hewan yung sudah
Back Oifice, jlka tidak lengkap, berkns Tust Rew diperikss kelenglapannya
dikembalikan ke Pemohan untul dilenglespi
3 Prikiek Dakter Hewan dengan menyiaphan berkas Praktek Dokier Hewan yang o — Ignlhnmhnmn:ml ﬁl o
dan Surat Pengantar untuk diperikea oleh Tim audnh dipesiksa tiveriSkoni yang
Tel kelengkapantya
" Menyirimban berkas bersaina purat pergantar I Srakick Dolder B g &tk Herkas permohonan lein Prokeek
keepada Tim Telnis untule diverifilows Inh diverifil (Dokter Hewan, Surat Pengantar,
Tidat e
Memberikan berkas haminn discrtd >. ;
g |rekomendasi peractujusn fika permohonan T— :"m P‘ml i=n T Berlenn permohonan, don
* |disetujul sty pekomendasi menaluk o ﬂm'l e ' Hekomendasi
permahonan tdak disetjul Fangoias,
5 o buat draf lain Brrkan persschanks, dan 20 menit  |Deaf tein Prakick Dakter Hewan

Praktek Dokter Hewan

Rekemendnst
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAHNAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 43 {DPMPTSFP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi = /
Tanggal Efektif 25 Juni 202527 1 AH K, i}:}f?‘“‘x
Disahkan oleh ' FESeoat bryr
g g
i
, 3 = ".':‘}"' ‘.l__l !__! TPNO, BE
Nama SOP Izin ﬂpf}wwﬁﬁé‘ Usia Dini
o —

Kualifikasi Pelaksana . 1 /]

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan FPra . Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
Sekolah; 3, Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
3. Peraturan Pemerintah MNomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta sasaran dan tepat walktu,
masyarakat dalam Pendidilkkan Nasional;
4, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD};
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2018 tentang Penyedian Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
7. Surat Pdaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nemor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

ketidaksinkronan dan

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK DOKTER

HEWAN
Nomor S0P 43 /DPMPTSP/2025
TAMAH LAUT
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 2
Tanggal Revisi /
Tanggal Efekuf 25 Juni 2025 77 e K / =
Disahkan okch LR : '
b/, oy
|'l’: ~ -\—\-‘_
DINAS PM DAN PTSP (W K &
{1 * L =y e
'I"... \E' 19 - |7
Nama SOP Izin Prakilk DokierHoWan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana ./ 1 1 |

l. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan hewan;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019 tentang Pelayvanen Jasa Medik

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Veteriner; sasaran dan tepat waktu.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin

Praktik Dokter Hewan

dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan

ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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S0P IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN

PELAKSANA MUTU BAKU
Fa. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Toknis |  Kabid “": paln Relenghapan Waltu output
Melakukan pendaftaran melalui onbine, offline

L |eecarm it Intui penidim ping |Berkns permohanan lein 1520 . Berkas untuk diperilaa
petugas DEMPTSE deng gisi F Prakiek Dokter Hewan B kelenghnpannyn
dan upload peraynrainn mekalui sistem

T
Menerima dan memeriksa berkas permohonan
lzin Proktek Dokter Hewan. Jika lengkap Pemchon _.'__.:L_b-_ Berkas permohonan lnn Berkos permohonan Iz Prokick

2 |diberi resi tanda terima dan berknn diteruskan ke <~ Praktelk Dokter Hewnn dan 15 ment Drakiter Hewnn yang sudih
Back Office, jikn tidak lengkap, berkas Vst Resi |diperiken kelengknpanys
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
Menindakinnjub hast] verifiknni berkns lain |Betlenn permahenan lzin :

3 Prakick Dokter Hewan dengan menyiapkan borkas -—J Praktek Dokter Hewan yang i " mﬁﬂh-! Fm! ohonan lzin Prakiek
don Surat Pengantar untuk diperiloss oleh Tim sudah diperilcsa poac! T TR
Telmnis kelenglknpanya

T Dy - Ef_l. Berkan permohonan Lean
' kend;TimT:;::quk prisieing. — [Praktcke Dokter Hewnn yang| 60 menit ot Bemehonan (n Prafiek
T nn, Surat Pengantar,
Tiah mn
T I amm——— > -
& s

5 rekomendant persetujuan jikn permohanan ::khkmr { Ehai Berkns permohonan, dan

disetujui atnu rekomendnsi menalak jika Surat P ! Rekomendnsi

permobonan Gdak disetujul

Meninadaklanjuti dengan membuat draf lzin
Fraktek Dokter Hewan

Herkan permohonan, dan
Hekomenalng

20 menit

Draf lzin Prakick Dokter Howan
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LAMPIRAN :

HEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

T Nomar S0P 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2025 f
Tanggal Reviai
Tanggal Efektif 25 Juni 2025, 7 .t AH Kq 05
Disahkan oleh / /'_F' -ifepal:
(i TANAHLAY" o |
DINAS PM DAN PTSP (5 ey
* ascrl
1||I ‘:_ "' ","' T
Nama SOP Izin Ope i mh\af i
ragional Péneigefen A
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana A
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Peraturan Pemerintah MNomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
Sekolah; ) 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran seria sasaran dan tepat waktu,
masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 20138 tentang Penyedian Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);

7. Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian [zin Satuan Pendidikan;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Pencatatan dan Pendataan

Peringatan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan jika tidak dilaksanakan akan
meéngakibatkan  ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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BOP IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USLA DINI

FELAHBANA MUTU BAKU
i " Pemobon | Front Office | Back Offics | Tim Teknls Habid nnlu."'l'" Halengknpan Walktu Cutput
Meladnikan ‘pcndmnn‘ ::wllllui :nmqfoﬂ'ﬂw ) Hetkak i i
| [|pecara ri alaw dirnp diari o 1 Perdidis 15 - 20 menit Herkms untuk dipesikes
petugis DPMPTSP dengan mengisi data pemohon ke Usia Bin kelengkas pannyn
|idan upload persyaratan melalul sistem
Menerima don memeriksn berlow permohanan ki
Lein Oiperasional Pendidikan Anak Use Dind. Jila W y Berkas permohonan [zin
5 Hengknp Pemobon diborl ronl tanda terimn dan e — g"“ m'“'? ) 15 menls Operasionnl Pendidikan Anak
berkas diteruskan ke Back Office, jikn tidak i | - ,""‘“‘uﬁ Diind L““""‘m_‘. e Unén D yang sudsh diperikan
lemghngs, berkan dikembalilean ke Pemohon sintulk kelenghnpannvn
hienghan
Menindaklanjith hasil verifiknai berlna Izrin Berknn permaohonan lzin .
3 |Operasional Pendidion Anak Usin Dini dengan cj lzin Opernsional Pendidikan — E“""'_P:.'““““” Leiei
i berkas dan Surat Pengantar untuk Anak Uska Dind yang sudah iogye I.I" Amak '
|diperiksa aleh Tim Telknia diperilan kelenghapansyn sin. Din} yang sudah diverifiosi
Betlons permohonan Irin .
" |Mengirimkan berkas bersama surat pengantar : ¥ Operansonn] Pendicilnn 60 it Barkas P":::E Lein
kepadn Tim Teknis untuk diverifiknsi — Anal: Usin Dini yang sudsh men Dpsrialon fean Anak
sy Unin Idini, Surnt Pengantar,
Tiall Y
| Membrerikan berkas henan dasertai d > Berkaa permohonan Tein
5 |rekamendasi persaiufian jikn petimchonan T Opernsional Pendidiloan M Berkas permohonon, dan
i mtmu rel clismi lale fikn Annk Usia Dind, Surat (Rekomendasd
prrmohonan Hdak disetujui Pengantar,
8 Menindaklanjuti dengan membuat draf lzn Herkan permohonan, dan 20 mest Dial Irin Opernsionn] Perdidikan

Operrasional Pernsdidikon Annk Usin Dind

Rekomendasd

Annde Usin Dink
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PELAKBANA MUTU BAKU
W ————— Pomohon | Front Office | Back Office | Tim Tekals Napaln Kelenghupan Waictu Cutput
Mercgistral, memberikan nomor lzin Operandonal Drad lein Ope i s D Lein Operasional Peadidik
7 |Pondidilan Analc Usia Dind dan mencruskansye ki Penedidilan Asmak Usin Dini Anac Usin Dini untule’ diparal
Kl wptuk diparal
Meemaral lzin Operasiona] Pendidican Anak Unia — Porsdidikan Anak Usia Dinl > L Deat IE:EE:?HW,MM
8 |Dind dos diterushkon ke Kepala Dinaos wniuk IJ rang sustid diparal untuk e .ﬂ.mk_ sadlsne ‘:.!r::gd.udth
citandntangani ditandatangini F oz
bxin Operasional Pendidiloarn Exin Operusional Pendidikan Anak
g [Meoandat i lzin Opes | Pendidikan Annk| l__l Ak Usin Dini puing wadah — Ui Dini yag wudah
Ui Liinl ditandutangand ditandntangnni
. 'IJ lzin Operasional Pendidikan lxin Operasional Pendidikan Anak
Mengarsiplan dan menyerahknn h:nﬂpmud-m-l Ansk Usin Dini  yang slap & menki Usia Dini  yang -ud.-hl
1 |Pendidilan Anak Usin Dini yang anli kepadn diarnipknn dan sinp dlingaipknn dan snp d Bk
Pemolwn diserahkan ke pemahon ke pemohon
I Izin Opernsonal Pendidikan Ezin Operasional Pendidioan Anak
11 Menyerahkan lzin Opersabonal Pendidikan Anale AnaX Usin Diri yang sisp & menilt Usin Dini yang siap diserahbcan
Usin [Fni kepoals Pemohon diserahkan ke pemahon e pamaokian
a
Menerimn lzin Operasional Pendidikan Anak Usia | 3 lzin ﬂpf!:w Penadidikan ; lzin Operasional h-mu.lldﬁ:n Anuk
i lein 3 Aniak Usin Dind yang siap 5 menit Uulm Dind yang sudah diarswiplenn
12 |Dvini mencetnk /memprint lon Operastonal r e ¥ s e
Perdidikan Anak Usin Dind secara mandirl) diserahkan ke peeohon slap dincrahkan ke pem
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LAMPIRAN

EEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN DASAR
Nomaor SOP 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan | 14 juni 2025 i
Tanggal Revisi /
S Tanggal Bfeltif 25Juni200s =] A
Disatikan oleh A FIEE
Lil o ":':1/""—
(e P
DINAS PM DAN PTSP A=
- 1 *j 3 h ] .
k *L l"- *r.--l-‘*”‘. -
Nama SOP tzin Ope {m}qak perdidfian Das

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana . 7 |-

-

Undang-Undang B.1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pendidikan Nasional;

3, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Femerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja
Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing
Dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pendirian, Perubahan, don Penutupan Satuan Pendidikann Dasar dan

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Operasional Pendidikan Dasar dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, Ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan wakiu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2, Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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BOP IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (8D)

PELANSANA MUTU BAKU
i AN Pemobon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Habid "'m"'h Helenghapaa Walttu Output
Meladoudoan pendaftaran melalud enbies/ offline
y  [eecars mandii atou melahul pesdsmpiagan dori Ig:::’:m’ m”,h i "h’m 15:90 it BHerkas untuk diperiksa
priugan DFMPTIP ini dnta p by Datis . kelenghkapannyn
dan upload permynratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa beskns permohonan H
Lzin Operasional Pendidilan Dasar. Jika lengkap [ [ R T Berkas permohonan lein
3 |Pemohon diberi resi tanda terima dun berkns e — it 15wt (Operasional Perdidikan Dasar
diterusknn ke Bock Office, jlm tidak lenghkagp, T i S I:] dun Resl yung sudal diperikos
|berkna dikembalikean ke Pemohon wniile kelenghkapannyn
dilenghap
Menindalkinnjuti hasil verifios beekns [rin Cj Herkas permohonns lxin
o e e i Opeunnal Pt |, [ pe—
berkas dan Sumt Pengantor untul diper [ YRng & 9 o
Tim Telknia kelengh RO R Tt
Berkns permohanan [zin
" — 4 Berkun hai 1zin
o |Mengirimlcn berkas bersana surat pengantar {:_r Operanional Pendidiknn s op;_ﬂ.mﬂ“'“hn:;_‘m s
kepoda Tim Teknls untuk diverifilina Dasar yoang nsdah au J
Aiverifliena rat Pengunlar, BAP
et "
Memberikan berkas permohonen disertal Bevkiia pecas fain
rekomendasi per jilen permol uhasns
5 [disetujui atau relomendasi menoln ik gm::ll‘ﬂﬂﬂﬂtmmm s mﬂm BAP din
¥ h tidak diselujuil yang di ' :
dalam Berita Acara Pemeriksnan (BAR e
el
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membunt draf 3 -
6 [ien Opernsbonal Pendidinn Dasar dwn Barkna pecmobiopas, BAP H0menit  |ITF B0 Cpenuaional Pendidikan

mencruskannya ke Kabid untulk diparaf

don Reloomendas
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FELAKSANA HUTU BAKU
Ha. AKTIVIT.
. A8 Pemobon | Front Office | Back Office | Tim Tekals ';u':l Keleagkapan Walktu Output
7 Memarnf |zin Operaxienal Pendidilun Dusar dan Diraf 1zin Operasional 5 Dead Lein Operasional Pendidikomn
diteruskan ke Kepala Dinss untuk ditandatangani | Pendidikan Dosar Dhisninr visrg stidah diparal
Draf Lein Dperasional
M ganid [zin Oper al Pendidiloan | T Pendidikan Dasar yung lzin Operasdonsl Pendidikan
® | Damar l'j wiidah diparad untuk 5 mieiilt Dnsar yang sudah ditsndntangani
elitandatangand
. g Izin Operasional Pendidiknn Ezin Opernslonal Pesdidikan
Meregisirasi, memberikon nomar, dan mem beriloan Ej
q . Diasar yang sudah B menit Dasar suclah disegiatrasi,
bein D yang s
stempeel perasional Pendidilon Dasar 3 diberi nomor, dan stemd
— in Operaional Pendidikan
Mengarmipian dan menyerabnn lsin Operasionsl D_"’_"”“';_P bty Izin Opernsional Pendidilan
10 wmunbulrymﬂhhrmmmmunmx ‘-Iﬂl'l.ﬂju‘ el & menit Danar yung sudah disrsipkon dan
diberilan kepada Pemohon gl map diserahkan ke pemohon
4 I Ieiny Orperasional Pendidikan Irin Operasional Pendidiknn
Menyerahimn Frin lj .
1 ey Operaabanal Pendidikan Duanr Dasar yang sing diserahbon 5 menit Dasar yvang sings lizetahlan ke

kopada 'eminhon

ke prmohon

prmehon

Menerimn [5in Operasional Pendidilkan
Dasar{mencetak /memprint Irin Opernnional
Pendidilan Dasarsccarn mandicd

lein Operasional Pendidikan
Dimsar yang siap diserahlomn
ke pemohan

5 menit

Lein Operasional Pendidikan
Dhnear vang diterimo pemohon
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR OPERASIONAL SMP -

TAMAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuntan 16 Juni 2025 i
Tanggal Revisi /
Tanggal Efektif 25 Juni 2025 /
Disahkan oleh oo Ko
AN

T

Nama SOP Izin Operasional sup =~/ | /]

Dasar Hukum

Kualifikasi Pahkunn"-?\\ )\‘?P M p"i}"l:' '

1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4201);

2. Pernturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 wentang Perubahan  atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubaban dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah.

1. Memahami dengan baik kegia { yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan- -bertaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Operasional SMP dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu  serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Deokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizginan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan,
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SOP IZIN OPERASIONAL BEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

PELAKEBANA

Front Office | Back Office | Tim Teknis

Helenghspan

Waltn

Outpat

Melakukan pendaftaran melalud andine/offfine
mecarn mandiri atau melalul pendampingan dari

Berknn permolionan lein

Berkns untuk diperibun

Opernstianal Seloolnh Menengah Pertama

Reloomendasi

petugas DPMPTSP dengan mengixi data pemohon o ) ﬁ;’:hhh 15 =20 mails kelengknpannya
dnn upload persyaraian melalui aiatem Menengah Pertama
Menerima dan memeriksa berkas permohonan e
lrin Operasional Sekolah Menengah Portama Jika Berkas pormohonan lxin Herkas permobonan lein
lengkap Pemohon diberi read tanda terima dan __.-"""IE"-;__ (Dperanional Seholah \5 it Operanionsl Sskolah Menengah
berkns diteruskan ke Back Office, jiloa thdnk i Menengah Pertama dan T Pertamn yang suduh diperilon
lengleap, berleas dikembalilkan ke Pemolvon untuk |Resi kelenghnpannyn
dibenghapl
Berkns permohonan lzin
M hmaal berkas lzin
Operasional Seleolah wah Pretamn C: 1‘19"!“"'“1' Sekalih : Betkas permahonan Lzin
menyiaplan berkas dan Surst Pepgantar wntuk 'k"“’ﬂ-'_ X P_"m' yung 15 meni Operasional Sckolah Hm_ f 1]
dinerilea oleh Tim Telrnix auadish Pertnmn yung sudah diverifos
|kelengkapannya
|'.._.I Berkas permohonan Lein
Mengirimkan berkns bersamn surnt pengantar I I Operasional Sekolah P ml—pﬂmw ;:l::;:l lzin
cpacia Tim Telmls untuk diverifikas Menengah Perinma yang ! 2 ¥
sudnh diverifilons Pertama , Sural Pengantar, BAP
Tl J
Memberikan berkas permohonan disertad dengan Berkas permohonan lrin
rekimendan persotujuan jika pofmohonan Operasional Selalah I Hari Berkan permohonan, don
dimetujui ntau rekomendasi menakak jka Menengmh Pertama, Surst Rekomendsl
permohonnn tidak disetujul Perguntar,
. Drad lein Opermsdomnl Pusat
Menindaklanjuti dengan membunt draf Izin Berlous pvrm_:iunm. dan 20 menit Kegintan Belajor Mengajar

(FEEM|
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FELAKGANA MUTU BARU
b At Front Offtce | Back Offics | Tim Teknis Kabld Nujpala Kelengknpan Waktu Cutput
Meregistrasl, memberilan nomor Lein Operasional Deal Izin Oneraaionsl Diraf [zin Oporasonnl Sekalah
7 |Seholah Menengah Pertamn dan menerunlonnnym lah “:: Pertamn 5 meniy Htmdnph Pertmmn wniuk
ke Knbid untuk diparal Heko ngah et
Errad lzin Operasional

Memaraf Izin Operasional Sekolah Menongah
Fertnrnn dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk

Belealah Menengah Pertama
yang sudah diparal untuk

Lieaf lrin Operasional Sekolah
5 menit Mencrgah Pertami yang sudah
dipuraf untuk ditandatangand

Menandatangani lzin Opernsional Sekolah

Izin Operasional Sekolah

Izin Operasionnl Sekolah

I Menengah Pertama yang 5 menit (Menongah Pertauna yang sudih
9 Menengoh Pertama L sudah ditsrdat | ditandatongan
— in Operamwornal rusca Seks
’ Izin Sekoluh lzin Operasional Sekolah
Mengarsipkan dan menyerahkan lzn Opemsioal Menrngids Pertama yang & Menenguh Fertama yang sudah
10 [Sekolah Menengahk Pertamna yang asli kepada sinp diarsipkan dan sinp smegat tiarsiphan dan siap di ow
Prmolien dimeruhkan ke pemohon ke pemohon
— Lzin Opernntonal Selolah
11 |Menyeraican lain Operucional Sckolah Meneongah Lj Meaengal Pertama yang 5 micrill Menengah Pertama vang sing
Pertama kepada Pemobon stap diserablan ke diserahian ke prmshon
pemohon
; Lein Opermaional Sekolah lzin Operastonal Sckolnk
Hmnlﬂﬁﬂpﬂmwmw Menengah Pertama yang 5 i Menengah Pertoma yang wudah
12 |Periama (mencetak/memprint lin Operasional winp diserahbnn ke i diarsiphan dan sinp disorahkan
Selolah Menengah Pertans secara manding pemohon ke pemahon
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN HKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL PUSAT

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) :
— Nomor SOP 43 /DPMPTSP /2025 )

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /

Tanggal Revisi /

Tanggal Efektif 25 Juni 2025 — ;{

Disahkan oleh (AT :

Nama SOP Izin Opﬁw}m#ﬂs&" um Belajar Mengajar (PKBM)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana ~:“x___

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Selwolah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
&1 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

tentang Peran Serta

1.
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
B.

Memahami dengan baik I::g;ataibmg harus dilakukan dalam menunjang tugas;

Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dan jika tidak dilaksanakan
akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOP IZIN OPERASIONAL FUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PEKBM)

Front Offtce

Back Offies

Tim Teknis

Halbld

Helenghapan

Melakulcan pendnftaran melalui andine, offtine
secara mandini atau melalul peslam pingan dari

Herkas permsolonan lein

Berhna untuk diperikaa

1 3 Opermaional Pusat Kegintan 15 = 20 menit
petugas DFMPTSP dengan mengisi data pemehon Bf:j"“ ar (PKBM) m beelenglupannyn
dan uplond persyaratan melalui sistem
Menerimn dan memeriksn berlens permobanan o
lnin Opernsional Pusat Kegintan Belajnr Mengajar IB:rhl_pn-uuﬂ:mnnhh Herlons permohaonan [zin

& [PKEM) Jikn lenghap Pemchon diberi fesi tandn L‘--...__ Cperaaional I’l_unt Krgiatan is i Operasionsl Pusst Kegiatun
terima dan berkas diteruskan ke Back Office, il S e S Belajnr Mengajar (FRBM) Belajur Mengajar (PEBM) yang
ticlak lerginp, berkas dikembalikan lor Pemohon dan Resi mudah diperiksn kelenghapaonys
untuk dilenghapi
thmd_lkn:ndull hnﬂml.llkui hnrkn-_ Izin Operasional Pusst Kegiatan Herm_p::tm]wnln:lktgnm

1 Operanional Puset Kegiatan Helajnr Mengajar Belajur Mergajar (FKBM) 15 iminit o Pusal ;;;
[PKBEM) dengan menyinplkan beskan dan Surat g wdal dipesikes Brlljlw_rﬂ:gnjnl{l’li ) yonig
Pengantar uniok diperilon oleh Tim Teknis L ya wudah diverifilonsi

LI | Bierkoan permohomnan Lein Betkns permohonan [en

4 Mengirimioan bethas Imnn_u sural pengantar E I O ional Pusat Keg FrR—— Operasional Pusnt Heginian

kepaca Tim Teknis untuk diverifikasi |Belajar Mengnjar (PREM) Belajar Mengajar [PKEM), Surat
yang awddnh diverifiboass Pengantar,
Tt Ta

|Memberikan berkan pes disertad d Herhas permchonan Len

rekomendasi persetujuan jikn permohofsn

Drperanional Pusiat Kegiatan

Berkms permohonan, dan

disetujui atau rekomendid menolak jika Helajar Mengnjar (PKHM), Rekomenclasd

permohonan tidak disetujui Surat Pengantar,

Menindnldanfuti dengan membual drad Lzin Dirnd Lrin Operasionad Pusat
6 |Operasional Pusat Keglatin Belajar Mengajar Bcyicas purmakonan, din 20 menit  |Kegiatwn Belajur Mengajar

(PKEM) st (PREM)
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PELAKBANA MUTU BAKU
e ANTIVIEAR Pemoban | Front Office | Back Office | Tim Teknis |  Habld l:;w Helengkapan Wakiu Cutput
Meregistrasi, memberikan nomor bein (peraaional Dhraf Lrin Crperasional Pusat Diraf Ixin Operassonad Pusint
7 |Pusat Keglatan Belojar Mengajor [PREM) don Kegiatan Helajar Mengajar 5 menit Kegintnn Belajor Mengajar
T m bee Kabid unmik dipasal (FEBEM) (PKHM) untuk diparal
: e in Cperasional Pusat Diraf lein Operasional Pu
Momraf lsins Operaisnal Pusat Kiglatin Balajar 1 m ?leudur Mengajar Kegiatmn Belajar i
&  |Mengajar [PKBM] dan diteruskan ke Kepala Dinas (EKBM) yung sudab dj ' 5 menit \PKEM) yang sudah diparal antuk
R el wn bk ditnndatangani ebitmnilatangnni
lzits Dperaninal Puaat
o |Menandutangani lsin Opernsianal Pusat Keglatan | t ] [Kepintan Belnjar Mengajar < fh}f‘f";““‘." m‘r:“
| Belajnr Mongajar (PREM) Eﬂ“ﬂ yung suduh mudih ditandatangan
— Trin Operasional Pusat
M i i ki trin Operasianal 1 Kegintan Helajar Mongajar B s B
10 [Pusat Kegiston Belajar Mengnjar (FKEM] yang anli (PEEM] yang slap 8 menit tal & 51" -y
kepaida Pemohon dinraiplonn dan sinp diserahkan ke pemohon

[ ek’ ok rwalsf il Bkt fein Opernsional Pusat Ke
o [ esgeeabioan Ixin Opecianal Pusst Kagiutan I BEENE B Neneet sk [Beles Mecgour murﬂ:n
Helajar Mengajar (FKBM) kepada Prmohon I W!-nl:;fmm i dimerahican ks pectishan
Menerima lain Operasional Pusat Kegintan Belnjar CD [zin Operasional Pusat Lrin Operasivnnl Pusat Keglatan
¥4 Mengajar [PKBM) [mencetak/memprint Ixn Kegintan Belajar Mengajas St Belajar Mengajar (FEBM) yang
rperasional Pusat Kegintan Belojar Mengajar (FKBM| yang sinp mudah disrsiphkon dan sisp
(FRBM) stcara mamdin diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemakion
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OFPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENUTUPAN JALAN
UMUM

TAMAH LAUT Nomor S0P 43 [DPMPTSP[2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 r
Tanggal Revisi /
Tangsal Bkt 25 Juni 2028 _———_ /
Disahkan oleh f"/.'\.- % —
»_;’:3:-“-
/&

DINAS PM DAN PTSP

Fee0T

Nama SOP Jzin Penutupay Jalap Omum/. |/

._/"‘\ TP \',."\:

Kualifikasi Pelaksana',” , """

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 1. Memahami dengan baik kegidtan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Berbasis Resiko ; _ ) 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tabhun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

i Dacrah ;

3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerjo Perangkat Daeroh Kabupaten Tanah Laut,

sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1, Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Penutupan Jalan Umum dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan
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BOP IZIN FENUTUPAN JALAN UMUM

Penutupan Jolan Umum

TELAKAANA MUTU BAKU
Al Fomohon | Front Offics | Back Office |  Mabld | Tim Teknis | "irP4% Kaleaghapan Waktu Output
pemdaftamn melaul online/offline secarn
mmrudinl ntau melsbul pendampingan dari petuigas [Herkas prrmohonam [rin

Herkan wntuk diperikes
Lrlenglonpinanyn

Mensrima dan memerikea berkas permobonsn bzin

Penutupan Jalan Umums . Jikn lengkap Pemobon diberi Derias permslrnan Lein m&mmmm yang

resd taryda terima dan berkas diteruakan ke Dack Ofcs, Penutupar Jadan U

[prrien - berkna dikembalikan ke T - dars Fesi h'“"’"hl Ayl

uniuk dilengkapi

| Mesveruiicast ulang berioam dan diterusican ke Kahid anmwmm Berkas Perisinun yang sudah
Herkas permohenan ko

Mersindaklanjutl hasil verifiknal berkas dengan 'mp Fﬂlﬂlhﬁ” nm" iy Frautupan Jalan Umum |,

menjadwalkan cek lapangan bersama Tim Teknis ""’“ i Surat Tugas untuk cek

lapusigari, BAP

Melnkokon ork lnpangan sintik memberiian

g dnad e s jin i+ dimotuful atan
s Tak jien permol vickas sblsetujui

vang ditusngken ke dalom Berita Acsa Pemeriksaon

(BAn

Berkas permehonan lrn
Penastupan Julan Vmum ,
Burat Tuges untuk ook
lapangan, BAF

HAT dan Rrloomendas

Menindaklanjuti heil BAP dengan membaad deaf lein
Penutupun Jalon Umum dan meneruskannys ke Kabid
untuk diparal

BAP dan Rekomendas

Draf lzin Penufupan Jalan
Liersuiem.

Meznuiraf (rin Penutupan Jalen Umum dan diteraakeas ke
Kepala Drinms vntuk ditandastangani

Diraf lzin Penastupsn Jadan
Umaim

Drraf lzin Penutupan Jalun
Lhnim  yong sudoh diparal
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FELAKAANA MUTU BAKY
Ha. AKTIVITAS & 7 e Kepain e o
Dirnd fzin Peoubupan Jfalan .
s | el i Jatan Ucram Vs yar sudah dipasaf | 5 menit |17 Petatipun Jalan tinm
¥ up il chsieileiabgail yang sudih ditsndatangani
[ein Penutogmn Jalan lrin Pemuatupan Jokan Usam
i | rogtafrat me b newii, den coqrbirikin Eij JUmum yung sidah B mienit |yang sudah dirvplstraad, dibord
atempel Lein Peautupan Jalan Umuom ditandatanguni motssr, dan stempel
tein Penutupan Julan
Mengasiph dan hik lain Pemiitupean Jidan i Irin Penatupsan Jalan Umim
10 [Uemnwm Mﬂhl’;‘mmmmmmhpﬂl I I m’hmq B menit |yang sudsh diarsipkan dan
Pemolion diseraliknz ke pemchan s discrahlean ke pematian
Il I lzin Periut
( i Jfalan Leins Perutupan Jalnn Umum
1 ik 1 o s M, Magpentn Upnusm yang slap 5 mendt |yung siap diserahkan ke
[t dinerahkan ke pemobon prookion

12

Menerina lein Pesutupan Jadan Umum
[miencetak fmemprint lrn Penutupan Jalan Umsem
mecmrs mndid

lzin Peniatiupsn Joban
Umum yang siap
diseralkan ke pemahon

5 mvendil

Lezn Prautupas Jalan Umum
g mudinh diterima
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN EKEPALA
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PFROSEDUR IZIN HIBURAN UMUM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TAMAM LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomaor SOP 43 [DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektf 25 Juni 2025 . TA I

L)
Disahkan oleh A
& :
= . =
;#( ;
a ;

Nama SOP Izin H

g

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana . 4 |/

I

2,

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko ;

Peraturan Pemerintah MNomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Di Daerah |

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

sasaran dan tepat waktu,

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyvelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tenlang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
5  Peraturan Bupati Tanah Laut Nomer 90 Tahun 2022 tentang Penyvelenggarann Usaha
Tempat Hiburan dan Rekreasi,
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Hiburan Umum dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,

ketidaktransparanan,

ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu serta

kelambanan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan fnon perizinan;
2. Laporan produk perizinan /non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan/non perizinan.
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BOF IZIN HIBURAN UMUM

PFELAKNANA MUTU BAKT
N - Femobon | Front Office | Back Office Hahid Bekreinris | Kepain Dinaa | Tim Tekols Helenghka pun Walkin Outpat
elnlui ondine/offfine secora [irerican ohonan e | 15 20 [Beckns untok dipesiloss
mandiri alss melalul pendampingan dan peiugss Hiburan Umism menit | kelenglapannya
DPFMPTHEP dengan mengisl dats pemshen dan uplosal
persyaratan melahil sistrm
Menerima dan memerikss berkas permohonan (70 |iierkns prrmononan Iein | 15 menit |Heskes permnhoran 5n
Hibran Umum . S lenglap Pemobion diber real T Hibmiran Umus  dan Hiburam Umum  yang
tands terima dan berkan ditrruakan ke Back Office, jila o Resi wudah diperiinn
ikake lenghap, berkas dilcembolikan ke Pemohon untuk ___,.-‘t\ [kelenglkapasnya
hilrnglenpi == e ey
Memverifikand uhing berkons Brrkoa permehonan lea | 10 menit |Berkas yasg sudah
Ej Hituran Umom diverifikan
Membiat Saral P uniuk dimohand Berktan vang sudah 10 menk |Berkas Permehanan,
dari [Hnas dan di —y etierifiknsi [valt Sursd Pengnntar
umink diparad
| Memarni Sural Pengsntar dan diterusionn ke Kepala Herkan Prrmohoran, 10 meslt |Beekas Permohonan,
Dinas untuk ditamilafangani iI—D (Burat Pengantar Huiral Penganisr  yang
mudaly diparal
Merandatangend draf Sarml Pengantar H ;u'ﬁrhn Prrmuohonan, 10 menit |Berknn Fermobomnsn,
ak Pongantas  yang Sural Penginiar
miadlah ciparal
M‘mﬁh Buarwt ?mmwb-wu sutinas Bericas L &.:Ir'll Proganing beserta (120 menit m—- Pragantar beserta
ey Lein Umum ke Tiss Teknis Dinas ' | 3 " R hﬂh:ﬂn M"Th::m
Miturmn Usum Hibarnn Uhmam
s
wrk lapangan AL [ Berkas permohonan (6n | 1 e |BAF dan Bekomendass
rﬂmr.ﬂ‘hll per i -ﬁhﬂ 1 ‘- i metu]ui . i Hibuwram Usiom, Surst
mknsi f Anxi lnkt jikm p tidak > [Tugns untuk cek
disetujul yang ditusnglan ke Berita Acara Pemeriksasn lnpangnn, BAR
{BARY
Menerima RBekomendass idari [Naas Parwisals HAF dan Bcekomendanl | 20 menit |BAF dan Rekomendasi

LLe



FELAKHANA MUTU BAKY
Wa. AKTIVIT.
- Femehon | Freai Gfice | Back Office Halld Kapals Dinss | Tim Tekais Halesghapan Wakin Output
10 |Menindaklanjuti Rekomendani dari Dinas Pariwisala HAF dan Rekomendasi | 20 menit |Dral Lrin Hiburan Umim
dengan membust drad Isin Hibaran Umam den
meneriskannya ke Kabid untuk diparaf
11 |Memaral inin Hiburon Umam dan diterankan ke Kepals Diral lein Hiburan Smenlt |Dral lxin Hiburan Um i
Dans uniuk ditsndstiangani Limiam yang sudah dipural
—
12 |Mensndatangani diaf lan Hiburan Upum B Dval Izin Hiburan S menit [lein Hibnaran Wi um
J Umium  yang wadab yang sudah
diparal untuk i
ditanilatangani
13 [Meregeatras, membesiican nemar, dan membariksn Trin Hiburan Umum B menit |lan Hiburan Umum
wtempel lain Hiburan Umm |¥ang sidah yung sudah deregistrasd,
ditandatangind dilserl nomer, dan
I I niempel
14 |Mengaraipkan dan menyerahkan Izrin Hbmina Unus Lein. Hiburan Umism Bomenlt |lsn Hiburan Umoam
[yang wali ke Frant Ofer uatulk diberilkan kepads — yang slap disrspian vang swdnh disraipkan
Femohan ]J dan sap diserabilan ke dan alap dliserahikan ke
pemohbon |pemstan
15 [Meeryerationn (ein Hiburmn Unums  kepada, Pemohen Tzin Hiburan Umam Smenkt |lein Hiburen Umus
yurg abap discrahlan ke |vang siap disrrahian ke
|—: prmoh prmoban
16 [Menerima loin Hiberan Umum (memprind afes Tzin Habirmn Usnim Smenit Jisn Hibursn Umum
m enortak lsn Hiburan Usum secara sandin) yang siap discrahkan ke yang sudah ditorima
d: prenchon
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGUMPULAN UANG

DAN BARANG (PUB)

TAMNAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Momor S0P 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 "
Tanggal Revii /
Tanggal Efektif 25 Juni 2025 j’
Disahkan olch ,f" \I P
i i ‘ap
/ 7 ‘;“:‘\.
=7 |
If -.;_' LY J
|I:' = ,\‘ 2 / "-*{-H"'I T
T Tzin Penguinpulan Usaein Barang (PUB)

Dasar Hukum

) Fy T i !
Kualifikasi Pelaksana' "2y 15 7"

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

2, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan
Sumbangan;

3, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;

4, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengumpulan Uang atau Barang;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor & Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nemor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pengumpulan Uang atau Barang.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentian yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

sasaran dan tepat waktu.

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan [zin
Pengumpulan Uang dan Barang (PUB} dan jlka tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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BOP IZIN PENGUMFULAN UANG DAN BARANG (PUB)

FELAHSANA MUTHT BAKD
= IACEIVIEAR Pemohon | Front Offfos | Back Office | Tim Takals |  Habid e Kelengkagan Wakts Output

Melakukan pendaftaran melalui ondivneoffline Ba peraaicn in

i secarn mandirl atnu melahi pendampingan dari Pecquinpaiben Unag das 15 - 20 menit ::lhlllnmkdlpﬂ'lhu
priugas DFMPTSP dengan mengis daln pemohon | lengkagantiya
dan uphond perayaratan melalui sistem Barang
Menerima dan memeriosa berkas permohonan b -
lzin Pengumpulan Uang dan Barang Jika ienglap Perions \xin HBerkas permohonan

4 |Prmohon diberi resd tanda trerima dan berkan S | ‘u,_hu“'m i% monic Penguimpulan Unng dan Barang
diteruskmn ke Back Office, jikn tidak lenghkap, o R B i ]dnulhi yang sudah diperilun

berkas dikembalikan ke Pemohen untuk
dilengghnpt

Menindakianjut hasil verifikas berkas lein
Pengumpulan Vang dan Harang dengan
menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk
diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan lxin
Pengumpulan Uang dan
Barang  ynng sudah

diperiksa "

15 menit

Herlens permokonan lxin
Pengumpulan Usng dan Barang
yung sudih diverifiknag

Berkas permohonan len

Berkas permahonan Lzin

. = Pr Unng dan

Mengirimkan berkas bersami surat penganing ngumpulan Uiang 50 it | Ines U A B i
* |kepnda Tim Telnis unmuk diverifiknsi 1 Gifaig Jarg midel menit  |Pengumpulan Usng ang

tiverifilos |Surat Pengantar, BAF
Talsh §

|Membserikan berkas permohonan disertak d > Berkan permohonan lein

|rekomendasi persstujunn jin permohonan e |Pengumpilan Unng dan i Bk Berkins pu-mﬁhﬂm HAF dan
b disetujui atau rekomendas menolalk jiim Harang . Surat Pengantar, Rekomeniasi

nan tilak H T JEENS

6 ti dengan membunt draf l=n Berkis prrmobanan, HAR 20 it Diraf Izin Pengumpulin Usng dan

Meninduklanju
Pengumpulan Uang dan Barang

dan Rekomendasi

Barang
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FPELAKSANA MUTU BAKU
Ho. AKTIVITAS
Pemobon | Front Office | Back Offtce | Tim Teknls |  Kabtd Hapuln Kalenghupan Waktn Output
Meregistraai, berikan Lein
i Pﬂuf:wuimmm Fll.mlqm“d-n et Jale Promguactalari. 5 menit e fxi Peguampuiien Uacig dan
meneruskannya ke Kabid untuk dipasal Unng dan Barang Barang uniuk diparal
Memaraf lzin Pengumpulan Uang dan Barang :—| Lien[Tan Peoghipulan Drraf Trein Pengumpulan U dan
& |dan diteruskan ke Kepala Dinan wuntul Uang dun Barang yang 5 e 5
sudak; diparal ik 5 menit Huarang yang sudah diparaf
| ditandat | untuk ditandutangani
A, gaxi bein Peng dan I Lzin P ibany Unng Isin Pengrimpulan Uang dan
g | P Uang l_l dan Borang yang sudih 5 menit Burang yang suilab
- ditandatangarni chitmrdntangani
Pa—
" iplean dan mirperahlns liin Iz Operaxional Sekalah Lzin Cperasional Sekolah
10 |Peagumpulan Usng dan Barang  yang asli kepada e dian;;m:mdm ﬁﬂﬂ: Eanid m@M?MMﬁPm
Pemaliun ke pemahan ke pemohon
M lign by Uiy dan ll ] lzin Pengumpulan Uang tein Pengumpuilan Unng dan
1 prenpmabiea li Poprio g dan Bacary dan Barang  yang siap 5 menit Barang yang siap diserahlenn ke

kepada Permohen

pemahen

i

Menerima Izin Pengumpulan Unng dan Barang
|mencetnk memprintizin Pengumpulan Usng den
Barang secara mandie

II':nT‘r_BlumpuhnU-p‘
dan Harang  yang siap
iserahlnn ke pemohon

5 mendt

Lrin Pengumpulan Uang dan
yung sudah disrsiplan
dan sinp diserahlan ke prmohon

T8¢



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGELOLAAN PASAR
RAKYAT
Nomor SOP 43 /DPMPTSP/ 2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektil 25 Juni 2025
Disahkan oleh 7
/f‘ C;
DINAS PM DAN PTSP
PT [
I\ *
Nama SOP lzin |

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana \i}?}fﬂ’_ P2

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4866);

2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5511);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 664}

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan
Dan Pengolahan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomar 277).

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 45 Tahun 2028 Tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan
Toko Swalayan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pasar Rakyat

Keterkaitan

1. Memahami dengan baik kegiatanyang Harus dilakukan dalam menunjang tugas;

b, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan lepat waktu.

Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Kemputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
perizinan dan Non Perizinan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu

serta kelambanan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan/non perizinan;
2. Laporan produk perizinan/non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan/non perizinan.

[4:14



BOP IZIN PENGELOLAAN PABAR RAKYAT

PELAKBANA MUTU BAKU
e - Pamshan | Freat Office Hasl Tim Teknis | Back Offtcs Habid 'm‘" . Keletygiapan Wakiu Output
Beerkne permohonan produk Frrkas untuk diperiksa
I |Menyrrahkan beglus permohonan produk perisinan q; :3‘ prriginag ? a.:m:.. P
Menerima dan mveaseriion berkoas prrmobonan preduk s v periginan dan Rest perizinan yang sidah diperiloa
perizinan. Jika lenghknp Pemobon diberi rest tands terima 15 menit |kebengknpannys
2 |itun bserions diterusiean ke Kasd, fika tidak lenghup, berloas
dilembalikan ke Pemebon untuk dilenglonpd = —
Bierkon permahoran produl
|Berkns permebonan produk antule
i bl veerifilcasd berican dergan 170 menki perizinen, Sural Tugss
3 sabwnlkmn ek lapangan b Tim Teknis |——I [perisinan yang studah divesifivasi ek luporgnn, BAP
"
" " artul il Berkan permohenan produk
e oj!ih.: i disetujui atan rekomendasi e perizinan, Surat Tugas untuk ook 1 hast BAF dan Krkomendoni
menslak [ permohonan tidak disctisjul yang dituangkan S \upangan, BAP
e dabam Beritn Acars Pemeriknamn [HAF) [
5 |Menin it hamil AP d bruant drnd prodik l_ll':l HAP dan frlomendasi 20 memit Drad produl peririnan
gk ) mened ke Kasi untik dipasal
Dieal i yeng
g |Memarad produk perisinan dan diteruskas ke Kabid untuk Cf—l : Divad prodisk perieisisn 5 mendi roduk peciuinan
s al ey ipucal
e [
¥ Memaral prodisk prrisinan dem diterukan ke Kepala Dinas E Dy produlk periginan yung sudab & menit proubick peroman yang
untuk ditandatangmoi g T
'_‘lj Drad produk perisinan yang sudah Bt Produlk perisinan yang sudah
& [Menandatengond deaf produk pericins diparaf untuk ditandatangani [ —
5 Praduk perizinan yang sudah
Gt Proaulk perisivan yang sudah . diberi namor, dan
Megegasiraal, memberikan . dan. berikan B mesit eliregistrus
@ |stemgel produk perisinan S Cj ditandatangarn i
Mengarnipkan dan hilcan predulk perisinm yang Prodult perisinan yang sisp wm,nmbh
10 mali Jor Featst Cillice untuk diberikan kepada Pemahon g T— dlan sinp 1 for A menit Haraipkan dan s diserahkan
diarnipksn di Sekretasiat) e = Prod sinan yang siap
11 |Menyerahlnn produk periginan kepads Pemobon I—-m et & pemat menit :::hnh e
Produle peritinan yang sinp S perizinan fang stdsh
12 |Menerima produl pesisinan C:D |tiserhiknn ke peamobun ! diterinmn
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA FPUSAT

PERBELANJAAN
Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025
TANAH LAUT

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /

Tanggal Revisi /

Tanggal Efeltif 25 Juni 2025 — :—J .

Disahkan oleh o 4, epa '

V>
DINAS PM DAN PTSP H |

[l & [ el
ll' 1 —"._': 303

Nama SOP izin Usaha Pusat ; f/

Dasar Hukum

i

Kualifikasi Pelaksana Q{;KM;/

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

3, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Pembangunan Dan Pengolahan Sarana Perdagangan |

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan Atas Nomor
10 Tahun 2021 Tentang Pedoman , Pengembangan , Penataan Dan Pembinaan
Fuszat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan
Di Kabupaten Tanah Laut ;

7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 45 Tahun 2028 Tentang lzin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan

sasaran dan tepat waktu.

W
1. Memahami dengan baik kegiatanyang haros kan dalam menunjang tUgas;
2. Memahami dengan baik ketentuan T dalam pelaksanaan kegiatan;

3, Mempunyai komitmen tinggi untuk menyclesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan perizinan dan
non perizinan  dan  jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam
pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan/non perizinan;
2. Laporan produk perizinan/non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan /non perizinan,
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BOP 1ZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

dimrrahinn ke pemohon

FELAKEANA MUTU BAKU
s AETIVEEAS Pemohen | Front Ofice | Analls | Tim Tekuis | Back Gffics e Kelenghapan Waktu t Dutpat
Berkan permohonan preduk i Blerkons uniul diperiloss
I |Menyperahkan berkas permahenan praduk perisinas perizinan 2 men lengkapannyn
|__ Berkna promuhenan produk Bwkh:m d:- : mhun:E
Menerimn dan memerikaa berioas permohanan produk - petizinan dan Resd prans iperikas —
4 peridnan, Jia lenghap Pemohon diieri rosi tanda terima 15 menit .
dan berican diterunkan ke Analis, jiloa tidai lenghng,
berican dilorm baliken ke Pemehon untuk dilenghapl k|
Dierkma prrmohonsn preduk Beerkas permobonen produk
3 [Menimduidanjuti hasil verifiAnalia betkns dengan - priginan yang sidsh 120 menit  (perisinan, Surst Tugas untuk cek
menjadwnikan cek lapangan bersama Tim Teknin E—I AiveriflAnali lnpangan, BAT
w
Melakukan cck lapangan uniuk memberikan selomendasl L Berk ohenan prodil
4 [pereetujunn jika permohofian disetujul atau rekomendasi .-"J-""l-.. | prrisinan, Surat Tugss untuk eek 1 hari BAP dan Rekomriilas
mensdak jilka permehonan thdak disetujul yang ditsanghan ik ™ 1a gan, BAP
ke dalam Beriis Acsrs Fem erilesaan [HAF)
s Menindaklanduti hasil BAP dengan membual draf predul r-.}l I HAP dan Relomendasi 20 menit Dral produk perisinan
[periginan dem mener e Analls uniuk dipars!
i . 3 dah
8 ;:mn-lmﬁkmhndnuuntuhﬁdmm | '—|I vt produlk perisiian 5 menit Do produk perisinas yang su
7 Memaral produlk perisinan dan diteruakan ke Kepala et produk peridnan yang § menlt :-I-pudu]: prrizinan yang sudaeh
[Hnas uniuk ditandatangsnd midahs diparal paral
Drad produk perisinan yang Produle perisinsn yang sudah
! | dah diparal wntulk 5 menit o
B | Me drall uk porisinen : wis
eamdalangan produk pe ditandatnngani
Produk peritinan yanyg siidah
Mesegintrami, membrriknn nomos, dan memberikan Ej Produk perizrinan yang ssdab i aeati i sl b vz, i
2 - ditmndsi nngnai wtempel
Mengarsiphon dan menyerahkan prodult perisinan yang Produk T Produl perizinan yang sudsh
0 nali ke Front Office untuk diberikan kepada Pemobon ﬂ 1 II dan sinp diserahian B mendt fiarsiphinn dan slap &
(fstakopi peririnan diberikan krpada Sekretaris untuk ke prmohan prmohan
dinrsipkan &i Srkeelariag)
Produlk perizinan yang sinp Produlk pesisinnn yang siap
11 |Menyershian produk peritinan kepada Pemohon 1——&] phiens ey Smeall  Roesrabdcnn ke prmobon
Proadulk i
12 |Menerimn produk peririnan C_E‘:) perizinan ying siap Smenit  |Produk perizinan yang sudah diterimn
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  IZIN USAHA

SWALAYAN/TOKO MODERN

Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025
TAMHAH LAUT

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi e
Tanggal Efektif 25 Juni 2008 QO — IO/ A
Disahkan oleh / Pit. Hepet X
Nama SOP Izin Uaaha. Swnla;ranﬂ‘olm Modem

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

1,
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; ). Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3 N 2021 T nyel v : f = ; f= i
Em,.d:ugmm"sm&mmmh e 29 haRuR botiog. Rephongaml: B 3, Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan sasaran dan tepat waktu.
Dan Pengolahan Sarana Perdagangan ;
5. Peraturan Menteri Pendagangan Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan Atas Nomor 10 Tahun
2021 Tentang Pedoman , Pengembangan , Penataan Dan Pembinaan Pusal Perbelanjsan
Dan Toko Swalayan |
6. Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan
Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Tanah
Laut ;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor B8 Tahun 2020 Perubahan Alas Peraturan Bupati
Nomor 45 Tahun 2028 Tentang lzin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjsan, Dan
‘Toko Swalayan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internct
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupalun prosedur baku yang wejib dilaksanakan dalam pelayanan perizinan don
non perizinan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
keldaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidoktepatan waktu serta kelambanan dalam
pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan /non perizinar;
2. Laporan produk perizinan /non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan /non perizinan,
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M ARTIVITAR Pamohon | Front Offies | Amalis | Tim Teknin | Back Offtce |  Habid Keynin Nalasghapan Waktn Output
Herkas permohonan produk Berkns untuk dipenikaa
! |Menyernsion berkas p produl = |pclatriacy e
i 'i-nn-pnuuhnmnodnll Berkus prrmehonuen produk
I— b1 perizinan dan Resl periginun yang sudh diperiksa
Menerimn dan memeriksa e dengghon prunyn
g |perisinan. Jika Pemohen diberl resl tanda terima 15 emeit
clan ek diteruskon ke Analis, jGm tidak lenghag,
berkna dikcemb Pemohon uniuk dil i Tkak
[Berkis permahonan peodul Berkns permolonan produk
3 |Menindsianjuti hasd vesifiAnatia besican dengan perizinan yang sudah 190 menit  |perisinan, Sural Tugss uniulk eok
Beans okt T Tl — 1 diwerifiAnalin lapangan, BAP
Al
Melaleulean cele lapsngan untulk dinad Berkan permohonan uk
s |P 1l isetuijud mimu oek i .L__..--':“--.._ muwdﬂm:.t 1 bari BAP dan Rekomiendas
menelak jlion permobonan Hdak disetujul yang ditusngian e | pangus, HAF
ke dalam Berita Acara Pemerikaaan (AP
Menndakdanju el BAP dengan membunt drf produk l_‘ HAPF dan Relomenidasi 20 menit Drnd produk perisinas
5
u oo Anabis untuk diparal
wuiilab
& Memarad produlk perizinan dan diteruskinn ke Knbid untuk :: ead produk perieks & micai mﬂpﬂkm;“
diparal
trraf produk pericinan yang smudah
Memusal prodult peririnen dan diteruskon ke Kepala ke Ugal produk perisinan yaig & msndl
T | Dims untuk ditandaturgani L.l uudaly ]
4 Dvaf produl perisina yung Produk prrisinan yang sudal
8 |Menandaiengani draf produk perizinan J_ r—: wudal diparad wniuk 5 meenit tandsinngani
| Produilk periginan yang sudsh
g |MereRistrusi, memberikan nomsor, dan memberikan 1 | Produle peririnan yang sudsh Bmenit  |diregistrasi, diber nomor, dan
memprl produk perizinan utempel
Mengarsiploan dan menyrrahken produlk perisinan yang Frodulk perizinan slap Produk peritinan yarg sudah
10 wall ke Frant Office sntuk diteriken kepads Prinohon — Hadnink ;m..":“ A menll diarmipkan don alop diserahkan ke
{fotnkopd perizinan diberikan kepada Sclortaris wituk 1 I ke pemsshon pemabosn
| disruipkan & Sekretariat)
Preddik perarinan yung siap |Produk perisinan yung siap
11 |Meny produk p epadn [——| l digesahinn ke p Smealt |y rahlon ke pemoban
Produk perisinan yang siap — Predul perizinan yang sudak
12 |Menerima produk perisinnn c.:‘_-:b disernhkan ke pemaohen
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR OPERASIONAL

LEMBAGA PELATIHANKERJA (LPK)

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOF 43 /DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /

Tanggal Revisi /

Tanggal Efeltil 25 Juni 20257 _ '_ f o

Disahkan oleh & ' f1E
(e

iororron

- §-199303 1 002
Pelatihan Kerja (LPK)

om0t on opind e

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana ‘\‘Li_i -i; -‘

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Tahun Republika Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja sasaran dan tepat waktu.
Nasional (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
4, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Operasional Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK] dan jika tidak
dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan,

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELATTHAN KERJA [LPK)

FELAKSANA MUTY BAKL
B AKTIVIT.
» a Pomobon | Front Offics | Back Offtce | Tim Toknis |  Kabid g Helanghapas Wakts cutput
pendaftaran melalut anline offline hanan

y [secars mandini alai melalui pendam pingan diri B"! m;mrw:m sl 15 - 20 menit Berkan unfuk diperiloa
petugis DPMPTSP dengs ygisi dnda p 1 Pelutit ; m‘ knlenghkapannyn
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima don memeriksn berkoas permohenan b
ltin Operasional Lombagn Pelatihan Kers [LPK). i Herkos permschonan [en Merkar permohonan Lrin

g [Hika lesghap Pemahon diberi tend tanda terimin dan r"0--.,__ o ional Lembign ik Operasional Lembaga Pelatiban
herkna diteruskan ke Back Office, jioa tidalk Tiia = Pelatihan Kerja (LFK) dan Kerja [LPK) yang sudah diperiksa
lenghap, berkan dikem ke F untuk Resd kelemgkapannyn
dllenglapi
| Menindailanjuti hasil verificasi berina lrin EE e W”ml""‘ Bevkas prmihionan s

3 [Operasional Lembaga Pelatihan Ketjn (LPK) dongan |Pelatihan Kerjs (LPK] yang 15menit [0 et
menyinpkan berkns dan Surar Penganiar untuk wcdah diperiiom Kerjn [LPK) yang wudah
iperiks oleh Tim Teknis i pisiar diverifikas

k. Berkuas permohonan lzin

4 Mengirimkan berkas beraama surnt pengantar t_ Cperasionil Lembags 60 sendt g"’ hm_p-m'] Lemb I‘ﬁmm

kepada Tim Teknia untitk diverifikas Pelatihan Kerja (LPR] yang (LK), Surat BT
inh diverif Kerja ! Pengantar,
Tk L]

Memberikan berkna per disertai B > Berkas permohenan [zin

5 [rekemeninsi persetupuan jikn permolonan T Operanional Lembagn 1 M Berkos permohonan, dan
dhisetujui atau rekomendani menolak jlka Pelntihan Kerja (LPK), Surat R komeniclas
permohonan Hdak disetujui Pengnniar,

6 Menindaklanjuti dengan membiat draf lzin Berkns permohonan, din 30 menk Diraf Lein Operasional Lemboga
Operasional Lembags Pelatinn Keeja (LPK) Reloomendas Pelatihon Kerja (LFKI

68¢



PELAKSANA MUTY
= HAS Pesmahsa | Front Office | Back Offics | Tim Teknis |  Kabid m‘ Heloagkapan Waktu Grutput
eregistrans Ramor msdnmal i nsional Draf lzin Opernsionnl Lembaga
s ﬂﬂ’mbﬂ'liljln s l[.:::b::mlhn Kerja 5 maendt Pelatihon Kerja [LPK] wniuk
7 |Lembaga Pelatihan Keda (LPK) dan s
meneruskannya ke Kabsd untuk diparaf
Pitad ks, Oopmriieiecal Draf zin Qperasional Lembiaga
Memarnd Iein Operantanal Lembagn Pelatihon Kerja — Labaga ihan Kerja T T i
A |ILPK) dan diterunkan ke Kepala Dinas stk i I = r":""""h : Pelatiban unkmkd.m wdah
i " napiuk ditsndalanga i) = "
[ein Operasional Lembaga Lein Opl:mlinn-.'l Lembaga
o M gand Iin Ope | Lersbaga J"‘": Pelntihan Kerja (LK) yang 5 menit Pelatihan Kerja (LK) yang sudah
R Keeja (LK) audah ditarslatanguni ditandstangsni
i . hi —'| I izin Operasional Lembaga Irin Opermsional Lesybags
e G 2 [m'owm Pr.l-lﬂnn_ltndnﬂm g P Pgull_hnn “ﬁ Ll-:'lqd_mndnh
10 |Lembags Pelatiban Kerjo (LIK} yang sl kepada. sinp ke dan siap an B
discrnhléan ke pemahon ke pemchan
i Menyerahkun lsn Operanional Lembagn Pelatihan xumwm;ﬂm — h':l'ml"n!lllp
Kerja JLIK) kepada Pemohon s d,;ml.lllﬂn n m' M'm! i
lrin Operasionnl Lembaga lzdn Opernsionnl Lembogn
Menerima lzin Operasional Lembagn Pelatihan d‘b Pelatihan Kerja (LPK) yang R mmm;nuxmmmh
12 |Kerjn (LPK] (mencetak foempring Lrin Operasional winp dissr i i i ieEl
Lembagn Pelatihnn Kerja (LFK) sccarn mandisi) pemolion pemohon
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN FPTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN FELATIHAN

Nomar SOP 43 /DPMPTSP/ 2025
TAMAH LAUT
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 5
Tanggnl Revisi /
Tanggal Efektif 25 Juni 2025 =~
Disahlan oleh / 7
DINAS PM DAN PTSP (3
I s
(*\
— i = :
Nama SOP Izin Opetasiona) Lentbaga K(rsus Dan Pelatihan
e :
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana \w;l AN\
1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 1. Memahami dengan baik kegiatan yang-harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Nasional; . : B. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan B, Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Nasional ; . . sasaran dan tepat waktu.
3. Permendikbud Momor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Non Formal;

4. Permendikbud Nomeor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana
Lembaga Kursus dan Pelatihan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan
Pendidikan Nonformal Sejenis;

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan  ketidakpastian, ketidakiransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2, Laporan produk perizinan,
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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Izin Operusional Lombaga Kursus Dan Pelatihan [LKP)

Ho.

MUTUY DAKU

Femobon

Front Office

Back Office

Tim Teknls

Dinas

Helengkspan

Wakiu

Cutput

Melakukan pendaftaran melalui ondine, offfine
accarn mandiri atau melahi pendampingan dari

Berkas pesmohonan [zin

Berkns untuk diperiksn

. Lem 15-20 A

! petugns DPFMPTSP deng \gisi data pemohon Emﬂ Pdhlhm {LK? - beelenghapannyn
dan upload perayaratan meladui sistem i
Menceimn dan ks berkan permah tad ]
lzin Opersional Lembagn Kursus Dan Pelatiban Berkns prrmohanan [en Herkas permahanan lein

2 (LK) Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda L"u..__ Operasional Lembagn 15 ment Operiusional Lembagn Kurss
terimn dan berkas diteruskon ke Buck Office, jm i e Kursus Dan Pelatiban {LKF) Dan Pelatihon (LK) yang sudih
ticlak lengleap, berlas di ikan ke b dan Resd diperikan kelenglapannys
stk ilenglapi
Menindaklanjuti hanil verifikasi borkas lzin I j B"h'.“:‘:f‘:"" g Berban permohonan lin

& Operasional Lembagn Kursus Dan Pelatihan [LKP) ':’ h e Pal h"l"l (KR R Operaxional Lembogn Kursus
dengan menyiapkan berkas dan Surat Pengantar sudsh . Dan Pelatihun (LKF) yang sudah
untuk diperiksa oleh Tim Teknia ngkapannya s

]JLI Berkaa permohonan lzin Berkms permohoran lzn

4 Mengirimkan betkas bersuma surst pergantar g Opernsional Lembagn &0 . iomnl Lembagn Kurmis

|kepada Tim Tekmis untuk diverifikasi Kurnws Dan Pelatihan [LEKR) Dan Pelutihan (LEKF), Surat
yang sudah diverifiloasi Pengnntar,
e ™

Memberiknn berkna permohonan discrind dengan > Herkas permohonin Lxin

5 rekomendasl persstujuan jika permohonan i (Opernadonal Lembago i hard | Berkas permahonan, dan
disetujul ainu rekomensdan menolak jikn Kursus Dan Pelatihan Rekomentdasi
prrmohonan Bdak disetujul (LEF, Surat Pengantar,

g |Menindakianjuti dengan membunt draf frin Berkna permohonan, dan o II:h-nl‘ lzin Opernsional Lembagn

Operasionn] Lembaga Kursus Dan Pelatiban (LK)

Relonrmendas

Kursus Dan Pelatihan (LEM
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meenrn mundiri

FELAKGANA MUTT BAKU
- - Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Tokais | Kanta [ 'PtS Kelongkepan Waktu Gutpat
Meregistraal, memberikon nomor lzin Operasional Draf lein Opernsional Drod lein Operasionnl Lembaga
7 [|Lembags Kuraus Dan Pelatihun [LKF) dan Lembaga Kursus Dan 5 manit Kursis Dan Pelatihan (LKF]
menerusbannya ke Kabid untuk diparaf Frelntihan (LEF) untul diparal
[Draf 1rin Opetasisinal Draf lein Opesnsional Lemt
) ! Ag
Memaraf lzin Operasional Lembaga Kursis Dan = I.ﬂhwluifmnln Frursis Dan Pelatihan (LK) yang
8 |Pebaiihan (LKP) dan diteruskan ke Kepala Dinas I Pelatihan (LKP) vang sudah 5 menil atilah i £ etk
untuk ditandatangani diparad wntuk At .
ki padninrgand
|Menandatangani dan menyerahkan Lin Lein Operasional Kursus _ lzin Opermsional Kursus LK)
9 |Operasional Lembagn Kursus Dan Pelatihan (LEP) j LK vang sudak 5 menit tuks s
ke back office Aitamlatangunt
| Ixin i K ’ ,
Menguraipkan don meryerabilean lein Operasional J m'}pﬂ"’::: quu-l Irin Operasional Kursus [LKF
10 |Leint Hursus Dan Pelatihan (LKP) yang anli s d_’p""l_ G B menit M:ud.h diaraiploan dan sdap
kepada Pemohon p disernhkon ke prmohon
" w1 3 et ; I Eein Dperansonal Kursus Lzin Operasional Kumsus [LKP)
(5] Lein Ope L agn Kursus IJ (LKP) yang siap diserahlom 5 naenit yung sinp discrahbmn ke
Dwn Pelatihan (LEP) kepada Prmoban i i fremohan
Menerimn Iz Kursus Dan . lsin Operasional K LKA
i Izin Crperasi Kursus asi Kurmiss (LK
iy |Pelatihan (LKP) (mencetak /memprint lzin C:D 1wmwm::an : T sy it PPl
‘Opernssonal Lembuaga Kursus Dan Pelatihan [LKF) b pmju}nns " Ikan ke han
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LAMPIRAN :

HKEPUTUSAN ’ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TANDA DAFTAR

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL

Nomor SOP 43 /DPMPTSF/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 y
Tanggal Revisi =
Tanggal Efektif 35 Juni 2025
Disahkan oleh v
&/
DINAS PM DAN PTSP *
ll‘l'
\_
Nama SOP Tanda Daftar
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Republik Indonesin Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Republik Indonesin Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undnng-
Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yaynaan,

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
0. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

3,  Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2009 tentang Kesejaterann Sosinl;
4,  Undang-Undang Nemor 8 tnhun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; sasaran dan tepat waktu.
5,  Peraturan Pemerintah Nomor 184 tubun 2011 tentang Lembagn Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemesintol Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggurann Kescjahterann Sesial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2019 tentang Penyeclenggurann Kesefaterunn Sosial bagi
Penyandang Disabilitens;
8. Permendikbud Mo, 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kescjahteraan Sosial;
9.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 teatang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Peranghkat Kemputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Operasional Tanda Daftar Lembaga Kescjahterann Sosial/Organisasi Soaial dan jika vidak
dilaksanakan akan mengakibatkan  ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan,

1, Dokumentasi produk perizinan;
2, Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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SOP TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOBIAL

PELAHSANA

—

Front Office

Back Office | Tim Tekals

Habld

Walktu

pendaltaran melalui onbine/ offline
secara mandiri atau melalui pendampingan dar
petugas DPMPTSP dengan mengisi dnia pemohon
dan upload persyaratan melnlul sistem

15 - 20 menit

Berkaa untuk diperiksa
kelenglapannys

Organisas Sonfal Jika lenglap Pemolorn diberi resi

W

Eeerloun permohonan Tanda
Diaftar Lembaga

15 menit
: Kesejahteraan Soaial/ i ying
tanda terima dan berkns diteruskon ke Back e S e Sonial | Orgunisasi Sosinl
loMmee, jikn tidak lengiap, borkan dikembaldcan e s Orgrnisnsi Sasial dan Resl adal diperilien kelenglapannys
|Pemahon wntuk dienglopl
ey il Harlean honan Tanda
enindaidanjuti hasil verifikasi berkns Tandn j Dhaftar Lemboga perme
B enspver ooty K AP C eacbieran Sl e [Do8ar o bttt
|Sostal menyiapkan berkas dan Surat Pengantar (Drganisas yung Driga
untul diperikaa obeh Tim Telnia wudah diperiksa muidnh diverifikasi
kelenghapannys
L'-"I..- W}:"m Tincla JBerhn permohorn Tanda
i o Dinfinr Lem! jahiernnn
4 [Mengirimban berkas beranmn sural peogantar Ii g ) haga fol/ &0 ﬂ'h.l,-xr‘-q-lu.suml
kepada Tim Teknis untuk diverifilkasi : Bosinl f mpu'imdw-ﬂl
mw:hu; Ehﬂ al yuoy Pengant
¥
P s : Berkcan permabonan Tands
ik berlas permahonnn wt dengan >. Daftar Lembaga . — -
g e ni persetujuan fica per j Souialf L -hai Rekoomenadnsi
disetujud ataw rekomendasi menolak jika  Sosial , Surat
permohonan tdek disetujui 1 Orgusnisast
i Dirad Igin Tanda Daftor Lembaga
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat deaf BAP aga
G |Tandda Daftar Lembaga Kescjahierann Sosialf Parkons perme o, 20 menit Kestjuhternan Sosial/ Drganisasi

Organisesi Sostal

dan Rekometicdasi

Soainl
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PELAKBANA MHUTU BAKU
o, AKTIVITAS Kepala
Pemobon | Front Office | Back Offfes | Tim Teknls T Heleogkapan Waktn Output
i Drad Tanda Daftar Lembagn Draf Tondn Daftar Lembaga
Meregistrasi, memberikan nomor Tanda Dalftar _ 5 J ;
7 |Lemboage Kesejahterann Sosial/ Organisns Sosial H.:-.j-nlhlrrllmm.f & moenit hiz:nh:::;n!_hnijﬂm
dan meneruskaniya ke Kabid wntuk diparaf O1 Somal Sosial g
Dil.l‘de.lDlﬂlr_Imw Draf Tanda Daltar Lembaga
Memnrnf Tanda Daftar Lembaga Kescjnhterann : wmm; . Kescjol g J Ovgiiimaid
8 [Seaial/ Orgnnisasi Sosial don diterusian ke Drpﬁu_mh-nl yang menit Sosial yung ¥ ﬂpmﬂ‘ ik
Kepala Dinas untubl ditandatasgas mudah diparal untulk 4 i
ihitandninngani
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Kesejahirraan Sosial/ [Kesojahteraen Sosial) Organisas|
Menandotangani Tancda Daftar Lembaga k 5 menit i
9 |Kesejah Sosind/ Drganisasi Sosial Soadal yang i Sasial yang sudah
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 —— .
Tanggal Revisi A KA p > f
Tanggal Efektif A AN

T » R 1 T
Disahkan oleh Il < S =P Kpala DFA

Nama SOP ;’EEP:“YC
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Berbasis Resiko ; ) . Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Pgmlurun Pemerintah Nomor & Tahun 2021 tentang Penyelenggarann Perizinan Berusaha 3, Mempunyai komitmen tinggl untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
DA sasaran dan tepat waktu.

3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;

4, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tansh Laut Tahun 2016 - 2036;

6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Deerah Kabupaten Tanah Laut.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah dan jika tidak
dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan wakiu serta kelambanan dalam pelayanan
non perizinan.

1. Dokumentasi produk non perizinan;
2. Laporan produk non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk nen perizinan.
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T ARTINIEAN Pemahon | Front Office | Back Office |  Mabid | Tim Teknis ’,_""" Kalengliapan mi_ Cutpat
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demgnn mengis data hse dain upledsd peray
mekalui sistem
I6 Burnt Pemyelenggnring Bnhujimﬂu.ln&l.m_
jaloan Pengpsnaan dan Pemaniaatan aan
Menerimn den rrikan brekas [ Surat i mmmwwm iy Pemanfaatan Tamsh yang sudah
[Perpélenggaruan Kabl e dan e dari BER denpgan Prrick dari BPN yang
[Tanah yang sudah dilenghoupl dengan Pertek dari BPN Tanah 15 menit [madah diperiliaa kelenghapannyn
Laat. Jika lenghap Presabon diben esd tanda terima dan I
berlonn diteraskan ke Back Offce. j@o hdak lengloap, berkas
ik bnbilcan ke Pemobon untulk dilongicapi
BN deagan membust dral ‘-—| Surat Penyel
Menindakianjut isi periek dari membust Kb jadan Penggpunasn i Pemandnatsn Cebinkan
Suras Penyed Kebijakan Prnggunann dan (- Rk yovig wodah llsagiaol dongres Psed: | 30 ot DAL St Pecrebenggarasy Kotk
Prmanfaatan Tanak dan meneruskannys ke Kbl vatud dari BEPN yang swdah diperikan
diparad keelemgkapannya
-
Surat Peryebenggurann Kebig £x dan L-l Dwvaf Burad Penyrienggaraan Kebijakan —— E""."t dars P Castan Tanah
Femaniaatan Tanah dan diterssken ke Kepala Dinas untuk Perpgunnan dan Pemaslastan Tansh m‘—mw
it arydat agan
Dl Sural Penyelenggarasn Burat Penyelenggaraan Kebdjalan
Menandatsngani dral Surni Peryclengparasn Kobijakan ik P ! Tunuh yaog | 5 menit |Penggusnen dan Pensantsatsn Tanals
Penggunnan dan Pemarfaatan Tanak { ] [sudiah diparat unpk dissndatangani yining wucdidy ditandatangans
breriknn Hurat Priyelenggarann wuﬂ"l:.uh
Mereginiranl, memberikasn semer, dan mem atemprl dan P I
it Kebijakan Penggunaan dan L___I Penggunnan dan Pemanfsstan Tanak yang B menit rang wudsh diregistrast, dher namor,
Pemaninatan Tansh wudah ditmndatungenl dnn stempel
Burst Peoyelrnpgaran urnt Penyelenggarsan Kebijniian
Mengarsipkan dan mengerahlan Sural Peryelenggeraasn IJ Penggunaan dan Pressnfastan Tanah yang Fai Penggunman dan Prmsnisatan Tanah
Kebijakan Penggunnan dan Pemaninatiun Tansh yang ash ke { | wisp dinrsiphon dan sinp diserahloan ke yung suidah disrsiphan das sep
Frant (efice untuk diberikan kepada Pemobon pemohon discrahkan ke pemohan
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TENTANG BTANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SESUAI ONLINE SINGLE

SUBMISSION (OSS)

Nomor SOP 43 JDPMPTSP/2025
TANAH LAUT
Tanggal Pembuatan | 16 Juni 2025 4
Tanggal Revisi T /
Tanggal Efektil 25 Juni 2035 - ““{- 4! N
Disahkan oleh =/ \:_;;:“_h.;t.é
>
DINAS PM DAN PTSP \nt
N '_.f-r - GE ]
AN N B 8 199303 1 002
Nama SOP Pelayanan mmsﬁuﬂﬁm Single Submission (OSS)
= A H v
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
T Peraturan Pemeriniah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyclenggaraan Perizinan Berusaha | |1, Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Berbasis Resiko ; N b, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggarann Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
DI Dasral ; sasaran dan tepat walktu.

3. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik ;

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman
dan Tata Cara Pelavanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman
Maodal;

B. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerjn Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
Pelayanan Perizinan Sesual Online Single Submission (0SS) dan jika tidak
dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan

1. Dokumentasi produk perizinan/non perizinan;
2. Laporan produk perizinan/non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan/non perizinan.
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perizinan dan non perizinan.
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SOF Pelayunan Porlzinan Besual Online Single Submission lMI

PELAKEANA MUTT BAKT
AKTIVIT Pamo Hoternogan
W - o Saar | 7im Toknus | DPMPTEF Perayarsian Wakin Output
Mengajulan permohonan ixin wenha fizin C—|-D Dokumien parsyarstan sesuni  [Menyesuaikan

operassanal atau komersial melalui pertal
083

peraturan Menter tentang N3PK

NSPK Kementriki

operasional atau komeraial

Permohonan mendapatkan Nomor
Induk Berusatia (NIB]

Memproses permohonan izin weaha fizin
operasional atnu komersinl

Data permohonan itin
uamha firin operasional atan REPKE
komerakal

Kementrian

fein unaha darl lembaga 035

Dokumen permyaraian sudah

|Memenuhi pernyatnan komitmon

I}

Sesual dengan persyaratan
yang terdapat pada prmenuhan |NSPK
komitman 1

Menyesunikon
| Kementrian

Diuta dokumen yang Lenghap

1, Permohonan menyampaikan data
il e

2. Femenuhan Rnlml:;Im lipenuhi
i jmngka wakiu peayelesadan
ool e,

Melakulkan penelitinn dan penilisian

= iy kebenaran Dalam rangha pengewassn
4 [terhadap pemenuhan komitmen dan Komitmen dan dokumen teknis|y .0 permohonan perilnan sertn | pemenithan komitmen permohonan
dokumen teknis serta melakukan | perizinan Kemnaribeiai beritn acara hastl lsin
pemeriksann fsik pemerikanan fisil
] . - Menyesunikan Tim Teknis dapat
5 Memberikan rekomendaal tekonis isin I I Laporan hasil penelitian dan {00 Rekomenas Tem Telonis merckemendanikan [ftidak
usaha/izin operasional atau komersial pemerilanan fisde Kementrian merekamendasikin
Kepala HPMPTSP dapat
Memeriiosa rekomenclasi Tim Telois don <> |Laporan dan tekossendasi Ton Menyeauailoan o, o) Peraciujuan Kopala menerhitican diral
6 [Menerbitlan Surat Persetujunn Kepals Teknia BEIFY. OFMPTSP pernetujunn, tidak menerbitikan
DPMITSP Kementzinn wurat Persetujuan
2 1. Upland! Kamitmen Menyemuailon .
7 |Memualidasi permohonan isin usahaizin L1 |2 Uplosd Rekomendani Teknis |NSFK l'n....mﬂ mij iy
opernsionnl atau komersial 3. Uplond Sural Persetujuan Kementrinn
3 Menyesunikan  [lzin usaha fizin operastonal  |lein usaha /izin spesnsional atau
g |Menesbitlan izin usahaisin operasional Lzin usaha/izin aperasionnl NAPK inus komersial yung telab i |komersial diterbithaon lembagn (83
i Komersial c : ntau komerainl Vementrian sahibonn s namn Menten
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN PENELITIAN (KKN)

Nomor SOP 43 /DPMPTSP/2025
TANHAH LAUT
Tanggal Fembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi e /
0 R TN
Tanggal Rickel 25 Juni mﬁl‘-—-ﬂlﬂ‘m\
. W s ~Hepalg DPYHTSP
i [ bt
[ f \)' = ] #"/’_—.—_
DINAS PM DAN PTSP | ekl
\ g" ELIMAOD
\ &, THIF. #
FORE Ty e I r
Nama SOF Surat Keterangan Nﬂ_éllillaq" [R[{_ N)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyvelenggarann Perizinan 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Berusaha Berbasis Resiko ; b, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021 tentang Penyelenggarann Perizinan 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Berusaha Di Dagrah ; sasaran dan tepat waktu,
3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat
Keterangan Penelitian;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Penerbitan
Rekomendasi Bagi Setiap Instansi Pemerintah yang Akan Melakukan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nemor 25 Tahun 2016 tentang Penerbitan Rekomendasi
Bagi Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah Yang Akan Melakukan Penelitian;
7.  Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut,
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Kemputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3, Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Surat i ?:::rt:nmma;i?::nkpn:r?ﬁpeﬁlm;
S o : . # pro nan;
K"t.: pngan. Penelitiad ‘dan, jika Udak di.lahaanakan akan metigukihatican 3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk non perizinan.
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan non perizinan.
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S0P SURAT KETERANGAN PENELITIAN (KHN)

FELAKSANA WUTU BART
Wo. AKTIVITAS Hepala ol
Pemchon | Frent Office | Back Office | Tim Telmis Dinss Haolenghkapan Wakin tput
ﬁw- Airi .ul'::d'ln": i p-—I .f'ﬂmf-‘:'"‘ Herkas permaohonan lxin 18- 20 menit |Berkos untuk diperiksa
L ik i feele
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|kepada Tim Teknis untuk diverifilnsi dbrerifiicasd e e ngantar,
Tidak b}
L rikan berkas pe ehigerta d Berkon promotiennn fzin Berkas HAF dan
5 lreknmendasd peraetujuan jika permshonan Praktik Hidan, Surat 1 harl IM;.uu peemalonan,
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I honan tidal diseiu) "
X Menindaklanjuti dengan membuat deal Irin Surst Berkun permohonun, BAP i el Izin Praletik Bidan

|Keterangan Penelitinn (KKN) don menerusiannyms
ke Kabld untuk diparaf

il Fekomendnai

€0€



PELAKBANA MUTU BAKT
Ha. AKTIVITAS Kepala
Femohon | Front Office | Back Offfcs | Tim Teknls Dinss Holeagispan Waldtia Output
| Memaral zin Surnt Keterangnn Penckitian [REN) g
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A o Diraf Irin Praltik Bidan .
Menandoiangani lzin Surat Keterangan Penelition _I-"': ? i Izin Proktik Bilon yang sudah
L] (KK yang sudah diparal untuk 5 menit e
a
o |Meregistrasi, memberioun namor, dan membesiican =] Izin Praltik Billan yang W ke '7““3 ";m L"::ﬂ"‘m""‘
stempel lzin Jurst Keterangan Peselitian (KKN) susdah ditnrdatangani ‘Pﬁ :
|
Mengarsipknn dan menyerahlonn Lein Surat Lein Praktik Bidan yang skap Lin Praktik Bidan yang sadah
10 |Keterangan Penclitisn (RKN) yang asli ke Front dimraipkan dan slap B menit dinrsipkan dan siap diserahkan
Office untuk diberikan kepoda Pemolon disernhkin ke pemohon ke pemolion
) I ; z te
1 Menyerahkan Lrin Surat Keterangan Penelitian lzin Proloilk Bidan ynng siap & enit tzin Praktik Bidan yong siap
|KKH) kepada Pemohan liserahloan ke pemohon dimerahkan ke pemohan
¢
i | Mensrima lzin Surat Kelerangan Penclitian C } Lein P i g . txin Prakiik Bidnn ynng d =
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCABUTAN SURAT
IZIN PRAKTIK DAN SURAT IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN

TAMAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 43 /DPFMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 ‘,.»"
Tanggal Revisi /
Tanggal Efcktif 25 Juni 2025~ T‘f‘l-ﬁ‘:ra/
Disahd oleh “',:’- .:\"/.l::—:':“::ia’
s <. ‘-‘J‘ '
st TLAUT i
TV e - 1]
/f S B "'..f.ﬂ.
# ! ._'I'. ] h'.‘f.‘.u A
| L ,:\-" “*H' 103
1 . :
Nama S0P Penic utan P urat Izin Kerja Tenaga
K:a:lﬁ:t_ag : r?

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana . /| 7

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Keschatan:
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

8. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
| sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip /Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
Pencabutan Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerjo Tenaga Kesehatan dan jika tidak
dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.
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S0P PENCABUTAN SURAT IZIN PRAKTIK DAN SURAT IZIN KERJA TENAGA ESEHATAN

Menindaklanjiiti hasl verifilknsi berlcns Prosedur
Pencabutan Surut lrin Prakiik dan Surat lon Kega
Tenaga Keschatan dengan menyiapkan berkas dan

Pencalutin Swrat len Praktik
dan Surat lrin Kerjs Tenaga

15 menit

PELAKSANA MUTU BAKU
AL Pemohon | Front Office | Back Gffice | Tim Teknls |  Rabid <Ly Kelengkapan Waktu Cutput

Melalouleon pendaftnran melalul ondine, offTine Berkas pesmohosas Prosedur
wecarn mandini atau melalui pendampingan dari Fencabutan Surat lein Pralerik 15- 20 mendt  |Berkns untuk diporiiss
petugas DFMPTSP dengan mengisl dota pemohon dan Surat lzin Kerfa Tenags kelengkaparmyn
dan oplosd persyaratan melalul istem Reachatnn S
Menerima dan memeriksa berlon permohonan s
Prosedur Pencabutan Sural Iein Praktik dan Surat HBerkas permohonan Proscdur
lein Kerja Tenage Keachatun, Jila kigkap X E:':::‘m‘ Esinrid gy Pencabiutnn Surat Irin Prakiik
Pegmolion dlberl real tanda terimn dan berlaas Yein Kein T 15 menit dan Surat kein Kerja Tenngn
diteruskan ke Back Office, jika tidak lenghnp, Tidst Kench dsin Roas ¢ |Kesehatnn yung asudnh diperilosn
berkan dikembaliken ke Pemohon untuk hlm‘;lmm
Alenglopl

Berkas permohenan Prosedur Herkas permobonan Prosedur

|Pencabutan Surat hn Pralktik
dan Surat Lein Kerja Tenaga

(Tenagn Kesshatan

Rekomendasi

Surst Pengantar untiulke diperiksa oleh Tim Telmis :I:m h-mhmh‘;u:hm .WMM vung sudal

Hetkan permohonan Proscdur

‘_l., Pencabutnn Surat Izin Praktil Bevkis permahonie Proscdir

Mengirimkan berkas bersamn surnt pengantar [ dary St Tein 1 80 menk Pencabutan Surat I=#dn Prajeik
kepoda Tim Telonds untube diverifiloasi Keschatan ¥ g ink " d.-n Surat Iein K:rjn"l'ma'n.

e - 't Surat Peng)

Tilah b ]
Momberikan berkas permohonan disertai dengan > Berkas permohonan Prosedur
nhmmdulplrutujunjm permohonan |Pencabutan Susat lein Pralkti 1 Hasi Berkan permohonan, dan
i 3 Lak jika dan Surat brin Kerja Tenaga Rekamendlin

ntrmdwrm tidak disctujui Keach Surat Penguntag,
Monindaidanjuti 4 bunt deal Proscdr E_'l Drrafl Prosedur Pencabutan Surat
Pencatiatan Surat Iein Praktik dan Surat Iein Kegjn |Beskma permohonan, din 20 menit  |lzin Praktik dan Surat ltin Kegjn

Tenngn Kesehaton

90¢



PELAHEANA MUTU BAKU
. AB
e AETIRT Pemohon | Front Offtcs | Back Office | Tim Teknis ';'S Kelenghapan Waktn Cutput
Merogintrasi, memberikan nomor Proscdur
Pencabutan Surat lzin Praktik dan Surt lsin Kerja Uraf Prosedur Pencabutan Dead Prosedur Pencabutan Surat
¥ T ¥ Il Ve Kabid Surat lein Prakiik dan Surat 5 menit Izin Praktik dan Surnt Ibn Kerja
lm!uk‘ Hpanid - Izin Kerjm Tenaga Keschatan Tenagn Keschatun untuk diparal
Leaf Prosedur Pencabutan
Memaral Prosedur Pencabutan Surat Lzin Proktik — Surat lein Prakeik dan Swrat ﬁ:lnl nkl mm‘d“;n:';:'b:‘m ‘:‘:f"
B |dan Surat lzin Kerja Tensga Keschatan dan Izin Kerjn Tenngn Kesehntan 5 menit e, Kﬁﬂhlllnn;:u T
diterunkan ke Kepala Dinas untuk ditendatangan yung sudsh diparaf untk ‘J""“ il dhacdat “'"'“,’
E: Frosedur Pencabutan Surat Prosedur Pencabutnn Surat Lein
g [Menandatangeni Prosedur Peacabutan Surat lzin Izin Praktik dan Surat lsin 5 it Pradetik dan Surat Lzn Kerjo
Fraktik dan Surat lzin Kerja Tenaga Keschatan 1'\";“1‘” Keschatan yung ot Tetingn Keschatan yang sudah
{ ] Prosedur Pencabutan Surat Prosedur Pencabutan Surat kein
Mengursipkan din menyerahlon Presedur Izin Praktik dan Surat lein Praktik dan Surat lzn Kerja
10 |Pencabutan Surat lsan Praktk dan Surat [sn Kerja |Kerjn Tenagn Kesehatan yang 8 mendt Tenagn Kesehatan yang sudah
Tenugn Keseh yong asli kepade i wiup dinrsipkan dan sisp diarsiploun dan siap diserahlon
diserahlan ke pemohon ke peaahon
iwcitehio Prosafir Ptieskoten Dyt b — e Prekt dom S 1 PRkl S Bt s Ko
11 |Praktik den Surs Len Kerja Tenagn Keschatan i 5 menit parmt o
kepacda Pemohon i:.“’d."r 8 Fnng '.““"K""'““" YAng D
sinp diserahlonn ke pemohon knn ke h
Menrtima Prosedir Pencabutan Surat [2in Praktik Prosedur Pencabutnn Surnt krin
dan Surat lrin Kerja Tenngs Kesehatan [+ D ml Pemhuhn 5\!:;1 Praktik dan Surat tein Kerjn
12 |imencetak/memprint Prosedur Pencabutan Surat bk e 5 menit [Tenagn Keachatan yang midah

kxin Praktik dan Surat lzsin Kerja Tenagn Kesehatan
nevara mandirg)

Kerjo Tenmgn Keschatan yang
i dhinerahlan ke pemohon

dhimrsiplonn dan siap diserabikan
ke pemehen
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL

KURSUS

DINAS PM DAN PTSP

Namor SOP 43 /DPMPTSP /2025 4
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi )1

Tanggal Efektif 25 Juni 2025 v 11 '. K £

Disahkan oleh -~

[ e Nl
l | oporTon

Nama SOP 1zin Opérasiondl Kyrdln =/~ //

Dasar Hukum
1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 1, Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Masional; R, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peraturan Pemerintah R. Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar | B Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Pendidikan Nasional ; . . sasaran dan tepat waktu.
3. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Non Formal;

4. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan
Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan

Pendidikan Nonformal Sejenis;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Kemputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan lzin
Operasional Kursus dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan non perizinan.

1. Dokumentasi produk non perizinan;
2. Laporan produk non perizinan;
3. Moenitoring dan evaluasi realisasi produk non perizinan.

80¢€



S0P SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL

PELAKSANA MUTU BAKD
Ho. AKTIVITAS B
Pemobon | Front Offfcs | Back Office | Tim Teknis Habld mnh- Helengkapan Walktu Output
Melakukan pendaftaran mebabui onbine offfine
mecarn mandicl atau melalud pensdampingan dari Berkas permahonan lein .

! petingns DFMPTSP dengan mengiad dats pemolon Surat Terdafltar Penyehat 15 - 30 mendt 1;:."::"" untuk diperilou
dan upload persyaratan melalui sistem [Tradixional {STPT) |kelengknpansyn
Menerimn don memeriksa berkas permohonan -

Iz Surat Terdaftar Peryehat Tradisional [STPT).

5 [k denghap Pemohon diberi rexi tand terima don ‘--..__ Berkms permahonan bxin _l::dw permohonan lein Surat
berias diterusionn ke Back Office, jikn tidak = | —— Surat Terdafar hat 15 menlt nfiar Penyehat Tradisional
lenglenp, berias dikembalikan ke Pemohon untul rndisional (STPT) dan Rewi {STET) yang sudah diprriken
dilenagapi Kelenghoponny.
Menindakanjuti hasil verifikasi berkns lsin Simt I:j Herkan permolionan Tzin

g [Terdaltar Penyehat Tradisional (STIT) d Surat Terdaftur Penychat Heskns permahonan o Surat
menyiapkan berkas dan Sumat Pengantar untuk Tradigional (STFT) yang 15 medit ITerduinr Penyehat Tradisional
diperiksa oleh Tim Teknin mudnh diperiion \STPT) yung nudnh diveriGknsi

kelenghapasisya

4 |Mengirimkan berkns bersnnn sural peagantas | “ Sural Tmm&m st Berkas permohonan Tein Surat
kepada Tim Telnls untuk diverifilasi — Tradisional [STPT} yang G0 menit Terdaftar Penyehot Tradisionol

wudah diverifikas (STFT), Surat Pengantar
. 1-"] i
|Memberikan berkus m;h:m :H.:rmm,m > Berkas Pr T
11y rer perm Surat T

5 Llimotajul atau relom sl menolak ik Tm“’”m““ml '"'Ds:"‘: 1 Har :;: permohonan, das
permohonnn tiduk disctujui P : ' ruaclant

¢ Menindaklanjuti dengan membuat draf lon Surat Berkns ey p——— Biad b el Birat e

Terdnftar Penyehat Trudisional [STPT)

Rekomendnsi

Penychat Tradisional (STFT)

B0E



PELAKSANA HUTV DAKT
Wa. AKTIVITAB e e Hepala S
M iniroad, memberikan nomor lsin Sucat Draf trin Surat Tercaltar
7 |Mandafint Pepehas Tosdiniorad (STPT) A ek wic i Smenit  |Penyehar Tradisianal (STET)
meneruskannya ke Kabid untuk diparal untule diparaf
Diraf Irin Surat Terdnftor Drral lzin Surat Terdaftnr
Msciara Txiei frat Tenk Perzpehat Tradizional r—": |Penyehat Tradisonal [STPT) 5 menit Penyehut Tradinional (STPT) yang
8 |{STPT) dan diteruskan ke Kepala Dinas untule hvuiig sudak diparaf untik me axielabs idiparad ntik
ditandatangani ditnndatangan ditandatangani
:j i Surat Terdaftar Surat Terdaftar Peaychat
g |Menandatappenl Lo Surat Tesdaller Bt Penyehat Tradisional (ST77) Emenit  [Tradisional (STPT) yang sudah
Temdisonaal FTET) iyang sudsh ditandstangani ditandatangsnd
— Lein Surat Terdafins
ok lzen Surat Terdaftar hat
Mengarsipkan dan menyerahlon lrin Surst Panyshat Tradisional (STPT) Tradisional (STiT) M"‘-‘mm
10 |Terdaftar Penyehat Trodisional (STPTiyang aals ml_hpdhrdpklndln B menit iarsiplcan dan siap diser
kepada Pemohon nbap diserahkan ke L"um"’ ahlan
pemahon
I-—1' lzin Surat Terdaftor
Ixin Surat Terdaftne hnt
11 |Menyernhlaun lxin Surat Terdaftar Penyohat J Penyehat Tradisional (STPT 5 mankt radisienal [STIT) !.,w,,m
Trudisional (STPT) kepada Pemohon prong slap dissrahkan ko diserubkan ke pemohan
Menerima lrin Sirai Terdafiar Peaychat C—b Leins Surat Terdaftar Irin Surat Terdaftar Penyehat
Trmitisional [STPT) {mencetak/memprint Lein Surat WTI:IHHBM! (STPT) Bt Tradisinnal [STPT) ynng sudah
12 erdaftar Penyehat Tradisional (STPT) secarn yung inp diserahlnn ke dinrsipiun dan siap diserahkan
sy pemohon ke pemohon

01E



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TENTANG BTANDAR
OFERABIONAL PROSEDUR KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG [KKPR)
NONBERUSAHA SBECARA NON-ELEKTRONIK

Nomor SOP 43 JDPMPTSP /2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi /
Tanggal Efektif 25 Juni 2025 =~/
Disahkan aleh i
Nama SOP Ruang (KKFR] Nonberusaha
il
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana \““-mfl__f
1. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang; 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang cipta kerja; 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
3. Peraturan pemerintah no 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan tata ruang; sasaran dan tepat walktu,
4. Peraturan Mentari agraria dan tata ruang/kepala badan pertanshan nasonal
nomer 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang dan pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
5. Peraturan Daerah Kabupeten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2, ATK
3, Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
SOF ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan 1. Dokumentasi produk non perizinan;
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR] Nonberusaha secara non- g Eﬂ‘;ﬁ{g:’rﬁk e:’:;' pe.r':;‘]‘?m i produlk i
elektronik dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, . & e -
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan non perizinan,

11e



S0P Kesesualan Hoglatan Pemunfontan Rusng (KKPR) Nonberusaha secara Non-clektronik

PELAKBANA MUTU BAKD
' AKTIVITAS
Lo Pemobon | Front Office | Back offics | Tim Tokais |  Kanea ""‘“m Kelengkapan Waktu Output
Mengajuknn permohonnn kepada Dinos DPMPTSP Berkas Berkas permohonnn Kesessabin
1 |Knb. Tanah Laut dengan tembusan kepada Dinan |Kesenunian Kegiatin 15 - 20 menit  |Kegintan Pemanfantan Ruiang

PUFRF Kab, Tansh Laut

| Pemuarifnatan Runng [KEPR)

(KKPE]

g [Menerima berkns permobonan dan Cf_"l Brtkian prrmahanan ) Berkns permohanan Kescauaian

sy ke Bi {Back Ofice) I II(:-enuun L;ﬁnt-n' | 15 menit Kegintan Pemuonfastan Busng

a 4 PRy

Memvalidasi dobumen usulan, yadiu:

- memerikaa dokumen, fiks lengknp makn Tdut

pemohon alian diberiban surat tanggapan 1A, dan beee |

atou jikn delumen yang telah diperbailil masih

i Berkas permohonan

tidiak lenghap maka prmohonn akan diberikan K : < Berkas perenohonun Kesemuian
3 m-twlﬂlwaﬂ:ﬂw Pemunfantan B [KKPR) 15 menif Kegintan Pemonfnnisn Ruang

'bﬂ'mlﬂlﬂnllh.l‘ ; " Hog o ==

~memerikaa ketersedinan RDTR yang terintegrasi

(O58 atas rencanna boknni kegintun yang dinjukan

pemohion

Membuat surat Pemet Perte Teknis Beiking permisbonan

Tata Ruang dun Mengirim beserta kelenglapan |
4 |dokumennya ke Dinas FUPRF Tunah Laut jiks |__r {Emmosubian ’“"‘“‘"‘“’ 60 meniy [Tl Pemeohonun Portimbongan

rencann lokasi kegintan yang dinjukan pemohon b g, [KKPR) Telenis Tatn Bl

beraica di dalam delineas RUTR HEE il Svaliones

Membuat sural tanggapan 2 berupa :

p-mbrru-huu agas pemehon mengunis E Surat Pemehonan Hasil pemeriksann kesesumian
5 |pertimbangan teknin pertanabon di kantor BPN Prrtimbangan Teknis Taia 1 hord Toknsi betdmnarkan ROTH

Tanah Laut jiln rencana lokasi kegiatan yang Runng teriniegrani 055

dinjukan pemohon berada dilunr delinensi ROTH

=
N Huuil pemeriksnan

llmnhlhnpﬂhhnmlthnuu:!rwr oscsiinian: lokakl ) )
6 |pertimbangan Teknls perlanahan dari fnstanai berdasarkan RITR 20 mendt Pertimbangan Teknis Tata Ruang

e | I terintegras OS5

(453



PELAKBANA MUTU BAKU
. AKTIVITAS
A Front Office | Back Office | Tim Teknts | Kubid Kelengkapan Walktu Output
Mornbuat draf Kesesuninn Kegintun Pemnunfuatan
| Rusmng (KKPR] Nonberusaha atau susat penalakan DMM Kegiatun
7 |KKPR, Berdasarkan pertimbangan Tekmin Pertimbangan Teknin Tata 5 menit fontan Ruang (KKPE]
|pertanahan /Pertimbangan Teknis Tata Ruang dari Ruang Nl;-nbrruuh- mbnas mural
| nmtansl teknis dan menyerahkanny kepada penolakan KKPR
Memaml dral Keseounhain Kegintan Pecariuitan Draf Kcsesusin Kegintan o oy Fegiiots
g |Ruang (KKPR) Nenberusadu atau surat penolakan ii_dgl Runng (KKFR) 5 medit III m; uitan Rusng (KKPR)
KKPR dan menyerahkan kepoda Kepila Dinns I ebirimntia abis: sirt T g '“"'m"'.‘“"“' i
untule di tanda tangani penalakan KKPR Pm-!m ynng wucah
- . ” e Drﬂm:;lhﬁm: Diral Kesesuaian Kegintan
i Runsng (KKPR) Pemanfuntan Ruang (KKPR)

Pemanfaatan Ruang (KKFR) Nonberusaha atan

aQ Nnnba-unh. atau surat B menit Nenberusaha atau surat
Hack Office e penolakan KKPR yang penolaknn KKPR yang sudah
wiiddah diparaf ditandn tnngan
Draf K iney Keglat Kesesunian Kegiatan
Meregistras, memboriknn nomer dan stempel cj Pemardastun Rusng [KKPR] PN N Rounsg (KR
10 |Kesesuaing Kegintan Pemanfuntan Ruang (KKPR) Nonberisaha atan surat 8 menit Bt b i i
|Nonberusahn atnu susst penolakan KNPR penolukan KKPR yang penclakan KKFR yang su il
mudnh ditands tangon o diberi ypomar,
Krngaraipkan n Kegh Pemanfaatan Ruang (KKFE) Kepeminlon & “IHKP'RJ
11 [Penaniaa Foang KKFR) Mo s — Nonberussha atas surat Smesit [ Womberuanim st st
surnt penolakan KKPR dan menyerahian nabinyn prosiakn KKPR yaig KKPR
kepada front office suclah diregistrasi, diberi """'1“"""& yung slap
pomor, dan stempel
Kesciiniun Kegiatan |Kesesuainn Kegiatan
Menyernhkan Kesesuaian Kegiatan Pemantnaton = Pemmnfnatan Ruang [KKPR) Femanfaatan Ruang (KKPR)
12 |Ruang [KKPR) Nonberusaha ntou surat penalakan Nenberusahs atuy werat 5 meonit |Monberusaha atau surat
EEPR kepada pemohan penolilan KKFR yang siap penolakon KEPR yang siap
diserahian ke pemohen diserahboan ke pemohon
Kenemunian Kegiatan Kenesuainn Kegintsn
Menerima K, Pe fnmt Pemanfantan Rusng [KKPR) Pemanfantan Rusng (KKPE|
13 ﬁummmmmmu wurat ponalakan Nanberusaha atay surat 5 il Nonberussha atay surat
KKPR kepoda pemohon penolalomn KKPR yang siap pemolualenn KKPR vang siap
disesahkan ke pemakeon |disernhkan ke pemohon

ETE



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

TAMAH LAUT Nomor S0P 43 /DPMPTSP /2025
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 :
T :
anggal Revisi E—— /
Tanggal Efektif — »H K4 :*%
i 25 Juni zq;@é;-u ARy, i
7 Q> . Mepal Tap

DINAS PM DAN PTSP

Disahkan oleh o

RITNG

8 199303 1 002

Nama SOP kmrbﬁﬁﬁ\fﬂ\ﬂﬁﬁ%j ung (PBG)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana ./ 141 \ 7

I. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggarann

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waltu,

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOF Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
S0P ini merupakan prosedur baku yvang wajib dilaksanakan dalam Penerbitan ; E:kumenmsi:
. Laporan;

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidak pastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan.

3., Monitoring dan evaluasi.

rIE



B8OP PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

FELAHBANA MUTU BAKU
T Pembants Kopala
a Oparater Beodahara Pemohon Bidaang Kepals Dinas Holengkapan Walktu Output
Penerlmaan |Penguvras)
; A . rotifikasd  pemenuhan standar
Menerima notifiknsi Pernyatann ptn.k.-nuqu l-mndnr teknin dan validasi notifikasi pemenuban standar
teknia dan validasi perhitungan retribuni dan Dinas b e, 15 Menit [teknis dan val
Teknis Bangunan Gedung melalul Sistem Informasi perRituogan reirbug st rutdmtnhllui
Manajemen Bangunan Gedung [3IMBG) i
risitungan retribusi
M hkan il tribusi kepada bantu L e
cnyera perhitungan retribu pemban 3 Menit " -
e et £ perhitungan retribusi
L 4

Menerima perhitungan retribusi dari operator Ej perhitungan retribusi I Menit |perhitungan retribusi

Lembar SERD (Surat SKED (Surst Ketetnpan
Membuat Surat Ketetapan Retribusi Dacrah (SKRD) I:‘j Ketctapan Retribusi Dacrah) | o\ [Retribusi Dacrah)

SKRD [Surat Ketetopan SKRD [Sumt Ketetapan
Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Dacrah (SKRD) — Retribusi Dasrah) 1 Mengt |Fetribusi Dacrah)
kepadn operator J

SKRD (Surat Ketetapan SKRD (Surat Ketelapan
Menerima Sunt Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD] dari :: Retribusi Dacrah) | Menit |Retribusi Dacrah)
Bendaham Penerimann
Mengirim Sumt Ketetnpan Ketnbusi Dperah (SKRD) ke SKRD Ketet
pemohon dengan mengupioad memalui Sistem Informasi | | pa e ool S Menil zﬁxﬁﬂ“ﬂ:‘ﬁ?'“’“
Manajemen Bangunan (redung {SIMBG)|
Menerima SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Dagmh) l.-_u:l St Mt SKEI (S
melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung ::m:rih ‘t' ﬁ Bnu s parn Tentatis [SKRD :‘; B Jr;:wlcr:;;mpm
|iSIMBG)
Menyerahkan bukt lunas pembayarnn rotribust melalul BERD (Surat Ketetapai 5 Menit | Bkt Iunas pembayiran
SIMBG Retribusi Dacrmh) retribius

SIE



Ne, AKTIVITAS Pembantu Hepala
Operator Bandahara Biduang Kapala Dinas Koloogkspan Waktu Output
Penerimaan |Penguwas)

|Menerima bukti lunas pembayuran retribusi yang telah

10 [divplond pemohon melaluil Sistem Informasi Managemen Bukti pembayaran 5 Menit |Bukti pembayaran
Bangunan Gedung (SIMBC
Memvalidosi bukti lunas pombayaran retribusi melalui )

11 |Bistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Bulkti pembayurn 5 Menit Bulkti pembayaran yang telah

(SIMBC

divalidasd

Memerintahkan operator untuk membuat draft
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Bulkti pembayaran yang felah
divaticnsi

2 Mendt

Bukti pembayaran yang telah
divalidagi

13 |Membuat draft Persetujuan Bangunan Gedung [PEO) I I 31“'“' pembayumn yang telnh :;:.5“ 2::2 :mluj'm Bangunan
k.
Menyerahloan draft Persetujunn Bangunan Gedung [PBG) 1 Draft Persetujuan Bangunan Dol Pernet
1% |kepida Kepaln Dinas untul divalidusi - Gedung (PBG) Menit | g IPEE;:MH Popinen
Menerima dan memvalidasi draft Persetujuan Bangunan
15 |Gedung dan sisp diterbitioan melalui Sistemn Informani Ej Draft Permetujuan Bangunan | o |Persotujuan Bangunan Gecdung
Manajemen Bangunan Qedung [SIMBG) Gedung (PBO) [PBL yvang sudah divalidasi
Menyemhkon Persetujuan Bangunan Gedung (PBO) = Peractujuan Bangunan . [Persetujunn Bangunan Oedu
" kepatdn aperator Ij Gedung (PBG) 2 Menit (PRG) S
::nmﬂm mmzn&lﬂm fMenyverahkan Perseiujuan
gunan ung yang telah Selesni kepada pemohon 1 Persetujuan Bangunan Persetujim
17 |mekuui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung . Qedang (FEG) AMeni | AR Bangunan Gedung
[SIMBG)
Menerima Persetujuan Bangunan Gedung (PBO) melalui ;
18 |Sistem Informasi Manajemen Bangunan (edung Peractujunn Bangunan 5 Mendt Persetujuan Bangunan Gedung

[SIMBI)

Cedung (PBO)

(PEG)

STE



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT
LAIK FUNGSI (SLF) DAN SERTIFIKAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN
GEDUNG (SBKBG)

TAMAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 43 [DPMPTSH /2025
Tanggal Fembuatan 16 Juni 2025 /
Tanggal Revisi /
Tanggal Efektif 25 Juni zu:&_:_i'-'f R - f A
Disahkan aleh N lif Kepaja DF
i &7
I
\*
Nama SOP Pener t Laik BiingsiSLF) dan Sertifikat Bukti Kepemilikan
Bangu [l S/

Dasar Huokum

: B
Kualifikasi Pelaksana “\"’J_H_,B/

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat walktu,

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
S0P Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penerbitan ;- E;pkummtasi:
. Oran;

Scrtifikat Laik Fungsi (SLF) Sertifiknt Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) jika
tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan.

3. Monitoring dan evaluasi.

L1IE



SOF PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) dan SERTIFIKAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (BBKBG)

PELAKSANA MUTU BAKU
. AKTIVITAS
- Hepala Dinas Operater Pemohon Kelengkapan Waktu Output
Menerima notifikasi kesesualan Strukur dari Dinas C:::)
1 [Teknis melalui Sistemn Informasi Manajemen Bangunan Notifikas kesesuaian struktur 5 Menit |Notifikasi kesesunian struktur

Gedung (SIMBG)

Memvalidnsi draft Sertifilkat Laik Fungsl (SLF) dan siap

]

Setifikat Laik Fungsi (SLF) yang

Scrtifikat Laik Fungsi [SLE) vang

2 1D|ﬁ'bmnﬂ=:1§ulﬁ'“:’ ?S‘::;;J"'mﬂ HMankjeten sudah divalidasi S Menit | dah divalidasi

y . Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Laik Fungsi [SLF) dan

5 Mﬂmmr:hkﬂﬂ Sertifikat Latk Pungsi [SLF) kepada IiJ Sertifiknt Bultl Kepemilikan 5 Menit |Sertifikat Bukti Kepemilikan

opera Bangunan Gedung [SHEKBG) Bangunan Gedung [SBKBG)
Menerima dan mengirim /menyerahkan Sertifikat Laik I l| Sertifikat Lalk Fungsi (SLF) dan Sertifikat Lalk Fungsi (SLF} dan

4 |Fungsi (SLF) dan Sertifikat Buktl Kepemilikan Bangunan Sertifikat Bukti Kepemilikan 5 Menit [Sertifikat Buktl Kepemilikan

Gedung [SBKBO) Bangunan Gedung (SBKBO) Bangunan Jedung (SEKRG)
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Laik Fungsi [SLF) dan

g [|Menerima Sertifikat Laik Fungsl (SLF) dan Sertifikat d) Sertiflkat Bukti Kepemilikan 5 Menit [Sertifikat Bukti Kepemilikan

Bukti Kepemnllikan Bangunan Gedung (SBEBG)

Bangunan Gedung (SBKBG)

Bangunan Gedung (SBKRG)

81¢



LAMPIRAN

HEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN TATA

RUANG
TANAH LAUT Mo SOF L IDEMEIaR/20es
Tanggal Pembuatan 16 Juni 2025 rd
Tanggal Revisi - /
Tanggal Elektif 25 Juni 2035 ALl g 5 he
Disahkan oleh : i i iy
. PRS-} =
- I 4
DINAS PM DAN PTSP { (af
l"'\ \___m" S660T0E- 1 002
Nama SOP Surat Khtefh’ginhwu\@r@ﬂ Vi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana -\:l_.zl_i-r‘_*.’.j'jf/

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggarann Perizinan Berusaha
Berbasis Resikn ;

2. Peraturan Pemerintuh Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggarann Perizinan Berusaha
i Daerah |

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2043;

5 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang  Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu,

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

2. ATK

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet

3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

S0P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Surat
Keterangan Tata Ruang dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan /non perizinan;
2. Laporan produk perizinan/non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan [non perizinan,

BIE



BOP BURAT HETERANGAN TATA RUANG

persyarston melalul siatem

FELAKEANA MUTU BARL
ANTIVITAS
Front Office | Back Office | Kabid Sekrotaris | Hopals Dines | Tim Tekmis Knlsngionpan Wakty Outpat
Melakukan pendaftaran melalui onbiae/offline secars Blerkas permehanan 15- 20 [Berkan untuk diperiksa
mandirl atau melalul peodampingan dan Sural Krterangan Tats menit  [Kebenghapanaya
DFMPTSF dengan mengiai datn pemobon dan aplead Fuang

Menerima dan meseriken herkas permehoran Sual
Keterangan Tote Ruang . Jiks lenghap Prmohon diberi
resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office,
ljika tidak lenghng, berican dikembalikan ke Prmvshon
amtulk dibengknpi

15 menit [Herkas permehonan
Furat Tata
Puang yang sudsh
diperikan
kelenghapannym

Memverifilnsi ulnmg berkas

Berkis permelonin

10 menit |Berkan yang sudak
ksl

I:-__I Hurnt Keterangan Tals
Ruang
Mrmbuat Summi Pe pre vgan teknis Herkas yang madah (10 menit |Berkns Fermohonan,
(Pestek) dan diteruskan untukt diparad EI'—| [diverifiinsd MM“';;::'M
[Pertek)
Sarat P perti gan teknis Berkus Permehonan, 10 menit |Berkas Prrmehanan,
[Pertek] dan diferuskan ke Kepala Dinss uniuk Surad Permobsnar Suriud Permohonan
|ditandatangani :I"D Pertimbangan Teknin Pertim lrangan Trknis
[Pertek) (Pertek) yang sudah
ipasnl
Menandatangnni dral Surel Keterangan Tats Ruang (Berkms Permaohonamn, 10 menit |Berkas Fermohonan,
et " e IR i m Bangsn Teknis :T-qu.-n knin
L] | Te
(Pertel) yang sudah |Perteky
diparal

Mengiries Permslisnan Ferick braeria salinan surat
e Burat K

120 mernat | Permohenan Prrtek

PUPRE

ngan Tata Rusng ke Tim I"L e bescria salinan suran
[Treknis Dinss PUPRP premehonan Surst permehenan Surat
|Ketarangan Tals Buang Keirrangnn Tata Rusng
]
ek lapangan uniuk memberh Terkan permohonnn Thari  |BAF dan Rekemrndnal
& i persetajuan fikn g disrtuj " - Sural Kelesmogan Tata

slay prkomondasi menolak jika permoboenan Hdnk Hunng . Surat Tugss

| dinetujui yung ditusnglan ke Berita Acarn Pes erikanun uniuk cele lnpangan,

| AR BAF

Mencrima periimbangan teknis [Periek] darl Dinas BAF dan Rekomendas | 30 menlt |Surat Permahanan

|Pertimbangan Teknis
Portelg

OZE



PELAMBANA MUTU BAKD
Ra. ARTIVITAD
Pemshen | Front Office | Back OfMcs Kahid Belerotaria | Kepals Dimas | Tim Toknis Kolsnghapan Wakiu Cutput
10 fMenindaklnnfuli periimbangan telonds (Pertek) dar Sural Permobonan 20 menit [Draf Surat Keterangmn
Dinas FUPREP dengan h drad Surat Ket Fertimbangan Telnis |Tuia Buneg
[Tata Ruang dan meneroskannya ke Kabid untuk (Prrtek)
i vl
11 [Mrmaral Surat Keberangan Tata Runang dan diterskan Uraf Sural Keterangan | 8 menil | Dral Surat Keterangan

ke Krpals Dinas uniuk didsndstongeni

Tain Runng

Thta Runng yung sudak
liparal

12 IMenandstangani dral Sursl Keterangen Tats Rusng

5 menit

13 [Meregintrasl, memberikan nomer, dan memberiloan
wlesdpel Soral Kelerangan Tals Huang

14 |Mengrrsipion dan menyerahiion Sural Keterangan Tala Surat Keterangon Tata Bmenit [Surst Ketecangnn Tata
Funng yang asll ke Front OMice untuk diberilenn kepaa | it Huang yang sinp Huang yang sislsh
Pemohon I'—J dlarsipken din slap larsiphion dom slap

. oy 1
15 |Menyershioan Sural Keleoangan Taia Runng kepoda ‘Hurnk Keterangan Tata S menit |Surat Keterangae Tats
Pematon Ruang yang sinp Ruang yang siap
I_: diserahkun ke pemahion hserahkan ke pesishen
16 |Menerime Sural Keterangan Tals Huanyg Surat Ketevargan Tais S menit [Surat Keterangan Tata
Ruang yang siap Ruang yang surdah

dhincrahkan ke pemohon

diterimn

TZE



